Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

BAB |
PENDAHULUAN

1.1, MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beltanja Daerah
sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah yvang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar
akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelotaan
keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kota Bogor Tahun Anggaran 2020,

Laporan keuangan yang disusun ini metiputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laparan Arus Kas, Laporan Perubahan £kuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud Gisusun sesuai dengan Standar Akuntensi
Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2020 tentang kebijakan akuntansi
Pemerintah Daerah Kota Bogor yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Alumtsnsi Pemerintahan Berbask Akrual pada Pemerintah
Daerah.

Pada dasarnya LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi
kebutuhan informasi dari stakeholders {antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga
pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Boger selama Tahun Anggaran 2020 serta menyajikan informasi vang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan
menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer,
pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi inf disajikan agar pengguna memiliki
pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

3. Jumtah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bogor
serta hasil-hasil yang dicapai;

4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kas;

5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman; dan

6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama
Tahun Anggaran 2020.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Megara Republik
indonesia Tahun 2603 Nomor 74, Tambatan Lembaran Negara Nomor 4285);
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2.

10.

1.

1.

13.

14,

15,

Undang-undang Nomor * Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4400);

Undang-undang MNemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerinteh Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4368);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Momor ¢ Tahun 2615
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara Repubtik
Indonesia Nomar 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Daerah {Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 7019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negetri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Permerintah Daerah;

Peraturan Daerak Kota Bogor Momor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelotaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Xota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri Ey

Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada
Pemerintan Kota Bogor;
Peratyran Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah:

dan

Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali
Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor,
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$.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAM PEMERINTAH DAERAH
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Peryusunan Laporan Keuangan Pernerintah Dacrah
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab Il Ekonomi Makra, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab (i Ikhtisar Pencapaian Kineria Keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntanst yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangen Pemerintah Daerah

4.3  Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusuran Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP
pada Pemerintah Daerah

Bab V Penjetasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah

a. Laporan Realisasi Anggaran {LRA);

b. Laporan Perubahan Satdo Anggaran Lebih (LP-SAL);
c. Neraca;

d. Laporan Operasional (LO};

e, Laporan Arus Kas (LAK);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan
Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan
Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan vyang
Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah
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Bab Vi Penjelasan Atas Informasi-informast Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab ¥l Penutup
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KOTA BOGOR

BAB It
EKONOMI MAKRO, KEUANGAN DAERAH, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekenpmi Makro

Datam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam reaickasi

anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung

percepatan penarganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana

Alokasi Khusus (DAK}, terutama pada sector kesehatan dan DAX fisik untuk infrastruktur. Demikian pula,

sejumlah daetah melskukan penyesuaian alokasi pembisyaan dalam stntdetur Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah {APBD), termasuk metakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di

tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan

berbagaf inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Pemerintah berharap tekanan ini bisa mereda di kuartal pertama 2020, Beberapa pengamat dan analis

bahkan khawatir jika epidemi korona melewati triwulan pertama 2020, dampaknya akan lebih barat

bagi perekonomian. Dari sisi pertumbuhan ekonomi sudah pasti tidak akan menyentuh angka 5%,

Bank Indonesia (Bl) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 bakat tertekan di

angka 4,2-4,6% (yoy). Meski demikian, Bl optimis taju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembati

normal di 5,2- 5,6% (yoy) pada 2021, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE)

Mohammad Faisal mengatakan kemampuan ekonomi indonesia untuk bangkit kembali seperti vang

diramalkan oleh Bl sangat bergantung pada kemampuan indonesia untuk menanggulangi Covid-19.

Selain itu, pihak swasta juga memiliki andil besar dalam membantu pemerintah menanggulangi Covid-

19 yang terbatas kemampuannya,

Terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, yang melahirkan perubahan kebijakan

di tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota melalui refocusing dan realokasi anggaran

untuk penanganan pandemi covid-19 tersebut, berimptikasi terhadap perubahan prioritas pembangunan

daerah dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024

dant RKPD Kota Bogor Tahun 2020. Di Kota Bogor perubahan keuangan daerah tahun 2020 terjady

dikarenakan beberapa hat antara latn:

1. Adanya penyesualan terhadap target penerimaan pendapatan daerah yaitu pada komponen
penertmaan PAD, Dana Perimbangan maupun ain-lain pendapatan daerah vang sah;

2. Adanya penyesuaian Belanja Daerah yang disebabkan karena penambahan program dan kegiatan
yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang APSD Kota Bogor Tahun 2020
antara lain program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat, program
dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus {DAK} batk DAK Fisik dan Non Fisik, serta
program kegiatan yang didanai dari DBHCHT, dan karena refocusing dan realokasi belanja daerah
dalam rangka metlaksanakan prioritas program percepatan penanganan pandemic covid-19,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid -19) di lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Adanya penyesuaian penerimaan pembiayaan yang berasal dariSILPA Tahun Sebelumnya yang harus
disesuatkan dengan hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2019.

Tahun 2020 adalah tahun dimana terjadi kondisi luar biasa yang berdampak pada sektor Kesehatan, sosial

dan ekonomi masyarakat yang diakibatkan karena terjadinya pandemi Covid-19. Pada butan Maret 2020

terbit surat edaran Kepala Badan Masfonal Penanggulangan Bencana nomor SE-1/BNPB/03/2020 Tentang
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XOTA BOGOR

dan Kabupaten/Kota dan melalui Keputusan Presideri RI Nomor 12 Tahun 2020, Presiden telah
menetapkan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid -19) sebagai bencana
nasional. Bencana non alam tersebut sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas keuangan
negara dan berimplikasi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan daerah, Berbagat regulasi telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menangani pandemi tersebut, termasuk dalam hal refocusing
dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD} tahun 2020. Dalam rangka melakukan
refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020, Kementerian Keuangan Rl bersama sama dengan
Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Nomor 119/2813/5J dan Nomeor
17 7KMK .07 12020 tertang Percepatan Penyesualan APRD Tahun 2020 Dalarn Rangka Penranganan Covid-19
Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Masional. Dalam Surat Keputusan Bersama
tersebut, Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD
Tahun 2020 melalui ;

1. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana rincian alokasi transfer ke
daerah dan dana desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI;

2. Penyesuaian target PAD Tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi
daerah serta dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan
daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat infasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi penerimaan
pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai akibat menurunnya
kegiatan/aktivitas perekonomian di masyarakat.

Dengan adanya penyesuaian terhadap pendapatan daerah sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu
dilakukan refocusing dan realokasi belanja daerah tahun 2020, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam SKB
Menteri Keuangan Rl dan Menteri Dalam Negeri Rl yaity melalui rasionalisasi belanja pegawai terutama
pengurangan honorarium dan uang lembur, rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50% dan
rasionalisasi belanja modal sekurang kurangnya 50.

Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah yang ditampung dalam anggaran

belanja tidak terduga (BTT), selanjutnya dipergunakan untuk merdanai :

1. Belanja bidang Kesehatan dan hal hal 1ain selain Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan
panderni covid-19, antara tain pengadaan alat pelindung dir bagi tenaga medis, penyediaan sarana dan
peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien covid-19;

2. Belanja penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian bantuan
sosfal kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengatami penurunan daya beli akibat adanya
pandemi covid-19; dan/atau

3. BelanjaPenanganandampakekonomiterutamauntukmenjaga agar para dunia usaha daerah tetap hidup,
antara lain melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimuiasi
kegiatan perekonomian di daerah.

Pemerintah Kota Bogor telah melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun 2020 yang

ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020,

Selanjutnya dengan adanya perubahan target pendapatan daerah dan refocusing dan realokasi belanja daerah

sebagafmana tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 1909 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam

Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, maka

perty reformulasi capaian program dan kegiatan yang harus dituangkan dalam perubahan RKFD Tahun 2020

&i daer perusunan KUPA PRASP Tahup 2030 dap APBDP fzhug 2020, Paribal
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untuk memudahkan dalam pengukuran dan evaluasi petaksanaan anggaran berbasis kinerja, agar memberikan
gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan
standar akuntabilitas publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan
pemerintah,

Berikut ini adalah perkembangan indikator makro ekonomi Kota Bogor sebagai berikut:

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota
Bogor pada periode 2014 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5% dan bahkan trennya meningkat,
vakni sebesar 6,01%; 6,14%; 6,73% 6,12% dan 6.14%. Mamun demikian, seiring dengan
melemahnya pertumbuhban ekonomi nasionat maupun propinsi Jabar pada tahun 2019, maka
terjadi pula perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor Tahun 2019 dimana pertumbuhan
ekonomi kota Bogor hanya berkisar 6.04% atau melambat kurang lebih 0.10% dibandingkan dengan
laju pertumbuban ekonomi pada tahun 2018.
Pada tahun 2018-2019, kondisi pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional maupun di tingkat
Propinsi Jawa Barat cenderung melemah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2019
hanya tumbuh 5,02 persen (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua
lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapal Lapangan Usaha Jasa Lainnya vang tumbuh
30,72 persen. Dari sis] Pengetuaran, pertumbuhan tertinggl dicapal oleh Xemponen Pengeluaran
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 7,44
persen,
Di sisi lain, pada tahun 2019 ekonomi Jawa Barat pun mengalarsi perlambatan pertumbuhan
dibandingkan tahun 2018. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada pada level
5.07 %, sementara pada tahun 2018, pertumbuhan ekonami telah mencapaj 5.66%.
Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Jawa yang tumbuh 5.52% pada
tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada dibawah rata rata pertimbuhan
ekonomt wilayah pulau Jawa. Namun demikian, pada tahun 2019 ekonomi Jawa Barat masih
berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional,

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2014-2019

| LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
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Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi kota Bogor 2014-2019 sebagaimana tergambar diatas
diturunkan dari kondisi perkembangan PDRB Kota Bogor tahun 2014-2018 yang didasarkan pada
Harga Konstan Tahun 2010 menurut pengeluaran, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

2.1.2

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bogor

Tabel 2.2

Tahun 2014-2018

|:2014:{ 20157 2016 | 2017 2018 |
4331 583 7.5 6.64 6.60
Rumah Tangga
2. | Konsumsi LNPRT 2.96 | -7.46 9.88 4.441 14.83
3. | Konsumsi 2.65%; 5.10 0491 10.92 3.74
Pemerintah
4. |PMTB 17.49] 8257 54| 575| 743
5. | Perubahan - - - - -
Inventori
6. | Net 8711 519 5.72 7.87 8063
Total PDRB 6.01 | 6.14 6.73 6.12 6.14

Sumber : BPS, 2020™

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2010

adatah

sebagai berikut :

Ta

bel.2.3

Perkembangan PDRE Menurut Lapangan Usaha

Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019

boie CbadRm i ] @00 0T T @016r Lo 2637 | . @0is . ]: . @ois ]
A. Pertanian, Kehutsnan 253.95 269.24 280.25 2937 302.88
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C. _Ingustr Pengolshan 5998.6 653850, 7064.82] 784034 8237218
D. Penpadman Lisrik dag 1925.05 L970.65 1949.7ef 1917.43 1962.09
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Pengelolaan Sampat 31.98 6.04 40,93 46.14] 48,33
limbah dan 8
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F. Kengtksi 3647.80 3937.65 +3s1.3g 4937.63| 5733.54
G. P Beaar
ard Eeeren, Reparass 7088.06 7613.84) 2168.75 8607 45 9619.47
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H, Transportasi a776.16 4210.07] 4638.13 5252.72 5992.7]
—..-38n Permidangan N S - .
I Penysdiaon
oraodas des 1421.38 1586.01 1749.96 2008,79)] 2204 .33
Makan Migum
J.  Informasi dan 1521.42 1710.365 196777 2063.1 1 2216.57
K. Jasa Keuangan 2145.64 2475.16| 2748.41 3075.4 3347.490
den_ Asuranasi
L. Real Estate 71627 782.75| 846.55 919.28 1010.81
M,N. Jasa Perugshasan 675 24 74624 799.54 50.57] 1052 58
G. Administrasi
gm‘m“"‘fnm;m $585.88 1019.03 1080.89 1174.50) 1239.62
Jaminan Sosiz! Wajib
1P- JesaPendidilan 790745 T T 99767 107230 . 1266:51 . 143595
{©@. Jasa Kesehatan i s.78 . Y ;
1™ dam Koot Sosial 374.12 | 4-2;,.73E 490.45| 523,27} 607.08]
‘RS T\U. Jasa Lairmy= 925.97 - 1651.97 1198.74 1318.99] 1466.41
! Produk Demeetik Brets azast.en | ABS00BYL ZRATRAT | 423725 01! 457201l
Sumber - BPS, Kotn Bager Dalam Anghka, 2020
. 1Q
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Sementara apabila dihitung atas dasar harga berlaku, maka Komposisi PDRB Kota Bogor
menurut lapangan usaha dari tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabei 2.4
Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015-2019

e

Eelails raten S 0N T T ARG L GBIT Lo BOIE . V. BDIG
_A. Pemman Kehutanan 253 63 26924 2937 202,88
! dan Perikanan : : :
. H B T
B. Pertambangan . L . . :
. dar Penygalian . : !
C. Industri Pengolahan S998.6 653850 7064.62 T840.38 823218
‘n. Pengadann Lisrik dan Gas 1925.05@ 1970.65 1949.76 1917.43, 19&2.09!
H ]
E. Pengadaun Air, { l
Pengelolann Sampah, 31.95 6.04 20,05 46.14] 48.33
limbah dan daur uiang ; :

F. Konstrukasi 364’1805 3937.55 4381.38 4937.63] 5?33.54%

G. Perdagangan Besar dan !

Eceran, Reparasi Mobil 7088.06 7643,84 8168.75 8697.45 9619.47
dan Sepeda Motor
H. Transportasi 3776.16! 4210.07 4638.13 5252.72 5992.7
dan Pergndanean i
I. Pesyediaan Akomodasi 1421 38 1586.01] 1749.96 2008,79} 2204,33
}.—can Maken Mitam
J. formasi dan 1521.42; 1710.36 1967.77] 2063.13 2216.87;
Kemunibasi )
K Jasa  Xeuangan 2145.64 2475.16 2748.41] 307548, 3347.4%
dan _Asuranasi .
L. Real Eatate 716.27, 782.74 R46.55 919.28) 1010.81
M,N. Jasa Perusshaan 675.24] 746.14] 799.34] 890.87 105258
0. Administrasi
Pemerintabhan,
Pe don 955'&&5 1019.03 1080.89 1174.50 1239.62
Jaminan Sosial Wajib ; |
P. Jasa Pendidikan G07.45, 997 67 1072.30 1266.51 143506
Q. Jazn Keschatan dan
Kems i 374.12 425.78 490,45 523.27 607.05
R,5,T,U. Jasa Lainnya 105191

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi
oleh 5 (lima} kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan;
Konstruksi; serta lasa Keuangan dan Asuransi. Hal ind dapat dilihat dari peranan masing-
masing lapangan usaha terhadap pembentukan PORB Kota Bogor. Peranan terbesar dalam
pembentukan PDRE Kota Bogor pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, vaitu mencapai 20.70
persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17.71
persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,90 persen, tapangan
usaha Konstruksi sebesar 12.34 persen serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi
sebesar 7.20 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-
masing masih berada di bawah 5 {lima) persen.
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Tabel 2.5
Distribust Persentase PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019

P e R R L T T T R L i 2019

A. Pertenian, ehutanar dan ; 0.78 0.76 0.73 0.70
Perikanan ;

B. Pertambangan dan Penggalian - - - - B -

C. Indusivi Penpolabian i 1853 1247 .  1B.36 1s.57 17.71

. Penpedaan Lisdi dan Gas 7 TS GE | s B U USeE T AEaT ARy

E. Pengadasn  Air, Pengelolaan | 610 0.10 ! 011 6.11 0.10
Sampah, limbah dan deur wang | i

F. Konstruksi 11.27 11127 11.39 11.69 12.34

G. Perdegangan Hesar dan Boeran, | | 21.90 21597 21.23 20.60 20.70
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | ‘

H. Transportasi and Pergudangan  ~  11.67 ILES .  12.05 12.90
I Penyediaan ~ Akcwmodssl  dan’ U 4ES | EEETTTUiES [T A TY
Makan Minurn : : :

J. _informasi dan Komunikasi : 470 483 ] 511 185 497
K. Jasa Kevavgan dsn Asuransi 6.63 6.99 7.14 7.28 7.20
L. Real Estate - 221  2.2%; 2.20 2.18 2.18
MN. Jasa Perusshean 209 31! 208 211 2.26
O, Administrasi ; 2.95 2.86 . 2.81 2.78 2.67

Pemerintahan, Pertahanan, den
Jaminan Sosial Wajib i N
P. Jasa Pendidikan ST 2.80| 282, 2.79 3.00 3.00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan ¢ 1.16 1.20 ; 1.27 1.24 1.3]
Sogial j
R,5.T,U. Jasa Lainnya : 2.86 2.97 | 3.12 312 3,16

Suraber : BPS, Kota Bogor Dalam Angke, 20206

Di antara kelima lapangan usaba tersebut, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan
Jasa Keuangan dan Asuransi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan,
Sebatiknya, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor peranannya
berangsur-angsur menurun. Sementara lapangan usaha industri Pengolahan peranannya
berfluktuasi namun cenderung menurun. Satah saty penyebab menurunnya peranan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan
usaha tersebut, Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan
produk lapangan usaha lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
2.1.3 PDRB Per Kapita

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta
tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat
kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah rnilai PDRB per kapita. Pada tahun 2018
PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 38.49 juta rupiah per tahun atau tumbuh
sebesar 4.6 persen. Namun apabila kita linat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota
Bogor dari tahun 2014-2019 menggambarkan kecenderungan yang makin menurun.
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Grafik 2.2
Perbandingan Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bogor Dan Propinsi Jawa Barat Dari
Tahun 2014-2019 (Dalam Juta Rupiah)

45

PDRS Per Kapita
cnwd b BEBY S

2014 2015 2016 2017 2018 2018
~—KotaBogor 2828 30,88 3325 3562 3849 41,79
—-lawaBarat 30,12 3265 34,89 37,18 403 4309

Sumber : BPS, 2018

PDRE per-kapita Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring
dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi
setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilaj
perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara ity pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selaiu meningkat cukup tinggi
yaitu berkisar antara 4-5 % tiap tahunnya, Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula
oleh penambahan jumiah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,5 persen
setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja
teriadi secara “riil” tetapi juga teriadi secara kualitas. Tujuan utama yang harus dicapai
bukan hanya sekedar peningkatan nilai PDRB per kapita tetapi pemerataan pendapatan
dengan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat,

2.2. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2019-2024
Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virss dengan
cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdarpak virus ini dengan
total korban mencapat lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di
Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi
dengan kasus virus tertinggi tercatat di DK Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain
ftu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketfga di kewasan Asia Tenggara
setelah Malaysia dan Filipina. Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan
pandemi inf sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat metalui Keputusan Presiden {Keppres) No,11/2020
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebetum itu, Pemerintah juga telah
membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melatui Keppres No.9/2020 tentang
Perubzhan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upava menekan penvebaran virus
tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(P5BB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka
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Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk
dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran
Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti petiburan sekolah
dan tempat kerfa, serta pembatasan kegistan keagamaan, kegiatan di tempat atay fasilitas usviim,
sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan rmaupun ekonomi, pemerintah perlu
mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh
berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat
tahap: pertama adalah menzuatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha,
ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemolihan
ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19,
Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan
Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Ne.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Kevangan untuk Penanganan Pandemi Viruss Corona. Dalam Perpu ini,
pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk
dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat
rentars dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif, Selain stimulus fiskat,
langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor
keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan
penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk
menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian
berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap
keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk
mengurangl gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program
pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat vang mencakup berbagai aspek
pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor.
Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomd yang diperiukan untuk menyerap tenaga kerja yang
kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait tainnya.

indonesia dalam visi 2045 ditargetkan telah ketuar dari jebakan negara berpendapatan menengah
{middle income trap), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk
mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN
menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020- 2024, ekonomi Indonesia diharapkan
dapat tumbuh rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun.

Ramun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi indonesia
dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap bencapaian sasaran
RPJUMN 2020- 2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh pada
tahun 2021.

Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemutihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
menjadi bagian penting dalam kerangka ekenomi makro RKP tahun 2021. Berbagai langkah kebijaken
yang telah diambil Pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan
memberikan bantalan terhadap turunnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Namun
mengingat besarnya dampak vang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian wabah Covid-19,
tangkah-langkah pemulithan vang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan

judkan visi Inde

e}
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Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah ditakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi mencapai 4,5-5,5 persen pada tahun 2021, Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut,
GNI per kapita {Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi U5$4.110-4.230 per kapita pada tahun
202t masuk ke datam kategori Upper-Middie income Countries,

Tabel 2.6
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021
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Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas

pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi

%,2-9,7 persen dan 7,5-8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377-0,379 pada

tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78- 72,90 yang mengindikasikan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemulihan  ekonomi akan diarabkan untuk

menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor. Datam menghadapi Covid 19 ini,

selanjutnya akan ada strategi pemulihan ekonomi yang akan mencakup:

L. Penguatan Sektor Kesehatan

il.  Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui
Germas, ikapasitas heaith security terutama survellans, jejaring dan kapasitas laboratorium,
dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat
kesehatan, serta SDM kesehatan, Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada
pelaku ekonomi untuk Kembali melakukan aktivitas konsumsi/ praduksi dengan normat,
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. Perluasan Program Perlindungan Sesial Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan
basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini ditakukan utamanya untuk
menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi Covid-19.

.  Pembangunan infrastruktur
Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karva yang
mendukung Kawasan industri dan pariwisata. Pembangunan SDM
Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya periuasan perlindungan
sosfal, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu
dlarahkan pada upaya peningkatan produktivitss dan daya saing tenaga kerla, antara lain
melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi
umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan Kembalj tingkat produktivitas tenaga kerja
yang turun di masa COVID. Sementara itu, penguatan pembelajaran. untuk
meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19.
Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melals media
daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

V.  Akselerasi Investasi
Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi melalui: percepatan integrasi
Ontine Single Submission {0SS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap
tenaga kerja,melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi vang ada agar
tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-tist investasi.

¥i.  Pemulihan Industri dan Perdagangan.

Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri datam negeri;
akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi;
peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk;
optimalisasi Preferential Trade Agresment (PTA) Free Trade
Agreement (FTA} Comprehensive Economic Partnership Agreement {CEPA} untuk perluasan
ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.
V.  Pembangunan Pariwisata
Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi
yang sudah putih; peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif
untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar
layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.
Vlll.  Pendalaman Memperdalam seltor keuangan domestik dengan memperkuat struktur,

ketahanan, dan stabilitas seicor keuangan Sektor Keuangan

Stabilitas moneter yang relatif terjaga dan menguat pada tahun 2019 mulai terkoreksi pada awal tahun

2020 akibat pandemi Covid-19. Hingga triwulan | 2020, inflasi relatif masih terjaga, namun nilai tukar

Rupiah mengalami depresiasi cukup dalam dan bergerak fluktuatif,

Pada triwulan | 2020, inflasi tetap terjaga rendah di tengah merebaknya wabah Covid-19. Kebijakan

PSBE untuk memutus rantal penyebaran Covid-19 yang berdampak pada turunmya konsumsi sudah

terlihat pada turunnya inflast April 2020. Inflasi umum tercatat 0,08 persen {mtm) dan 2,67 persen

{voy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya 0,10 persen (mtm) dan 2,96 persen (yoy).

Perkembangan inf dipengaruhi inflasi harga bergejolak sebesar -0,14 persen (mtm) atau -0,09 persen

ivoy}. Inflasi inti berada pada tingkat yang masih terkendati, mencapai 0,17 persen (mtm) atau 2,85

8]
h
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persen {yoy). Peningkatan harga emas dalam negeri terdampak dari melonjaknya harga emas dunia
yang dipandang sebagai aset safe haven.

Grafik 2.7
Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen)
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2.3. Inflasi Daerah
Inflasi masih dihadapkan pada risiko peningkatan hingga akhir tahun 2020, di antaranya {H)
kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengaiasi penvebaran dan tindakan kuratif atas
Covid-19 yang didatangkan dari luar negeri bertransmisi melaluf nilai tukar Rupiah; dan (2} PSBB di
beherapa daerah episentrum Covid-19 turut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan
ketancaran distribusi kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga pangan bergejotak
{volatile food). Namun demikian, fnflasi 2020 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran
yarg ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia sebesar 3,011 persen.
Memasuld awal triwulan | 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami penguatan seiring dengan
meredanya kepanikan di pasar keuangan global akibat wabah Covid-19, hingga berada pada level
Rp15.127 per USS pada 6 Mei 2020. Penguatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh berita positif
dari Amerika Serikat diantaranya pembukaan ekonomi beberapa wilayah, pernyataan The Fed
tentang prospek penguatan ekonomi pada trivaslan Il, serta meningkatnya harga minyak dunia jika
dibandingkan April 2020. Dari sisi domestik, penguatan rupfah dipengaruhi oleh factor fundamental,
antara lain {1} inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang sasaran 3,01 persen; (2) defisit
neraca transaksi berjalan yang diperiirakan mengecil; serta (3) perbedaan suku bunga (yield
spread} dengan AS yang relatif kompetitif.
Respon kebijakan moneter untuk mengatasi depresiasi nilai tukar rupiah culkup efektf, Bank
indonesia menjaga suku bunga acuan Bi, 7-Day Reverse Repo Rate {BI7DRR), pada tingkat yang
kompetitif. Bank indonesia juga memberlakukan kebijakan triple intervention baik secara spot,
Domestic Non-deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, letang
foreign exchangeswap lebih sering yaitu setiap hari; percepatan penggunaan rekening rupiah datam
negeri {Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF; serta
pemberian insentif pelanggaran Giro Wajib Minimum {GWM) harian.

2.4. Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa struktur pendapatan dan
belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
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Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negerf Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Meged Homor 13 Tahun Z0D& tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun

struktur pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan

lama yaity Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah beserta perubahannya,

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Mendterd Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Dacrah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

Penerimaan dan penseluaran daersh tersehut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas

desentralisasi. Struktur APBD terdirf dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan,

Pemungutanr semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam

APBD. Pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Jumiah

pendapatan yang dianggarkan datam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang

dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah betanja

yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Penganggaran pengeluaran

harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

2.  Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang
iebih tinggi;

3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS:

4.  Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal vang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

5.  Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-tuasnya tentang APBD;

6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

7. dertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efeldif,

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat,
2.5. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam

menunjang pembangunan daetah guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Bogor selatu diarahkan pada peningkatan

kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam

pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi

biaya tinggi.
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Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan. Oleh
sebab itu hatus ditempuh sejumlah langkeh-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan
daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pemerintahan daerah secara
optimal.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20711 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pendapatan daerah adalah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan. Dalam upaya terus mendorong peningkatan pendapatan asli dasrah kota Bogor
sebagal salah satu sumber dana penopang pembangunsn keta Bosor tahun 2020, maka arsh
kebijakan yang ditetapkan untuk memenuhi penerimaan pendapatan daerah dari pos Pendapatan
Asli Daerah adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan
kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi
tahun 2020 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta mengacu pada ketentuan
peraturan perundang- undangan terkait.

2.6, Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nitai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan provinsi dan
atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya
dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah
atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan,
Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan sepantiasa bertandaskan pada prinsip disiplin
anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber
pendapatan sesual dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan
anggaran sefaly mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisienst dan
efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai
dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kuatitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudlkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosiat dan fasilitas umum yang layak
serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kuatitas
kehidupan masyarakat datam upaya memenuhi kewajiban daerah vang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasiiitas umum yang layak
serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar
pelayanan minimal (SPM).

2.7, Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Beberapa kebijakan makro ekonomi Kota Bogor umtuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi

masyarakat pasca pandemi Covid- 19 yang terjadi pada tahun 2020 adalah sabagat berikut :

a) memberikan stimulus, rangsangan untuk peningkatan daya saing ekonomi masyarakat
terutama di bidang jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang sempat lesu karena dampak
ikutan dari mewabahnya covid 19 di awal tahun 2020;
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f)

mendorong pemerataan pembangunan daerah:

meningkatkan daya tarik investasi dengan memberikan kemudahan perijinan dalam rangka
membuka kesempatan kerja seluas luasnya bagi masyarakat kota Bogor;

rendorong penerapan pola pola padat karya dengan menekankan kewajiban mempekeriaian
tenaga kerja lokal pada investor yang menanamkan modalnya di Kota Bogor;

penguatan UMKM dengan mendorong upaya upaya strategis yang mampu menaikkan kelas
UMKM ke dalam supply chain regional, nasional, dan internasional;

penguatan 5DM unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelatihan

vokasional dan pengentasan kemiskinan.
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BAB il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapatan Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2020, Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai
Rp2.428.579.503.649,12 atau mencapai 102,78% dari target semula yang ditetapkan sebesar
Rp2.362.959.267.805,00. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan transfer mencapai
Rp2.354.870.702.982,00 atau hanya 89,13% dari anggaran vang ditetapkan semula sebesar
Rp2.642.163.029.058,19 sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat surplus sebesar
Rp73.708.800.667,12.

Pada aspek pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp253.792.375.573,19 dari yang
dianggarkan sebesar Rp279.203.761.253,19, Dengan demikian di dalam Tahun Anggaran 2020 terdapat
sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp327.501.176.240,31.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atay
Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan
berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut
pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, petayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat
pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam
pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam
menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang
memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, vang disertai dengan pertanggungjawaban publik,
serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah vyang merupakan sasaran
pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari
pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia {asas desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang Undang, yaitu kewenangan
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan
agama.

Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun
berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkannya ini tetap
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta
dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah
pusat atat pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada
yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat
atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam rmengemban penyerahan
wewenang pemerintahan, pererintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana
perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian
besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil merupakan
pendapatan asli daerah.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebfjakan fiskal atau anggaran daerah, dan
kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga
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kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan
dana harus disesuatkan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus
selaly meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber
dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan
sebesar Rp 2.642.163.029.058,19 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber
pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp741.531.123.201,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-
Dana Perimbangan sebesar Rp1.086,295.148.560,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Lainnya sebesar
Rp28.928,586.000,00, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp255.593.262.838,00
sebesar  Rp167.951.500.000,00,
menghasitkan defisit anggaran sebesar Rp279.203.761.253,19 yang ditutup melalui pembiayaan netto.

dan  Lain-lain Pendapatan yang Sah sehingga akan
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran

2020 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
- Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2020

; | PENDAPATAN 2.362.959.267.805,00 | 2.428.579.503.649,12 |  65.620.235.844,12 | 2,78 |
71 PENDAPATAN ASLI DAERAK HSHABINO T g 007 a0 15212 | 1304861895102 | 17,60
. 1-2 | PENDAPATAN TRANSFER 1ASSAT6.644.604.00 | 1 415.498.666.39,00 | -37.977.978.208,00 | 2,61
| -3 T LANLANPENDAPATANYANG | 167.951.500000.00 11\ 03 cor 101 00 | 26.887.904.890 | 16,01
(2 BELANADANTRANSFER | 2.642.163.029.058,19  L34870702.982,00 | 287.292.326.076,19 | 10,87
o * BELANJA OPERASI ZATBNEMDNTAT 1 4 051.301.711.023,00 | -223.914.401.194,19 |  -10,29 |
" BELANGA MODAL 07.168.807.601,00 - 376.157.283.009.00 | 31 014 524.772,00 | 10,10
o  BELANJA TAK TERDUGA™ " 158.643.578.040,00 126.277.177.9%0,00  -32.366.400.110,00 30,40
o CTRANSFER T Ti3433000,00 1 143453100000 | 0,00? 0,00
SURPLUS 7 (DEFISTT) 279,165 761,253, 19 T3708.800.667,12 | 350 012 561.92031 | 126,39
E ‘ 3.1 PENERIMAAN DAERAH 388.159.958.113,19 334377697519 | 53 929 24113800 | 1587
TT7773727 . PENGELUARAN DAERAH 7 108.956.196.860,00 BOS45341.402,00 | g w1 et 2sa00 | 126,08
T  PEMBIAYAAN NETTO 9203, 761.25%,19 f T 253.792.375.573,19 T 25.411.385.680,00 | 9.10 |

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2020 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota
Bogor yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat mencapai
target yang telah ditetapkan. Selisih (lebih) reaiisasi Pendapatan Asti Daerah dari target Tahun 2020
adalah sebesar Rp130.486.118.951,12 atau 17,60%. Selisih (kurang) realisast Dana Perimbangan dari
target Tahun 2020 adalah sebesar Rp37.977.978.208,00 atau 2,61%. Selisih (kurang) realisasi Lain-lain
Pendapatan yang 5ah dari target Tahun 2020 adalah sebesar Rp26.887.904.899,00 atau 16,01%.

Sama dengan realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan transfer Pemerintah Kota Bogor
pada Tabun 2020 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini merupakan
pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang
berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor. Realisasi belanja
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dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.354.870.702.982,00 atau
89,13% dari target belanja dan transfer yang telah ditetapkan sebesar Rp2.642.163.029.058,19,

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus
anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp388.159.958.113,19 dapat direalisasikan
sebesar  Rp334.337.716.975,19 atau 86,13%. Realisasi Pengeluaran pembiayaan sebesar
RpB80.545.341.402,00 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar
Rp24.300.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp56.245.341.402,00.

Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-fakior yang menjadi hambatan dan kendata dalam pencapaian target kinerja

keuangan tahun anggaran 2029, vajtu :

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum
konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen
anggaran;

2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen
perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;

3. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD;

4. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;

3. Tingginya rotasi pegawai pengelola keuangan di Lingkungan Kelurahan.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANS]

A.  Tujuan, Ruang Lingkup dan Basis Akuntansi

1. Tujvan
Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk
tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan bafk terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan bersama sebagian besar pengguna taporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut,
kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan
keuangan, pedoman struktur taporan hkeuangan, dan persyaratan minimal isi  laporan
keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran,
dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani
standar akuntansi pemerintahan.

2. Ruang Lingkup
Kebijakan akuntansi ini beriaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam
menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas
akuntansi yaitu SKPD, BLUD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akruat.
Hamun dawan hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun
berdasarkan basis kas.

4,  Aplikasi Akuntansi
Aplikasi Akuntansi yang digunakan sejak tahun anggaran 2018 hingga sekarang adalah Sistem
Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah atau SIMRAL Kota Bogor yang dikembangkan oleh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tanegerang Selatan.

B.  Kerangka Dasar

1. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, saido anggaran lebih, atus kas, hasii operssi, dan perubahian ekuitas suain
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, tujuan petaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang
berguna bagian pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabititas entitas pelaporan
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Penyajian informasi untuk tujuan akuntanbititas ini antara lain dilakukan:
a.  menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
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b.  menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi,
kewajihan, dan ekuitas pemerintah;
menyediakan informasi yang dapat sumber, alokast, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d.  menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

e.  menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f.  menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk
membiayal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g menyedaiakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam
mendanai aktivitasnya;

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a.  indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
b. lIndikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuaf dengan ketentuan, termasuk
batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum i, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas
pelaporan dalam hal:
a. Aset;
b. Kewajiban;
¢. Ekuitas;
d. Pendapatan-LRA;

. Belanja;

Transfer;

. Saldo Anggaran [ebih;
Pendapatan-LC;
j. Beban; dan
k. Arus Kas,
Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan,

e
£
8. Pembiayaan;
h
i

namun demikian masih dipedukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk
ditaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gamhbaran vang lebih
komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas petaporan selama satu periode.

2. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggungjawab atas
penyusunan dan penyafian laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan
Komponen-kamponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan
pelaksanaan anggaran {budgetary report) dan laporan finasial {financial report} sehingga laporan
ketangan pemerintah daerah yang tengkap terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA}:

Femerintah Kota Bogor
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HKOTA BOGOR

b.  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih {LPSAL);
C. Heraca;

d. Laporan Operasional (LO);

e, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

f. Laporan Arus Kas (LAK); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan {CalX).

Kemponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali LAK dan
Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuat oleh BLUD dan entitas pelaporan.

4.  Bahasa Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun
dalam bahasa lain selain bahasa indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut
harus memuat informasi dan waktu yang sama {tanggal dan posisi dan cakupan periode).
Selanjutnya, laporan keuangan datam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau
wakty yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa indonesia.

5.  Mata Uang Pelaporan
Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban
dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs
menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hat tidak tersedia dana dalam mata uang asing
yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka
trainsaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat daiam rupiah berdasarkan Kurs transaksi, yaitx
sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak
tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut
dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :

a, transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs
transaksi;

b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs
tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi,

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata vang
asing dinilai dengan menggunakar kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, iPSAR
dan Butetin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang
transaksi dalam mata uang asing.
6.  Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-
praktih spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entites pelaporan dalam
penyusunan dan penvajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerrminkan prinsip kehati-
hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan
akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi vang:
a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;

Pemeiinian Kota Bogor
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b. dapat diandatkan, dengan pengertian:
1 mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;

2} menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau tramsaksi dan tidak
semata-mata bentuk hukumnya;

3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
4} mencerminkan kehati-hatian; dan
5) mencakup semua hal vang material.

c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan
akan tebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
atay laporan keuangan entitas {aln pada umumnya;

d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam {aporan keuangan dapat
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuailan dengan
tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah
memperhatikan :

a. persyaratan dan pedoman PSAF yang mengatur hal-hat yang mirip dengan masalah terkait;

b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-L0,
beban, pendapatan-LRA, belana, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan
dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntanst Pemerintahan dan BSAP; dan

c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah sepanjang konsisten
dengan huruf a dan b,

7. Penyusunan Laporan Kevangan
a.  Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo
anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertal pengungkapan yang
diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.  Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban
disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.

¢.  Llaporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menunt
karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan vang bukan
merupakan tugas dan fungsinya.

d.  {atatan atac Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengen uburan penyajian
sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam
neraca, laporan operasional, laporan realisasi angparan, laporan arus kas, laporan

perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, batk
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8.

yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta
transaksi-transaksi lainnya.

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran
kuatitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi
harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1} Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang
mendasarinya. Selain ftu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan
yang terjadi baik pada periode berfalan maupun pada periode-periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan datam LO pada periode
perubahan dan periode selanjutnya sesual sifat perubahan. Misalnya, perubahan
estimasf masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-
tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan
terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam CalK.

2} Perubahan Kebijakan Akuntansi,
Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

a)  Penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan atau SAP yang berlaku;

b}  Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilikan penyajian kejadian
atau transaksi yang lebih sesuai delam laporan keuangan.

3)  Kesalahan Merdasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melzkukan
penyajian utang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap
masa sebelum periode penyajian.

Konsistenst

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke
periode lain oleh suatu entitas pelaporan {prinsip konsistensi internat), Hal iri tidak berarti
bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi
lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang
baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.
Pengaruh atas perubahan penerapan metode inf diungkaphan dalam CalX.

Penyajian dan kiasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten,
kecuali ;

Pemen
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1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan daerah;
atau

2)  perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP,

€. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos datam taporan ketlangan diubah, maka penyajian
periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di
dalam CalX.

9.  Materialitas dan Agregasi
a.  Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materfalitas.

b.  Pos-pos yang jumlakinya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan,
pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atay
fungsi sejenis.

¢.  Informasi dianggap material apabila keialaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diamisil.

10. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan
dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat
terbentuknya entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari
tabun takwim dijelaskan dalam Calk.

11.  informasi Komparatif
a.  Laporan keuangan tzhunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang
sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan
neraca akhir tahun sebelumnya. LO dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal
tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang ditaporkan.

b.  Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode
sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan
keuangan periode berjalan.

12.  Laporan Keuangan interim

a.  Laporan keuangan interim adalah taporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan
keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode
tahunan. Pemyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau

seimesteran.
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13.

b.  Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan
vang terdirf dari neraca, LRA, LO, LAK, laparan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL,
dan Calk.

Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan laporan keuangan
pemerintai daerah secara keseturuham, PPKD menggabungkan laporan keuangan entitas satu
persatu  dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas,
pembiayaan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan
informasi keuangan tersebut sebagal satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-
tangkah berikut :

1} Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi
dieliminasi.

2) Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk
transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.

3} Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD).

C.  KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

1.

Laporan Realisast Anggaran

Laporan Reatisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang berguna
bagl para pengguna laporan datam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber
daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode
pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan;

b. Belanja;

c. Transfer;

d. Surplus/Defisit;
e. Pembiayaan; dan

f.  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode

sebetumnya pos-pos berikut;
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a. Saldo Anggaran Lebih awal;

5. Penggunaan Saido Angsaran Lebih;

¢. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

e. Lain-tain; dan

f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas  pada tanggal tertentu. Pemerintah daersh mengllacifikasian asetnya dalam asst
lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek
dan jangka panjang, Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisth antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4.  Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan keuangan entitas pelaporan vang tercerminkan dalam pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b.  Beban dari kegiatan operasional dan beban transfer;
c.  Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;

d.  Pos luar biasa; dan

e.  Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, dan satdo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Arus  masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,

pendanaan, dan transitoris.

6.  Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos:
a. Ekuitas awal;
b.  Surplus/defisit-LO pada periode bersanglastan;

c.  Koreksi vang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari
dampak kumulatif vang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi

kesalahan mendasar, seperti:
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1) Koreksi kesatahan mendasar dari persediaan vang terjadi pada periode sebelumnya;
ZjPerubahan nilal acet tetap karena revaluasi aset tetap,

Ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara tain adalah:

a.
b.

C.

informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansf;
Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

lkhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

Informasi tentang dasar penyusunan taporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi  dan kejadian-kejadian penting
lainnya;

Rincian dan penjelasan masing-masing pos vang disajikan pada lembar muka laporan
keuangan;

informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam tembar muka laporan keuangan; dan
Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian vang waiar, vang tidak disajikan

dalam lembar muka laporan keuangan,

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Satdo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasionat, Laporan Arus

Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

fidalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan,
diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

C.

Dasar pengakuan dan pengulwran yang digunakan dalam penyusunan taporan keuangan;

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
memerlukan pengaturan lebih rinct oleh entitas pelaporan; dan

Setiap kebfjakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami {aporan keuangan.

D.  KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang terdapat dalam

laporan kevrangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan mempunyai keterbatasan, antara lain yaitu

1. Bersifat historis, yaitu pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus

dibawa datam laporan keuangan, Hal ini berakibat pada revaluasi yang berakibat pada naiknya

nitai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
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2.  Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi
khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata
dari taporan keuangan.

3.  Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4.  Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.

5.  Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa
kemungkinan yang tidak past mengenai penilajan suatu pos, maka dipitih alternatf yang
menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paiing kecit.

6.  Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

E. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN (disesuaikan dengan SAP)
1. Laporan Realisasi Anggaran {LRA}

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20X1

1{REALISASI 20X1 |

2 3 i[5 6

PENDAPATAN
PENDAPATANM ASL! DAERAH (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

6 jLain-lain PAD yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER
8 (Transfer Pemerintah Pusat - Dana

9 |Dana Bag! Hasil Pajak

10 jDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

11 iDana Alokasi Umum

12 [Dana Alokasi Khusus

13 [Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

14  PDana Otonomi Khusus

15 Pana Penyesuaian

16 {Transfer Pemerintah Provinsi

17  [Pendapatan Bagl Hasil Pajak
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18 {Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

19 IBantuan Keuangan

20 Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Daerah Provinsi

21 JLAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

22 |Pendapatan Hibah

23 |Pendapatan Dana Darurat
24  |Pendapatan Lainnya

25 [JUMLAH PENDAPATAN (2 + 7 + 21)

26 |BELANJA
27  |BELANJA QPERASE
28 |Belanja Pegawai

29  |Belanja Barang

30 ([Bunga
31 [Subsidi
32  {Hibah

33 [Bantuan Sosial

34 BELANJA MODAL
35 @elanja Tanah
36 Belanja Peralatan dan Mesin

37 Belanja Gedung dan Bangunan

38 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
39 Belanja Aset Tetap Lainnya
40  Belanja Aset Lainnya

41 [BELANJA TAK TERDUGA
42 PBelanja Tak Terduga

|G BELAIA

W

44  [TRANSFER

45  [TRANSFER/BAG! HASIL KE

46 [Tramsfer Bagi Hasil Pajak

47  [Transfer Bagi Hasil Retribusi

48 [Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainmya
49 [TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

50 [Transfer Bantuan Keuangan kepada

Provinsi / Kabupaten / Kota dan
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51 Transfer Bantuan Keuangan lainnya

52 [JUMLAH TRANSFER (45 + 49}

53 [JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 52)

54 BURPLUS/DEFISIT (25 - 53)

35 PEMBIAYAAN

56 |PENERIMAAN PEMBIAYAAN

57  [Penggunaan SiLPA

58 Pencairan Dana Cadangan

59 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

60  Pinjaman Dalam Negeri

61 [Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

63 Pembentukan Dana Cadangan

64 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah

65 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

66 [Pemberian Pinjaman Daerah

&7  PEMBIAYAAN NETTO (50 - 56)

68 [ISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (54.+ |

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 20x0

1 Saldo Anggaran Lebih Awal

2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal {1-2)
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA}

5 Subtotat {3+4)
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6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7 Lain-Lain

Neraca
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

1 2 3 4

1 JASET

2 | ASET LANCAR

3 Kas di Kas Daerah XXX XXX

4 Kas di Bendahara Pengeluaran X0 X

5 Kas di Bendahara Penerimaan XX X0

6 Investasi Jangka Pendek X X0

7 Piutang Pajak XXX XX

8 Piutang Retribusi X00( XX

9 Penyisihan Piutang XXX XXX
10 Beban Dibayar Dimuka XXX XXX
11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
13 Bagian Lancar Pinjaman keépada Pemerintah Pusat XX O
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
15 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
16 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 00X XXX
17 Piutang Lainnya XXX XX
18 Persediaan XXX XXX
19 Jumlah Aset Lancar XXX X0
Z0 [INVESTASI JANGKA PANJANG
21 Investasi Non-Permanen
bl Pinjaman Jangka Panjang XX XX
23 tnvestasi dalam Surat Utang Negara 0 XXX
24 Investasi dalam Proyek Pémbangunan XX X30X
25 Investasi Non-Permanen Lainnya XX XK ]
26 Jumtah Investasi Non Permanen XXX XXX
27 investasi Permanen
28 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XX XK
29 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
30 Jumlah Investasi Non Permanen Fred XXX
k)| JUMLAH INVESTAS| JANGKA PANJANG XXX XXX

Pemerintah Kota Bogor
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HOTA BOGOR

32 IASET TETAP

33 Tanah XXX X
34 Peralatan dan Mesin XX XXX
35 Gedung dan Bangunan XXX XX
36 Jalan, Irigasi dan Jaringan XL XX
37 Aset Tetap Lainnya XXX XXX
38 Kanstruksi Dalam Pengerjaan X0 YHX
39 Akumiulasi Penyusutan XXX XX
40 Jumnlah Aset Tetap XXX XX
41 DANA CADANGAN

42 Dana Cadangan XXX XK
43 Jurslah Daina Cadangan b 444 bty

44 JASET LAINNYA

45 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XX
44 Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
47 Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XX
48 Aset tak berwujud XX KX
49 Aset Lain-lain XXX XXX
50 Jumlah Aset Lainnya XXX XX
51 JUMLAH ASET XXX XXX

52 EWAJIBAN
33 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

54 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XX XXX
55 Utang Bunga XXX XXX
56 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
57 Pendapatan Diterima Dimuka X XXX
58 Utang Beban KXX XXX
59 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
60 Jumiah Kewajiban Jangka Pendek XX XX

61 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

62 Utang Dalarm Megeri - Sektor Perbankan XXX XXX
63 Utang Dalam Negeri - Obligasi XX XXX
64 Premium (Diskonto) Obligasi XX XXX
65 Utang Jangka Panjang Lainnya XXX XXX
66 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang XXX XXX
67 JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX
68  [EKLHTAS XXX XXX
69 Ekuitas XXX XXX
70 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA KX XRX

Pemerintah Kota Bogor
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4. Laporan Operasional (L0}

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

M e T Chmtah
1 2 3
1 KEGIATAN OPERASIONAL

2 PENDAPATAN - LO

3 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

4 Pendapatan Pajak Daerah - LO

5 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-LO

7 Lain-lain PAD yang Sah - LO

8 Jumtah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)

9 PENDAPATAN TRANSFER - LO

10 Tramsfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

11 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

13 Dana Alokasi Umum (DaU) - LO
14 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
15 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

i6 Dana Owonomi Khusus - LO
17 Dana Penyesuajan - LO

18 Dana Darurat - LO
19 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
21 Pendapatan Bagi Hasit Lainnya - LO
22 Bantuan Keuangan - LO
23 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
24 Jumlah Pendapatan Transfer (10+15+19+22)
25 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO
26 Pendapatan Hibah - LO
27 Pendapatan Dana Darurat - LO
28 Pendapatan Lainnya - LO
29 Jumlah Lain-tain Pendapatan yang sah (

30 |TOTAL PENDAPATAN - LO (8 + 29 +33)

31 BEBAM
32 BEBAN OPERASIONAL
13 Beban Pegawai

Pemerintzh Kota Bogor
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34 Beban Persediaan .
35 Beban Jasa
36 Beban Pemeltharaan
37 Beban Perjalanan Dinas
38 Beban Bunga
39 Beban Subsidj
40 Beban Hibah
41 Beban Bantuan Sosial
42 Beban Penyusutan
43 Beban Penyisihan Piutang
44 Beban Lain-lain
45 Jumiah Beban Operasional {32 s.d 44)
46 BEBAN TRANSFER
47 - Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah .
48 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lamnya
49 Beban Transfer Bantuyan Keuangan ke Pemerintah Daerah
50 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
5t Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
52 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
53 Jumiah Beban Transfer (47 sd 52)
54 TOTAL BEBAN (45 + 53)
55 [SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (30 - 54)
256 7 SURPLL F.FISIT DAR! KEGIATAN NON: DPERASIONAL S
57 Surplus Penjualan Aset Non Lancar LO
58 - Surplus Penyelesaian Kewajiban -Jangka Panjang - LO
59 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
60 Defisit Penjualan Aset Nen Lancar - LO
61 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
62 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

- JSURPLUS:/'

-847 | SURPLUS/DEFISIT. SEBELUM POS LUAR BIASA (35 + 63)
63  |POS LUAR BIASA
66 PENDAPATAN LUAR BIASA
67 Pendapatan Luar Biasa - LO
68 Jumiah Pendapatan Luar Biasa (67)
69 BEBAN LUAR BIASA
70 Beban Luar Biasa
71 Jumlah Beban Luar Biasa (70}
72 SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA (68 - 71)
73 SURPLUS/DEFISIT - LO

Pemerintah Kota Bogor
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5. Laporan Perubahan Ekuitas
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x0

Moo - ] n el Uuralan Cobe e T Jumlah ST
. Ekﬁitas Awatl 7 B . — —
Surplus/Defisit - LO

Dampak Kurmulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Koreksi Nitai Persediaan

Setisih Revaluasi Aset Tetap

Lain-lain

N oAl | a) RO s |

Ek'ui;as ;A‘khi r

6,  Laporan Arus Kas
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x0

MNo b e . Uralan -~ : e dumiah.
1 [ARUS KAS DAR! AKTIVITAS OPERAS! - ' |

2 |Arus Masuk Kas

3 Penerimaan Pajak Daerah

4 Penerimaan Retribust Daarah

5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

g Penerimaan Dana Alokasi Umum

10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

11 Penerimaan Dan Penyesuaian

12 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

13 Penerimaan Bagi Hasi Lainnya

14 Penerimaan Hibah

15 Penerimaan Bana Darurat

16 Penerimaan Lainnya

17 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa

18 Jumlah Arus Masuk Kas {3 s/d 17)

Pemerintah kota Bogor
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19 [Arus Keluar Kas

20 Pembavaran Pegawai

21 Pembayaran Barang

22 Pembayaran Bunga

23 Pembayaran Subsidi

24 Pembayaran Hibah

25 Pembayaran Bantuan Sosial

26 Pembayaran Tak Terduga

27 Pembayaran Bagi Hasil Pajak

28 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
29 Pembayaran Kejadian Luar Biasa

30 Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 31)
3

. Aauds Kas Bersth dard Aktivitas Operast (1830} - - .0

32 }ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

33 |Arus Masuk Kas

34 Pencairan Dana Cadangan

35 Penjualan atas Tanah

36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

37 Penjualan atas Gedung dan Bangunan

38 Penjualan atas Jalan, irigasi, dan Jaringan

19 Penjualan Aset Tetap Lainnya

40 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
41 Penerimaan dari Penjualan Investasi Nor Permanen
42 Jumiah Arus Masuk Kas (34 s/d 41)

43 |Arus Keluar Kas

o Arus Kas Bersth darf Altivitas Investast (32:47) -

44 Pembentukan Dana Cadangan
s Bt T -4 e
46 Perolehan Peralatan dan Mesin ]
47 Perolehan Gedung dan Bangunan ]
48 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
49 Perolehan Aset Tetap Lainnya
50 Perolehan Aset Lainnya
51 Jumlah Arus Keluar Kas (44 $/d 50}
40

41 JARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

42 lArus Masuk Kas
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43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

44 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

45 Jumlah Arus Masuk Kes (43 s/d 44)

46 |Arus Keluar Kas

47 Pembentukan Dana Cadangan

48 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neger - Pemerintah Pusat
49 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

50 Jumlah Arus Ketuar Kas (47 s/d 49}

51 -:Arus Kas Bersih darf Aktivitas Pendanaan (45-50) -

52 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

53 JArus Masuk Kas

54 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
55 Investasi jangka pendek (Deposito 6 bln) T
56 Jumlah Arus Masuk Kas (54 & 55)

57 |Arus Keluar Kas

58 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
59 Jumlah Arus Keluar Kas

60

61 51

74 Saldo Awal Kas ;

75 - Kas di Kas Daerah

76 - Kas di Bendahara Pengeluaran

77 - Kas di Bendahara Penerimaan

78 Jurnlah Satdo Awal Kas

79

81

8 Perincian Saldo Kas

83 - Kas di Kas Daerah

84 - Kas di Bendahara Pengeluaran

&5 ~ Kas di Bendahara Penerimaan

85 - Kas di Bendahara BLUD

85 - Kas di Bendahara BOS

86 - Kas di Bendahara FKTP

Pemearintah ¥ota Bogor
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BAGIAN I
KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

A. KEBIJAKAN AKUNTANS] PENDAPATAN

1. Definisi
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua
penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih datam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan

daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

¢. Lain-tain Pendapatan Daerah yang Sah;

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Pendapatan Transfer Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Provinsi

Bantuan Keuangan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Femerintah Rota Bogor
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3. Pengakuan

Pendapatan LRA

tnterpretast Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP} No. 02 menyatakan bahwa pengakuan
Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang oforitas dan bukan
sernata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah {RKUD) sebagai salah satu tempat penampunganiya
sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP dan interpretasinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a

b.

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggai
pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan
bagian dari BUD.

Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPG/BLUD dan disunakan tangsung tanpa
disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, serta telah
tercatat sebagai penganggaran Pendapatan dalam APED/APBD Perubahan/Penjabaran APBD setelah
Perubahan pada PPKD.

Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/lsar negeri yang digunakan untuk
mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya
kepada BUD, serta telah tercatat sebagai penganggaran Pendapatan datam APBD/APBD
Perubahan/Penjabaran APBD setelah Perubahan pada PPKD.

Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang
diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan LO

Pendapatan-1.O dapat diakui dengan kriteria:

&. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan

C.

1}  Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai
imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbuinya hak
untuk menagih pendapatan/imbalan;

2} Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan tayanan umum,

Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah
daerah baik berupa Kas dan atau Non Kas tanpa terlebih dahuly adanya penagihan.

Pada saat pendapatan disahkan oleh BUD dalam $P2B

Dengan dasar tersebut di atas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dibagi menjadi 3 {tiga) yaitu:

a.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses
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transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah
dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka
Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan
dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) walaupun kas belum diterima,
misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi lzin Trayek, pendapatan dana perimbangan. Hal i
merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dacrah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang
menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapataan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dan atau aset non kas

Penetapan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dan atau aset non kas dapat dilakukan
apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dan atau penerimaan aset non kas,
Atau pada saat diterimanya kas dan atau aset non kas yang mefjadi hak pemerintah daerah tanpa
tebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, pendapatan LO diakui pada saat kas dan atau aset
nott kas diterima disertai terbitnya dokumen penetapan, misalnya pajak hotel dan restoran
berdasarkan prinsip self assesment dan retribusi jasa usaha, dan terbitmya berita acara serah
terima aset non kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan LO yang bersamaan dehgan penerimaan kas dan
atau pererimaan aset non kas inf dapat dilakukan atas transaksi dengan kriteria:

1) Waktu timbulnya hak tidak berselang lama (range 30 harf) dengan penerimaan kas. Hal ini
untuk kepraktisan (pertimbangan biaya dan manfaat),

2) Deokumen tmbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan
atas jasa giro.

3} Sistern atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini
terkait dengan penyesuatan di awal dan akhir tahun. Apabila sistern administrasi tersebut tidak
memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena
ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Ditinjau dari azas manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat apabila diakul
secara bersamaan.
<. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila datam hal proses tramsakst perdapaten daersh terjadi psrbedaan waktu antara penetapan
hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahuls,
namun dokumen penetapan pendapatan belum diterbitkan, maka Pendapatan-LO diakui pada saat
terbit dokumen penetapan, misatnya pajak kendaraan bermotor.

4, Pengukuran

a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas brute, yaitu dengan membukukan penefrimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran),

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto {biaya} bersifat variabel terhadap
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pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahuly dikarenakan proses belum

selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaftu dengan membukukan pendapatan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap
pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahuiu dikarenakan proses betum selesa,
maka asas bruto dapat dikecualikan.

e. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs

tengah Bank Indonesia.

5. PEnyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan datam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas Pendapatan-LO disajikan

dalam Laporan Operasional (LO), yaitu :

a. Pendapatan LRA :

Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

‘Uraian’

1 ﬂ'ng_gar_an_: L

| - Realisast

PENDAPATAN

PEMDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

wn

Pendapatan Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LRA

Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)

PENDAPATAN TRANSFER

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perirbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumilah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
{11 s.d. 14)

16

Transfer Pemerintah Puat - Lainnya

Pemerintah Kota Bogor



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

17 Dana Gtonomi Khusus

18 Dana Penyesuaian

19 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 & 18)
20 Transfer Pemerintah Provinsi

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

22 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

23 Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (21 s5.d, 22)
24 Bantuan Keuangan

2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Dzerah Lainmve
26 Jumlah Bantuan Keuangan

27 Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 19 + 23 + 26)

28 [LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAR

29 Pendapatan Hibah

30 Pendapatan Dana Darurat

31 Pendapatan Lainnya

32 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah {29 s/d 31)
33 [JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 32).

b. PendapataniO

LAPORAN QPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

1 {KEGIATAN OPERASIONAL

2 PENDAPATAN - LO

3 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) - LO
4 Pendapatan Pajak Daerah - LO

5 Pendapatan Retribusi Daerah - LO
6

7

8

9

Pendapatan Hasit Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - L O

Lain-tain PAD yang Sah - LO
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO {4 5.4, 7)
PENDAPATAN TRANSFER - LO

PRl
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10 endapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -LO

11 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

13 Dana Alokast Umum (DAU) - LO

14 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

15 Jumtah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO {11 s.d. 14)

16 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

17 Dana Otonomi Khusus - LO

18 Dana Penyesuaian - LO

19 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO (17 s.d. 18}

20 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

21 Pendapatan Bagl Hasil Pajak - LO

22 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO

24 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO (21 s.d. 22}

25 Bantuan Keuangan - L0

26 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah - LO

27 tlumtah Bantuan Kevangan - 10 { 26

28 Totat Pendapatan Transfer (15 + 20 + 24 +27)

29 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

30 Pendapatan Hibah - LO

k) Pendapatan Lainnya - LO

32 Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (30 s.d. 31}

33 |TOTAL PENDAPATAN - LO (8 + 28+ 32)

Hal-hal yang harus diungkapkan datam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal beralhirnya tahun anggaran;

2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang
bersifat khisus;

3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

4. informasi lainnya yang dianggap periu.

B. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja, Dan Transfer
1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA}
menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA
disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan
prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari sikius akuntansi berbasis akrual
(full accrual accounting cycle).

Beban adalah penuruman manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
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Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan vang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah.

Perbedaan antara Beban dan Belanja, adalah:

No Beban Belanja
a. Diukur dan diakui dengan basis Diukur dan diakui dengan basis kas
akuntansi akrual akuntansi kas
b. Merupakan unsur pembentuk Merupakan unsur  pembentuk  Laporan
Laporan Operasional (LO} Reatlisasi Anggaran (LRA)
c. Menggunakan Kode Akun 9 Menggunakan Kode Akun 5

Transfer merupakan pengeluaran vang dari provinsi kepada kabupaten/kota atau dari
kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi,

Transfer terdiri dari:

a.  Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan angka persentase tertemtu untuk mendanai kebutuhan deerah dari suaty
pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

b.  Transfer Bantuan Keuangan
Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah
lainnya vang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemarpuan keuangan, baik
yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai
Politik.

2. Klasifikasi
Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban
bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset
tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja vyang didasarkan pada jenis belanja
untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja
barang, belanja modat, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-{ain. Klasifikasi
ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modat,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

<. Klasifikasi beban dan helanja berdsserkan orgenisasi  edalah Kasifikasi berdasarkon unit
organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja
sekretariat  daerah  provinsi/kota/kabupaten, belanja  dinas pemerintah  tingkat
provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten,

Sedangkan, berdasarkan PSAF Nomor 12 tentang Laporan Operasionat (LO), beban hanya
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diklasifikasikan menurut Kasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan
jenis beban. Berikut adalah kiasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

ol mTOUBEBANGT T - KEWEMANGAN .

Eebaﬁ Opefaéi - LO ) ~ . - . . ”
Beban Pegawai SKPD
Beban Persediaan SKPD
Beban Jasa SKPT
Beban Pemeliharaan SKPD
Beban Perjalanan Dinas SKPD
Beban Bunga PPKD
Beban Subsidi PPKD
Beban Hibah FPKD dan SKPD
Beban Bantuan Sosial PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD
Beban Penyisihan Piutang SKPD
Beban Trarsfer SKPD

Beban Lain-lain SKPD
Defisit Non Operasional PPKD
Beban Luar Biasa PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun

2006:

GenE o e Belamgan T T T T Kewenangan

“Belanja Tidek Langsung ' e
Belanja pegawaf SKPD
Belanja bunga PPKD
Belanja subsidi PPKD
Betanja hibah EPKD
Belanja bantuan social PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan PPKD
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan PPKD
Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga PPKD
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Belanja Langsung

Belania pegawai SKPD
Belanja barang dan jasa SKPD
Belanja modal SKPD

Berikut adalah Klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

clE ‘Belenda o b Kewenangan.
-B-eianja Operasi 7 - '
Belanja Pegawai SKPD
Belanja Barang SKPD
Bunga PPKD
Subsidi PPKD
Hibah {Uang, barang dan Jasa}*) PPKD/SKPD
Bantuan Sosial {uang dan barang)*) BPKD/SKPD
Belanja Modal
Belanja Tanah SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD
Belanja Aset tetap lainnya SKPD
Belanja Aset Lainnya SKPD
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga PPKD

“} Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPXD, sedangkan hibah barang
dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

Dalam bagan akun standar Transfer diktasiffkasikan sebagai berikut:

“Taporan
- Realisast

o L e e L Ty Anggaran{m)

“Beban Transfer Bagi hasil Pajak — R

Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya XXX

Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah 00

lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa boed

Beban Transfer Keuangan Lainnya XXX

Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa XK
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Bagi Hasil Pajak XXX
Bagi Hasil Retribusi 004
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XEX
Transfer Bantuan Keuangan XX
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Lainnya XX
Bantuan Keuangan Lainnya XXX

3. Pengakuan

a. Pengaluan Beban

Beban dapat diakui dengan kriteria:
1} Saat timbulnya kewaiiban

adalah saat terjadinya kewajiban dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti
keluarnya kas dari kas umum daerah, Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening
listrik yang belum dibayar pemerintah.

2)  Saat terjadinya konsumsi aset

adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada puhaik lain {pencatatan
pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau konsumsi dan/atay pengeluaran
aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual},

3)  Saatterjadinya pepurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

adalah saat penurunan nilai  aset  sehubungan dengan penggunaan  aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
adalah penyusutan atau amortisasi.

Dengan kriteria di atas maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dibagi menjadi 3
{tiga), yaizu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Datam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan wakty antara penetapan
kewajiban daerah dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban daerah dilalukan
lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada
saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum diketuarkan.
Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang dan
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya
kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi vang konservatif bahwa iika beban
sudah  menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan
pengefuaran kas.

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan atau aset non kas.

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu

antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas dan atau aset non kas daerah,
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maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas dn atau aset non kas.
Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas dan
aset non kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan kriteria:

a) Waktu timbulnya kewajiban tidak berselang lama {range 30 hari) dengan pengeluaran
kas. Hal ini untuk kepraktisan {pertimbangan biaya dan manfaat).

b)Dekumen timbulnya kewajiban sulit, tidak diperoieh atau tidak diterbitkan,
misatnya beban listrik dan telepon.

c) Sistem atau administrasi utang harus memadai, hal inf terkait dengan penyesuaian
di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak
diperkenankan untuk mengakui kewajiban bersamaan dengan pengeluaran kas, karena
ada risiko pemda tidak mengalasi adanya utang di akhir tahun.

Ditinjau dari azas manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat apabila diakui
secara bersamaan,

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeiuaran daerah terjadi perbedaan wakiu antara
penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban
daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban
dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.
Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran
tersebut betum dapat diakul sebagai Beban. Pengsluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan
sebagai Beban Dibayar diMuka (akun neraca).

b. Pengakuan Belanja
Sesual dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran | PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP
Mo. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan telah dinterpretasikan sesuai 1PSAP 02,
pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah {BUD) sebagai pemegang otoritas
dan bukan semata-mata saat diketuarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh
karena ftu, Belanja diakui pada saat:
1) Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.

2}  Kas atas belanja yang bersangiutan telah dikeluarkan oleh Berndahara Pengeluaran dan
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit vang mempunyai
fungsi perbendaharaan.

3) Kas yang dikeluarkan utuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, dimana
pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD
tertebih dahuly, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD,

4)  Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung
dalam/luar negeri, dengan syarat entitag penerima wajib melaporkannys kepada BUD.

5) Kas untuk belanja tetah di sahkan BUD dalam SP2B.
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4. Pengukuran
a. Beban

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010, beban diakui pada saat:

1} Timbulnya kewajiban

Saat timbutnya kewajiban adaiah saat terjadinya kewajiban dar pihak lain ke
pemerintah tanpa ditkuti ketuarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan
rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2} Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsums aset adalah saat pengetuaran kas kepada pihak lain yang tidal
didahului timbulnya kewajiban danfatau konsumsi/pengeluaran aset nonkas dalam
kegiatan operasional pemerintah.

3} Terfadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinva penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan
nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu,
Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

b. Belanja

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan Pemerirtah Nomor 71 Tahun
2010, belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di
SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing.
masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

%) Khusus pengeluaran melalul bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah
diverifikasi oleh PPK-SKPD.

3) Dalam hal badan tayanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.,

Belanja ditaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominat yang
dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
3. Penyajian dan Pengungkapan
Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Sedangkan Belanja disajikan dalam Laparan
Realisasi Anggaran (LRA} dan dalam mata vang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja
dalam mata uang asing, maka pengeltaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
ruplah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
transaksi.
a. Beban dan Transfer-LO
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LAPORAN QPERASIONAL

Unituk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

_No o “CUrafan T dumiah
1 {BEBAN — '
2 Beban Pegawai
3 Beban Persediaan
4 Beban Jasa
5 Beban Pemeliharaan
[ Beban Perjatanan Dinas
7 Beban Bunga
8 Beban Subsidi
9 Beban Hibah
10 Beban Bantuan Sosial
11 Beban Penyusutan
12 Beban Penyisihan Piutang
13 Bean Transfer
14 Beban Lain-lain
15 Jumiah Beban
16 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN
GPERASIONAL

17

18

19
langka Panjang L0 "+

20 Surplus dari Kegfatan Non
Operasional Lainnya - LO

21 Defisit Penjualan Aset Non Lancar -
LO

22 Defisit Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang - LO

23 Defisit dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya - LO

24 SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN

NON OFPERASHINAL
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25 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS
LUAR BIASA

26 POS LUAR BIASA

27 Pos Luar Biasa - LO

28 Jumlah Pos Luar Biasa

29 BEGAN LUAR BIASA -

30  Beban Luar Biasa

k3| Jumlah Beban Luar Biasa

32 SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA

33 SURPLUS/DEFISIT - LO

b.Belanja dan Transfer-LRA

LAPCRAN REALISAS! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

=
=)

= “Uraian.

:_Anggaran_' .

" Realisast

|BELANIA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Betanja Barang

Belanja Bunga

Betanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

of oo ~§ o W] & w| | A

Jumiah Belanja Operasi

10

BELANJA TAK TERDUGA

11

Belanja Tak Terduga

12

13

Jumiah Belanja Tak Terduga
TOHCAR BECANGA -

14

TRANSFER

15

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

16

Transfer Bagf Hasil Pajak

17

Fransfer Bagi Masi! Pendapatan Lainnya
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18 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan

19 PJUMLAH TRANSFER

20 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

23 URPLUS/DEFISIT -

Hal-hat yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1} rincian beban per SKPD,
2} penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3) informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hat yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1} rincian belanja per SKPD.
2) penjelasan atas unsur-unsur betanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka,
3} penjelasan sebab-sehab Hdak terserapnya target realisasi belania daerah.
4} informasi tainnya yang dianggap perlu.
C. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
1. Definisi

Pembfayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang petlu dibayar kembali dan/atay
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Klasifikasi

&. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
antara lain berasal dari  penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil
privatisasi perusahaan negara/daersh, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
Pihak ketiga, penjualan investasi permanen tainnya, dan pencairan dana cadangan.

. Pengeluaran pemblayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah,
pembayaran kembalf pokok pinjaman dalam pericde tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.

3. Pengakuan
Sesual Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. | & Paragraf 52 PSAP Lamp. Il PP 71/2010, penerimaan
pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan
IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut :

a. penerimaan pembiayaan yang diterima pada REUN/RKUD:
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h. penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, vang dibentuk untuk menampung transaksi
pembiayaan yang bersumber dari utang;

c. pencairan  oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak
ketiga atau pihak lain terkalt atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. | dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. 1 PP 71/ 2010,
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

a. pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
b. pengeluaran pembiayaan yang tidak metalui RKUD yang diakui oleh BUD,

4,  Pengukuran
Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang
diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas vang dikeluarkan atau vang akan
dikeluarkan. ‘
Pemblayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonverst ke mata uang ruplah berdasarkan wilaf
tukar {kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan,

5. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA}, yaitu:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampal Dengan Tahun 20x0

o Uran | Avggaran | Reatisas

'PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SiLPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasit Penjuatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

| Nl o Wl Al wf w0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

o
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Dalam pengungkapan pembiayaan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan
pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berkut:

& penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran;

b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian  pinjaman,
pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan,
penyertaan modal Pemerintah Daerah;

¢, informasi lainnya yang diangggap perlu.

D. Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas
1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas
sebagai vang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
keglatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dizairkan menjadi kas serta
bebas dari ristko perubahan nilai vang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (FYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan
dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk
melakukan pembayaran. '

Dalam pengertian kas inf juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan
Keuangan paragraf 8, mendefinistkan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat
tikuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan,
Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau
untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus ségera
dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nitai yang
signifikan. Oleh karena itu, suaty investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai
masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yvang dikuasai, dikelota dan dibawah
tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah
tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan  setara
kas yang yang dikuasal dan dibawah tanggung jawab bendahara urium daeral terdind dari:

a.saldo rekening kas daerah, vyaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligast dan deposito kurang dari 3 bulan,
yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah

Potongan Pajak dan Lainnya

Kas Transitoris

Kas Lainnya

Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Yang Belum Disetor
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Uang Titipan

Kas di Berwlahara Pengeluaran

Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU

Pajak di SKPD yang Belum Disetor

Uang Titipan

Kas di BLUD

Kas Tunai BLUD

Kas di Bank BLUD

Pajak yang Belum Disetor BLUD

Uang Muka Pasien RSUD/RLUD

Uang Titipan BLUD

Kas di Badan Penanggulangan Bencana
Daeran (BPBD}

Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/
musibah lainnya

Setara} Deposito (kurang dari 3 butan) Deposito (kurang dari 3 bulan)
Kas
Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3| Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan}
bulan)
3. Pengakuan

Terkait dengan pengakuan aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP 01, secara umum pengakuan aset
dilakukan:

a.pada saat potensi manfaat ekomomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan

mempunyai nilaf atau biaya yang dapat divkur dengan andal;

b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Atas dasar butir kedua tersebut dapat dikatakan bahwa Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas
dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarian.

4, Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar

nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.(PSAP 01 paragraf 69 dan IPSAP O1),

5. Penyafian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan di neraca pada kelompok Aset Lancar, yaitu:

PEMERINTAM DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.

Uraian

20%1 ) 20X0

1

ASET

2

Aset Lancar

Pemerintah Kota Bogor
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51 Kas.diBend
6 P KesdiBOB
7 | Investasi Jangka Pendek
8 Piutang Pajak
9 Piutang Retribusi
10 Penyisihan Piutang
T Beban Dibayar Dimuka T
12 ] Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Negara
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemnda
Lafnnya
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
18 Piutang Lainnya
19 Persediaan
20 Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19)

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas

dan setara kas, antara lain:
a. rincian dan nilai kas yang disajikan datam laporan keuangan;
b. kebijakan manajemen setara kas;

¢. rincian dan nilaj kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris
yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPR/PPh yang dipungut, telapi
belum disetorkan ke Kas Negara, luran Tunjangan Kesehatan/Taspen/ Taperum vyang belum
disetorkan dan lain-lain.

E. Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Definisi
Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi
kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi
menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki  karakteristik tersendini baik
dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk

menerima pembayaran dari entitas tain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan

Femerintah Kota Bogor



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

oleh pemerintah, Hal ini senada dengan berbagal teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah
manfaat masa depan yang diakui pada saat ini,

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima
pembayarannya dimasa akan datang dari sesegrang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai
penylsihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode
anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penitalan kualitas plutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur
piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertenty
tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang
mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi
Piutang dilihat dari sisi peristiva yang menyehabkan timbulnya piutang dibagi atas:
&, Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin
Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun 2005, yang dibedakan menjadi:

1) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan  pendapatan  daersh
adalah hak pemerintah daerah yang dapat dipilai dengan uang yang timbul antara lain
berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah treliputt Piutang Fajak dan Piutang
Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku df pemerintah daerah yang meliputi Piutang
Lain-lain PAD yang Sah. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun
2005).

2} Piutang berdasarkan perlkatan perjanjian

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beti,
kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/ jasa kepada pihak lain, atau adanya
transaksi dibayar dimuka. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi ;

a} Phtang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahian,

b} Piutang Bantuan Keuangan, Plutang Hibah, dan

¢) Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24
Tahun 2005).

3) Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk
menerima pembavaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-
undahgan. Piutang v dapat timbul sebagal akibat perbedaan waktu antara timbulnya
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hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat
tanggal {aporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada
suaty entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaperan tersebut
akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atay piutang transfer.

Jenis piutang ini antara lain Piutang Transfer Pemerintzh Pusat seperti :

a)  Piutang Bagi Hasil Pajak,

b}  Plutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Piutang Dana Alckasi Umum (Dal),
¢} Piutang Dana Alokasi Khusus {DAK);

d)  Piutang Transfer Pemerintah Pusat- lainnya seperti :
{1}  Piutang Dana Otonomi Khusus {Otsus) untuk Provinsi Nangroe Aceh Darusalam,
(2}  Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Piutang Dana Penyesuaian,
{3)  Piutang Dana Insentif Daerah (DID),
{4) Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak Provinsi,
{5} Piutang Pendapatan Dana Hibah dan Piutang Pendapatan Dana Darurat;

{PSAP 01 paragraf 8, Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun
2005, PMK No, 238 Tahun 2011 tentang PUSAP Bab Bagan Akun Standar Pemerintzh
Daerah),

b. Piutang Lainnya

Sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, Piutang Lainnya berdasarkan
peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menijadi:

1) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih  vang di
sebabkan karena petaksanaan tuntutan ganti rugl yang telah diputuskan/ditetapkan oleh
pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karsna adanya
kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

2)  Piutang berdasarkan peristiwa lainnya

Plutang berdasarkan peristiwa lainnya, adaiah hak pemerintah daerah yang dapat dinilaj
dengan uang yang terjadi karena peristiwa tainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini
metiputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka
Belanja, Beban dibayar Dimuka dan Uang Muka yang Harus Dipertanggung-jawabkan.

Sedangkan dalam Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 201 3, piutang antara lain
diklasifikasikan sebagai berikut :

Pemerintah Kota Bogor

=
1



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnva

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Uang Muka

3, Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atat manfaat ekonomi tainnya kepada

entitas tain.

a.Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan dapat diakui ketika:

1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau

2} telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;atau

3) belum dilunasi sampaf dengan akhir periode pelaporan.

b.Piutang berdasarkan perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian

pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan

dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kritera;

1} harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

2) jumltah piutang dapat

diukur;

3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan

4}  belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

. Piutang transfer antar Pemerintahan

Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui apabila memenuki kriteria sebaga berikut :

1} Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)} Pajak dan Sumber Dava Alam dihitung berdasarkan realisasi

penerimaan pajak dan penerimaan hasit sumber daya atam yang menjadi hak daerah yang

belum ditransfer, Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan

menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat

Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah vang belum
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dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagaf
piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan,

2} Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah
vang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut
Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, Perbedaan
teisebut dapat dicatat sebagal hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang
bersanghutan, apabfla Pemerintah Pusal mengakuinya serta menerbitken suatu dokumen
yang sah untuk itu,

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim
Kaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan
jumilah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang
yang diakul oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumiah Klaim yang belum ditransfer
oleh Pemerintah Pusat.

3) Piutang Dana Otonomi Khusus {Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah
daerah tetah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan
pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1) dalam hal penyaluran tidak memertukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun
Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer
akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

2)  dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan
tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum
dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

3) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber
daya alam yang menjad! bagian daerah yang belum dibayar. dilai definitif jumdsh vang
menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun
anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seturuh hak bagi hasil telah
ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubermnur
Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun
anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sshagai hak untuk menagih
(piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

4) Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau
peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer
antar daerah dihitung berdasarkan hasil reatisasi pendapatan yang bersangkutan yang
menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabita jumlah/nilai delinitif
menurut Surat Keputusan Kepata Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar
sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat
diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penetima yang bersangkutan.

3) _Piutang kelebihan transfer teriadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan
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transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib
mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuat dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk
memaksakan dalam menagih kelebthan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang
mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode
berikutnya.

d.Piutang Lainhya
1) TFuntutan ganti kerugian daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan
bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKT M/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa
penyslesatan atas TP/TGR dilakulan dengan cara damai i war pengadilan), K
Pembebanan/SKP2K/SKT JM/Dokumen vang dipersamakan merupakan surat keterangan
tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia
mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui
jatur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah
diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2} Peristiwa lainnya
Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

a} Pengakuan Uang vule Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertangsungjawabkan, maka
transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara
pengeluaran untuk pembayaran Uang Muka Belanja/Panjar Kegiatan.

b} Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman
Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan fangka waktu
pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

4. Pengukuran
Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaity sebesar nilai rupiah piutang. Pengukuran
piutang secara lebih rinci dapat diuraikan sesual dengan jenis piutang.
a.Piutang Pendapatan

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1} disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampal dengan tangeal pelaporan dari setiap
tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atay

2)  disajikan sebesar nilal yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap
tagihan yang telah ditetapkan terutang ofeh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) vang
mengajukan banding; atau
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3} disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh
majelis tuntutan ganti rugi,

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal
yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan
perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena
pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh walib setor. Oleh karsna setiap tagihan oleh
pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah
sebesar nilal yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

b.Piutang Berdasarkan Perikatan

Pengukuran atas petistiwa-peristiwa yang menimbutkan piutang vang berasal dari perikatan,
adalah sebagai berikut:

1)  Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilal dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah
dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan
atas barangfjasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai
kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya,
maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee
dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir
periode pelaporan,

2}  Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan  yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian
dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilat
bersihnya.

3}  Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan vang dipersyaratkan dalam
naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberfan fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh
pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembavaran atau uang muka
yang telah diterima.

c¢. Piutang Transfer antar Pemerintahan
Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang
berlaku;
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2} Dana Alokasi Umum sebesar jumiah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan
transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintzh Daerah Kota Bogor:

3}  Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh
Pemerintah Pusat.

d.Piutang Lainnya

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan vang dikemukakan di atas, dilakukan
sebagai berikut:

1} Disajikan sebagaf aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo datam tahun berjalan dan
yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan
peryelesaian yang telah ditetapkan;

2)  Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai vang akan dilunasi di atas 12 bulan
berikutiva.

Pengukuran piutang berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nitai nominal piutang
yang belum dibayar atay sesuai dengan bukbi-bukti yang belum disahkan/
dipertanggungjawabkan. )

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan
berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dilurangi penyisihan kerugian
piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang rnaka
masing-rnasing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapusian.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara vaity:
penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan
dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal
vang hans diperlakukan secara termisah, Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern
manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengatihan pencatatan dari
intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net
realizable value-nya. Tujuan hapus buky adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas
yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan
piutang,

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Teizh Dihapusbuiaikan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena
timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang
yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka
penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kes pada periode vang bersangkutan dengan xwen
perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis
piutang.
5. Penyajian dan Pengungkapan
iutang disajtkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable valys),
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Nilai bersih yang dapat direalisasikan adaiah selisih antara nitai nominal piutang dengan penyisihan
piutang. Penyafian piutang dalam neraca adaiah sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No. .} S o Uraian . 0o S EE T 0 R

2 Aset Lancar

3 Kas di Kas Daerah

4 Kas di Bendahara Pengeluaran

5 Kas di Bendahara Penerimaan

6 Kas di BLUD

7 lrvestasi Jangka Pendek

8 Plutang Pajak

9 Piutang Retribusi

10 Penyisihan Piutang

11 Beban Dibayar Dimuka

12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Negara

13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah

14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat T

15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya

16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

18 Piutang Lainnya

19 |  Persediaan

20 Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19)

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran  tarif
penyisthan  piutang.  Penilaian  kualitas plutang ditakukan dengen mempertimbangkan jatuh
tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah, Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas
piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut;
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a. Kualitas Piutang Lancar;
b. Kualitas Mutang Kurang Lancar:
¢. Kualitas Piutang Diragukan;

d. Kualitas Piutang Macet.

Penggelongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara permnungut pajak yang terdiri

dari:
a.Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan

b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Dacrah (official assessment).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Waiib Pajak (self
assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas {ancar, dengan kriteria:
1} Umur piutang kurang dari 1 tahun; daﬁf.atau
2} Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atay
3} Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
4) Wafjib Pajak likuid; dan/atan
5} Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding,
b.Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria;
1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
2)  Waiib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atag
3} Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4}  Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
<. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
2} Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3} Waijib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atat
4}  Wajib Pajak mengalami kesulitan tikuiditas.
d.Kualitas Macet, dengan kriteria;
1) Umur piutang distas 5 tahun; dan/atau

2} Wajih Pajak tidak ditemukan; dan/atau
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3)  Waijit Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atay
4} Wajib Pajak mengalami musibah {force majeurs),

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah {official
assessment} ditakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

2} Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

3} Wajib Pajak likuid; dan/atau

4} Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
b.Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

2} Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atat

3} Wajlh Pajak mengajukan keberatan/banding.
c.Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atay

2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

3} Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.Kualitas Macet, dengan kriteria:

1} Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

2} Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

4} Wajib Pajak mengalami musibah {force majeure).
Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Pajak, dapat dipitah
berdasarkan karakteristik sebagai berfkut:
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahum;
b.Kuatitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampail dengan 2 Tahun;
c.Kuatitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
d.Kualitas Macet, jika umur piutang tebih dari 5 tzhun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus  untuk ohjek Retribusi, dapat dipilah
berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
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a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 butan;

b. Kualitas Kurang Lancar, {tka umur pbiutang 1 sampat dengan 3 bufan;
<. Kualitas Diragukan, jika umur plutang 3 sampai dengan 12 bulan;

d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Retribusi, dapat dipilah
berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a.Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b.Kualites Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampaf dengan 2 bulam;
¢. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;

d.Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan,

Pada RSUD piutang usaha jasa layaman  dan dipisahkan  antara Piutang Pasien
Umum/Perorangan (termasuk pasien dari karyawan/keluarga yang tdak menggunakan asuransi
kesehatan, dan Piutaing Perusahaan Asuransi {BP J5/ Jamkesdas Asuransi Swasta] yang merupakan
tagihan RSUD Kota Bogor kepada perusahaan asuransi atas pemberian jasa kesehatan kepada pasien,
kolektibilitas dari piutang pasien dan piutang asuransi pada akhir tahun, berdasarkan penelaahas
kinerja dari masing-masing  debitur, yaitu dengan membuat daftar umur piutang (aging schedute).
Pembentukan atau penilaian atas kecukupan besamya penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal
neraca dihitung berdasarkan  nilai tercatat plutang yang mesih terbuka pada tangnal neraca.
Pengecualian dapat dilakukan atas nilai plutang  dengan jaminan tunai dan dicatat dalam
kelompok akun Kewajiban, yaitu akun Penerimaan Jaminan Tunai.

Dalam pencadangan penyisihan piutang, dibedakan antara Piutang Pasien Umum/Perorangan dengan
Piutang Perusahaan. Untuk Penyisihan Piutang Pasfen Umum/Perorangan dapat dihitung berdasarkan
tabel sebagai berikut;

(%)
Umur Piutang
Penvisihan

Kurang dar 1 bulan 5
1 sampai dengan 5 buian 20
6 sampai dengan 12 bulan 50
13 sampai dengan 24 bulan 94
Lebih dari 24 bulan 100

Sedangkan untuk Piutang Perusahaan, mengingat kolektibilitasnya sangat tinggi, maka tidak
dibentuk penvisihan atas Piutang Perusahaan.
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Penerimaan dari piutang yang telah dibentuk penyisihannya, tetap diperlakukan dan disajikan
sebagai pendapatan usaha.

Penyisthan piutang lain-lain yang merupakan plutang terjadi bukan dari usaha jasa layanan RSUD
Kota Bogor, Piutang yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai piutang usaha jasa layanan diantaranya
adalah piutang karyawan, dan piutang dengan pihak yang terafiliasi. Untuk jenis piutang ini tidak
diberlakukan Pencadangan Penyisihan Piutang,

Penggotongan Kualitas Piutang selain Pajak, Retribusi, Denda Pajak, Denda Retribusi dan Piutang
pada BLUD RSUD, dilakukan dengan ketentuan:

a.  Kuatitas Lancar, apabila dalam jangka waktu dari Q sampai dengan 1 (satu) bulan atau sampai
dengan tanggal jatuh tempo vang ditetapkan debitur melakukan pefunasan/melakukan
pembayaran cicilan sesuai dengan jatuh tempo cicilan;

[

Kualitas Kurang lancar, apabila dalam wakio 1 (zatu) sampat 3 {Hga) bufan ditakukan/tidalk
pembayaran sesuai jatuh tempo cicilan

¢.  Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 {tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dilakukan
sampai pembayaran sesuai dengan jatuh tempo cicilan; dan

d.  Kualitas Macet, apabita dalam jangka wakty 12 {dua belas) bulan tidak dilakukan pelunasan atau
piutang telah diserahkan  kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Panitia
Urusan Piutang Daerah/Negara. .

Besamya penyisihan tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Mo o[0T 0 Kuatitas Piutang L .|~ . Taksiran Piutang Tak Tertagih =
1:. .L'ancérl ' . — ' . D.,S% — '
2. Kurang Lancar 10 %

3. Diragukan 50 %

4. Macet 100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

b. Kuatitas Kurang Lancar sebesar 10% {sepuluh perseratus} dar piuteng kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilaj barang sitaan (jika ada);

¢. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dar piutang dengan kualitas macet zetelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisthan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi , ditetapkan sebesar:
a. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;

b.Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar seteigh
dikurangi dengan nilai agunan atau nitai barang sitaan (jika ada);

c.Kuatitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) darf pistang dengan kualitas diragukan
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setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d.Kualitas Macet 100% (seratus perseratiis) dani piutang dengan kushitas macet setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untik denda pajak dan denda retribust, ditetapkan sebesar:
a. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;

&.Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% {sepuiuh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nitaj barang sitaan (jika ada);

c.Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan lualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada}; dan

d.Kuaditas Macet 100% fseratus perseratus) dari plutang dengan kualitas macet setelsh dikurang]
dengan nilal agunan atau nilai barang sitaan {jika ada),

Besaran penyisihan untuk piutang
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
4.0,5% (nol koma lima perszratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b.10% (seputul perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

€.50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nitaf barang sitaan {jika ada); dan

d.100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan
atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun bary dibebankan. Pencatatan transaksi
penyisthan Plutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila mesih terdapat saldo piutang,
maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berilutnya pemerintah daerah melakukan evalyasi terhadap perkembangan
kualitas piutang yang dimitikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan
jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam Calk. Apabila kuatites piutang menurun, maka
dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka
yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal, Sebaliknya, apabila kualitas piutang
meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan
piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan
saldo awal,

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

a. kebfjakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
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b.rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
¢. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
d.dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh dasrah sebagai jaminan.

F. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Definisi
Beban Dibavar Dimuka adalah piutang vang timbyl akibat pemerintah daerah telah melabukan
pembayaran lebih dutu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampal dengan
akhir periode pelaporan belum diterima atat: dintkmati oleh pemerintah daerah.

2. HKlasifikasi
Beban Dibayar Dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan di bayar dimuka, pembayaran

jasa atau sewa dibavar dimuka, atau pembaysran bisya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

3. Pengaluan
Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan
kewajiban pemerintah daerah. Pada saat penyusunan laporan keuangan {akhir tahun anggaran atay
smesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat ssbagai Beban Bibayar
Dimuke. Penyesualan harus dilakukan untuk mengakul besarnya biaya yang menjadi beban tahun
pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan
keuangan (cut off}.

4. Pengukuran
Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas,

5. Penyajian dan Pengungkapan
Belanja Diabayar Dimuka disajikan pada ketompok aset sebagai bagian dari aset lancar, yaitu:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

________ R RS

. AS'ET ;
Aset Lancar
Kas di Kas Daerah

Kas di Bendehara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak

o)~ oo o ) v k]

Piutang Retribusi

s
L]

Penyisihan Piutang
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12 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara )
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
18 Piutang Lainnya
19 Persediaan
20 Jumiah Aset Lancar (3 5.d 19)

Hail-hal yang perlu diungkapkan dalam menyajikan Beban Dibayar Dimuka adatah :

a.
b.
c.

Rinctan per jenis satdo Beban Dibayar Dimuka serta jatuh temponya.
Perikatan atau Perjanjian yang menyebabkan timbulnya Beban Dibayar Dimuka.
Perhitungan penyelesaian piutang Beban Dibayar Dimuka.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1.

Definisi

Persediaan adalah aset lancar datam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah dasrah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a.Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegfatan operasional
pemerintah daerah, misalnya barang pakal habis seperti alat tulis kantor, barang tak habfs pakai
seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b.Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan
baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.

c.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserabkan kepada
masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

d.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan
pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat,

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan,
misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen
peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Datam hal pemerintah daerah
memproduksi  sendir, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi
seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produkst yang belum selesai
dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah Jadi,
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a. persediaan bahan pakai habis;
b.persediaan hahan/material;

C. persediaan barang lainnya.

Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, persediaan diklasifikasikan sebagai
berikut:

Persediaan Bahan Pakai Habis | Persediaan Alat Tulls Kantor

Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik flampu pijar,
battery kering)

Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran

Persediaan Isf Tabung Gas

Persediaan Persediaan Bahan Baku Bangunan
Bahan/Material Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
Persediaan Bibit Ternak

Persediaan Bahan Obat-Obatan

Persediaan Bahan ¥imia

Persediaan Bahan Makanan Pokok

Persediaan Petsediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga
Barang Lainnya

3. Pengakuan
a. Pengakuan Persediaan
Persediaan diakui :

1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan

mempunyal nilal atau: biaya yang dapat divkur dengan andal,
2} pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah,
b. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaite pendekatan aset dan pendekatzn
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beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan  telsh dipakai
atay dikonsumsl, Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persadiaan yang maksud
penggunaannya unfuk selama satu periode akuntansi, atau untuk makstd berjaga-jaga.
Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekeetariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban
persediaan.  Pendekatan beban  digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud
penggunaannya untuk waktu yang segeraftidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.
Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

¢. Selisth Persediaan

Sering kali terfadi selisih persediaan antara catatan persediaan  menurut  bendahara
barang/pengurus barang atay catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock
opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atay
rusak.

Jika selisth persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumiah yang normal, maka selisth
persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih
persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4. Pengukuran
Persediaan disajikan sebesar:

a.Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perclehan persediaan meliputi harga
pembelian, biaya penganghkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung
dapat dibebankan pada perotehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang senipa
mengurangi biaya perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoteh dengan memproduksi sendiri.

. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang
digroduksi dan biaya tidak tzngsung yang dislokesikean secara sistematis.

d.Nitai wajar, apabila dipercleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e.Harga/nilai wajar persediaan meliputi nitai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

f. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinitai dengan menggunakan nitai
wajar.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan

dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:
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a.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan
yang nilai satirannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang
konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang seienis.

Dengan metode pencatatan ini, persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisast fisik
dengan membuat jurnal penyesuaian. Pengukwuran dengan metode ini menggunakan harga
pembetian terakhir (nilaf sesuai dengan barang persediaan vang dibeli terakhir kali}

Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilaf satuannya relatif tinggi
dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam
proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang tainnya untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang
sejenisnya.

Metode perpetual disebut juga metode buku yaitu suaty sistem dimana setiap persediaan
yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Pengukuran persediaan dengan metode inj
menggunakan metode sistematis FIFO (First In First Out)/Masuk Pertama Keluar Pertama
(MTKP). Metode sistematis FIFO (First in First Out) adalah metode pengukuran nilai persediaan
dimana persediaan vang pertama kali masuk itutah yang pertama kali dicatat sebagai- barang
yang digunakan.

3. Penyajian dan Pengunskapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset tancar, vaitu ;

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

Mol o vmm | oo ] o0
2 jAset Lancar
3 as di Kas Daerah
4  [Kas di Bendahara Pengeluaran
5  Kas di Bendahara Penerimaan
6  [Kas di BLUD
7 nvestasi Jangka Pendek
8  Piutang Pajak
9 iutang Retribusi
10 Penyisihan Piutang
11 eban Dibayar Dimuka
12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
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Bagfan Lancar Tuntutan Ganti Rugi

18

Piutang Lainnya

Persediaan. = . oo T
~ Jumiah Aset Lancar (3 s.d 17)

Sedangkan pengungkapan untuk persediaan di dalam laporan keuangan metiputi :

a. kebfjakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b.penjetasan lebih lanjut persediaan seperti barang dan pertengkapan yang digunakan dalam

pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,

dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat;

¢. persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapf

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

d. persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset

tetap dibebankan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan

konstruksi belum terselesaikan.

H. KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI tNVESTAS]
investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk rmemperoteh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen

dan royalti, atau manfaat sosfal, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oteh

pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam  jangka

panjang dan memanfaatkan dana yang betum digunakan untuk investasi jangka pendek datam

rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka

panjang.

1. INVESTASI JANGKA PENDEX
a.  KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASE JANGKA PENDEK

H

Defirsi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, dan
dimaksudkan untuk dimitiki selam lebih dari 3 {tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas}
bulan,

Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a] Dapat segera diperjuatbelikan/dicairkan;

b Investast tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah
dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas:
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¢} Berisiko rendah.

Klasiffkasi
Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

e

a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari
3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara ototnatis {revolving deposits) sampai 12
bulan;

b} Surat Utang Negara (SUN); dan
c| Sertifikat Bank Indonesia ({SB!).

Dalam Bagan Akun Standar, investasi Jangka pendek diklasifikasikan sebagai berikut:

investasi Jangke Pendek investas! dalam Saham

Investasi dalarm Deposite

Investasi dalam SUN

Investasi datam SBI

Investasi dalam SPN

‘nvestasi Jangka Pendek RLUD
Investasi Jangka Pendek Lainnya

3) Pengakuan
Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenubi

kriteriz sebagai berikut:

a)  manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensiat di masa yang akan datang atas
suatl investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

b}  nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat divkur secara memadai
(reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana vang didukung
dengan buktf yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana
yang ditempatkan.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas
pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja ataupun pengeluaran pembiayaan dalam
Laporan Realisasi Anggaran {LRA),

Penerimaan kas dapat diakui sebaga pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabita
terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo,
maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi
jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunaj {cash
dividend} diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asti Daerah}.

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atay
penurunan nital dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau
pengurang SiLPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasicnal {LG}.
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Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan)

tebih tinggi dari nilai tercatanya, dan keruglan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan

{setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

4)  Pengukuran

a} Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

b} Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai

wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilaf pasar.

c} Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai

wajar karena terdapat pasar akbif yang dapat membentuk nitai pasar.

d} Investasf jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata vang

Aupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

5}  Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan datam kelompok aset lancar sesudah akun kas, yaitu :

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No. e . Urafan - S 201 20%0
T fAsET T '
2 Aset Lancar
3 Kas di Kas Daerah
4 Kas di Bendahara Pengeluaran
5 Kas di Bendahara Penerimaan
6 Kas di BLUD
7 Investasi Jangka Pendek
8 Piutang Pajak
9 Piutang Retribusi
10 Penyisihan Piutang
11 Beban Dibayar Dimuka
12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Negara
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda
Lainnya
16 Bagfan Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
18 Piutang Lainnya
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19 Persediaan

20 Jumlah Aset Lancar {3 s.d 19)

Hal-hat yang pertu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka pendek pada CaLK adalah ;
a)  Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

bl Jenis-jenis investasi jangka pendek vang dimiliki oleh pemerintah daerah;

¢} Perubahan nilaj pasar investasi jangka pendek (jika ada);

d}  Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut.

el  Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi pertmanen menjadi
investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain- lain dan sebatiknya (jika ada).

Perangkat Daerah tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan
kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD dapat melakukan investasi dalam rangka
pemanfaatkan kas yang menganggur {idle cash). Pemanfaatan kas tersehut lazimnya dalam
bentuk deposito.

Apabila kas yang digunakan oteh BLUD untuk investasi jangka pendek berasal dari kas
operasional {telah disahkan oleh BUD), maka investasi tersebut disajikan sebagai investasi
jangka pendek dan metupakan bagian dari SiLPA/SAL.

Pada Laporan Arus Kas, batk saldo investasi jangka pendek pada PPKD maupun pada BLUD
merupakan pengurang Saido Akhir Kas pada BUD.

INVESTASI JANGKA PANJANG
KEBIJAKAN AKLINTANS! INVESTAS| JANGKA PANJANG

a. pefinisi

Investasi jangka panjang merspakan investasi yang pencairannya memiliki janglka waktu lebih dari
12 bulan.

b. Kiasifikasi

investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1)investasi Jangka Panjang Nonpermanen

investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang vyang
kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak

dimilild secara terus menerus atau ada nist untuk memperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Nonpermanen antara fain dapat berupa:

a)  pembelian obligasi atav surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimitiki

sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah dasrah,
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b} penanaman modal datam proyek pembangunan yang dapat diatihkan kepada pihak
ketiga.

€} dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan magyarakat
seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

d}  investasi  nonpermanen laihnya, yamg sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki
pemerintah daerah secara berkelanjutan, sepertl penyertaan modal yang dimaksudkan
untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2}Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen ferupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik
kembali. Investasi permanen yang ditalarkan oleh pemerintah daerah adalsh investasi yang
tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atay
pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelambagaan.

Investasi Permanen dapat berupa;

a)  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan
internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. Jenis Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan
terbatas dan non surat berharga yaitu kepemitikan modal bukan dalam bentuk saham
pada perusahaan yang bukan perseroan.

b]  Investasi permanen lainnya yang dimilili oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan
pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi jangka panjang diklasifikasikan sebagat berikut:

Investasi Jangka Panjang Non investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
Permanen Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
Investasi dalam Obiligasi

Investasi daiém P.roglrék Péﬁibéngdnéd'
Dana Bergutir

Deposito Jangka Panjang

investasi Non Permanen {ainnya

Investast Jangka Panjang Permanen Peﬁyertaan Modal Kepé\da BUMN

Penyertaan Modal Kepada BUMD
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha

investasi Parmanen Lainnya
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Penyerahan modal vang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian vang
sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, diklasifikasikan ke
dalam investasi jangka panjang nonpermanen lainnya.

Konverst Piutang Jangka Panjang Menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Piutang pemerintah daerah pada perusahaan daerah yang dapat berupa piutang jangka paniang
dapat dikonversi menjadi Penyertaan Modal Pemetintah Daerah. Jika terjadi konversi, maka nilai
piutang Jjangka panjang akan berkurang sebesar nilai piutang yang dikonversikan, dan nilaf
penyertaan modal pemerintah daerah (investasi permanen) akan bertambah sebesar nilai yang
sama.

¢. Pengakuan
lrvestasi dapat diskui apabiia memenubi loiteria sehagai berikut:

1}kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atay jasa potensial di masa yang akan
datang atas suaty investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah:

2nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai {reliable).

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi Jangka panjang diakui sebagai pengeluaran
pembiayaan. Sedangka penerimaan kas atas pelepasan/penjuatan investasi jangka panjang diakui
sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laperan
Realisasi Anggaran (LRA).

Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend} dan bunga diakui sebagaf pendapatan baik pada
LRA maupin LO. Sedangkan hasil investasi berupa dividen saham (stock dividend), maka :

1]Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya, maka dividen saham diakui
sebagai perdapatan LO, namun tidak diaku sebagai pendapatan LRA.

2)Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode elwitas, maka dividen saham tidak
diakui sebagaf pandapatan baik pada LRA maupun LO.

d. Pengukuran
Metode vang digunakan untuk menilai investasi pemerintah daerah adalah:
1} Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awat
maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendid
ditambah biaya lain yang timbut dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk :
a) Investasi permanen dengan kepemilikan pemerintahk daerah < 20%.

Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pada metode blaya, bagian

laba berupa dividen tunaf yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagaf pendapatan hasit
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investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nitaf investasi
pemerintah daerah.

b} Investasi non permanen datam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi
yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

¢} Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-provek pembangunan
pemerintah daerah. Biaya perolehan yang dimaksud adalah biay pembangunan termasuk biaya
yang dikeluarkan untul perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka
penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

1} Metode Ekuitas
Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dengan kepemilikan pemerintah daerah sebesar 209% ke
atas atau kepemilikan < 20% tetapi memitiki pengaruh yang signifikan.

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perciehan yang meliputi harga
transaksi itu sendir] ditambah biaya lain yang Himbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal ditambah
{dikurangi) proporsi bagian laba (rugi) pemerintah daerah setetah tanggal perolehan dikurangi
dengan penerimaan dividen turai bagian pemerintah daerah,

Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan
hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Sedangkan dividen dalam
bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasf pemerintah,

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nitai
investasi pemerintab, misalnya adanya perubahan yang timbul aldbat pengaruh valuta asing,
perjaniian antara pemerintah dengan BUMD serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan {Net Realizable Value)
Metode nilai bersih yang dapat direatisasikan diterapkan untuk ;

v

ap  ivestasi non permanen yang dimeksudian yntuk petyehatan/ penyelamatan perekonomian,
misatnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

b}  Invetasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir.

Secara periodik harus dilakukan pemyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga
nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersaih yang dapat
direalisasikan {net realizable value). Nitaj vang dapat direalisasikan ini dapat diperoteh
dengan melakukan penatausahaan fnvestasi sesuai dengan jatuh temponya {aging schedule},
Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat
tertagih/terealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terealisasi, dan investasi yang
dapat tertagih/terealisasi,

Pengukuran investasi permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan,
ditaksanakan dengan mengurangkan wilai  investasi non  permanen  diragukan
tertagih/direalisasikan dari nitai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga
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perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan fika investasi non permanen tersebut
benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku,

Akun lawan (contra account} dari investasi non permanen diragukan tertagih adalah beban
investasi non permanen diragukan tertagih.

Dalam kondisi tertentu, Kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor
-yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi vang lebih menentukan adatah
tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan fnvestee. Cir-ciri
adavya pengaruh atau pengendalian peda perusahaan investee, antara ladm:

1) Kemampuan mempenganihi komposisi dewan komisaris;

2} Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;

4} Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai
investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilaj wajar
investasi tersebut jika harga perolehannya Hdak ada.

Harga perolehan investasi dalam vatuta asing yang dibayar dengan mata vang asing yang sama harus
dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (urs tengah Bank Sentral) yang berlaku
pada tanggal transaksi. Selisih peijabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah antara
tanggal perolehan investasi dengan tanggal pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

nvestasi Saham Bersaldo Minus

investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahasn daerah terus
menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya
bersaldo minus, Investasi bersalde minus dapat diakui oleh pemerintah daerah sepanjang dapat
diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, danfatau pemerintah daerah mempunyai
tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum {constructive obligation) terhadap perusahaan
daerah,

Apabila pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban konstruktif dan kewajiban hukum terhadap
perusahaan daerah tersebut, maka investasi bersaido minus disajikan sebesar nihit pada neraca.

BPDYBDS adalah aset yang berasal dari APBD yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMD
berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh Perangkat Daerah. Aset BPDYDS diperoleh melalui anggaran
belanja Perangkat Daerah dan ditujukan sebagai penyertaan medal pemerintah daerah pada BUMD,
Aset tersebut berstatus BPDYBDS karena aset tersebut telsh digunakan/dioperasikan oleh BUMD
namun belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan modal pemerintah daerah,

BUMD mencatat aset tersebut dalam neraca masing-masing, dan disisi tain Perangkat Daerah masih
mencatal aset tersebul dalam pembukuannys. Untuk menghindari pembufuan gands atas aset
tersebut, maka aset BPDYBDS dikeluarkan dari neraca Perangkat Daerah {off batance sheet) dan
diungkapkan dalam CaLK baik nilaf maupun tahap penyelesaian yuridisnya secara formal.
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Dana Bergulir

Datam hal terdapat dana bargulr vang sudah dicairkan dari APBD atau dari pengembalian dang
bergulir yang belum digulirkan/disaturkan kembati sampai dengan tanggal pelaporan, maka dana
tersebut disajikan pada Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan.

Dalam hal dana bergulir ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak digulirkan kembali, maka kas dari
dana bergulir yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan
disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut Jjenisnya, baik yang bersifat non permanen
maupun yang bersifat permanen. investasi non permanen yang diragukan tertagih disajikan sebagai
pengurang investast jangka panjang non permanen,

Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan
direklasifikasi menjadi bagian lancar nvestasi non permanesn pada aset lancar.

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

Nof e Uralane T T gk T W%
1 [ASET ' ' '
2 Aset Lancar
3 Kas di Kas Daerah
4 Kas di Bendahara Pengeluaran
5 Kas di Bendahara Penerimaan
6 Kas di BLUD
7 Investasi Jangka Pendek
8 Piutang Pajak
9 Penyisthan Piutang

10 Beban Dibayar Dimuka

11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
12 |  Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat
4 | Bagian Lancar Pinjarman kepada Pemda Lainnya
15 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
14 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

17 Piutang Lainnya

18 Persediaan

19 Jumtah Aset Lancar (3 5.d 17)

20

21 Investasi Jangka Panjang

2 Investasi Nonpermanen

23 Pinjaman Jangka Panjang

24 Investasi dalam Surat Utang Negara
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25 Investasi dalam Proyek Pembangunan

26 irwvestasi Nonpermanen Lainnva

27 Jumiah Investasi Nonpermanen

28 {nvestasi Permanen |
29 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

30 investasi Permanen Lainnya

3 Jumlah Investasi Permanen

32 Jumlah investasi Jangka Panjang { 27 +

Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajtkan pada LRA dan

LO. Apabila terdagat hasil investasi yang masih terutang disejikan sebagai piutang pade neraca,

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengunigkapkan
hal-hal sebagai berikut;

1y
2
3)
4
5)

&)

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nitai investasi;

Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpetmaner;

Perubahan harga pasar baik investasi Jangka panjang;

Penurunan nilaf investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

Investasi yang dinilai dengan nitai wajar dan alasan penerapannya;

Perubahan pos investasi,

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

1. Definisi

a.

e.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyal masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
butan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, daiam kegiatan pemerintah daerah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya Perolehan, adatah jumlah kas atau setara kas vang dibayarkan atau nilal wajar imbatan
lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai
dengan aset tersebut datam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa Manfaat, adalah :

1. Pericde suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik; atay

2. Jumiah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pemerintahan pubtik.

Nilai Wajar, adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami
atau berkeinginan untuk melakukan transaksi waiar;

Nitai buku, edalah diperoleh dari pengurangan nilai perclehan dengan nilal akumulast
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penyusutan;

f. niial satuan minimum Kepitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nila
asset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan dan restorasi;

g  Konstruksi Dalam Pengerjaan {KDP), adalah merupakan aset tetap yang masih dalam proses
konstruksi pembangunan/ pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan

h.  Penyusutan adalzh alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap vang dapat disusutkan
{depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2. Klasifikasi
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi
entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegfatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipaka.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris
kantor, dan peratatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan
dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jatan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah
daerah serta dimiliki dan/ateu dikuasal oleh pererintah daerah dan datam Kondist siap dipakai,
Jatan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan
sebagal aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, dan jaringan
dimaksud.

Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur yang mempunyai karakteristik
sebagai berikut:

1} merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2} sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3} tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

4} terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
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Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem
pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistemn penerangan, Aset infrastrukbyr
tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atay aset lain yang terkait dengan gedung
dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori jalan, irigasi, dan jaringan antara lain jalan dan jembatan,
bangunan air, instalasi dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lafnnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
aset fetap d&i atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegfatan operasional pemerintah
daerah dan datam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya
antara lain  koleksi buku perpustakaan {buku  dan non buku), harang bercorak
kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

Selain ity, termasuk dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi

atas aset tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset
tetap.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan
hamun pada tanggal laporan keuangan belum selesaj seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan
mencakup tanah, peratatan dan mesin, gedung dan bangunar, Jjalan, wrigasi, dan jaringan, dan
aset tetap lainnya, yang proses perotehannya dan/atay pembangunannya belum selesai dan
membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

3. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat
diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap tetah diterima atay
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaarmya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masth adanya
suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses juat beli (akta) dan sertifikat kepemitikannya di fnstansi berwenang, maka aset tetap tersebut
harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,

misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertiftkat tanah atas nama pemitik
sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagaj berikut:
a. berwtijud;
b.mempunyal masa manfaat lebih dari 12 bulan;

c.biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
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d.tidak dimaksudkan untuk dfjual dalam operasi normal entitas;
e.diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f. merupakan objek pemetiharzan atay memeriukan biaya’ongkos untuk dipelihara;

g-nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut
memenuhi batasan minfmal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap vang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi
definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakyi pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau
hak kepemilikannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat ierdapat keuptusan instansi yang
berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap,

Pengakuan aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perotehan, pengembangan,
pengurangan, serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud
adalah:

a.  perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi siap pakai;

b.  pengembangan adalah suaty transaksi peningkatan nilai aset tetap yanhg berakibat pada
peningkatan masa manfaat, peningkatan efisienst, peningkatan kapasitas, mutu produksi dap
kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;

€. pengurangan adalah suatu transaksi pemurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya
volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan;

d.  Penghentian dan pelepasan adalah suaty transaksi penghentian dari penggunaan akbif atau
penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah
belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak
lain, maka:

a.  dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan
oleh pemerintah daerah, maka tansh tersebut tetap hiarus dicatat dan disajikan sebagai aset
tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Calk;

b.  dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau disunakan oleh
pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah
pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CalK, bahwa tanah
tersebut digunakan dan dikuasai pihak lain;

¢.  dalam hal tanah dimililk oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau
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neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara
memadai dalam CalK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/ataw menggunakan tanah cukup

mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Calk;
Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

1) dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau
digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebaga
aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai
dalam Calk;

2)  dalam hal pemerintah betum mempunyai bukti kepemitikan tanh yang sah, tenah tersebut
dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara
memadai dalam CabK;

3) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikvasai dan/atau
digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap pada neraca pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai
dalaim Catk: ’

4} dalam hat bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atay
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai
aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus
diungkapkan secara memadai datam CaLK.

Asst tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses
pembangunan/pengerjaan,

Suaty KDP diakui saat biaya petolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang
memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap
tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk
saat pengakuan suaty KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi vang terjadi tidak/belum
menimbulkan hak/kiaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah daerah atas perolehan suatu
aset tetap di mas mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan,

KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan
pembangunan/pengeriaan/konstruks!  dinyatakan selesaj dan siap digunakan sesual ftujuan
perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya BAST pekerjaan dari
pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja.

Dalam beberapa kasus, suaty KDP dapat saja dihkentikan pembangunannya oleh karena
ketidaktersediaan dana. Kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat
berupe penghentian  sementara  dan penghentian  permanen. Apabila KDP dibentikan
pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumian ke dalam neraca
dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Calk. Namun apabila pembangunan KDp
dinfatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permansn karena diperkirakan tidak memberi

manfaat ekonomik ¢i masa depan, ataupun oleh sebab Iain yang dapat dipertanggungiawabkan mala
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KOP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam
CatX,

4, Pengukuran

Aset tetap dinilaf dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan mengounakan blaya
perotehan tidek memunglinkan maka nilaj aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

Nitai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap vang bersumber dari donasifhibah atau
rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak
ada nilai perolehan

atau tidak dapat diindetifikasi bukan meripakan suatu proses penilaian kembali {revaluasi).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembetian, contohnya beli tiga dapat satu atau helj 1
unit mobil dapat 1 unit handphone. Atas aset hasit dari bonus tersebut biaya perolehannya adalah
nilai wajar saat tanggal perolehan.

Terkait dengan penguluran aset tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai herikut:
a. Komponen biaya perolehan
Biaya perolehan aset tetap terdiri dari :

1) Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian,
setelah diterangt dengan diskon/rabat;

2)  Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan /diatribusikan kepada aset
sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian pula pengeluaran untuk betanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan
aset tetap atau aset tainnya. Hat ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas,
dan pengembangan perangkat lunak (software), dan harus ditambahkan pada nitai perolehan.
Namun demikian harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar
harga beli aset tetap tersebut.

Contoh biaya yang secara tangsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset antara lain:
1) biaya persiapan tempat;

2)  biaya pengiriman awal (initial delivery), dan biaya simpan dan bongkar muat {handling

cost);
3}  biaya pemasangan (instatation cost);
4}  biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

5)  biaya konstruksi;
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6}  biaya pengujian aset untuk mengufi apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing
cost,

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain
yang diberikan untuk memperoleh suaty aset pada saat perotehan atau kontruksi samapi dengan
aset tersebut yang siap untuk di gunakan.

Biaya yang diatribusikan/dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap meliputi sefuruh
pengeluaran sampai aset siap digunakan kecuali honorariumPengadaan Barang dan Jasa, Belanja
Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, belanja makan dan minum dan biaya perjalanan
dinas.

Ketika suatu pembelian aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka
waktu normal, biava perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas vang tertera pada
dokumen perjanfian/kontrak. Perbedaan/selisih antar nilai rupiah harga peroiechan dengan total
pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali
selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Blaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mangalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilal wajar masing-mesing aset
yang bersangkutan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola metiputi:
1) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;

2} biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, pertengkapan, tenaga
listrik, sewa peratatan; dan

3) semua blaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan aset tetap
tersebut.

Pengulkuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minfmum
kapitalisasi (capitalization threshold) aset tetap. Jika nilaj perolehan aset tetap di bawah nilai
satuan minimum Kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai
aset tetap dan pengeluaran atas pengadaan aset tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO dan
betanja pada LRA, Namun demikian, terhadap aset tetap tersebut pencatatan dan pengelolaannya
harus dilakukan dengan baik dan tertib yaitu dicatat ke dalam Daftar Aset Tetap Ekstra Komtabet
dan diungkapkan dalam CalLK.

Kapitalisasi Aset Tetap

Khusus aset tetap berupa tanah, jatan, irigasi, dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum
kapitalisasi sehingga berapapun nilainya akan dikapitatisasi.
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Peralatan dan Mesin

Uraian

Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap

Batasan Nilai
Kapitalisasi

Alat-alat Berat

Merupakan belanja moedal dan masuk dalam
aset tetap

Tidak ada batasan

Alat-alat Darat]

Bermotor

Angkutan

Merupakan belanja modal dan masuk dalam
aset tetap

Tidak ada batasan

Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotar

Merupakan betanja rmodal dan masuk aset
tetap

Tidak ada batasan

Alat-alat
Sermotor

Angkutan df  Air]

Merupakan belanja modal dan masuk aset
tetap

Tidak ada batasan

Alat-alat Angkutan di Air Tidak Merupakan belanja modal dan masuk aset RP5 juta
Bermotor tetap
Alat-alat Anskutan Udara Merupakan helanja modal dan masik aset Tidak ada batasan
tetap
Alat-alat Angkutan Udara Merupakan betanja modal dan >Rp1 juta
masuk aset tetap
Alat-alat Pengolahan Merupakan belanja modal dan masuk aset =Rp500 ribu

Pertanian dan Petermakan

tetap

Peralatan Kantor

Merupakan belanja modal dan masuk aset
tetap

>RpS00 ribu (tidak
termasuk flash
disck/seluruh
pembelian

Gedung dan Bangunan

Batasan Nilai

Uraian Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap
Kapitalisasi
a. Rehabilitasi merupakan belanja modal dan masuk dalam) >Rp100 juta per
aset tetap unit
merupakan belanja barang dan jasa (apabildl  >Rp100 juta per
bukan merupakan Aset Pemda) unit

b. Renovasi/ Revitalisasi

Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap

Tidak ada batasan

¢. Pembangunan

Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap

Tidak ada batasan
Seturuh belania

dikapitalisasi
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Jalan Lingkungan

Batasan Nilai
Uraian Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap L
Kapitalisasi
a. Rehabilitasi 1. merupakan belanja modal dan masuk dalam{ >Rp100 juta per unit
aset tetap sRp100 juta per unit
z. merupakan belanja barang dan jasa
b. Renovasi/Revitaiisasi Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap Tidak ada batasan
€. Pembangunan Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap Tidak ada batasan
Seluruh belanja
dikapitalisasi
Jalan Kota
Uraian Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Batasan Nilai Kapitatisasi
. Peningkatan/ Perkerasan) merupakan belanja modal dan mastic datam aset Tidak ada batasan
tetap Seluruh belanja dikapitalisasi
b. Pembangunan merupakan belanja modal dan masuk aset tetap Tidak ada batasan
Seluruh betanja dikapitatisasi

Pengairan : Bangunan lrigasi dan Drainase

Uraian Kehijakan Kapitalisasi Aset Tetap Batasan Nilai Kanitalisasi
a. Pemeliharaan Rutin Merupakan belanja barang dan jasa
b. Perbaikan/ Rehabilitasi Merupakan belanja modal dan masuld Tidak ada batasan
dalam aset tetap [Seluruh belanja dikapitalisasi
¢. Pembangunan Merupakan belanja modal dan masul Tidak ada batasan
aset tetap Seluruh belanja dikapitalisasi

Aset Tetap Lainnya

Batasan Nilai
Uraian Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap
Kapitalisasi
1. Buku dan Perpustakaan Merupakan belanja modal dan masuk z Rp50 ribu
aset tetap
2. Barang Bercorak Kesenian dan Merupakan belanja medsl dan masok = Rp300 riby
Kebudayaan aset tetap
3. Alat-alat Olah Raga Merupakan betanja modal dan masui = Rp300 ribu
aset tetap
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4,

Hewan Ternak dan Tanaman Merupakan belanja modal dan masuld 3,4 juta

aset tetap

=

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada batasan nilai, seluruh belanja dikapitalisasi,

Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai asset tetap harus memenuhi kriteria
mempetpanfang masa manfaat atav memberi manfaat ekonomik di masa yang akan dating
dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran Setelah Harga Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suaty aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau
yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk
kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada
nilal tercatat aset tetap yang bersangkutan {carrying amount). Pengeluaran lainnya yang timbul
setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut} diakui
sebagal beban pengeluaran {expense) pada periode beban pengetuaran tersebyt terjadi.

Pengeluaran setelah perotehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset
jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1} pengeliaran tersebut berakibat bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan
votume aset yang telah dimiliki; dan

2)  pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap.
Terkait dengan driteria pertama di atas, pengertian-pengertian tersebut adalah:

1} penambahan masa manfaat adalah bertambahnya umut ekonomis yang diharapkan dari
aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai
umur ekonomis 10 (seputuh) tahun. Pada tahun ketujuh dilakukan renovasi dngan harapan
gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi
tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahur menjadi 15 {lima befas)
tahun;

2) peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang
sudah ada. Misatnya sebuah generator tistrik yang mempunyai output 200 kW (dua ratus
kitowatt) dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kw {tiga ratus
kilowatt);

3} peningkatan kualitas aset adaiah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudsh ada.
Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal;

4)  bertambahnya volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran yang sudah
ada, misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m* {empat ratus meter
persegi} menjadi 500 m? (lima ratus meter persegi).

llustrasi mengenai ketentuan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbatkan
terhadap aset tetap batk berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:
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Persentase
Renovasi/Restorasi/ | Penambahan
URAIAN JENIS | Overhaul dari Nitai | Masa Manfaat
Perolehan (Diluar {Tahun)

Penyusutan)

Alat Besar
Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%
Alat Besar Apung Overhaul =0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%
Alat Bantu Qverhaul >0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

Pt b ] bt o] ] o] ] -

Alat Anglkutan
Alat Angkutan Darat Bermotor | Overhaol >0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% 5.d.100%
Alat Angkutan Darat Tak Overhaul >0% s.d. 25%
Bermotor >25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% 5.d.100%
Alat Angkutan Apung Bermotor | Overhaul >0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
=50% s.d 75%
>75% s.d. 100%
Alat Angkutan Apung Tak Renovasi >0% s.d. 25%
Bermotor >25% s.d 50%
»50% s.d 75%
=75% 5.d.100%
TAlat Angkutan Bermotor Overhaul >0% s.d. 25%
aJdara >25% s.d 50%
>50% s.d 7%
»75% 5.d.100%

\Do\wh)—l...xéa\_hww_n_.._-o_gww_.

-
(o]

Alat Bengkel dan Alat Ukar
Atat Bengkel Bermesin Overhaul »>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
»75% s.d.100%

[ N FEL I W) ey
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ilat Bengkel Tak ber Mesin

Renovasi

=0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

-l -t o O

Alat Ulkur

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

[R=5 I oS X Y

>75% 5.d.100%

tad

Alat Pertanian

Alat Pengolahan

Cverhaut

»>0% s.d. 20%

>21% s.d 40%

>51% 5.d 75%

jlat Kantor dan Rumah Tangga

>0% 5.d, 25%

Alat Kantor

Overhaul

>25% s.d 50%

>30% s.d 75%

>75% 5.4.100%

WE M =] OF ] M

Alat Rumah Tanggs

Overhaul

>0% s.d, 25%

>25% s.d 50%

»50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

Afat Studio, Komunikasi dan
Pemancar

Qverhaut

>0% s.d. 25%

= W M o] O

latat Studio

>25% s.d 50%

=50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Alat Komunikasi

Overhaul

*0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Peratatan Pemancar

Overhaut

»0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

el M | N ] ] ] pe] o

>30% 5.d 75%

>75% s.d. 100%

ﬁeraiatan Komunikasi
avigasi

Gverhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

1~ oW N W) e

>73% «.d 100%

Alat Kedokteran dan Kesehatan

alat Kedokteran

Overhaut

»0% s.d. 25%

o

>25% s.d 50%

»50% s.d 75%
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»75% 5.d.100%

Alat Kesehatan Umum

Overhaul |

>Q% 5.d. 25%

>25% s.d 50%

>30% s.d 75%

>75% 5.d.100%

had BT SR = ] R VY]

llat laboratorium

init Alat laboratorium

Overhaul

0% s.d, 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d. 100%

Unit Alat laboratorium Kirria
Nuldir

Overhaul

>0% s.d. 25%

L] BN N e

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>73% s5.d.100%

Alat Laboratorium Fisika

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

tlat Proteksi radfasi / Proteksi
Lingkungan

Overhaul

>0% s.d. 25%

>23% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.4.100%

adiation Application & Non
Destructive Testing laboratory

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

W ol o own] ] o] s g ) own| w| o] | Wb

Wlat laboratorium Lingkungan
Hidup

Overhaut

>0% s.d, 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.4.100%

Al ] R s

Peralatan Laboratorium
Hidrodinarmica

Overhaut

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

»73% 5.d.100%

0 ~| W] w

Alat laboratorium Standarisasi
Kalibrasi & Instrumentasi

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>530% s.d 75%

»75% s.d.100%

[Sa] IRV 0 RN N ]
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Alat Persenjataan
Senjata Api Overhaul 0% s.d. 25%
»25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% 5.d.100%
Persenjataan Non Senjata Apf Renovasi »0% s.d. 25%
>25% s 50%
>50% s.d 75%
>75% 5.d. 100%
Senjata Sinar Qverhaul 0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%
Alat Khusus Kepolisfan CQverhaut >0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

NN——-NOoo—nAOcAwN—a

Komputer
Komputer Unit Overhaul »>0% s.d. 25% ]
>25% s.d 50%

>50% 5.4 75%
>75% 5.d.100%
Peralatan Komputer Overhaul =0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d. 100%

M N =] ] m| M

lat Eksplorasi
Alat Eksplorasi Topografi Overhaul >(% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% 5.d.100%
Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul »0% s.d. 25%
»25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

o b N W] o] ] -

Alat Pengeboran
iAlat Pengeboran Mesin Overhaut >0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% 5.d.100%

=~ AR
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iAlat Pengeboran Non Mesin Renovasi >0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
»75% s.d. 100%

Ll I A I -]

Alat Produksi Pengolahan dan Permurnian

sSumur Renovasi >0% s.d, 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%
roduksi Renovasi >0%s.d. 25%
>25% s.d 50%
*50% c.d 75%

bl B =1 . Y Y e

>75% s5.d.100% 2

Pengolahan dan Pemurnian Overhaul | >0%s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% 5. d 75%
>75% s.d. 100%

Cal ~ W w

Alat Bantu Explorasi
Alat Bantu Explorasi Overhaul | >0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
=30% s.d 7%
>75% 5.d.100%
Alat Bantu Produksi Cverhaut | >0% s.d. 25%
' >25% s.d 50%
>50% s.d 75%
=75% 5.d.100% 7

Load IR N IS B | Y (N i N

Alat keselamatan Kerja
Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>T2% s.d.100%
Alat Pelindung Renovasi »0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% 5.d.100%
sangunan Gedung Tempat Renovasi 0% s.d. 30%
F(erja >30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15

| | -] O O w| m| f -

Monumen

Candi/ Tugu Peringatan / Renovasi >0% s.d. 30% 5
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Prasasti
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Menara
Bangunan Menara Perambuan Renovasf >0% s.d, 30% 5
>30% 5.d 45% 10
>45% 5.d 65% 15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti
Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jalan dan Jembatan
Halan Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 60% 5
>60% s.d 100% 10
liembatan Renovasi 0% s.d. 30% ‘ 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air
Bangunan Air Irigasi Renovasi 0% s.d. 5%
5% s.d 10%
- 10% 5.d 20% 10
Bangunan Pengairan Pasang Renovasi 0% s.d, 5% 2
Surut >5% s.d 10%
>10% s.d 20% 10
Bangunan Pengembangan Rawa Renovasi 0% s.d, 5% 1
dan Polder 5% 5.d 10% 3
E-10% s.d 20% 5
Bangunan Pengaman Renovasi  b0% s.d. 5% 1
Sungai/Pantai dan 5% 5.d 10% z
Lenanggulangan Bencana alam >10% s.d 20% 3
Jaringan
Jaringan air Minum Overhaul BGY% s.d. 30% 2
> 30% s.d 45%
>45% s.d 65% 10
Harfngan Listrik Overhaul p0% s.d. 30% 5
> 30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jaringan Telepon Overhaul b0% s.d. 30% 2

-30% s.d 45%
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45% s.d 65% 10
Jaringan Gas Overhaul B0% s d. 30%
30% s.d 45% 7
453% s.d 65% 10
Alat Musik Modem /Band Overhaul #0% s.d, 25% 1
>25% s.d 50% 1
-50% s.d 75% 2
-79% s.d 100% 2
ASET TETAP DALAM RENOVASI
Peralatan dan Mesin dalam Overhaut »0%s.d, 100% 2
Fenovas
Gedung dan hangunan dalam Renovasi =0% s.d. 30% 5
enovast »30% s.d 45% 16
>43% s.d 65% 15
WJaringan trigasi dan Jaringan Renovasi/ >0% s.d, 100% 5
dalam Renovasi Overhaut
¢. Pertukaran

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atay sebagian aset yang Hidak
serupa dan memitiki nitai wajar yang tidak sama, Biaya perolehan aset tersebut diykur dengan
nitai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan gengan jumiah kas atau setara kas lainnya yang
diitransfer/dikeluarkan.,

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun
demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset, tersebut masih harus
dilakukan perbaikan untuk membawa asat dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan maka
biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuatkan dengan
jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebyt,

Suatu aset tetap juga dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa vang
memililki manfaat yang serupa dan memiliki nitai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebyt
tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang bary
diperleh dicatat sebesar nilai tercatat atas asat vang dilepas.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah
dan nifai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset
tetap dituangkan dalam BAST. Berdasarkan BAST tersebut, pengelola barang menerbitkan Surat
Keputusan (5X) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan dan mengetiminasi aset tersebut
dari neraca maupun dari Daftar Aset Tetap untuk kemudian membukukan aset tetap pengganti.
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d. Penyusutan

Hilal penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagal pengurang nilat tercatat aset
tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan KDP,
seturuh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan dan tanaman tidak ditakukan penyusutan secara periodik,
melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut ketika tidak dapat
digunakan atau mati. Untuk penyusutan Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur
ekenomik mana yang lebih pendek {whichever is shorter) antara masa manfaat dengan masa
pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset
Kemitraan dengan Pihak Ketiga atay aset idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya aset
tetap.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan
kepada Pengelola Barang penghapusannya dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atay
usang yang telah diusutkan kepada Pengelota Barang penghapusannya, tidak disusutkan. Apabila
dikemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap aset tetap tersebut direkiasifikasikan dari
aset lainnya ke akun aset tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya aset tetap.

Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atay pengurangan kualitas dan/atay
nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang
dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan huatitas dan/atau nilai aset tetap meliputi
penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar
Akuntans Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan niali aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang
disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilag vang diketahui dikemudian hari maka
penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi
penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan ditakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilaj
residu. Nilai residu adalah nilai buky aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan dan untuk penyusutan pertama
kalf didasarkan pada nilai buku akhir tabun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusiitan
tanpa memperhatikan tanggal perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan nilai
aset yang dapat didepresiasikan {depreciable amount) secara sistematis sepanjang umur
ekonomis adatah Metode Garis Lurus {Straight Line Method) dengan rumus:

Nilai yang Dapat Disusutkan
Penyusutan per Periode = «+-eerseeromscuressee et
Masa Manfaat
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Perkiraan untuk masa manfaat setiap jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

MASA
KODEFIKASI URAIAN MANFAAT
(TAHUN)
1 3 2 0t ALAT BESAR
i 3 2 01 01 ALAT BESAR DARAT 10
1 3 2 01 02 ALAT BESAR APUNG 8
1 3 2 01 03 ALAT BANTU 7
1 3 2 0z ALAT ANGKUTAN
ALAT ANGKUTAN DARAT
1 3 2 o2 01
BERMOTOR 7
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK
1 3 2 02 02
BERMOTOR 2
ALAT ANGKUTAN APUNG
1 3 2 02 03
BERMOTOR 10
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK
1 3 2 02 04
BERMOTOR 3
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR
1 3 2 02 05
UDARA 20
1 3 2 03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
1 3 2 03 o1 ALAT BENGKEL BERMESIN 10
1 3 z 03 0z ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 5
1 3 2 03 03 ALAT UKUR 5
1 3 2 04 ALAT PERTANIAN
1 3 2 04 01 ALAT PENGOLAHAN 4
ALAT KANTOR DAN RUMAH
1 3 2 05
TANGGA
1 3 2 05 01 ALAT KANTOR 5
1 3 2 05 02 ALAT RUMAH TANGGA 5
ME JA DAN KURS! KERJA/RAPAT
1 3 2 05 03
PEJABAT 5
1 5 , ALAT STUDIC, KOMUNIKASI DAN
PEMANCAR
1 3 2 o1 ALAT STUDIO 5
1 3 z 06 0z ALAT KOMUNIKAS] 3
1 3 2 06 03 PERALATAN PEMANCAR 10
1 3 2 06 04 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGAS] 5
1 3 2 07 ALAT KEDOKTERAN DAN
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KESEHATAN
1 Kt 2 07 o ALAT KEDOKTERAN 5
1 3 2 o7 02 ALAT KESEHATAN UMUM 5
1 3 2 08 ALAT LABORATORIUM
1 3 2 08 01 UNIT ALAT LABORATORIUM 8
; 3 2 08 0 | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA
NUKLIR g
1 3 2z 08 G3 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 10
; 3 2 08 o4 ALAT LABORATORIUM FISIKA
NUKLIR/ELEKTRONIKA 15
. 3 5 08 05 ALAT PROTEKS! RADIASI/PROTEKS!
LINGKUNGAN i0
RADIATION APPLICATION AND NON
1 3 2 08 06 DESTRUCTIVE TESTING
LABORATORY LAINNYA 10
] 3 > 08 o7 ALAT LABORATORIUM
LINGKUNGAN HiDup 7
1 3 2 o8 08 PERALATAN LABORATORIUM
HYDRODINAMICA 15
ALAT LABORATORIUM
1 3 2 08 09 STANDARISASI KALIBRAS| DAN
INSTRUMENT AS1 7
1 3 2 09 ALAT PERSENJATAAN
1 3 2 09 o1 SENJATA API 10
1 3 2 09 02 PERSENJATAAN NOM SENJATA API 5
1 3 2 0% 03 SENJATA SINAR 3
1 3 2 09 04 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 5
1 3 2 10 KOMPUTER
1 3 2 10 o1 KOMPUTER UNIT
1 3 2 10 0z PERALATAN KOMPUTER
1 3 2 11 ALAT EKSPLORASI
1 3 2 1 01 ALAT EKSPLORAS! TOPOGRAF 7
1 3 z 11 - 02 ALAT EKSPLORASI GEQFISIKA
1 3 2 12 ALAT PENGEBORAN
1 3 2 12 01 ALAT PENGEBORAN MESIN 7
1 3 z 12 173 ALAT PEMGEBORAN HGN MESIH
1 3 5 53 ALAT PRODUKS!, PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN
1 k! 2 13 o1 SUMUR 7
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1 3 2 13 02 PRODUKSI 7
1 3 2 13 03 PENGOLAHAN DAN PEMUPNIAN 7
1 3 7 14 ALAT BANTU EKSPLORASH
1 3 2 14 o1 ALAT BANTU EKSPLORASI
1 3 7 14 02 ALAT BANTU PRODUKS] 7
1 3 2 15 ALAT KESELAMATAN KERJA
1 3 2z 15 1 ALAT DETEKSI 5
1 3 2 15 02 ALAT PELINDUNG 5
1 3 2 15 03 ALAT SAR 5
1 3 2 15 04 ALAT KERJA PENERBANGAN 5
1 3 2 16 ALAT PERAGA

ALAT PERAGA PELATIHAN DAN
1 3 2 16 01

PERCONTOHAN 4
1 3 7 17 PERALATAN PROSES/PRODUKS!

UNIT PERALAT AN
1 2 2 17 03]

PROSES/PRODUKS] 5
1 3 2 18 RAMBU - RAMBU

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
1 3 2 18 o1

DARAT 5

RAMBU-RAMEU LALU LINTAS
1 3 2 18 02

UDARA 5
1 3 2 18 03 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 5
1 3 7 19 PERALATAN OLAH RACA
1 3 2 19 01 PERALATAN OLAH RAGA 5
1 3 3 o1 BANGUNAN GEDUNG

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
1 3 3 01 o1

KERJA 50

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
1 3 3 01 02

TINGGAL 50
1 3 3 02 MONUMEN

CANDI/TUGY
1 3 3 02 01

PERINGATAN/PRASAST] 50
1 3 3 03 BANGUNAN MENARA
1 3 3 03 01 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN 40
1 3 3 04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI
1 3 3 04 01 | TUGU/TANDA BATAS 50
1 3 4 o1 JALAN DAN JEMBATAN
1 3 4 01 o1 JALAN 10
1 3 4 01 07 JEMBATAN 50
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1 [ 3 4 02 BANGUNAN AIR
1 3 4 02 o1 BANGUNAM AIR IRIGASI 50
BANGUNAN PENGAIRAN PASANG
1 3 4 02 02
SURUT 50
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA
1 3 4 02 03
DAN POLDER 25
BANGUMAN PENGAMARN
SUNGAL/PANTAI &
1 3 4 02 04
PENANGGULANG AN BENCANA
AL AM 10
BANGUNAN PENGEMBANGAN
1 3 4 02 05
SUMBER AIR DAN AIR TANAH 30
1 3 4 02 06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 40
1 3 4 02 07 BANGUNAN AIR KOTOR 40
1 3 4 03 INSTALASI
1 3 4 03 o1 INSTALAS| AiR BERSIH / AIR BAKU 30
1 3 4 03 02 INSTALAS! AIR KGTOR 30
1 3 4 03 03 INSTALASI PENGOLAHAN SAMP AH 10
INSTALAS! PENGOLAHAN BAHAN
1 3 4 03 04
BANGUNAN 10
1 3 4 03 05 INSTALAS| PEMBANGKIT LISTRIK 40
1 3 4 oy 06 | INSTALASI GARDU LISTRIR 40
1 3 4 03 07 INSTALASI PERTAHANAN 30
1 3 4 03 08 INSTALASI GAS 30
1 3 4 03 09 INSTALAS! PENGAMAN 20
1 3 4 03 10 INSTALAS! LAIN
1 3 4 04 JARINGAN
1 3 4 04 01 JARINGAN AIR MINUM 30
1 3 4 04 02 JARINGAN LISTRIK 40
1 3 4 04 03 JARINGAN TELEPON 20
1 3 4 04 o4 JARINGAN GAS 30
1 3 5 01 BAHAN PERPUSTAKAAN
1 3 5 01 o1 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 4
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM
1 3 5 [o3] 0z
DAN BENTUK MIKRO 4
KARTOGRAFI, NASKAH DAN
1 3 5 01 03
LUKISAN 4
1 3 5 01 04 MUSIK 4
1 3 5 01 05 KARYA GRAFIKA (GRAPHIC 4
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MATERIAL)

THREE DIMENSIONAL ARTEFACS
AND REALITA 4

Penambahan masa manfaat
Akumutasi sisa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagai dampak atas petigembangan
nilai aset yeng menambah  umur ekonomis, Hdak boleh melebili masa manfaat maksimal aset
tetap tersebut.
e. Aset Bersejarah
Aset bersejarah tidak disajikan datam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan dengan merinci nama barang, jenis barang, jumlah unit koleksi vang dimiliki ,

kondisi dan inkasi aset vang dimaksud tanpa menyajikan nilai perolehan.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan
operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk
seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan
lokasi yang ada pada periode berjalan.

f. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dietiminasi dari Neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

Aset tetap yang dihentikan dar penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam ha! penghentian aset tetap metupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijyat
atay dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya fransalsi belum seluruh nilai buke aset tatap
habis disusutkan, maka selisth antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nitai buky
aset tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatn/beban dari kegiatan non operasional pada
LG. Penerimaan kas akibat penjuatan dibukukan sebagai pendapatan LRA. Disamping ftu,
transaksi ini juga disafikan sebagal arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan
Arus Kas,
8. Aset Tetap yang Berasal dari Hibah/Donasi

Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah
dan divkur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan
bertambah dan disisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

h. Aset Tetap yang berasat darj Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

(1) Saat penyerahan T/SLP berupa barang dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani
oleh perusahaan penyelenggara TJSLP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi,
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(2} TI5LP berupa barang disertai dengan Naskah Perjanfian vang sekurang-kurangnya memuat
jenis, jumlah, dan nilai barang, vang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSLP
dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Dagrah yang membidangi.

(3} Aset tetap yang berasal dari TJSLP diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan
diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan
bertambah dan disist lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO

5. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan dan disajikan dalam nereaca sebagal kelompok tersendiri, yaitu :

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desemnber 20x1 dan 20x0
— Trar —r——

e

12 Investasi Jangka Panjang

Laporan keuangan harus mengungicapkan untuk masing-masing aset tetap sebagai berikut:
a.Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount):
b.Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir pericde yang menunjukkan:

1} penambahan;

2} pelepasan;

3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

4} mutasi aset tetap lainnya.
c.Informasi penyusutan, meliputi:

1} nilai penyusutan;
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2) metode penyusutan yang digunakan;
3} masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode,
d.Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3) jumiah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
4} jumtah komitmen untuk akisisisi aset tetap.
e.Informasi mengenai nilai pertukaran aset tetap (jika ada), meliputi :
1) pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
2} jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
3} jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya;
4) jumian hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.
f. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset
dimaksud.

J. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1.

Definisi

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan  untuk menampung  kebutuhan  yang

memertukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenubi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya, Pembentukan dana cadangan ini harus

didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk

pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya

mencakup:

a. penetapan twjuan pembentukan dana cadangan;

b.program dan kegiatan yang akan dibiayaf dari dana cadangan;

¢.besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer
kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri:

d.sumber dana cadangan; dan

e, tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan,

2. Klasifikasi
Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau
dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:
Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
Dana Cadangan Pembangunan Gedung
Dana Cadangan Pembangunan Waduk
Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON}
Dst....
—
3. Pengakuan

Pembentuksn dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan

pencairannye akan dianggarkan pada penerimaan  pembiayaan. Untuk  penssunaannya
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dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah, Dana
cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana
Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan
mekanisme LS.

4. Pengukuran

a. Pembentukan Dana Cadangan
Pernbentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah  menyetujui  SPZD-LS terkait
pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominat.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga
diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil-
hasil vang diperoleh dari pengelotaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-
LO/Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga
dana cadangan dan diulur sebesar nilal nominal sebesar nila yanyg dipercieh dari pengelolaan
tersebut.

c. Pencairan bana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat
perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
5. Penyajian dan Pengunekapan

Dana cadangan dalam neraca pemerintah daerah disajikan dalam kelompok tersendiri, yaitu:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Calk), sekurang-kurangnya

harus diungkapkan hal-hat sebagai berfkut:

a. dasar hukum {peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan;
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b. tujuan pembentukan dana cadangan;
£. program dan keglatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening
dana cadangan;

e. hasil yang diperoleh dari dana cadangan;
f. sumber dana cadangan; dan
g. tahun angparan pelaksanaan dan pencaian dana cadangan,

K. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
1. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset
lancar, investasf jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerak
karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa
depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materalitas dan
kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga
keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suaty keharusan. Semua standar akuntansi
menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik
dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya dildasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa

Kerjasama Pemanfaatan

Bangun Guna Serah

Bangun Serah Guna

Aset Tidak Berwujud Goodwill

Lisensi dan Frenchise

Hak Cipta

Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan

PPKD dan beberaps lainnyz menjadi kewsanangan Perangkat Daseah,

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
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a. Tagihan Jangka Panjang;
b. Kemitraan dengan Pihak ket ga; dan
€. Aset lain-lain,
Aset lainnya yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah wmeliputi:
a. Aset Tak Berwujud; dan
b. Aset lain-lain.
3. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas,
yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian
daerah.

1)}  Tagihan Penjuatan Angsuran

Tagthan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan
aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawaifkepala daerah pemerintah
daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan
perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan Il

Z}  Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, ganti
kerugian adalah sejumiah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus
dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atay badan yang telah melakukan
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Gant Rugl inf diakui ketika putusan tentang kasus TGH terbit yvaity berupa Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b.Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah
diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan
sesuai peraturan perundang-undangan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka wakty
dimana pemetintah daerah dan mitra kerja sama masih terikat dengan perjanjian
kerjasama/kemitraan. Jenis-jenis aset yang dapat dikerjasamakan dapat berupa:

1) tanah;

2} gedung dan bangunan dan/atay Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk
pelaksaan perjanjian kerjasama/kemitraan;

3} Barang Mmilik Daerah selain Tanah dan Bangunan.
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Kemitraan ini dapat berupa:
1} Hemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiza berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan Klasifikasi asel darf aset tetap menjadi
aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa,

2)  Kerja Sama Pemanfaatan {KsP}

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Mitik
Daerah menyebutkan hahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang
Miltk  Daerah oleh pihak lain dalam Jangka waktu tertenty dalam rangka peningkatan
penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan {KSP} diakui
pada saat terjadi perjanjian kerjasamalkeritraan, yaiti dengan perubahan kiasifikasi
aset dari aset tetap menjadi aset lainnya : Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

3}  Bangun Guna Serah-BGS {Build, Operate, Transfer - BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suaty bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset
pemerintah daerah oleh pihak ketiga finvestor, dengan cara pihak ketiga/finvestor
tersebut  mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyeratkan kembali
bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah
berakhimya jangka waktuy yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak
ketigafinvestor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS inj
disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Qperate - BTO}

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketigafinvestor tersebut mendirikan bangunan
dan/fatau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun
tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan
aset tersebut,

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berilat
fasilitasnya selesai dan slap digunakan untuk digunakan/dioperasikan, Penyerahan aset
oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertaj dengan kewajiban
pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor,
Pemmbayaran oleh pemarintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

¢. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset
tidak berwujud (ATB) adalah aset non- maneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan
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merupakan salah satu jenis aset yang dimilili oleh pemerintah daerah, Aset ini sering
dihubuingkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian
dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak
berwijud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adatah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya
pembelian kepentingan/saham di atas nilaj buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih
antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suaty transaksi peralihan/penjualan
kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan,

2)  Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya afpercleh karena adanya keperilikan kekayaan inteleltual
atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan
manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya halk ini dapat mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk
memanfaatkannya.

3)  Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak
paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau
perusahaan lain.

4) {ware

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang
bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertenty. Jadi software
ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sehagai ATB
memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah
daerah harus dicatat sebagai persediaan.

Software yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integrat dan suaty
hardware, maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan
dikapitalisasi sebagai bagtan dari harga perotehan hardware yang bersangkutan.

3} Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atay hak cipta yang  diberikan
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dati suaty Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan delam jangka
waktu dan syarat tertenty.

€}  Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suaty
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kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa
yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagaf aset.

7} Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya metupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat
dikelompokkan ke datam jenis aset tak berwujud yang ada.

8} Aset Tek Berwujud dalam Pengerizan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara
internal yang jangka waktu penyelesafannya melebihi saty tahun anggaran atau
pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan, Dalam hal terjadi seperti
ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut
sampal dengan tanggal pelaporan harus diaks sebagai aset fak berwujud  datam
Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan selesaj
kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya fika:

1} Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi i masa datang yarg diharapkan atau
jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas
pemerintah daerah atau dinikenati oleh entitas; dan

2} Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Penghentian dan Pelepasan

Aset tak berwujud diperoleh dengan malksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah. Namun demikian pada saatnya suatu aset tak berwujud harus
dihentikan penggunaannya. Beberapa keadaan atau alasan dibehrntikannya penggunaan aset tak
berwujud antara fain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset
tak berwujud sehingga pertu diganti dengan yang baru. Secara umum, aset tak berwujud
ditakukan pada saat dilepaskan atay aset tak berwujud tidak lagi memilild manfaat ekonomi
masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan aset tak berwujud di tingkungan
pemerintah daerah lazim disebut pemindahtanganan.

Apabila aset tak berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena pemindahtanganan atau
karena telah berakhir masa manfaatnya atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, masa depan,
maka pencatatan aset tak berwujud yang bersangkutan harus dikoreksi.

Dalam hal penghentian aset tak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara
dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset
tak berwujud diamortisasi, maka selisih antara harga jual/harga pertukaran dengan nilai buku
aset tak berwujud diperakukan sebagai pendapatan/beban operasionat pada LO. Pensrimaan kas
akibat penjualan aset tak berwujud dilaporkan sebagai pendapatan pada LRA dan kas masuk dari
aktifitas investasi pada LAK.

Pemerintah Kota Bogor
128



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

d. Aset Lain-Lain

#sel tetap yang dimaksudian untuk dihentikan dari penggunaan aktf pemerintah direllasifiiasi
ke dalam aset lain-ain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset
tetap vyang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses
penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modat). Aset lain-lain diakui pada saat
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam asst lain-tain,

4. Pengukuran
a. Tagihan Jangka Panjang
1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominat dari kontrak/berita acara penjualan
aset yang bersangkutan,

2) Tagihan Tuntutan Gant Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinflai sebesar nilal nominal dalam SKPZK dengan dokumen pendukung
berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak {SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset  yang
bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan {KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinitai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atay
nilal wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uii.

3} Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buky aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada
pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut,

4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTQ)

BSG dicatat sebesar nijai perolehan aset tetap yang dibangun vaitu sebesar nilai asst tetap
yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan
oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, vaitu harga yang harus dibayar entitas
pemerintah daerah untuk memperoleh suatu asst tak berwujud hingga siap untuk digunakan
dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang
melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah
tersebut.
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Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

1) Hargas beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurengi dengan potongan
harga dan rabat;

2} Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset
tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a}biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

b}biaya professional yang timbui secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
Pengukusran aset tak berwarjud vang diperoleh secara intarnal adatah:

1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengalaan,
diakui sebesar biaya perotehan yang meliputi bfaya yang dikeiuarkan sejak memenuhi
kriteria pengakuan.

2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai
beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di
kemudian hari.

3)  Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka
pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya
perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilat wajar.

d. Aset Lain-tain

Salah satr yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang
dimaksudkan untuk dihentikan dar penggunaan aktil pemerintah dasrah direllasifikasi ke
dalam aset lain-lain menurut nitai tercatat/nilai bukunya. Proses penghapusan terhadap aset
lain-lain paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan
perundang-undangan.

AMORTISASH

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki
masa manfaat tak terbatas, Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang
dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya,

Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo merurun dan
metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap.
Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat
ckonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara
andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.
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Ho Jenis Aset Tidak Berwujud Masa Manfaat
1 Goodwill 5 tahun
2 Hak paten atau hak cinta 5 tahun
3 Rovalti 5 tahun
4 software 4 tahun
5 Lisensi 5 tahun
6 Hasit kajian atau penelitian yang memberikan manfaat
jangka panjang 2 tahun
Aset tak berwuiud lainnva 2 tahun
Aset tak berwujud dalam pengerjaan O tahun

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto, setelah dikurangi amortisasi,
Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaatnya.

Metode amortisasi aset  tHdak berwujud  yang mempunyal masa  manfaat terbatac
menggunakan metode gars lurus dengan nilai sisa dinyatakan nihil.

Aset tidak berwujud yang tidak mempunyal masa manfaat tidak terbatas harus dikaji setiap
periode, apakah  aset tidak terwujud tersebut masih memberkan manfaat ekonomis atay
tidak.

Penentuan masa manfaat aset tidak berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor
perkiraan:

2, Daya pakai
b. Tingkat keusangan dari aset tidak berwujud yang bersangkutan

Masa manfaat aset tidak berwujud berupa sistem aplikasi atau software, hasil kajian atau
pengembangan  yang memberikan  manfaat jangka panjang dengan masa manfaat
sebagaimana diatur dalam tabe! dibawah ini harus dilakukan amortisasi.

Terhadap aset tidak berwujud vang mengalami pengeluaran setelah perolehan  (subsequent
=xpenditure) maka tidak mengalami penambahan masa,
5. Penyajian dan Pengungkapan

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah
daerah adalah sebagai berikut :
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PEMERINTAM DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
S Uraian o f 20K T TI00

11 JUMLAH ASET

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus
diungkapkas hat-hat sebagai berikut;

a. besaran dan rincian aset lainnya;

b. metode amortisasi dan masa manfaat atas Aset Tidak Berwujud serta penambahan maupun
penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk pelepasan dan penghentiannya
aset tak berwujud;

c. kebijakan pelaksanaan kermitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO) terkait
dengan;

1) penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
2} penentuan penyusutan aset kerja sama/kemitraan.

d. dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung dan bangunan, sesuai
perjanjian digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah, harus diungkapkan dalam
CalK;

e. Aset kerja sama/kemitraan selain Tanah harys dilakukan penyusutan selama masa kerjasama
dengan ketentuan:

1) masa penyusutan aset dalam rangka KSP adalah melanjutkan masa penyusutan aset
sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan; dan

2) masa penyusutan aset kemitraan datam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.

f. setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan datam
neraca dalam Klasifikasi aset tetap;
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g. sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama/| Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
1}  pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian;
2}  hak dan kewajiban masing-rnasing pihak dalam perjanjian;
3} ketentuan tentang perubahan perfanjian, jika ada;

4) ketentuan mengenai penyerahan aset kerja sama/kemitraan kepada pemerintah daerah
pada saat berakhirnya masa kerja sama;

5)  ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Kas
Daerah; dan

6) penghitungan dan penentuan hak bagi pendapatan/hasi kerja sama.

h.  faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya perghentian penggunaan aset lain-lain, dan jenis
aset tetap vang dihentikan penggunaannya;

f. informasi lzinnya yang penting,
L. Kebijakan Akuntansi Kewafiban
1. Definisi

Peratyran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran | PSAP Nomor (9 tentang Kewajiban
menjelaskan bahwa kewajiban adalzh utang yang timbul dar peristiwa masa laky yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dasrah, Kewajiban
pemerintah daerah dapat muncul akibat :

8. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas
pemerintahan lain, atau lembaga internasional;

b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;

€. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewasjiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi,
kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan

d. kewajiban dengan pemberi jasa tainnya.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak
atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasj
Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Peos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual
Nomor 09 tentang Kewajiban antara tain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar datam wakty paling
lama 12 {(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara iain
utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawal, utang bunga, utang jangka pendek
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kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK}, dan bagian tancar utang jangka
panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban vang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari
12 {dua belas} bulan setelah tanggal pelaporan, Selain itw, kewajiban yang akan dibayar datam
wakty 17 {dua belas) butan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
jikas

1) jangka waktu aslinya adalah untuk perfode lebib dari 12 (dua belas) bulan;

2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar
jangka panjang;

3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian .pendaan kembali {refinancing),
atau adanya penfadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum
pelaporan keuangan disetujui,

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka' Pendek Lai nnya

Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Lainnya

3. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengetuarkan sumber daya ekonomi di masa depan
timbul. Kewajiban tersebut dapat timbut dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)

Palam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima
barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa
depan. Misalnya, utang belanja yang timbul akibat pemakaian Ustrik dan air.

b. Transaksi tanpa Pertukaran {non-exchange transactions)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban
meinberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuna,
Misalnya, hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkajtan dengan Pemerintah {government-related events)

Datam kejadian yvang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diskyi ketika
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pemerintah daerah berkewaiiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai
akibat adanya interaksi pemerintah dasrah dan lingkungannya. Contohnya, ganti rugi atas
kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemetintah daerah.

d. Kefadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events}

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah
memutuskan untuk  merespon  suaty kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan
pemerintah yang kemudian  menimbulkan karselwensi  keuangan bagi pemerintah,
Misalnyapemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam
di masa depan.

a. KEWAJBAN JANGKA PENDEK
a.1  Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pthak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK, merupakan utang
pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah
sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan  Milai (PPN}, iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potengan PFK
tersebut seharusnya disarahian kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT
Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang
dipungut /dipotong.

Pengakuan

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas
pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai
serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal,

Pengulwiran

Nital yang dicantumkan dalam peraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK
yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetarkan kepada
yang berkepentingan.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang PTH merupakan utang jangks pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena it
terhadap utang semacam inj disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban
Jangka Pendek. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/
potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan
sebesar jumlah vang masih harus disetorkan.

a.2 Utang Bunga ( Accrued Interest)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang
surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain
berupa Surat Perbendaharaan Megara, utang jangka panjang yang berupa utang luar
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negerl, utang obligasi negara, utang Jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka
panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee,
yaitu utang yang timbyl sehubungan dengan  beban atas pokok danayang telah disepakati
dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Pengakuan

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau
commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring
dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakuj pada setiap akhir periode
pelaporan.

Pengukuran

Hitai yang dicantumkan dalam neraca untuk alun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau
commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran
kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase
dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas
pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun
commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan (CalK). Utang bunga Mmalpun utang commitment fee diungkapkan dalam Calk
secara terpisah,

a.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik
pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan
akan dibayar dalam waktu 12 {dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman Jangka panjang yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode
akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali,

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang
persyaratan tertentunya telah ditanggar sehingga kewajiban terseput menjadi kewajiban
jangka pendek (payable on demand).

Pengakuan

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adaiah sebesar
jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas} bulan setetah tanggal neraca.
Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang
dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan
kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesyai perjanfian.
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Penyajian dan Pengungkapan

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajtban jangka pendek,
Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi
pinjaman diungkapkan dalam CalK.

a.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban vang timbul karena adanya kas vang telah
diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak Lain.

Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi
belum ada penyeraban barang/jasa dari pemerintah daerah,

Pengukuran

Nitai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang
belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal
neraca. Pengukuran dilalakan dengan mengurangi nitas pendapatan diterima dimuka dap
disisi lain juga mengurangi jumlah barang/jasa yang diserahkan oteh pemerintah daerah.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian
Perdapatan Diterima Dimaka diungkapkan dalam Catatan atas Laparan Ketiangan (Cabk).

a.5 Utang Beban;

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak
pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di
kemirdian hari atau sampal tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam
klasifikast utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga
{Account Payable).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a)  Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan betum dilakukan pembayaran.

b)  Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan
melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik,
air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suaty bulan dan baru ditagih
oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-
bulan berikutnya.

c)  Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas
atau peralatan tersebut tetah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara

kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum
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dibayar.

d)  Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuaf dengan perjanjian tetapi sampai
dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan
Utang Beban diakui pada saat:

a)  beban secara peraturan perundang-tndangan sudah terjadi tetapi sampai dengan
tanggal pelaporan belum dibayar.

b}  terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atay
Invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum
diselesatkan pembayarannya oleh pemerintah daerah,

¢} barang vang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang
sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (datam perjalanan) tetapi
sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untik akun jni adalah sebesar beban yang belum
dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal
neraca.

Penyajian dan pengungkapan

Utang Beban disajlkan pada Meraca dalam ilasifikasi kewajiban jangka pendek dan
rinctannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaL).

a.6 Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat
dikiasifikasikan dalam kewajiban Jjangka pendek seperti pada akun di atas.

Pengaluian

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbut klaim kepada
pemerintah daerah terkait kas vang telah diterima tetapl belum ada pembayaran/
pengakuan sampat dengan tansgal pelaporan.

Pengukuran

Nitai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang
belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan Pengy ngkapan

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai bagian dari kewajihan jangka pendek di
Neraca.
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Penyajian kelompok kewajiban jangka pendek pada neraca pemerintah daerah adalah sebagai
berikut:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

o Uraialy Lo

- 20)(1 3 ; ZOXO';" -

"1 [KEWAJIBAN
27§ Kewajiban Jangka Pendek.

Rincian kewajiban jangka pendek diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CalLK). '

b. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pemblayaan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya, Secara umum, kewajiban jangka panjang
adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebib dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan.

Kewajiban jzngka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya, Terdapat
dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjuatbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga
sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal
pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2} Utang yvang diperjualbetikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas
utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan
diskonto atau premium yang betum diamortisasi, Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa
sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekurftas utang pemerintah dijual
dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh
tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijuat dengan harga premium, maka nilainya akan
berkurang setama periode penjualan hingga jatuh tempo.
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Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adaiah;
b.1 Utang Dalasn Negeri;

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya
tebih darl 12 (dua belas) bulan dan diperoteh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang datam negeri diantaranya adalah:
a} Utang Dalam Negeri - sektor perbankan

b} Utang Dalam Negeri - sektor lembaga keuangan non bank
¢) Utang Dalam Negeri - obligasi

d} Utang kepada Pemerintah Pusat

e} Utang kepada Pemerintah Provinsi

f} Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

Sepanjang tidak datur secara khusus dalam petjanjian pinjaman, utang datam neger! diakui
pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui
sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga
terakhir, sampaf saat terjadinya transaksi.

Pengukuran

Jumiah utang yang tercantum datam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum
Jjumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinfaman. Penerima pinjaman belurn tenty
menarik seturuh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca
untuk vtang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana vang telah ditarik oleh penerima
pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi
jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah  sebesar  total
penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon
yang disajiikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nitai
yang tertera pada tembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai vang akan
dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo,

Penyajian dan Pengungkapan

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Ringian utang diungkapkan di
Catatan atas Laporan Keuangan {CalK) berdasarkan pemberi pinjaman.
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b.2 Utang Luar Negeri

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah
daerah dilarang melakukan perikatan datam bentuk apapun yang dapat menimbulkan
kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pasal 20 ayat {1} dan (3) menjelaskan
bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara
penerusan pinjaman dalam berduk pinjaman atau hibah.

Pengakuan

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana
pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul,

Penguluran

Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal, Utang dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar tkurs tengah
Bank Indonesia) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang
pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera
pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi
pembayaran, perubahan penilafan dikarenakan perubahan kurs vatuta asing, dan perubahan
lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat
{carrying amount) utang tersebut.

Penyafian dan Pengungkapan

Utang Luar Negeri disajikan dalam neraca pemerintah daerah datam kelompok kewajiban
Jjangka panjang, Hat-hal yang perlu diungkapkan untuk pos utang luar negeri adalah rincian
dari utang itu sendiri.

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount). Nilai tercatat adalah
nilal buku utang yang dihitung dari nitai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto
atau premium yang belum diamortisasi. Penyajian kewajiban jangka panjang datam neraca
adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

1 |KEWAJIBAN

[~ Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan’

Utang Dalam Negerl - Obligas

o] o) ) ]

Premsium (Diskonts) Obligasi)
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1

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos MNeraca vaitu rincian dari
masing- masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari saty hataman
sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempao, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan
selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal

Neraca.

b.3 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya adatah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada
kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan yang
merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga
datam bentuk Bangun Serah Guna (B5G).

Bangun Serah Guna (BSG) merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak
ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau
sarana tain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada
pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan permnbangunan aset
tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan
pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasit. titang Xemftraan dengan pihak
ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara
bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. Utang Kemitraan disajikan pada Neraca
sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila
pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang
dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nitai bagi hasil vang dibayarkan.

Pengakuan

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada
pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misainya secara
angsuran.

Pengukuran

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjaniian kemitraan BSG
sebesar nilai yang belum dibayar.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan ktasifikasi/pos Utang Jangka Panjang,
Rincian Utang Kemitraan untuk masing- masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam
CalK.

Pemeriniah Kota Bogor




Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perfakuan akuntansi atas

kewajiban, diuraikan di bawah inj :

i

2)

3)

Tunggakan.

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan datam bentuk daftar smur
{aging schedule) Pembayaran kepada Kreditur pada CalK sebagai bagian pengungkapar
kewajiban.

Restrukturisasi Utang.

Restrukturisasi utang melalui modifikas persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak
rekstrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah
nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan
persayaratan baru. informasi restrukturisasi ini harus diungkaplan pada Calk sebagai baglan
dari pengungkapan kewajiban terkait.

Apabita pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persayaratan bary
termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat,
maka debftur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah
pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan datam persayaratan baru. Hal
tersebut harus diungkapkan pada CalK,

Sustu entitas tidak boleh mengubah nitaj tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang
yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama
pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nitai tercatat utang.

Penghapusan Utang.

Penghapusan utang adalah oenghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur
baik sebagian maupun seluruhnya jumtah utang debitur dalam bentuk perjanfian format
diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur datam
restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CalK yang antara tain mengungkapkan
jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang
merypakan selisth lebih antara ;

a) Nilaf tercatat utang yang diselesaiian tumiah nominal dikurangi atau ditambah bunga
terutang dan premi, diskonts, biaya keuangan atau bfaya penerbitan vang belum
diamortisasi), dengan

b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

M. KEBIJAKAN AKUNTANS! EKUITAS DAN SiLPA/SIKPA/SAL

1.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah daerah, Dalam akuntansi berbasis Akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan dua jenis
pos Ekuitas, vaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsotidasikan.
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Saldo akhir Eluitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan
saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan
(PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing
entitas.

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah {LKPD}, pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
tidak muncut karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing
S¥PD pada sant proses konsolidasi antara entitas palaporan derigan entitas skuntarst,
Ekuitas disajikan pada Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SilPA/STKPA/SAL

SILPA/STKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SAL adalab gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran
sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian fain vang diperkenankan.

SILPA/SIKPA disajikan pada Laparan Realisasi Anggaran {LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (LP5SAL). Sedangkan SAL disajikan pada LPSAL. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SIKPA dan koreksi
kesalahan pembukuan tahun-tahon sebelumnya. LPSAL hanya dilaporkan oleh Entitas Pelaporan
(PPKD}.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SIKPA antara lain :

a. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat tidak berulang (non-
recurring);

b. Selisth kurs terealisasi atas Kas Di Bendahara Umum Daerah;
€. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebetumnya.

Transaksi-transakst yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di
BLUD, dan Kas di Bendahara Pengetuaran atau kas di Bendahara Penerimaan,

N.  Kebijakan Akuntansi Penyesuaian, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebfjakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
1. Kebijakan Akuntansi Penyesuaian
a. Definisi

Kebijakan akuntansi penyesuaian merupakan kebijakan akuntansi yang menetapkan perlunya
penyesuaian-penyesuaian pada akun-akun tertentu pada saat menyusun reraca baik untui
smesteran maupun untuk tahun anggaran berkenaan. Misalnya, penyesualan atas nital persediaan
yang menggunakan metode periodik, perhitungan besarnya penyusutan aset tetap tahun
berkenaan, reklasifikasi bagian (ancar pinjaman/tagihan jangka panjang dan kewajiban jangka
panjang, dan lain-lain.

Penyesuaian-penyesuaian ini diperlukan dengan tujuan agar neraca dapat menggambarkan posisi
keuangan yang sesungguhinya sehingga tidak salah ditafsirkan oleh pembaca laporan,
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Kebijakan akuptansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
prakUik-praktik spesifik yang dipitih oleh suaty entitas petaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya
yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

¥oreksi adalah tindakan pembetutan akuntansi agar pos-pos yang tersajl dalam laporan keuangan

entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi vang tidak_dilanjutkan adatah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat
pelepasan atau penghentian suabu fungsi, program, atau kegiatan, sehiingga aset, kewaiiban, dan

operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan vang lain.

Perubahan_estimasi adalah revisi estimasi karena penubahan kondisi yang mendasari estimasi

tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,
atau perkembangan lain,

Penvajian Kembali (restatement} adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dj

datam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah
untuk pertama kali akan mengimpiementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerak,
b. Klasifikasi

Klasifikasi dari akuntansi penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan adalah sebagai
berikut :

3. Penyesuaian nilai persediaan yang mengguinakan metode perodik;
b. Perhitungan besarnya penyusutan aset tetap;
€. Reklasifikasi bagian lancar pinjaman/ tagihan jangka panjang;
d. Reklasifikasi bagian lancar kewajiban jangka panjang;
€. Perhifungan penyisihan piutang dan dana bergutir;
f.  Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud;
8.  Pembebanan Beban Dibayar Dimuka;
h. Pembebanan pendapatan diterima dimuka.
1. Penerimaan hibah aset non kas
c. Perlakuan

Pertakuan atas pos-pos yang dftakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan
disesyaikan denoan kebijakan akuntansi yang berlaku untuk masing-masing pos tersebut.,
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2.

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

d.

Defintsi

Koreksi merupakan tindakan pernbetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam
laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang sehanysnya. Kesalahan merupakan
penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya vyang
mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnyva. Sehingga koreksi
kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos.
Koreksi kesalaban diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena :

1} keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anhggaran,

2)  kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi,

3 kesalahan perhitungan matematis,

4} kesalahan interpretasi fakta,

%) kecurangan, atau

6) kelalaian, dan lain-lain,

Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan ftu dibuat, namun bisa
pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perakuan
terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupskan Kkesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi
kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

a)Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjatan;
b}Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
2)  Kesalahan berutang

Kesalahan berutang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah {normal) dari jenis-
jenis transaksi tertenty yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan
pajak dari wajib pajak vang memerlukan koreksi sehingga periu dilakukan restitusi atau
tambahan pembayaran dari wajib pajak.
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Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan :

Kesal&ﬁan Tidak Terjadi -pada periode
Berulang berjalan
Terjadi  pada periode | Laporan Keuangan
sebelumnya Belum diterbitkan
Laporan Keuangan Sudah ditetapkan dalam
Sudah Diterbitkan Perda (PSAP Nomor 10
Paragraf 29)
Kesalahan
Berulang

c.  Perlakuan
1) Kesalahan tidak berulang
a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan
dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, Baik
pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan
kepada pemerintah pusat karena teriadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

b} Kesalahan tidak berutang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis imi bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang teriadi dalam
perfode sebelumnya namun taporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan
dan vang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

(1) Korekst - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA
atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

(2) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan
penerimaan kembaii belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
pedode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan
pericde tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban),
dilakukan dengan pembetulan sebagai berfkut :
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{1} Kesalahan tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada
akun-akun neraca terkaijt.

(2) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah
posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Pendapatan Lain-iain-
|.RA/Pendapatan Lain-lain-LO.

{3} Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga
mengakibatkan penambahan betanja/beban dan mengurangi posisi Kas,
pembetulan ditakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih (SAL)/akun
Ekuitas.

{4) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA/Pendapatan-i0
yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan
pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih (SAL}/akun
Ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena
kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan vang disebabkan sifat alamiah (normal) dari
jenis-jenis transaksi terfentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya
adalah penerimaan pajak dari wajib pajak vang memerlukan koreksi sehingga perlu
dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi
pengeluaran  kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi
pendapatan-LRA maupun pendapatan-L0 yang bersangkutan.

3.  Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke
waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan
akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagaj akibat dari perubahan
atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan
kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan harnya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi
yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai
posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan iebih andal dalam penyajian
laporan keuangan entitas.
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Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a.  adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda
dari peristiwa atau kejadian sebelurnnya; dan

b.  adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebetumnya tidak ada
atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi.
Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuaf dengan standar akuntansi terkait yang telah
menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revatuasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

4,  Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara
lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang
berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada
periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan
estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun
selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan., Apabila tidak memungldnkan, harus diunghapkan  alasan  tidak
mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

5. Qperasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah  dibapuskan oleh peraturan,
maka suaty operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor ferkait pada tugas pokok tersebut
dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan,
program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan
dan beban tahun berjatan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau
dampak pelayanan, pengeluaran aset atay kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen vang dihentikan itu harus
dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumtah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian,
operasi Yang dibhentikan tampak pada Laporan Keuangan,

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjatan, di akuntansikan dan
dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada
umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau

sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
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Bukan merupakan penghentian operasi apabila ¢

a. Fenghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusionerfalamish. Hal ind
dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot,
pergantian kebutuhan tain.

b.  Fungsi tersebut tetap ada.

c.  Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebthnya berizlan sepert
biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

d.  Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana
operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

6.  Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari
aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana
alam atau sosial yang terjadi berutang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa
haryalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengarub entitas adalah kejadian vang sukar diantisipasi
dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada
di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau
tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergoiong luar biasa untul entitas
atau tingkatan pemerintah yang tain,

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabita
kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak
tersangka atau dana darurat sehingga memerukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar,

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat
biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang
bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa
darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran inj,
peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya tenmasuk peristiwa {uar biasa, terutama bila peristiwa
tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila
peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan,
maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat
penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna
membiayai peristiwa luar bissa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata
anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena perfstiwa luar biasa terpenuhi apabila
kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau

nitai aset/kewajiban entitas.
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Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut;

a.  Tidak merupakan kegiatan normatl dari entitas;

b.  Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

¢ DBerada di war kendali atau pengaruh entitas;

4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewaithan,

Hakikat, jumiah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara
terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Q. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca
1. DEFINISI

PSAP 10-Peraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan
kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan datam CALK.

Penyajian Kembali (restatement) adatah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam
Neraca yang periu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk
pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju
Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kemball dipertukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya betum mengikut basis akruat
penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca
akhir tahun perfode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual {cash toward accrual).
Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;

2. beban dibayar dimuka, sebelumnya dialai seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum
dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak
ditakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;

3. persediaan,di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat
sebagal aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam
persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai
aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bita metode penilaian
persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah
basis algual penuh;

4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bita metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan
mietode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misainya ada investasi yang pada
periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi
masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;

5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumuiasi
amortisasi;

7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang
jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
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8, pendapatan diterima dimuka, perlu disajlkan kembali karena pada periode sebelumnya belum

disajikan;

9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas

berbeda.

2. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan vang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan penyajian kembali

Neraca adalah ;

1. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk
dasar menghitung dan mencatat beban penyisthan piutang dan cadangan penyisihan piutang;
beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dan

2. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara
menerapkan kebijakan vang berlaku yaitu basis alqual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah

tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

3. JURNAL STAMDAR

Jurnat standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut :

EKUITAS

URAIAN AKUN DEBIT KREDIT
1 2 3 4
Penyajian kembati nitai EKUITAS XX
wajar piutang CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH XXX
{untuk mencatat koreksi penvajian kembali
menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak
tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang
seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir
sebelum pelaksanaan basis akrual)
Penyajian kernbali nilai Beban Dibayar dimuka
beban dibayar dimuka EKUITAS XX
{untuk mencatat koreksi penyajian kembali
menambah nilai beban dibayar dimuka)
1 Penyajian kembali nitai Persediaan o
persediaan EKUITAS XXX
{untuk mencatat koreksi penyajian kembatli
menambah nilai persediaan, bila berkurang maka
jurnal akan sebaliknya)
Penyajian kembali nilai Investasi Jangka Pendek
investasi jangka pendek XXX
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{untuk mencatat, koreksi penyajian kembali
menambah nilaf investast jangka pendek)

Penyajian kembali nilai Investasi Jangka panjang

Investast jangka panjang EKUITAS {untuk mencatat koreksi penyajian
kembatli menambah nilai investasi jangka panjang,
dan sebaliknya bila nilaf investasi fangka paniang
berkurang akibat investee mengalami kerugian)

Penyajian kembati EKUITAS Akumulasi penyusutan

tlaibuku aset teta

nha aset tetap (untuk mencatat koreksi penyajian kembali
menambah nilai Akumutasi penyusutan)

Penyajian kembali EKUITAS Akumulasi Amortisasi

ilaibuku aktiva tidak

neal axtiva tiaa (untuk mencatat koreksi penyajian kembati

berwujud . .
menambah nilai akumulasi penyusutan)

Penyajian kembali nilai EKINTAS XX

jangka pendek

utang jangka pende Utang Bunga jangka pendek
(untuk mencatat korekst penyajian  kembali
menambah nilal utang bunga janzke pendek)

Penyajian kembali nilai EXUITAS Utang Bunga jangka panjang

tang jangka panja

Hiang jangia pamjang {untuk mencatat koreksi penyajian kembali
menambah nilai utang bunga jangka panjang}

Penyajian kembali nilai EKUITAS DANA EXKUITAS (untuk mencatat koreksi

Ekuitas penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
(Rp) {(Rp)

BABV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1, Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, yang melahirkan perubahan kebijakan di tingkat
nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota melalui refocusing dan realokas? anggaran untuk penanganan pandemi
covid-19 tersebut, berimplikasi terhadap perubahan prioritas pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2020. Di Kota Bogor perubahan
keuangan daerah tahun 2020 terjadi dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Adanya penyesuaian terhadap target penerimaan pendapatan daerah vaitu pada komponen penerimaan PAD, Dana
Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;

2. Adanya penyesuaian Belanja Daerah vang disebabkan karena penambahan program dan kegiatan yang belum
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang APBD Kota Bogor Tahun 2020 antara lain program dan
kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat, program dan kegiatan yang didanai dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik dan Non Fisik, serta program kegiatan yang didanai dari DBHCHT, dan karena
refocusing dan realokasi belanja daerah dalam rangka melaksanakan prioritas program percepatan penanganan
pandenvic covid-19, sebagaimana diamanatkan datam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid -19} di lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Adanya penyesuaian penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA Tahun Sebelumnya yang ‘hanus disesuaikan
dengan hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Refocusing dan Realokasi APBD Tahun 2020, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di lingkungan Pemerintah Daerah, dimana pada
pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan
Covid 19 dan memprioritaskan APBD Tahun 2020 untuk melaksanakan tangkah langkah antisipatif dan penanganan covid-
19 tersebut dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, dalam rangka melakukan
refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020, Kementerian Keuangan Rl bersama sama dengan Kementerian Dalam
Negeri telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Nomor 119/2813/S) dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang
Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat
Dan Perekonomian Nasional.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian target pendapatan
daerah dalam APBD Tahun 2020 melalui :

a) Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana rincian alokasi transfer ke daerah dan
dana desa yang telah ditetapkan oteh Peraturan Menteri Keuangan RI;

b} Penyesuaian target PAD Tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta
dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi, dan tingkat infasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi penherimaan pendapatan asli daerah baik dari
pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan/aktivitas perekonomian di masyarakat.

Dengan adanya penyesuaian terhadap pendapatan daerah sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu dilakukan
refocusing dan realokasi belanja daerah tahun 2020, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam SKB Menteri Keuangan R!
dan Menteri Dalam Negeri RI yaitu melalui rasionalisasi belanja pegawal terutama pengurangan honorarium dan uang
lembur, rasionatisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50% dan rasionalisasi belanja medal sekurang
kurangnya 50%.
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
{Rp) (Rp}

Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan betanja daerah yang ditampung dalam anggaran belanja tidak
terduga (BTT), selanjutnya dipergunakan untuk mendanai :

1. Belanja bidang Kesehatan dan hal hal lain selain Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi
covid-19, antara lain pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, penyediaan sarana dan peralatan layanan
kepada masyarakat, dan penanganan pasien covid-19;

2.  Belanja penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada
masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi covid-19;
dan/atau

3. Belanja Penanganan dampak ekcnomi terutama untuk menjaga agar para dunia usaha daerah tetap hidup, antara
lain melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi daiam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan

perekonomian di daerah.

Terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal

yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan

yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap

perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 Tanggal
31 Desember 2019

2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 tanpggal 26 Oktober 2020

4.  Peraturan Walikota Bogor Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Oktober 2020

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,

dan pembiayaan darisuatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal

yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan

yang material antara anggaran dan reatisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap

perlu untuk dijelaskan,

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 Tanggal
31 Desember 2019

2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 tanggal 26 Oktober 2020

4.  Peraturan Walikota Bogor Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Betanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Oktober 2020.
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Catatan atas Laporan Keuangan Tehun 2020

Per 31 Desember 2020
{Rp)

Per 31 Desember 2019
(Rp)

Laporan Realisasi
1. Pendapatan
Belanja
Transfer

Surplus atay defisit

PN e m oA w o

5.1.1  PENDAPATAN

Realisasi

pendapatan
Rp2.428.579.503.649,12

Antigaran

Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto; dan

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

tahun 2020 sebesar

atau  102,75% dari target

pendapatan tahun 2020 sebesar Rp2.362,959.267.805,00
Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.428.579.503.649,12
sudah termasuk Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP dan
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian
Realisasi Pendapatan dapat diurafkan sebagai berikut :

5.1.1.1. Penda

patan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020
sebesar Rp872.017.242.152,12 atau 117,60%

dari

target  tahun 2020  sebesar

Rp741.531.123.201,00. Realisasi pendapatan
asti daerah sebesar RpB872.017.242.152,12

tersebl

ut terdiri dari :

» Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
sebesar Rp509.039.468.746,00 atau

115,69% dari target sebesar
Rp440.000.000.000,00. Pendapatan
Pajak Daerah sebesar

Rp509.039.468.746,00 terdiri dari :
Pajak Hotel

Pajak Restaoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Bueni

vV vV Vv VvV vV v

v

> Pajak dan  Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan

sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

2,428.579.503.649,12

509.039.468.746,00
509.039.468.746,00

49.653.637.165,00
97.248.318.272,00
10.956.304.897,00
8.859.838.240,00
51.337.188.280,00
7.595.718.579,00
3.001.590.202,00
125.549.058.024,00

2.559.857.207.793,86

689.543.006.040,00
689.543.006.040,00

95.247.182.735,00
153.467.175.721,00
33.017.933.672,00
11.708.055.331,00
53.438.870.690,00
15.424.581.199,00
4.665.857.092,00
144.563.137.359,00
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Per 31 Desember 2020
{Rp}

Per 31 Desember 2019

(Rp}

¢ Retribusi  Jfasa  Usaha

> Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanzh dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah sebesar
Rp35.010.375.259,00 atauw 95,42% dari
target sebesar Rp36.691.027.400,00,
Pendapatan Retribusi Daersh sebesar
Rp35.010.375.259,00 terdiri dari:
¢ Retribusi  Jasa Umum  sebesar
Rp20.439.115.600,00 terdiri dari:
> Retribusi Pelayanan Kesehatan -

Puskesmas
> Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

> Retribusi Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat
> Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi

Jalan Umum

> Retribusi PKB - Mobil Penumpang -
Minibus

> Retribusi PKB - Mobil Bus -
Microbus

> Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus

> Retribusi PKB - Mobil Barang/
Beban - Pick Up

> Retribusi PKB - Mobil Barang/
Beban - Light Truck

> Retribusi PKB - Mobil Barang/
Beban - Truck

> Retribusi Pelayanan Pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran

> Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang - LRA

> Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi - LRA

Jumlah

sebesar

Rp3.386.040.775.00 terdiri dari :

> Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah - Penyewaan Tanah dan

154.837.815.087,00

178.010.212.241,00

35.010.375.259,00

5.022.335.300,00

10.474.921.500,00

480.608.750,00

2.478.164.000,00

340.862.800,00

20.352.200,00

18.372.000,00
711,542.400,00

312.990.200,00

15.398.400,00

58.312.000,00

172.467.550,00

332.788.500,00

51.362.153.192,00

9.129.454.647,00

10.314,145.250,00

570.265.625,060

2,716.141.000,00

478.347.600,00

21.717.800,00

22.521.200,00
753.811.800,00

332.964.400,00

13.908.800,00

91.794.500,00

150.887.600,00

0,00

20,43%,115.600,00

1.917.015.656,00

24.605.960.222,00

5.458,829.990,00

Bangunan
> Retribusi Pemakaian Kekayaan 101.000.000,00 131.000.000,00
Daerah - Kendaraan Bermotor
> Retribusi Terminal - Tempat 135.636.000,00 14.255.000,00
Kegiatan Usaha
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e m Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020
PN Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
¢ (Rp) {Rp)

> Retribusi Terminal - Fasilitas 130.175.000,00 732.533.000,00
Lainnya di Lingkungan Terminal

> Retribusi Tempat Khusus Parkir 42.400.060,00 150.281.000,00

> Retribusi Pemeriksaan Kesehatan 102.889.500,00 47.489.500,00
Hewan Sebelum Dipotong

> Retribusi Pemeriksaan Kesehatan 506.467.500,00 517.868.640,00
Hewan Sesudah Dipotong

> Retribusi  Pelayanan Tempat 345.950.000,00 1.282.452.500,00
Rekreasi dan Olahraga

> Retribusi Pengolahan Limbah Cair 34.253.119,00 182.050.000,00
Rumah Tangga

> Retrubusi Penyediaan dan/atau 190.250.000,00 30.696.720,00

Penyedotan Kakus
Jumiah

+ Retribusi Perizinan Tertentu sebesar
Rp11.185.218.884,00 terdiri dari :

> Retribusi tzin Mendirikan
Bangunan

> Retribusi Pemberian lzin Trayek
kepada Badan

> Retribusi Pemberian
Perpanjangan IMTA kepada

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
Jumlah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar
Rp31.927.293.792,00 atau 95,25% dari
Rp33.520.905.570,00.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

target sebesar
Daerah yang  Dipisahkan  sebesar
Rp31.927.293.792,00

merupakan Bagian Laba atas Penyertaan
Modal pada
Daerah/BUMD, yang terdiri dari:

Perusahaan Milik

+ Bagian Laba Atas Penyertaan Modal
Pada PDAM Tirta Pakuan

+ Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada PT. Bank Jabar Banten

+ Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada BPR

+ Bagian Laba Atas Penyertaan Modal
Pada PD Pasar Pakuan Jaya

3.386.040.775,00

10.445.661.384,00

260.087.500,00

479.470.000,00

8.547.456.350,00

17.517.398.120,00

318.137.500,00

373.201.000,00

11.185.218.884,00

31,927.293.792,00

22.956,171.000,00

4.394.288.802,00

4.400.997.986,00

175.836.004,00

18.208.736.620,00

28.241.844.911,00

19.684.735.000,00

4.178.360.124,00

4.220.612.637,00

158.137.150,00
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Per 31 Besember 2020
{Rp}

Per 31 Desember 2019
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» Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

sebesar  Rp296.040,104.355,12  atau
127,98% dari target sebesar
Rp231.319.190.231,00. Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang 5ah sebesar
Rp296.040.104.355,12 terdiri dari:

+ Hasil Penjualan Aset Daerah yang
Tidak Dipisahkan

+ Penerimaan Jasa Giro

¢ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
(TGR)

¢ Pendapatan Denda Pajak atas
Keterlambatan Pekerjaan

+ Pendapatan Denda Pajak

+ Pendapatan Denda Retribusi

+ Pendapatan Denda Atas Pelanggaran
Perda

+ Pendapatan Dari Pengembalian

+ Hasil dari Pemanfaatan
Daerah

+ Pendapatan BLUD

Lain Lain PAD yang Sah Lainnya

Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Kekayaan

>

*

Kentribusi Perusahaan/Badan Usaha

. »

Penerimaan Bunga atas Penerusan
Pinjaman
+ Sewa Rusunawa

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020
sebesar Rp1.415.498.666.396,00 atau 97,39%
dari anggaran sebesar Rp1.453.476.644.604,00
yang terdiri dari:

Pemerintah Pusat (Dana
Perimbangan)

e Transfer

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang
rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana
Transfer untuk Pemerintah Kota Bogor adalah
sebesar  Rp1.086.295.148.560,00. Dengan
realisasi Rp1.083.171.964.899,00 atau 99,71%
dari target tahun 2020 yang terdiri dari:

296.040.104,355,12

15.259.800,00

12.985.796.421,00
35.700.714,00

0,00

2.304.857.655,00
47.679.107,00
0,00

7.356.521.754,00
256,852.463,00

217.721.338.520,12
8.902.343.917,00
40.454.298.600,00
383.960.000,00
5.119.005.404,00

456.490.000,00

1.415.498.666.396,00

1.083.171.964.899,00

246,737.212.776,86

42.756.885,00

12.530.596.605,00
49.303.200,00

115.748.512,00

6.254.155.598,00
39.273.363,00
7.000.000,00

3.450.837.877,00
795.698.400,00

171.573.201.544,86
1.134.955.000,00
44,165,589.650,00
0,00
6.578.046.142,00

0,00

1.455.644.350.874,00

1.106.494.405.814,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Besember 2019

{Rp)

(Rp)

Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar
Rp86.344.563.026,00 atau 115,88% dari
target sebesar Rp74.511,394,093,00,
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
diperoleh dari :

+ Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Pertambangan

+ Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal
29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri
dan PPh Pasal 21 - LRA

+ Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Afam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Alam sebesar Rp38.670.158.675,00 atau

95,65% dani target sebesar

Rp40.430.777.107,00. Pendapatan Dana

Bagi Hasil Sumber Daya Alam diperoleh

dari:

+ Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya
Hutan - LRA

¢ Bagi Hasit dari Pungutan Hasil
Perikanan - LRA

+ Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
Bumi - LRA

¢+ Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi

+ Bagi Hasil dari Pertambangan Panas
Bumi - LRA

+ Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral
dan Batubara - LRA

Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar
Rp762,556.115.000,00 mencapai 99,16%
dari target sebesar Rp769.048.963.000,00

Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar

Rp195.601.128.198,00 atau 96,69% dari

target sebesar Rp202.304.014.360,00

dengan rincian sebagai berikut:

+ DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA

+ DAK Bidang Infrastruktur Air Minum -
LRA

86.344.563.026,00

4.293.911.579,00

77.728.629.160,00

4.322.022.287,00

38.670.158.675,00

63.513.996,00

788.276.289,00

5.198.363.984,00

4,779.508.956,00

27.216.795,079,00

623.700.371,00

762.556.115.000,00

195.601.128.198,00

14.614.992.373,00
0,00

53.495.246.384,00

5.658.009.934,00

43.260.104.936,00

4.577.131.514,00

24,159.177.895,00

38.200.200,00

590.155.800,00

10.913.811.410,00

0,00

12.309.504.498,00

307.505.987,00

838.948.449,000,00

189.891.532,535,00

0,00
1.164.852.909,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Takun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

{Rp)

DAK Bidang infrastruktur Sanitasi- LRA

*

DAK Bidang Keluarga Berencana LRA
DAK Bidang Kesehatan - LRA

DAK Bidang Perdagangan - LRA

DAK Bidang Pendidikan - LRA

DAK Non Fisik Bantuan Operasional

* * o o+ @

Penyelenggaraan PAUD - LRA

+ DAK Non Fisik Bantuan Operasional
Kesehatan - LRA

+ DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas -
LRA

¢ DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB
-LRA

+ DAK Non Fistk Tunjangan Profesi Guru

+ DAK Non Fisik
Kependudukan - LRA

¢ DAK Non Fisik Administrasi Pelayanan

Administrasi

Kepariwisataan

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer
' Lainnya yang
merupakan dana penyesuaian sebesar
Rp28.928.586.000,00 atau sebesar 100%

sehesar

Pemerintah Pusat

dari yang anggarkan
Rp28.928.586.000,00

+ Dana Penyesuaian
Realisasi Dana Penyesyaian pada
tahun 2020
Rp28.928.586.000,00 atau 100% dari
target sebesar Rp28.928.586.000,00.
Realisasi tersebut merupakan Dana

sebesar

Insentif Daerah yang terdiri dari Dana
Insentif Daerah - Kelompok kategori
Kesehatan  Fiskal
Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar
Rp17.928.586.000,00 dan Dana
Insentif  Daerah
Penghargaan Lomba Inovasi Daerah
sebesar Rp11.000.000.000,00

Daerah  dan

Tambahan -

Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Provinsi sebesar
Rp222.967.276.647,00 atau  sebesar

87,24% dari yang dianggarkan sebesar

Rp255.593.262.838,00. Realisasi

0.00
874.721.980,00
20.551.231.256,00
0,00

0,00
13.836,300.000,00

24.883.932.715,00

0,00

903.584.000,00

116.543.523.000,00
3.048.792.874,00

344.050.000,00

1.717.500.000,00
6.065.751.720,00
21.297.141.095,00
1.413.070.000,00
10.423.600.000,00
7.187.400.000,00

14.400.557.716,00

0,60

469.538.600,00

124.293.718.425,00
1.458.402.070,00

0,00

28.928.586.000,00

28.928.586.000,00

41.073.011.000

41.073.011,000

222,967.276.647,00

252,139.954.160,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

{Rp)

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
sebesar Rp222.967.276.647,00 terdir
dari;

¢ Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan
Bermotor

+ Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

¢ Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor

+ Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan
Pemanfaatan Air Permukaan

+ Bagi Hasil Pajak Rokok

Jumlah

+ Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi sebesar
Rp80.430.838.850,00 atau

sebesar 97,30% dari yang dianggarkan
sebesar Rp82.659.647.206,00

5.1.1.3.  Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun

2020 adalah sebesar Rp141.063.595.101,00 atay

mencapai  83,99% dari  target sebesar

Rp167.951.500.000,00 Realisasi sebesar tersebut

terdiri dari:

« Pendapatan Hibah
Realisasi  Pendapatan Hibah  sebesar
Rp141.063.595.101,00 atau 83,99% dari
target Rp167.951.500.000,00 berasal dari
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
Lainnya sebesar Rp46.360.332.693,00,
pendapatan dari  kelompok masyarakat
Rp629.372.408,00 dan Pendapatan Hibah
Dana Bos sebesar Rp94.073.890.000,00.

5.1.2  BELANJA DAN TRANSFER

Realisasi Belanja dan Transfer tahun 2020 adalah sebesar
Rp2.354.870.982,00 atau 89,13% dari Anggaran Belanja
tahun 2020 sebesar Rp2.642,163.029.058,19.

Realisasi tersebut terdiri dari Realisasi Betanja sebesar
Rp2.353.736.171.982,00 atau 89,12% dari target sebesar
Rp2.641.028.498.058,19 dan Realisasi Transfer sebesar
Rp1.134.531.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar
Rp1.134.531.000,00. Penghematan realisasi belanja dan
transfer tahun 2020 terdapat pada semua pos belanja.

85.421.443.230,00

41.269.330.320,00

46.941.448.144,00

118.193.400,00

49.216.861.553,00

91.942.876.980,00

64.890.127.350,00

53.945,198.130,00

199.011.200,00

41.162.740.500,00

222.967.276.647,00

80.430.838.850,00

141.063.595.101,00

141.063.595,101,00

2.354,870.702.982,00

252,139.954.160,00

55.936.979.900,00

88.328.640.000,00

£8,328.640.000,00

2.528.500.802,938,19
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

Penjelasan selanjutnya dari realisasi pos-pos belanja

dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1,

Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 adalah
sebesar Rp1.951.301.711.023,00 atau 89,71%
dari  anggaran tahun 2020
Rp2.175.216.112.217,19. Realisasi sebesar
Rp1.951.301.711.023,00 terdiri dari:

sebesar

« Belanja Pegawai

Realisasi  Belanja Pegawai sebesar
Rp1.010.111.841.189,00 atau 89,03% dari
anggaran sebesar
Rp1.134.564.423.225,19. Realisasi Belanja
Pegawai sebesar Rp1.010.111.841.189,00
Badan

Layananan Umum Daerah Rumah Sakit

termasuk  Belanja  pegawai

Umurn Daerah, terdiri dari :

= Belanja Gaji dan Tunjangan

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah

4. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

5. Dinas Perumahan dan

Permukiman

6. Satuan Pelisi Pamong Praja

7. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

8. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

9. Dinas Sosial

10. Dinas
Transmigrasi

Tenaga HKerja dan

11. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
12.  Dinas Lingkungan Hidup

13. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

14. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan

Pertindungan Anak
15. Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

1.951.301.711.023,00

1.010.111.841,189,00

476.299.627.451,00

209.381.854.679,00
42.957.876.900,00
3.855.380.668,00
6.999.017.684,00

£.498.095.842,00

15.923.474.434,00
1.151,881.133,00

1.761.914.288,00

2.803.323.699,00
2.146.409.5%0,00

5.387.028.095,00

16.365.265.066,00
3.308.871.402,00

2.343.201.164,00

1.590.576.197,00

2.025.462,086.541,19

1.181.889.361,829,00

474.675.837,587

221.657.812.002,00
43.532.633.729,00
3.114,689.494,00
6.738.477.128,00

7.199.817.458,00

16.337.346.719,00
1.200.153.658,00

876.467.315,00

2.796.053.648,00
2,150.048.138,00

6.801.844.481,00

17.076.056.035,00
3.465.211.270,00

2.359.625.237,00

1.625.558.553,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
{Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

16.

17.

18.

19.

20.
21,

2.

23.

24,
25.
26.

27,

29.
30.
31.
32.
33.

35.

36.
37.

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Inforrmatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pinty

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Walikota dan Wakil Walikota

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kecamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah
Kecarnatan Tanah Sareal
Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah
Badan
Daerah

Keuangan dan Aset

Badan Pendapatan Daerah

Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Kepegawaian dah

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang
Dinas Perumahan dan

Permukiman

13.393.711.579,00

2.971.486.440,00
2.330.144.673,00
3.022.969.526,00

3.200.865.638,00
2.2B86.042.849,00

2.450.562.986,00
3.647.163.901,00

144,786.336,00
11.322.879.993,00
19.776.352.164,00

5.329,098.022,00
8.738.539.121,00
3.821.522.777,00
9.419.787.739,00
6.167.732.184,00
6.5628.808.967,00
3.523.642.435,00
3.131.906.754,00

33.954.678.265,00

5.172.804.135,00
3.389.970.126,00

387.234.448.397,00

134.907.582.631,00
18.561,138.064,00
1.724.600.000,00
8.090.031.469,00

6.738.211.565,00

13.969.977.171,00
3.073.001.341,00

2,327.807.297,00

3.150.830.410,00

3.223.588.703,00
2.595.339.938,00-

2.380,308.591,00

3.579.403.069,00

168.304.352,00
11.937.107.139,00
18.853.325.252,00

5.541.275.527,00
8.935.293.737,00
3.765.410.437,00
9.560.360.391,00
6.076.670.083,00
6.527.564.365,00
3.500.367.002,00
3.377.471.731,00

16.227.974.439,00

5.557.518.050,00

3.415.143.697,00

430.063.148.526,00

154.905.445.605,00
21.798.657.911,00
1.537.500.000,00
9.540.575.798,00

8.358.326.954,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
{Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

10.

1.

12.
13.

14,

15.

16.
7.

18.

19.

20.
21,

22,

23,

25.
26.

27.
28.
29,
30.
3.
32.

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Permmberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu
Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Walikota dan Wakil Walikota
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kecarnatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah

Kecamatan Tanah Sareal

16.976.596.377,00
1.382.801.174,00

2.519.932.091,00

3.655.638.936,00
2,979.623.478,00

6.895.536.487,00

14.165.922.136,00
4.066,506.557,00

3.283.902.546,00

2.411.215.926,00

13.173.325.015,00
4.332.860.637,00

3.211.376.692,00

5.567.495.378,00

4.060,224.729,00
3.465.288.377,00

3.443.295.700,00

4.639.398.189,00

0,00
22.447.417.102,00
4.050.579.075,00

7.197.271.451,00
12.331.594.500,00
5.301.360.359,00
12.393.706.407,00
8.539.527.531,00
8.595.121.001,00

19.922.736.216,00
1.645,775.529,00

1.200.107.558,00

4.320.246.621,00
3.172.870.302,00

10.012.699.238,00

16.993.077.497,00
4.473.442.723,0

3.688.399.858,00

2.667.426.879,00

15.694.870.831,00
4.879.942.705,00

3.532.228.444,00

4.813.189.660,00

4.689.526.329,00
4.142.520.814,00

3.761.846.162,00

5.291.456.533,00

0,00
20.844.346.666,00
4.785.520.099,00

8.136.330.420,00
13.385.373.266,00
5.787.526.689,00
13.659.185.061,00
9.338.642.652,00
9.645.736.177,00
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Cotatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

33.  Inspektorat Daerah

34. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
35. Badan Keuangan dan Aset

Daerah
36. Badan Pendapatan Daerah

37. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Belanja Penerimaan lainnya

Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH

1. Sekretariat Dewan Perwakilan
Raltyat Daerah
2. Walikota dan Wakil Walikota

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1. Badan Pendapatan Daerah

Honorarium PNS

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah

4. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

3. Dinas Perumahan dan

Permukiman

6.  Satuan Polisi Pamong Praja

7. Badan Penanggulangan Bencana
Daerzh

8. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

9. Dinas Sosial

10. PDinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

11. Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian
12.  Dinas Lingkungan Hidup

13. Dinas
Pencatatan Sipil

Kependudukan dan

$.570.099.355,00
6.726.393.297,00

10.878.937.149,00

2.080.500.000,00
6.869.427.016,00

17.247.620.000,00

16.135.620.000,00

1.112.000.000,00

21,940.471.029,00

21.940.471.029,00

1.682.957.500,00

9.500.000,00
243.680.000,00
2.000.000,00
133.900.000,00

91.400.000,00

5.500.000,00
82.700.000,00

0,00

23.800.000,00
6.500.000,00

19.500.000,00

54.900.000,00
24.000.000,00

8.799.962.458,00
5.422.981.223,00

10.306.950.367,00

2.511.000.000,00
6.396.723.281,00

16.066.860.000,00

14.650.860.000,00

1.416.000.000,00

25.425,320.280,00

25.425.320.280,00

11.859.459.500,00

321.750.000,00
741.400.000,00

20.550.000,00
495.570.000,00

429.300.000,00

823.240.000,00
71.890.000,00

48.050.000,00

195.525.000,00
140.500.000,00

471,950.000,00

492.250.000,00
115.225.000,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) (Rp)

14. Dinas Pemberdayaan 5.000.000,00 162.750.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

15. Dinas Pengendalian Penduduk 7.000.000,00 84.400.000,00
dan Keluarga Berencana

16.  Dinas Perhubungan 28.750.000,00 625.750.000,00

17. Dinas Komunikasi dan 44,955.000,00 242.250,000,00
Informatika

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 6.500.000,00 161.750.000,00
Menengah

19, Dinas Penanaman Modal dan 18.000.000,00 119.400.000,00
Pelayanan Satu Pintu

20.  Dinas Pemuda dan Olahraga 9.500.000,00 121.760.000,00

21,  Dinas Pariwisata dan 10.300.000,00 185.250.000,00
Kebudayaan

22. Dinas Kearsipan dan 5.500.000,00 104.700.000,00
Perpustakaan

23.  Dinas Perindustrian dan 4.500.000,00 274.050.000,00
Perdagangan

24, Sekretariat Daerah 201.262.500,00 1.319.124,500,00

25. Sekretariat Dewan Perwakilan 36.400.000,00 295.285.000,00 -
Raiyat Daerah

26. Kecamatan Bogor Utara 14.350.000,00 254.900.000,00

27. Kecamatan Bogor Selatan 20.000.000,00 553.250.000,00

28. Kecamatan Bogor Timur 20.900.000,00 223.450.000,00

29. Kecamatan Bogor Barat 34.100.000,00 367.750.000,00

30. Kecamatan Bogor Tengah 21.885.000,00 339.300.000,00

31.  Kecamatan Tanah Sareal 6.000.000,00 353.175.000,00

32. Inspektorat Daerah 8.000.000,00 114,200.000,00

33. Badan Perencanaan 16.950.000,00 162.400.000,00
Pembangunan Daerah

34. Badan Perencanaan 306.650.000,00 323.725.000,00
Pembangunan Daerah

35. Badan Pendapatan Daerah 8.000.000,00 363.950.000,00

36. Badan Kepegawaian dan 151.075.000,00 439.750.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Honorarium Non PNS

1.

2.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

6.150.374.618,00

0,00
171.750.000,00

121.851.695.045,00

398.7506.000,00
14.294.132.600,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 besember 2019

(Rp)

3. Dinas Pekerjaan Umum dan 70.685.468,00 7.196.712.504,00
Penata Ruang
4. Dinas Perumahan dan 22.400.000,00 10.812.875.000,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.777.669.990,00
6. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 856.166.300,00
Daerzh
7. Badan Kesatuan Bangsa dan 39.224.102,00 134.080.000,00
Politik
8. Dinas Sosial 137.995.488,00 1.125.839.987,00
$. Dinas Tenaga Kerja dan 15.350.000,00 311.630.000,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 950.100.062,00
Pertanian
1.  Dinas Lingkungan Hidup 3.010.400.000,00 42.608.620.686,00
12. Dinas  Kependudukan dan 0,00 42.938.000,00
Pencatatan Sipil
13, Dinas Pemberdayaan 0,00 454,550,000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
14, Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 295.961.400,00
dan Keluarga Berencana
15.  Dinas Perhubungan 777.196.736,00 7.122.846.230,00
16. Dinas Komunikasi dan 0,00 72.200.000,00
Informatika
17.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 0,00 186.500.000,00
Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 19.200.000,00
Pelayanan Satu Pintu
19.  Dinas Pemuda dan Olahraga 39.200.000,00 233.050,000,00
20. Dinas Pariwisata dan 0,00 618.950.000,00
Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan 0,00 197.500.000,00
Perpustakaan
22, Dinas Perindustrian dan 3.600.000,00 433.600.000,00
Perdagangan
23, Sekretariat Daerah 1.489.106.966,00 6.386.164.656,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan 42.285.238,00 535.775.438,00
Rakyat Daerah
25. Kecamatan Bogor Utara 37.026.262,00 3.291.470.016,00
26. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 4.955.428.000,00
27. Kecamnatan Bogor Timur 0,00 2,355.508.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat 37.564.912,00 5.486.489.248,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

29.  Kecamatan Bogor Tengah
30. Kecamatan Tanah Sareal
3. Inspektorat Daerah

32. Badan
Pembangunan Daerah

33. Badan Keuangan dan Aset

Daerah
34, Badan Pendapatan Daerah

35. Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Uang Lembur

1. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

2. Dinas Perumahan dan
Permukiman

3. Satuan Polisi Pamong Praja

4.  Dinas Sosial

5. Dinas Ketahapan Pangan dan
Pertanian
6. Dinas Lingkungan Hidup

7. Dinas Perhubungan

8. Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
9. Kecamatan Bogor Utara

10. Kecamatan Bogor Barat

11. Badan Pendapatan Daerah

Pegawai BOS

1. Dinas Pendidikan

Honorarium Pegawai BLUD

1. BLUD

Jumiah

Perencanaan

90.134.521,00
72.956.429,00

0,00
14,300.000,00

40.600.000,00

38.598.496,00
0,00

1.141.104.000,00

20.840.000,00
740.922.000,00

0,00
1.209.000,00
46.800.000,00

172.016.000,00
106.717.000,00
0,00

21.668.000,00
30.932.000,00
0,06

19.978.647.277,00

19.978.647.277,00

78.436.590.917,00

78.436.590.917,00

2.717.563.868,00
3.893.864.108,00
107.900.000,00
143.050.000,00

110.679.552,00

1.623.829.000,00
100.000.000,00

2,350.190.000,00

15.192.000,00

690.702.000,00

2.526.000,00
0,00
0,00

1.460.727.000,00
61.875.000,00
5.676.000,00

0,00
0,00
113.492.000,00

36.273.535.838,00

36.273.535.838,00

63,323.315.053,00

63.323.315.053,00

1.010.111.841,189,00

1.181.889.361.829,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

(Rp}

Per 31 Desember 2019

{Rp)

« Belanja Barang

Realisast

Belanja  Barang  sebesar
Rp798.841.580.650,00 atau 92,96% dari
anggaran sebesar RpB859.382.967.805,00.
Belanja Barang

Rp798.841.580.650,00 terdiri dari:

= Belanja Bahan Pakai Habis

1.

10.

11.

12.
13.

14,

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22,

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendatian Penduduk
dan Ketuarga Berencana
Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

sebesar

798.841.580.650,00

53.304,043.701,00

1.858.374.852,00
6.512.634.911,00
3.704.118.134,00
2.323.301.199,00

8.800.796.455,00

64.047.000,00
710.939.808,00

86.811.800,00

128.282.000,00
189.832.020,00

801.912.250,00

10.570.626.818,00

3.908.170.412,00

93.981.000,00

950.219.063,00

2.545.464.456,00
100.217.300,00

127.374.650,00

185.190.440,00

238.320.700,00
578.596.070,00

145.204.660,00

711.101,422.815,19

54.014.522,236,00

863.950.100,00
3.689.223.876,00
0,00
2.056.577.310,00

16.071.674.280,00

164.194.500,00
183.760.000,00

68.451.500,00

402.669.235,00
315.714.822,00

474.904.600,00

12.371.227.420,00
1.962.376.200,00

337.816.950,00

366.599.775,00

1.909.537.452,00
174.839.989,00

164.891.500,00

199.788.291,00

380.848.603,00
416.463.150,00

180.050.211,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

(Rp)

Per 31 Desember 2019

{Rp)

23,

24,
25,

26.
27.
28,
29.
30.
31.
32
33.

34.

35.
36.

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Sekretariat Daerah

Sekretarfat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kecamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecarnatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal
Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

® Belanja Bahan/Material

Dinas Pendidikan

490.746.435,00

2.277.469.589,00
1.281.537.282,00

466.904.687,00
512.462.000,00
518.751.670,00
527.503.739,00
496,943.700,00
140.659.250,00

61.304.281,00
150.974.167,00

320.387.105,00

953.786.736,00
380.197.122,00

27.107.965.851,00

178.817.685,00

338.169.100,00

3.007.266.889,00
2,623.997.793,00

329.421.000,00
385.076.300,00
212.628.700,00
1.069.481.858,00
459.949.878,00
214,785.292,00
73.290.085,00
338.176.699,00

550.039.715,00

960.587.388,00
546.091.775,00

28.652.169.395,00

82.243.700,00

2. Dinas Kesehatan 7.273.516.130,00 10.760.543.852,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 15.303.516.608,00 13.394.693.589,00
Penata Ruang
4, Dinas Perumahan dan 912.910.675,00 1.181.405.700,00
Permukiman
5. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 5.000.000,00
Daerah
6. Dinas Sosial 97.742.000,00 142.260.190,00
7. Dinas Tenaga Kerja dan 190.799.463,00 204.430.000,00
Transmigrast
8. Dinas Ketahanan Pangan dan 710.065.050,00 562.239.716,00
Pertanian
9. Dinas Lingkungan Hidup 218.168.500,00 219.532.780,00
10. Dinas Pemberdayaan 37.210.0006,00 196.035.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
11. Dinas Pengendalian Penduduk 54.799.000,00 87.818.880,00
dan Keluarga Berencana
12.  Dinas Perhubungan 751,026.550,00 293.997.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

13.  Dinas Pemuda dan Olahraga

14. Dinas
Perdagangan
15. Sekretariat Daerah

Perindustrian dan

16. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
17. Kecamatan Bogor Utara

18. Kecamatan Bogor Selatan
19, Kecamatan Bogor Timur
20.  Kecamatan Bogor Barat
21.  Kecamatan Bogor Tengah
22. Kecamatan Tanah Sareal

23, Badan Pendapatan Daerah

Belanja Jasa Kantor

—h

Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah

4. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

5. Dinas
Permukiman

Perumahan dan

6. Satuan Polisi Pamong Praja

7. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

8. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

9.  Dinas Sosiat

10. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

11. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

12.  Dinas Lingkungan Hidup

13. Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

14. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan

Perlindungan Anak

15. Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

16.  Dinas Perhubungan

358.579.050,00
130.766.950,00

353.739.375,00
453.966.815,00

0,00
61.882.000,00
5.460.000,00
15.000.000,00
0,00

0,00

0,00

286.491,935.323,00

33.809.630.306,00
73.423.668.710,00

660.350.806,00
11.249.656.067,00

45,795.763.108,00

3.866,275.061,00
931.239.396,00

669.980.259,00

812.588.009,00
623.929.059,00

1.258.331.500,00

41.809.513.066,00
1.745.947.135,00

650.007.254,00

555.560.351,00

8.328.967.644,00

363.371.500,00
57.826.500,00

410.970.988,00
453.122.600,00

102.532,900,00
7.170.000,00
30.385.000,00
44,000.000,00
32.469.000,00
18.750.500,00
1.370.000,00

142.075.683.327,00

13.019.839.581,00
56.868.936.358,00
0,00
1.375.585.757,00

31.879.164.960,00

209.666.888,00
176.948.441,00

102.989.572,00

181.050.024,00
563.025.130,00

497.432.314,00

2.943.958.228,00
1.293.741.839,00

1.193.078.512,00

266.737.126,00

1.522.300.156,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
{Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

17. Dinas
informatika

Komunikasi dan

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

19. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu

20. Dinas Pemuda dan Olahraga

21. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

2. Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

23, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

24, Sekretariat Daerah

25. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
26. Kecamatan Bogor Utara

27. Kecamatan Bogor Selatan
28. Kecamatan Bogor Timur
29. Kecamatan Bogor Barat
30. Kecamatan Bogor Tengah
31.  Kecamatan Tanah Sareat
32. inspektorat Daerah

33. Badan
Pembangunan Daerah

34. Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Perencanaan

35. Badan Pendapatan Daerah

36. Badan
Pengembangan Sumber Daya

Kepegawaian dan

Manusia

Belanja Premi Asuransi

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

5.019.703.152,00

569.080.886,00

1.591.987.841,00

865.474.849,00
2.202,400.360,00

722.216.142,00

811.639.192,00

10.314.500.704,00
4.,952.279.622,00

3.893.876.587,00
5.582.762.796,00
3.036.955.836,00
6.086.167.292,00
3.370.962.971,00
4.851.633.585,00

361.392.713,00

781.893.417,00

250.332.665,00

3.503.420.425,00
1.531.845.557,00

71.514.766.672,00

0,00
69.853.483.550,00
405.026.025,00

5.208.897.557,00

401.040.532,00

1.430.749,438,00

888.236.697,00
1.008.277.021,00

188.097.011,00

467.696.655,00

6.852.147.764,00
5.552.650.086,00

450.051,130,00
305.757.615,00
134.213.995,00
469.211.033,00
183.650.644,00
400.988.173,00
111.687.108,00
1.322,306.417,00

251.820.188,00

2.748.442.246,00

1.604.307.131,00

47.939,753.631,00

0,00
45.858.413.649,00
70.512.824,00

4. Dinas Perumahan dan 100.575.750,00 176.084.852,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 10.0G7.520,00 110.997.807,00
6. Badan Kesatuan Bangsa dan 2.001.504,00 4.917.390,00
Politik
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) {Rp)
7. Dinas Sosial 6.004.512,00 15.549.478,00
8. Dinas Tenaga Kerja dan 23.864.326,00 0,60
Transmigrasi
9. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 1.984.744,00
Pertanian
10.  Dinas Lingkungan Hidup 0,00 428.906.318,00
11.  Dinas Perhubungan 41.698.000,00 87.179.955,00
12.  Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 1.383.408,00
13. Dinas Pariwisata dan 0,00 4.800.000,00
Kebudayaan
14.  Sekretariat Daerah 134.371.685,00 151.659.342,00
15, Sekretariat Dewan Perwakilan 181.646.800,00 198.008.682,00
Rakyat Daerah
16.  Kecamatan Bogor Utara 1.860.060,00 5.183.146,00
17.  Kecamatan Bogor Barat 0,00 5.183.159,00
18.  Kecamatan Bogor Tengah 4.670.176,00 15.549.470,00
19.  Kecamatan Tanah Sareal 5.003.760,00 7.748.924,00
20. Inspektorat Daerah 0,00 214.917,00
21. Badan Keuangan dan Aset 742.551.500,00 790.911.776,00
Daerah
22. Badan Pendapatan Daerah 2.001.504,00 4.463.790,00
* Belanja Perawatan  Kendaraan 25.315.106.224,00 27.477.425.210,00
Bermotor
1. Dinas Pendidikan 30.863.945,00 80.642.200,00
2. Dinas Kesehatan 153.997.341,00 212.200.161,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 1.236.548.668,00 1.107.755.010,00
Penata Ruang
4, Dinas Perumahan dan 1.885.920.342,00 1.922.068.508,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 1.790.923.823,00 1.985.572.910,00
6. Badan Penanggulangan Bencana 174.234.779,00 179.735.878,00
Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan 81.489.150,00 87.649.250,00
Politik
8. Dinas Sosial 184.793.267,00 120.550.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan 49.686.000,00 85.275.184,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan dan 234,715.916,00 382.457.574,00

1.

Pertanian
Dinas Lingkungan Hidup

12.912.010.109,00

13.831.311.480,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{Rp) {Rp)

12. Dinas  Kependudukan dan 92.806.569,00 91.273.083,00
Pencatatan Sipil

13. Dinas Pemberdayaan 77.676.066,00 141.453.242,00
Masyarakat, Perempuan dan
Pertindungan Anak

14.  Dinas Pengendalian Penduduk 158.605.501,00 136.388.292,00
dan Keluarga Berencana

13.  Dinas Perhubungan 6632.556.805,00 2.293.931.013,00

16. Dinag Komunikasi dan 135.659.796,00 96.079.751,00
Informatika

17.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 111.153.023,00 157.527.100,00
Menengah

18. Dinas Penanaman Modal dan 130.766.041,00 127.438.339,00
Pelayanan Satu Pintu

19. Dinas Pemuda dan Olahraga 28.948.804,00 22.348.890,00

20. Dinas Pariwisata dan 60.08%9,150,00 80.145.889,00
Kebudayaan

21. Dinas Kearsipan dan 221.961.400,00 174.704.300,00
Perpustakaan

22, Dinas Perindustrian dan 124.960.413,00 91.913.798,00
Perdagangan

23. Sekretariat Daerah 1.481.362.225,00 892.538.327,00

24. Sekretariat Dewan Perwakilan 1.707.489.285,00 1.551,553.354,00
Rakyat Daerah

25. Kecamatan Bogor Utara 55.620.700,00 97.398.326,00

26. Kecamatan Bogor Selatan 135.148.300,00 78.810.200,00

27. Kecamatan Bogor Timur 150.224.200,00 165.452,510,00

28. Kecamatan Bogor Barat 189.076.200,00 217.563.646,00

29. Kecamatan Bogor Tengah 189.880.641,00 116.611.600,00

30. Kecamatan Tanah Sareal 105.749.116,00 117.057.531,00

31.  Inspektorat Daerah 127.942.872,00 149.218.523,00

32. Badan Perencanaan 127.802.599,00 166.807.100,00
Pembangunan Daerah

33. Badan Keuangan dan Aset 162.860.051,00 154.056.342,00
Daerah

34. Badan Pendapatan Daerah 230.706.827,00 236.617.356,00

35. Badan Kepegawaian dan 109.879.300,00 125.318.543,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

® Belanja Cetakan Penggandaan

1.

Dinas Pendidikan

9.330.383.568,00

691.548.025,00

16.060.426.015,00

2.807.084.370,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
{Rp}

Per 31 Desember 2019

(Rp)

10.

1.

12.
13.

14,

15,

16,
17.

18.

19.

20.
21,

22,

23.

24,
25.

26.

27.

Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerzh

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Periindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Penanaman Meodal dan
Pelayanan Satu Pintu

Dinas Pernuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Walikota dan Wakil Walikota

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kecamatan Bogor Utara

1.076.481.160,00
1.675.000,00
158.351.350,00

219.449.500,00

69.084.000,00
32,115.000,00

61.173.400,00

250.198.690,00
95.263.600,00

67.680.200,00

317.467.700,00
995.075.075,00

164.483.600,00

323.510.598,00

434,139.550,00
57.578.800,00

149.675.360,00

12.450.000,00

42.939.600,00
125.311.400,00

24.013.636,00

340.873.420,00

701.975.350,00
847.200.900,00

89.852.200,00

2.377.323.227,00

8.100.000,00
159.375.050,00

312.674.950,00

115.544.000,00
43.735.000,00

91.027.440,00

71.876.800,00
102.798.900,00

162.645.821,00

835.316.864,00
976.329.425,00

266.821.350,00

278.084.300,00

724.622.650,00
94.054.000,00

69.745.475,00

169.575.000,00

61.288.200,00
114.704.000,00

50.915.250,00

427.818.550,00

1.020.558.137,00
1.148.009.550,00

81.734.300,00
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Cataten atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) (Rp)
28. Kecamatan Bogor Selatan 155.893.300,00 181.890.000,00
29, Kecamatan Bogor Timur 198.498.600,00 174.986.400,00
30. Kecamatan Bogor Barat 166.989.200,00 244.002.700,00
31.  Kecamatan Bogor Tengah 192,316.300,00 75.663.200,00
32. Kecamatan Tanah Sareal 56.740.199,00 90.141.050,00
33.  Inspektorat Daerah 22.601.890,00 33.517.110,00
34. Badan Perencanaan 184.063.500,00 452.820.100,00

Pembangunan Daerah

35. Badan Keuangan dan Aset
Daerah

36. Badan Pendapatan Daerah

37. Badan
Pengembangan Sumber Daya

Kepegawaian dan

Manusia

347.586.140,00

465.856.725,00
190.270.600,00

599.514.493,00

1.206.280.853,00
429.847.500,00

* Belanja Sewa Rumah/Gedung/ 1.661.954,000,00 1.912.647.612,00
Gudang/Parkir
1.  Dinas Pendidikan 73.560.000,00 495.800.000,00
2. Dinas Kesehatan 3.500.000,00 40.750.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 17.000.060,00
Penata Ruang
4, Dinas Perumahan dan 65.000.000,00 55.000.000,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.100.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana 25.000.600,00 54.750.000,00
Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan 0,00 52.500.000,00
Palitik
8. Dinas Sosial 0,00
9. Dinas Tenaga Keria dan 0,00 11.500.000,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 750.000,00
Pertanian
11.  Dinas Lingkungan Hidup 0,00 15.000.000,00
12. Dinas Pengendalian Penduduk 25.704.000,00 0,00
dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan 93.500.000,00 1435,650.000,00
14. Dinas Komunikasi dan 130.550.000,00 14.000.000,00
Informatika
15.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 50.000.000,00 3.500.000,00
Menengah
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Catatan gtas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp} {Rp)
16. Dinas Penanaman Modal dan 1.000.000.000,00 620.847.612,00
Pelayanan Satu Pintu
17.  Dinas Pemuda dan Olahraga 10.500.000,00 19.500.000,00
18. Dinas Pariwisata dan 0,00 7.000.000,00
Kebudayaan
19. Dinas Kearsipan dan 0,00 0,00
Perpustakaan
20. Dinas Perindustrian dan 10.000.000,00 0,00
Perdagangan
21.  Sekretariat Daerah 45.500.000,00 87.500.600,00
22. Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 0,00
Rakyat Daerah
23. Kecarnatan Bogor Utara 15.000.000,00 198.000.000,00
24, Kecamatan Bogor Selatan 51.000.000,00 0,00
25. Kecamatan Bogor Timur 20.000.000,00 0,00
26. Kecamatan Bogor Barat 20.000.000,00 0,00
27." Kecamatan Bogor Tengah 0,00 57.500.000,00
28. Kecamatan Tanah Sareal 21.000.000,00 0,00
29. Inspektorat Daerah 2.200.000,00 0,00
30. Badan Kepegawaian dan 0,00 15.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
= Belanja Sewa Sarana Mobilitas 99.760.000,00 451.432.000,00
1, Dinas Kesehatan 200.000,00 0,00
2. Dinas Ketahanan Pangan dan 5.600.000,00 0,60
Pertanian
3. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00
4. Dinas Pemberdayaan 0,00 1.400.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Pertindungan Anak
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 0,00 5.600.000,00
Menengah
6. Dinas Perhubungan 0,00 31.300.000,00
7. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 6.000.000.00
8. Dinas Pariwisata dan 21.700.000,00 30.580.000,00
Kebudayaan
9. Dinas Perindustrian dan 0,00 5.952.000,00
Perdagangan
10. Sekretariat Daerah 25.260.000,00 334.500.000,00
1.  Kecamatan Bogor Timur 1.500.000,00 0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{Rp) (Rp)
12, Kecamatan Bogor Selatan 4,00 2.000.000,00
13.  Kecamatan Bogor Barat 500.000,00 500.600,00
14.  Kecamatan Bogor Tengah 8.000.000,00 23.200.000,00
15. Kecamatan Tanah Sareat 2.000.000,00 0,00
16,  inspektorat Daerzh 35.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor

1.890.964.430,00

4.716.688.007,00

1. Dinas Pendidikan 21.913,730,00 206.100.100,00
2. Dinas Kesehatan 2,355.000,00 99.450.000,00
3. Satuan Polist Pamong Praja 0,00 28.043.000,00
4. Dinas Tenaga Kerja dan 2,00 37.900.000,00
Transmigrasi
5. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 36.430.000,00
Pertanian
6. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 50.615.792,00
7. Dinas Pemberdayaan 0,00 233.376.640,00
Masyarakat, Perempuan dan
Pertindungan Anak
8. Dinas Pengendalian Penduduk 46.699.000,00 18.800.000,00
dan Keluarga Berencana
%.  Dinas Perhubungan 34.000.000,00 86.828.600,00
10.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 8.625.000,00 214.190.000,00
Menengah
11. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 138.660.000,00
Pelayanan Satu Pintu
12.  Dinas Pemuda dan Otahraga 20.994.000,00 20.170.000,00
13. Dinas Pariwisata dan 357.640.000,00 533.410.000,00
Kebudayaan
14. Dinas Kearsipan dan 0,00 1.500.000,00
Perpustakaan
15. Dinas Perindustrian dan 0,00 293.405.000,00
Perdagangan
16.  Sekretariat Daerah 725.054.000,00 1.926.560.475,00
17. Sekretariat Dewan Perwakilan 170.531.200,00 449.491.000,00
Rakyat Daerah
18. Kecamatan Bogor Selatan 16.120.000,00 12.350.000,00
19.  Kecamatan Bogor Timur 17.500.000,00 7.325.000,00
20. Kecamatan Bogor Barat 46.646.000,00 25.950.000,00
21. Kecamatan Tanah Sareal 15.990.004,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tehun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) (Rp)
22, Badan Keuangan dan Aset 77.706.000,00 85.500.000,00
Daerah
23. Badan Pendapatan Daerah 14.998.500,00 130.415.000,00
24, Badan Kepegawaian dan 314.198.000,00 80.218.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Alam

Belanja Makanan dan Minuman

Dinas Pendidikan

20.837.248.470,00

490.895.900,00

27.472,472.168,00

951.995.000,00

2. Dinas Kesehatan 1.063.718.000,00 2.173.204.300,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 1.080.000,00 7.560.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan 96.675.000,00 174.097.000,00
Penata Ruang
5. Dinas Perurnahan dan 26.460.000,00 85.995.000,00
Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja 222.207.250,00 513.331.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana 79.810.000,00 291.009.000,00
Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan 2.025.000,00 130.867.182,00
Politik
9. Dipas Sosial 108.260.,000,00 184.548.500,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan 55.457.500,00 183.151.500,00
Transmigrasi
11. Dinas Ketahanan Pangan dan 82.065.000,00 233.245.000,00
Pertanian
12.  Dinas Lingkungan Hidup 359.672.200,00 559.329,000,00
13. Dinas Kependudukan dan 4.305.000,00 169.436.000,00
Pencatatan Sipil
14, Dinas Pemberdayaan 193.120.000,00 1.718.938.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Periindungan Anak
15. Dinas Pengendalian Penduduk 580.557.150,00 316.706.000,00
dan Keluarga Berencana
16.  Dinas Perhubungan 217.380.000,00 233.660.000,00
17. Dinas Komunikasi dan 45.095.000,00 95.860.000,00
Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 65.025.000,00 95.335.000,00
Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan 46.010.000,00 98.095.004,00
Pelayanan Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olahraga 53.410.000,00 271.414.000,00
21.  Dinas Pariwisata dan 67.390.000,00 155.495.000,00
Kebudayaan
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) (Rp)
22, Dinas Kearsipan dan 15.255.000,00 37.625.000,00
Perpustakaan
23. Dinas Perindustrian dan 74,025.000,00 80.417.500,00
Perdagangan
24,  Sekretariat Daerah 4.963.290.875,00 7.127.044.200,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan 5.000.737.236,00 6.148.129,853,00
Rakyat Daerah
26. Kecamatan Bogor Utara 815.852.000,00 391.537.000,00
27.  Kecamatan Bogor Selatan 1.378.061.109,00 1.358.720.,000,00
28. Kecamatan Bogor Timur 1.172.270.000,00 552.693.182,00
29.  Kecamatan Bogor Barat 1.153.409.500,00 1.084.329.291,00
30.  Kecamatan Bogor Tengah 1.612.267.500,00 844.010.000,00
31.  Kecamatan Tanah Sareal 189.763.200,00 292.413.000,00
32.  Inspektorat Daerah 37.792.800,00 24.738.000,00
33. Badan Perencanaan 174.646.250,00 285.189.450,00
Pembangunan Daerah
34. Badan Keuangan dan Aset 119.785.000,00 69.294.750,00
Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah 146.015.000,00 374.329.460,00
36. Badan Kepegawaian dan 123.460.000,00 158.730.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Belanja  Pakaian Dinas  dan

Atributnya

1.
2.
3.

Satuan Polisi dan Pamong Praja
Dinas Perhubungan

Dinas Pemuda dan Olahraga
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Belanja Pakaian Kerja

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polist dan Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

858.391.980,00

230.997.000,00
1.650.000,00
9.600.000,00
218.295.000,00
397.849.980,00

2.393,180.550,00

27.815.000,00
596.507.450,00

273.323.900,00

422.214.350,00

153.540.500,00

1.657.095.515,00

202.851.400,00
6.600.000,00
60.800.000,00
639.630.615,00
747.213.500,00

3.175.946.095,00

138.822.750,00
359.607.380,00

159.163.700,00

302.170.000,00
260.876.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{Rp) (Rp)
6. Dinas Tenaga Kerja dan 2.850.000,00 6,00
Transmigrasi
7. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 4.600.000,00
Pertanian
8. Dinas Lingkuhgan Hidup 633.908.000,00 1.515.971.900,00
9. Dinas Perhubungan 48.676.400,00 416.942.365,00
10.  Dinas Perindustrian dan 51.772.500,00 13.892.000,00
Perdagangan
11.  Sekretariat Daerah 22.410.000,00 0,00
12.  Kecamatan Bogor Utara 20.000.000,00 1.500.000,00
13.  Kecamatan Bogor Selata 0,00 2.400.000,00
14. Kecamatan Bogor Timur 9.000.000,00 0,00
15.  Kecamatan Bogor Tengah 10.708.500,00 0,00
16.  Inspektorat Daerah 2.060.000,00 0,00
17. Badan Pendapatan Daerah 123.453,550,00 0,00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-

6%0.872.000,00

1.152.019.800,00

hari Tertentu
1. Dinas Pendidikan 64.879.000,00 247.825.000,00
2.  Dinas Kesehatan 0,60 92.880.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana 33.200.000,00 54.450.000,00
Daerah
4, Dinas Sosial 0,00 43.671.000,00
5. Dinas Tenaga Kerja dan 7.200.000,00 31.920.000,00
Transmigrasi
6, Dinas Pemberdayaan 0,00 122.570.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
7. Dinas Pengendalian Penduduk 6.250.000,00 13.500.000,00
dan Keluarga Berencana
8. Dinas Pemuda dan Olahraga 162.698.000,00 359.188.800,00
9. Dinas Pariwisata dan 156.695.000,00 10.150.000,00
Kebudayaan
10.  Sekretariat Daerah 58.080.000,00 92.705.000,00
11. Sekretariat Dewan Perwakilan 151.800.000,00 83.160.000,00
Rakyat Daerah
12.  Kecamatan Bogor Tengah 29.370.000,00 0,00
13. Badan Kepegawaian dan 20.700.000,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
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Catatan atas Laporan Keuangan Tohun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rpj

Per 31 Desember 2019

(Rp)

Belanja Perjalanan Dinas

10.

11.

12,
13.

14,

15.

16,
17.

18.

19.

20.
2.

22,

23.

24,
25.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas  Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Pefrmukiman

Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Potitik

Dinas Sosial
Dinas  Tenaga

Transmigrasi

Kerja dan

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan
Percatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan
Periindunhigan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Ofahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

556.126.654.891,00

2.485.398.967,00
772.222.297,00
0,00
199.924.304,00

168.823.813,00

356,354.268,00
57.208.241,00

B12.184.595,00

252.524.161,00
189.941.974,00

234.619.306,00

279.693.488,00
150.746.762,00

128.598.904,00

1.039.370.417,00

273.081.141,00
172.703.822,00

738.442.648,00

117.014.409,00

78.914,266,00
2,775.444.738,00

86.199.076,00

291.814.313,00

2.941.583.923,00
37.476.803.725,00

98.925.596.725,00

5.260.357.925,00
8.664.303.477,00
48.613.000,00
917.914.494,00

707.623.988,80

575.949.224,00
391.967.353,00

421.353.866,00

1.110.514.246,00
1.070.497.799,00

738.723.954,00

1.072.523.309,00
731.143.783,00

2.779.632.814,00

863.349.154,00

529.556.540,00
376.248.364,00

2.179.699.025,00

835.051.970,00

931.123.572,00
512.827.933,00

244.312.720,00

1.049.379.688,00

8.978.868.058,00
46.121,944.293,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

{Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

26, Kecamatan Bogor Utara
27.  Kecamatan Bogor Selatan
28. Kecamatan Bogor Timur
29. Kecamatan Bogor Barat
30, Kectamatan Bogor Tengah
31, Ketamatan Tanah Sareal

31.  Inspektorat Daerah

33. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

34. Badan Keuangan dan  Aset
Daerah

35. Badan Perdapatan Daerah

36. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sufhber Daya
Manusia

Belanja Pemeliharaan

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan

3. Ppinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

4. TDinas Perumahan dan
Permukiman

5.  Satuan Politi Pamong Praja

6. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

7. Badan Kesatuan Bamgsa dan
Politik

8. Dinas Sesial

9. Dinas  Tenaga Kerja dan
Trahsmigrasi

10. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

11.  Dinas Lingkungan Hidup

12. Dinas  Képendudukan dan
Pencatatan Sipil

13. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

14. Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
15.  Dinas Perhubungan

167.029.869,00
138.811.300,00
239.163.700,00
194.995.379,00
189.144. 100,00

74.477.000,00
382.905.111,00
407.609.637,00

633.633.724,00

137.419.621,00
1.381.851.921,00

35.619.666,736,00

1.856.233.756,00
3.494.825.648,00
1.739.505.156,00

3.477.036.782,00

13.985.000,00
62.845,000,00

17.213.750,00

239.026.920,00
247.549.122.00

498.753.450,00

2,254.076.942,00
458.298.173,00

203.515.393,00

237.580.856,00

1.391.610.047,00

257.881,190,00
359.155.363,00
257.085.136,00
559.138.838,00
356,886.579,00
348.831.861,00
577.094.852,00
1.491.994,121,00

2.218.015.065,00

900.593.807,00
5.035.539.365,00

45,151.691.038,00

601.741.030,00
3.800.783.421,00
1.445.607.230,00

11.587,854.154,00

161.387.928,00
179.426.739,00

21.813.750,00

229.766.200,00
225.247.750,80

727.883.700,00

3.970.634.760,00
414.560.865,00

135.283.500,00

57.105.752,00

3.332.479.724,00
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HOTA EOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

16. Dinas Komunikasi dan
Informatika

17, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

18. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu

19.  Dinas Pemuda dan Otahraga

20. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

21.  Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

22. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

23, Sekretarist Daerah

24, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
25.  Kecamatan Bogor Utara

26. Kecamatan Bogor Selatan
27. Kecamatan Bogor Timur
28. Ketarhatah Bogor Barat
29.  Kecamatan Bogor Tengah
30. Kecamatan Tanat Sareal

31. Inspektorat Daerah

32. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Keuangan dan Aset

33. Badan
" Daerah
34, Badan Pendapatan Daerah

35. Badan
Pengembangan Sumber Daya

Kepegawaian dan
Manusia
Belanja Jasa Kohsultasi
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan

3. Rumah Sakit Umum Daerah

4. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Perumahan dan

Permukiman

5. Dinas

6.  Satuan Polisi Pamong Praja

1.424.721.932,00

415,807.700,00

1.026.563.246,00

637.571.566,00
486.533.968,00

289.668.900,00

508.369.681,00

4.149.322.765,00
4.305.681.467,00

285.516.349,00
263,948.931,00
315.112.846,00
155.907.500,00
1.%14.629,200,00
455.754.955,00
345.238.482,00
348.718.000,00

807.027,799,00

1.241.186.454,00
319.929.000,00

11.848.589.861,00

392.027.000,00
259.621.000,00
358.050.000,00
1.346.795.440,00

1.616.585.820,00

49,170.000,00

1.111.049.500,60

323.718.600,00

2.394,186.422,00

178.451.265,00
228.123.600,00

107.950.000,00

316.312.107,00

4.883.833.943,00
3.548.565.083,00

327.842.300,00
830.115.130,00
216.700.000,00
257.146.997,00
566.252,385,00
263.293.800,00
120.106. 140,00
383.720,570,00

488.535.033,00

1.569.955.660,00
143.755.500,00

18.517.863.294,00

322,217.500,00
$70,300.208,00
0,00
2.565.024.500,00

2.101.805.886,00

51.854.0060,00
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HOTA BOGOR

Cetatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) {Rp)
7. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 196.332.840,00
Daerah
8. Dinas Sosial 18.766.000,00 14.858.0600,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan 25,877.500,00 19.085.000,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketakanan Pangan dan 242,301.000,00 456.575.100,00
Pertanian
1. Dinas Lingkungan Hidup 657.439.750,00 1.869.690.500,00
12, Dinas  Kepenhdudukah  dafi 187.325.200,00 68.695.000,00
Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan 64.964.900,00 179.811.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
14, Diras Pengendalian Penduduk 97.020.000,00 0,00
dan Keluarea Berencana
5. Dinas Perhubungan 408.743.000,00 875.449.000,00
16. Dinas Komunikasi dan 902.809.500,00 380.845.000,00
Informatika
17.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 257,364.548,00 189.282.500,00
Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan 384.023.400,00 928.854,250,00
Pelayanan $atu Pintu
19.  Dinas Pemuda dan Olahraga 44.626.000,00 98.120.000,00
20. Dinas Pariwisata dan 195,904.500,00 111.133.600,00
Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan 22.825.000,00 370.144,500,00
Perpustakaan
22. Dinas Perindustrian dan 265.447.977.00 413.394.025,00
Perdagangan
23, Sekretariat Daerah 1.235.328.274,00 1.861.343.443,00
24,  Sekretariat Dewan Perwakilan 498.798.302,00 420.836.900,00
Rakyat Daerah
25. Kecamatan Bogor Utara 0,00 $2.950.500,00
26. Kecamatan Bogor Selatan 59.318.600,00 $0.310.000,00
27.  Kecamatan Bogor Timur 324.456.,000,00 24.900.000,00
28. Ketamatan Bogor Barat 0,00 32.665.000,00
29.  Kecamatan Bogor Tengah 255.049.650,00 74.698.000,00
30. Kecamnatan Tanah Sareat 51.088.000,00 0,00
31.  Inspektorat Daersh 69.165.000,00 219.780.000,00
32. Badan Perencanaan 780.495.700,00 1.926.640.650,00
Pembangunan Daerah
33. Badan Keuangan dan Aset 495,327.300,00 285.062.500,00

Daerah
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Catatan atas Laporan Keuangen Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{Rp) (Rp)
34, Badan Pendapatan Daerah 45.930,500,00 1.320.879.500,00
35. Badan Kepegawaian dan 235.945.000,00 214,375.000,00

Péngembangan  Siumbei Daya
Manusia

Belanja Barang untuk diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga

1. Dinas Kesehatan

2. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

3. Satuan Polisi Parmong Praja

4. Difas Lingkungah Hidup

5. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perernpuan dan
Perlindungan Anak

6. Dinas Pengendatian Penduduk
dan Keluarga Berencana

7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

8. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

9. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan
10. Sekretariat Daerah

i1, Kecamatan Bogor Utara
12.  Kecamatan Bogor Selatan
13.  Kecamatan Bogor Timur
14. Kecamatan Bogor Barat
15.  Kecamatan Bogor Tengah

16.  Kecamatan Tanah Sareal

Belanfa Beasiswa Pendidikan PNS

1. Badan
Pengembangan Sumber Daya

Kepegawaian  dan
Manusia
Belanja kursus, pelatihan; sosialisasi
dan bimbingan teknis PN$/Non PNS
1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

4.068.91%.729,00

29.499.800,00

on

,00

35.500.000,00
102.960.000,00
33.00¢.000,00

48.620.600,00

197.670.000,00

196,482.000,00

637.481.325,00

729.060.200,00
102.500.000,00
564.897.700,00
134.475.000,060
1.170.029.704,00
50.400.000,00
35.944.000,00

185.000.000,00

185.000.000,00

3.978.593.200,00

1.500.000,00
795.550.000,00
89.900.000,00

2.622,584,740,00

55.000.000,00

1.625.627.904,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
- 0,00
0,00

720.656.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221.300.000,00
9,00

69.000.000,00

69.000.600,00

9.355.501.800,00

0,00
1.475.977.400,00
0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{Rp) {Rp)
4. Dinas Pemberdayaan 41.310.000,00 6,00
Masyatakat, Perempuan  dan
Perlindungan Anak
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecit dan 292.700.000,00 39.800.000,00
Menengah
6. Dinas Pariwisata dan 308.385.000,00 0,00
Kebudayaan
7. Sekretariat Daerah 0,00 183.750.000,00
8. Sekretariat Dewan Perwakilan 1.268.040.000,00 2.672.000,000,00
Rakyat Daerah
9. Kecamatan Bogor Barat 24.,900.000,00 242.260.400,00
1.  Badan Képegawaiah  dan 1.156.308.200,00 4.741.714.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Belanja Honorium Non Pegawai

10,

1.

12,
13.

14,

15.
16.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum  dan
Penata Ruang
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Kesatuan Bangsa dan
Palitfk
Dinas Sosial

Dinas  Tenaga Kerjz dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinias Lingkungan Hidup

Binas Pemberdayaan
Masyarakat,
Perlindungan Anak

Perempuan dan

Dinas Pengendalian Pendudyk
dan Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan

Diriasg Komuntkasi dan
Informatika

Pinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menéngah

Dinas Pemuda dan Glahraga
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

7.478.854.480,00

1.943,665.460,00
520.575.000,00
273.500.000,00

10.125.000,00
31.950.000,00

2.800.000,00
44.150.000,00

32.250.606,60

231.250.000,00
331.150.000,00

95.400.000,00

290.900.000,00
383.400.000,00

111.750.000,00

57.100.000,00
383.025.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,-00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tabun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{Rp) (Rp)
17.  Dinas Kearsipan dan 13.250.060,00 0,60
Perpustakaan
18. Dinas Perindustrian dan 108.,000.000,00 0,00
Perdagangan
19. Sekrétariat Daerah 949.580.000,00 0,00
20. Sekretariat Dewan Perwakiian 603.930.000,00 0,00
Rakyat Daerah
21, Kecamatan Bogor ttara 11.775.000,00 0,00
22.  Kecarnatan Bogor Selatan 20.322.500,00 0,00
23.  Kecamatan Bogor Timur 31.200.000,00 0,00
24, Kecamatan Bogor Barat 49.400.000,00 0,00
25.  Ketamatan Bogor Tengah 29.450,000,00 0,00
26. Kecamatan Tanah Sareal 45,000.000,00 0,00
27.  Inspektorat Daerah 136.431,520,00 0,00
28. Badan Perencanaan 47.600.000,00 0,00
Pembangunan Daerah
29. Badan Kevangan dan  Aset 153.300.000,00 0,00
Daerah
3¢. Badan Kepegawafan dan 316.625.000,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
* Uang yang diberikan Képada pihak 5.152.635.000,00 0,00
ketiga/masyarakat
1. Dinas Pendidiian 3.453.600.000,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 16.500.000,00 $,00
3. Dinas Tenaga Kerja dan 25.000.000,00 0,00
Transmigrasi
4.  Dinas Lingkungan Hidup 139.500.000,00 0,00
5. Dinas Pemberdayaan 65.000.000,00 0,00
‘Masyarakat, Perempuan dan
Pertindungan Anak
6. Dinas Pengendalian Penduduk 279.785.000,00 0,00
dan Keluarga Berencana
7. Dinas Korunikasi dan 44.060.000,00 6,00
Informatika
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 7.000.000,00 0,00
Menengah
9. Dinas Pemuda dan Olahraga 169.500.000,00 0,00
10. Dinas Pariwisata dan 53.750.000,00 0,00
Kebudayaan
11.  Sekretariat Daerah 379.500.000,00 0,006
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) (Rp)
12.  Kecamatan Bogor Utara 67.500.000,00 0,00
13.  Kecamatan Bogor Sefatan 38.740.000,00 0,00
14, Kecamatan Bogor Timur 142,500.000,00 0,00
15.  Kecamatan Bogor Barat 75.000.000,00 0,00
16.  Kecamatan Bogor Tengah 75.000.000,00 0,00
17.  Kecamatan Tanah Sareal 88.200.000,00 0,00
18. Badan Perencanaan 32.500.000,00 0,00

Pembangunan Daerah
Belanja Dana BOS

1. Dinas Pendidikan

Belanja Barang dan jasa BLUD

1. BLUD

55.969.546,386,00

55.969.546.386,00

115.580.403.398,00

115.580.403.398,00

69.368.288.719,00

69.368.288.719,00

104.996.686.337,19

104.996.686.337,19

" Belanja Hibah Barang/Jasa Yang 755.394,200,00 0,00
Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pthak Ketiga
1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 755.394.200,00 8,00
Menengah
* Belanja Bantuan sosial barang yang 80.410.000,00 842.198.250,00
akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
1. Dinas Pendidikan 0,00 37.500.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 710.000.000,00
Penataah Ruang
3. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 60,103.250,00
Daerzh
4,  Dinas Sosial 0,00 34.595.000,00
5. Kecamatan Bogor Barat 80.410.000,00 0,00
® Uang untuk diberikan kepada Pihak 500.340.000,00 0,00
Ketiga
1. Dinas Pendidikan 350.000.000,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 63.000.600,00 0,00
3. Sekretariat Daerah 10.000.000,00 0,00
4.  Kecamatan Bogor Selatan 76,500.000,00 0,00
5. Kecamatan Bogor Timur 840.000,00 0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

{Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp}

Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat

1.
2.
3.

5.

10.

11,

12.

13.

14.

15,

16.

17.
18.

19.
20,
M.
22,
3.
24,
25.
26.

Dinas Pendidikan
Dinas Keschatan

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Petayanan Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Otahraga

Binas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas  Perindystrian  dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kecamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal
Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

0,00

0,00
0,00
0,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.493.630.900,00

1.183.850.000,00
274.037.500,00
67.500.000,00

27.000.000,00
42.500.000,00

358.000.000,00
220.766.500,00

83.000.000,00

111.880.500,00
12.750.000,00

49.750.000,00
10.500.000,00

84.400.000,00
301.400.000,00

21.000,000,00
33.500.000,00

447.000.000,00

67.500.000,00
149.200.000,00
75.000.000,00
462.200.200,00
75.000.000,00
174.446.200,00

151.000.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

{Rp)

Per 31 Desember 2015

{Rp}

17. Badan Keuangan dan Aset
Daerah

« Bunga

Realisasi  Belanja  Bunga  sebesar
Rp5.427.749.091,00atau  67,76%  dan
anggaran sebesar  Rp8.010.000.000,00
adalah Belanja Bunga atas Dana Pinjaman
dari International Bank For reconstruction
and Development (atas Dana Pinjaman
PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor) sebesar Rp
5.119.005.404,00 dan Belanja Bunga Utang
Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
pada BLUD sebesar Rp308.743.687,00.

« Hibah
Realisast Hibah sebesar
Rp93.233.837.587,00 atau 72,41% dari
anggaran sebesar

Rp128.766.006.687,00 terdiri dari:

+ Belanja Hibah kepada pemerintah

4 Belanja Hibah Kepada Organisasi
kemasyarakatan

¢+ Belanja Hibah dana Bos untuk satuan
Pendidikan dasar

¢ Belanja Hibah Dana Bos untuk Satuan
Pendidikan Menengah

+ Belanja Hibah Bidang BOP PAUD

* Belanja Hibah BOP Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan

Jumlah

« Bantuan Sosial

Realisasi Bantuan  Sosial  sebesar
Rp43.686.702.506,00 atau 98,19% dari
anggaran sebesar Rp44.492.714,500,00
diberikan kepada Organisasi  Sosial
Kemasyarakatan

5.1.2.2. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal tahun 2020 adalah
sebesar Rp276.157.283.029,00 atau B§9,90%
dari  anggaran tahun 2020 sebesar
Rp307.168.807.801,00.

0,00

10.450.000,00

5.427.749.091,00

93.233.837.587,00

9.998.745.866,00

57.559.897.445,00

3.860.500.000,00

6.214.200.000,00

15.600.494.276,00
0,00

6.578,046,142,00

79.149,334.000,00

14.834.084.000,00
32.264.300.000,00

5.635.000.000,00
$.875.550.000,00

7.738.800.000,00
8.801.600.000,00

93.233.837.587,00

43.686.702.506,00

276.157,283.029,00

79.149.334.000,00

46.743,921.755,00

501.033.407.778,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp)

Realisasi Belanja Modal sebesar
Rp276.157.283.029,00 terdiri dari :

» Belanja Tanah

Realisasi Betanja Tanah tahun 2020 adalah
sebesar Rp2.772.077.406,00 atay 37,46%
dari  anggaran tahun 2020 sebesar
Rp7.400.700.000,00.

®  Pengadaan Tanah Penggalian
* Pengadaan Tanah Lapangan Qlah
Raga

" Pengadaan Tanazh Untuk Bangunan
Tempat Kerja

1. Dinas Kesehatan

® Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Jatan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
tahun 2020 adalah sebesar
Rp129.790.481.108,00 atau 90,60% dari
anggaran tahun 2020 sebesar
Rp143.259.350.921,00, terdiri dari

*  Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

1. Dinas Lingkungan Hidup

2. Kecamatan Tanah Sareal

®  Pengadaan Alat-alat Bantu

i

Dinas kesehatan

2. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

3. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

4. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

5. Dinas Lingkungan Hidup

6. Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat

7. Kecamatan Begor Utara

{Rp)
2.772.077.406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.772,077.406,00
2.772.077.406,00

129.790.481.108,00

4.623.296.800,00

4.589.546.800,00
33.750.000,00

866.227.250,00

517.461.000,00
147.165.600,00

95.593.250,00

106.008.000,00

0,00
0,00

0,00

18.044.020.000,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

15.044.020.000,00

15.044.020.000,00

99.754.707,372,00

0,00

0,00
0,00

854.245.364,00

0,00
0,00

0,00

17.085.064,00

2.157.500,00
777.800.000,00

7.207.800,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{Rp) (Rp)
8. Kecamatan Bogor Timur 0,00 35.100.000,00
9. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 10.000.000,00
10.  Badan Kepegawaian dan 0,00 4.895.000,00
Pengéribangari Sumber Daya
Manusia
® Pengadaan Alat Angkutan Darat 4.141.410.080,00 9.450.936.150,00

Bermotor

1,
2
3

10.

11,

12.

Dinas Kesehatan
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah
Dinas Perumahan dan
Permukiman

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat
Kecamatan Bogor Timur

Kecamatan Bogor Tengah

® Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak

310.000.000,00
0,00
0,00

0,00

35.200.000,00
401.888.080,00

0,00
929.422.000,00

1.,239.000.000,00
787.200.000,00

27.500.000,00
411.200.000,00

293.848.500,00

2.456.144.300,00
348.700.000,00
1.101.900.000,00

500.770.000,00

1.136.140.000,00
0,00

2.054.886.850,00
0,00

1.162.675.000,00
0,00

$11.000.000,00
0,00

1.548.790.700,00

Bermotor
1. Dinas Lingkungan Hidup 0,80 525.470.000,00
2. Dinas Perindustrian dan 114.398.500,00 0,00
Perdagangan
3. Kecamatan Bogor Utara 0,00 335.911.500,00
4. Kecamatan Bogor Selatan 48.620.000,00 53.795.000,00
5. Kecamatan Bogor Timur 14.000.000,00 239.958.500,00
6. Kecamatan Bogor Barat 0,00 46.436.000,00
7. Kecamatan Bogor Tengah 116.830.000,00 95.220.000,00
8. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 251.999.700,00
® Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 0,00 29.869.400,00
1. Dinas Perhubungan 0,00 25.759.200,00
2. Kecamatan Bogor Utara 0,00 4.110.200,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{Rp) (Rp)
" Pengadaan Alat Bengkel Tak 6.000.000,00 195.420.500,00
Bermesin
1. Dinas Lingkungan Hidyp 6.000.000,00 99,920,000,00
2.  Dinas Perhubungan 0,00 95.500.500,00
*  Pengadaan Alat Ukur 1.996.769.800,00 1.734.103.758,00
1. Dinas Kesehatan 0,00 2.901.800,00
2. Dinas Perurmnahan dan 0,00 30.002.000,00
Permukiman
3. Dipas Perhubungan 1.993.650.000,00 1.677.307.458,00
4. Dinas Perindustrian dan 2.500.000,00 0,00
Perdagangan
5. Kecamatan Bogor Utara 0,00 4.500.000,00
6. Kecamatan Bogor Selatan 619.800,00 0,00
7. Badan Pendapatan Daerzh 0,00 19.392.500,00
" Pengadaan Alat Pengolahan 298.657.500,00 89.851.400,00
1. Badan Penanggulangan Bencana 25.745.000,00 47.353.400,00
Daerah
2. Dinas Ketahanan Pangan dan 17.500.000,00 0,00
Pertanian
3. Dinas Perindustrian dan 182.857.500,00 0,00
Perdagangan
4. Kecamatan Bogor Utara 0,00 42.498.000,00
5. Kecamatan Bogor Tengah 12.375.000,00 0,00
6. Badan Keuangan dan Aset 60.180.000,00 0,00
Daerzh
® Pengadaan Alat Pemeliharaan 122.599.925,00 173.839.100,00
Tanaman/Alat Penyimpan
1. Dinas Pekerjaan Umum dan 15.350.000,00 0,00
Penata Ruang
2. Dinas Perumahan dan 88.749.925,00 144.880.000,00
Permukiman
3. Dinas Sosial 0,00 6.300.900,00
4. Dinas Pengendatian Penduduk 0,00 2.579.100,00
dan Keluarga Berencana
5. Sekretariat Dewan Perwakilan 11.000.000,00 0,00
Rakyat
6. Kecamatan Bogor Barat 7.500.000,00 0,00
7. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 20.080.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
{Rp)

Per 31 Desember 2019
(Rp}

*  Pengadaan Alat Kantor

10,

1.

12.

13.
14,

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21,

22,
23,
24,
25,

26,

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Oinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendaiian Penduduk
dan Keiuarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Penanaman Modat dan
Pelayanan Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat
Kecamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tirnur

Kecamatan Bogor Tengah

2.802.960.846,00

132.250.000,00
276.554.350,00
361.078.000,00

0,00

70.135.000,00
50.285.000,00

0,00

5.800.000,00
5.800.000,00

0,00

25.670.000,00

2(,484.800,00

0,00
21.510.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

344.365.200,00

801.337.000,00
158.530.000,00

0,00
51.021.680,00
0,00
28.000.000,00
£5.450.000,00

3.178.352.941,00

259.399.000,00
558.357.550,00
88.354.405,00

155.580.000,00

6.100.000,00
15.200.000,00

13.177.272,00

20.000.000,00
25.003.250,00

6.500,000,00

3.750.000,00

42,209.500,00

13.800.000,00

19.376.000,00

3.825.000,00
85.682.972,00

96.994.000,00

96.995.000,00

406.407.250,00
298.725.000,00

157.318.800,00
217,713.175,00
106.502.200,00
0,00
39.275.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) {Rp)
27. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 135.110.000,00
28.  Inspektorat Daerah 7.500.000,00 28.400.000,00
29. Badan Perencanaan dan 46.500.000,00 79.361.400,00
Pembangunan Daerah
30. Badan Keuangan dan Aset 245.630.816,00 194.536.167,00
Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah 84.160.000,00 0,00
32. Badan Kepegawaian dan 40,799.000,00 4.700.600,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
*  Pengadaan Alat Rumah Tangga 7.245.419.777,00 9.830.410.024,00
1. Dinas Pendidikan 230.953.725,00 1.760.464.250,00
2. Dinas Kesehatan 930.130.233,00 1.206.501.371,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 171.47%.000,00 295.765.000,00
Penata Ruang
4. Dimas Perumahan dan 495.069.993,00 48.250.000,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 639.30%.000,00 249.423.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana 10.070.000,00 98.236,700,00
Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan 79.781.500,00 0,00
Politik
8. Dinas Sosial 23.300.000,00 55.000.000,00
9. Dinas Tenaga Kerfja dan 67.400.000,00 47.717.500,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan dan 78.420.000,00 30.499.134,00
Pertanian
11, Dinas Lingkungan Hidup 826.794.,500,00 239.139.200,00
12. Dinas Pemberdayaan 35.200.600,00 6.500.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
13. Dinas Pengendatian Penduduk 105.930.000,00 7.100.000,00
dan Keluarga Berencana
14.  Dinas Perhubungan 0,00 140.978.600,00
15. Dinas Komunikasi dan 0,00 177.730.000,00
Informatika
16.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 7.500.000,00 147.279.544,00
Menengah
17. Dinas Penanaman Modal dan 84.370.000,00 490.368.700,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.  Dinas Pemuda dan Olahraga 30.800.000,00 72.246.000,00
19. Dinas Kearsipan dan 69,018.800,00 123.247.000,00
Perpustakaan
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahur 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) {Rp)
20. Dinas Perindustrian dan 390.822.500,00 84.135.000,00
Perdagangan
21,  Sekretariat Daerah 388.345.000,00 817.831,750,00
22. Sekretariat Dewan Perwakilan 978.816.956,00 1.611,121.000,00
Rakyat
23.  Kecamatan Bogor Utara 308.025.000,00 221.187.500,00
24, Kecamatan Bogor Selatan 91.440.000,00 247 .987.950,00
25. Kecamatan Bogor Timur 503.5973.800,00 580.809.600,00
26. Kecamatan Bogor Barat 22.671.276,00 288.884.800,00
27.  Kecamatan Bogor Tengah 128.171.000,00 293,008.000,00
28. Kecamatan Tanah Sareal 232.300.000,00 38.165.500,00
29.  Inspektorat Daerah 56.000.000,00 151.080.000,00
30.  Badan Perencanaan dan 181.499.500,00 71.757.500,00
Pembangunan Daerah
31. Badan Keuangan dan Aset 68.831.000,00 160.402.100,00
Daerah
32. Badan Kepegawaian dan $.000.000,00 47.503.325,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Pengadaan Komputer

10.
11.

12.

3.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan

Masyarakat,

Perlindungan Anak

Perempuan dan

Binas Pengendatian Penduduk
dan Keluarga Berencana

9.715.909.225,00

668.044.525,00
803.834.250,00
0,00

0,00

450.000,00
16.163.000,00

70.950.000,00
50.302,500,00

0,00
0,00
511.741.000,00

0,00

0,00

13.225.965.091,00

1.570.004.100,00
1.231.826.449,00
433.236.000,00

216.000.000,00

106.400.000,00
82.467.446,00

231.143.400,65)
75.355.000,00

134.499,000,00
133,700.000,00
199.500.000,00

92.104.000,00

133.830.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Deseinber 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

14.  Dinas Perhubungan

15. Dinas Komunikasi dan
Informatika

16, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

17. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu
18.  Dinas Pemuda dan Olahraga

19. Dipas Pariwisata dan
Kebudayaan

20.  Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

21. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

22. Sekretariat Daerah

23. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat
24.  Kecamatan Bogor Utara

25. Kecamatan Bogor Selatan
26. ¥Kecamatan Bogor Timur
27.  Kecamatan Bogor Barat
28. Kecamatan Bogor Tengah

29. Kecamatan Tanah Sareal

30. Inspektorat Daerzh

31.  Badan
Pembangunan Daerah

Perencanaan dan

32. Badan Keuangan dan Aset
Daerah
33. Badan Pendapatan Daerah

34. Badan
Pengembangan Sumber Daya

Kepegawaian dan

Manusia

Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat

1. Dinas Kesehatan

2, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang
3. Satuan Polisi Pamong Praja

4. Dinas Sosial

5. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

44.533.000,00
3.972.216,950,00

37.852.500,00

0,00

0,00
0,00

0,00

998.815.000,00

482.499.000,00
859.270.000,00

0,00

0,00
10.000.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
200.760.000,00

895.772.500,00

70.850.000,00
19.855.000,00

1.582.087.165,00
28.236.000,00

88.918.700,00

7.430.000,00
56.515.000,00

354,017.500,00
1.484.843.598,00

12.936.363,00

1.237.954.800,00

55.444.000,00
56.980.500,00

346.446.000,00

112.285.000,00

1.359.603.815,00
150.237.000,00

167.846.000,00
366.000.000,00
114.936.000,00
288.140.000,00

97.970.000,00
186.920.000,00
365.170.000,00
341.609.120,00

294.450.000,00

69.275.,000,00
1.122.835.000,00

2.423.479.518,00

300.027.700,00
121.060.000,00

17.531.300,00

28.063.573,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{(Rp) {Rp)
6. Dinas Pemberdayaan 0,00 31.450.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Anak
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 28.220.000,00 75.391.270,00
Menengah
8. Dinas Perindustrian dan 13.590.800,00 181.575.000,00
Perdagangan
9. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 33.825.000,00
10, Dinas Kearsipan dan 0,00 136.751.775,00
Perpuastakaan
11.  Dinas Perindustrian dan 0,00 44,075.000,00
Perdagangan
12.  Sekretariat Daerah 149.890.000,00. 804.253.000,00
13.  Kecamatan Bogor Utara 0,00 139.512.000,00
14, Kecamatan Bogor $elatan 138.970.000,00 0,00
15.  Kecamatan Bogor Timur 185.721.000,00 0,00
16. Kecamatan Bogor Tengah 105.360.000,00 490.843.000,00
17. Kecarmatan Tarigh Sareal 182.199.500,00 0,00
13. Inspektorat Daerah 12.545.000,00 0,00
19. Badan Perencanaan 0,00 15.102.500,00
Pernbangunan Daerah
20. Badan Keuangan dan Aset 438.289.565,00 4.018.400,00
Daerah
21, Badan Pendapatan Daerah 8.976.000,00 0,00
22, Badan Kepegawaian dan 137.105.500,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
®*  Pengadaan Alat Studio 3.489,360.950,00 3.013.112.369,00
1. Dinas Pendidikan 0,00 7.000.000,00
2. Dinas Kesehatan 58.952.000,00 279.279.400,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 210.483.000,00
Penata Ruang
4. Dinas Perumahan dan 0,00 328.621.000,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 18.965.000,00 16.800.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 54.836.364,00
Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan 0,00 4.250.000,00
Politik
8. [Dinas Sosial 0,00 21.300.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 11.253.380,00

Transmigrasi
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

{Rp) (Rp)

0. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 4.500.008,00
Pertarian

11. Dinas Pemberdayaan 0,00 25.700.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Pertindungan Anak

i2. Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 10.800.000,00
dan Keluarga Berencana

3. Dinas Pérhubungan 0,00 10.500.000,00

14. Dinas Komunikasi dan 1.844.922.900,00 20.507.500,00
Informatika

15.  Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan 26.145.,000,00 97.057.500,00
Menengah

16. Dinas Penanaman Modal dan 5.000.000,00 0,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

17.  Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 15.000.000,00

18. Dinas Pariwisata dan 0,00 17.850.000,00
Kebudayaan

19. Dinas Kearsipan dan 0,00 45.267.000,00
Perpustakaan

20. Dinas Perindustrian dan 431.332.000,00 10.000.000,00
Perdagangan

21, Sekretariat Daerah 161.865.000,00 236.519.375,00

22. Sekretariat Dewan Perwakilan 345.273.200,00 1.062.970,800,00
Rakyat

23.  Kecamatan Bogor Utara 71.125.000,00 72.410.000,00

24.  Kecamatan Bogor Selatan 0,00 127.860.000,00.

25. Kecamatan Bogor Timur 80.431.000,00 0,00

26. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 64.350.000,00

27. inspektorat Daerah 30.387.000,00 0,00

28. Badan Perencanaan  dan 75.690.850,00 168.580.000,00
Pembangunan Daerah

29, Badan Keuangan dan Aset 309.154.000,00 34.650.050,00
Daerah

30. Badan Kepegawaian dan 30.118.000,00 54.767.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

®  Pengadaan Alat Komunikast 271.261.500,00 514.681.399,00

1. Dinas Pendidikan 18.375.000,00 3.300.000,00

2. Dinas Kesehatan 18.573.500,00 0,00

3. Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 535.790.737,00
Penataan Ruang

4. Satuan Polisi Pamong Praja 60.400.,000,00 67.000.000,00

3. Dinas Sosial 11.891.000,00 0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) (Rp)
6. Dinas Perhubungan 0,00 129.370.300,00
7. Dinas Komunikasi dan 0,00 10.325.000,00
Informatiia
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 0,00 3.976.362,00
Menengah
9. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 5.200.000,00
Pelayanan Satu Pintu
10.  Sekretariat Daerah 6,00 70.652.000,00
1.  Sekretariat Dewan Perwakilan 27.302.000,00 0,00
Rakyat
12, Kecamatan Bogor Selatan 15,775.000,00 0,00
1}, Kecamatan Bogor Barat 41.120.000,00 0,00
14, Kecamatan Bogor Tengah 0,00 135.325.000,00
15.  Kecamatan Tanah Sareat 61.385.000,00 0,00
16. Badan Perencanaan dan 10.000.000,00 0,00
Pembangunan Daerah
17. Badan Keuangan dan  Aset 6.440.000,00 33.742.000,00
Daerah
® Pengadaan Peralatan Pemancar 0,00 ' 18.914.000,00
1. Dinas Perumahan dan Pefrmukim 0,00 18.914.000,00
®  Pengadaan Alat Kedokteran 58.062.250.808,00 27.570.925.865,00
1. Dinas Kesehatan 1.331.273.592,00 10.448.271.334,00
2. Rurmah Sakit Uruny Daerah 56.694.331.216,00 17.020.720.531,00
3. Kecamatan Bogor Utara 0,00 47.000.000,00
4. Kecamatan Bogor Selatan 36.646.000,00 6.374.000,00
3. Kecamatan Bogor Timur 0,00 24,300.000,00
6. Kecarnatan Bogor Barat G,00 24.260.000,00
*  Pengadaan Alat Kesehatan 10.944.166.393,00 2.054.499.719,00
1. Dinas Kesehatan 77.969.285,00 1.765.166.369,00
Z.  Rumah Sakit Umurn Daérah 10.754.04%.608,0¢ 0,00
3. Sekretariat Daerah 0,00 57.861.750,00
4. Kecamatan Bogor Selatan 83.350.000,60 47.429.600,00
5.  Kecamatan Bogor Timur 0,00 70.072.000,00
6. Kecamatan Bogor Barat 0,00 110.370.000,00
7. Kecamatan Bogor Tengah 28.797.500,00 3.600.000,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

[ 3

Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

1. Dinas Kesehatan
2. Rumah Sakit Ymum Daerah

3. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
4. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

Pengadaan  Alat  Peraga/Praktek

Sekolah

1. Sekretariat Daerah

Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
Nuklir / Elektronika

1.  Dinas Kesehatan

Pengadaan  Alat  Laboratorium

Lingkungan Hidup

1. Dinas Pekerjaan Umum dan
Peniata Ruang

2, Dinas Lingkungan Hidup

Pengadaan
Senjata Api

1. Dinas Kesehatan

Persenjataan Non

2. Satuan Polisi Pamong Praja

3. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pekerjaan Umum san
Penataan Ruang

2. Dinas
Permukiman

Perumahan dan

4. Satuan Polisi Pamong Praja

5. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
6. Dinas Perhubungan

7. Dinas Kormunikasi dan
Informatika
8. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.252.628.714,00

713.910.235,00
1.428.037.479,80
0,00

110.681.000,00

37.350.000,00

37.350.000,00

2.178.000,00

2.178.000,00

200.650.000,00

200.650.000,00

0,00

373.410.500,00

30.030.000,00
212.480.000,00
130.900.500,00

133.999.965,00

0,00
0,00

133.999.965,00

6,00
0,00

0,00
0,00

a,00

3.316.385.437,00

2.293.790.437,00
0,00
8.165.000,00

1.014.430.000,00

0,00

0,00

8,00

0,00

79.365.000,00

0',00

79.365.000,00

85.920.000,00

0,00
0,00
85.920.000,00

1.271.041.800,00

56.712.000,00
99.990.100,00

200.142.200,00

133.705.000,00
150.397.500,00

257.915.000,00
137.545.000,00

44.335.000,060
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HKOTA BEOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 21 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

9. Badan Pendapatan Daerah

"  Pengadaan Peralatan dan Mesin dari
dana BOS

t.  Dinas Pendidikan

® Pengadaan Peralatan dan Mesin dari
dana BLUD-

1. BLUD

Jumlah

« Belanja Bangunan dan Gedung
Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung
tahun X020 adalah sebesar
Rp30.694,955.339,00 atau 86,06% dari
anggaran tatwun 2020 sebesar
Rp35.666.473.387,00, dengan rincian :

*  Pengadaan  Bangunan Gedung
Tempat Keria
t. Divas Perdidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umuem Daerak
4. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5. Dinas Perurmahan dan

Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

by

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan

® ® N oo

Dinas Koperasi, Usaha Kecit dan
Menengah
10. Dinas Pemuda dan Olahraga

11. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
12.  Sekretariat Daerah

13. Sekretariat Dewan Perwakitan

Rakyat Daerah

4. Kecamatan Bogor Utara
15.  Kecamatan Bogor Selatan
16.  Kecamatan Bogor Timur
17.  Kecamatan Bogor Barat

18.  Kecamatan Bogor Tengah

0,00

15.542.267.518,00

15.542.267.518,00

4.785.769.892,00

4.785.769.892,00

190.300.000,00

15.615.970.376,00

15.615.970.376,00

2.887.183.461,00

1.887.183.461,00

129.790.481,108,00

30.694.955.339,00

29.509.153.774,00

12.470.655.898,00
176.305,000,00
0,00
6.249.038.599,00

656.654,456,00

0,00

9,00
13.645.000,00
244,230.152,00

1.030.602.745,00
0,00

0,00
0,00

Z.368.997.655,00
1.927.714.337,00

513.466.811,00
1.402,152.693,00
1.220.321.871,00

99.754.707.372,00

144.703,165.317,00

142,253,347,284,00

14.704.700.701,00
2.605.701.252,00
91.392.511.868,00
0,00

4.685.050.836,00

426.370.,000,00
3.776.470.512,00
0,00
468.753.550,00

152.279.811,00
1.360.575.538,00

4.695.586_009,00
$11,100.813,00

6.523.880.978,00
1.740.152.667,00

994.681.961,00
3.037.273.571,00
3.292.659.613,00

Pemerintah Kota Bogor - LRA

204



KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp}

19.  Kecamatan Tanah Sareal
20.  inspektorat Daerah

21, Badan
Pembangunan Daerah

Perencanaan

Pengadaan Bangunan Monumen/

Banguran Bersefarah lainnya

1. Dinas Perumahan dan
Permukiman

Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

1. Dinas Perhubungan

Pengadaan Bangunan Tugu
Peringatan Lain
1. Dinas Perumahan dan
Permukiman

« Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan

Realisasi

Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan tahun 2020 adalah sebesar
Rp109.784.631.171,00 atau 93,28% dari

anggaran tahun 2020

sebesar

Rp117.689.262.659,00, dengan rincian :

Pengadaan Jalan

1. Dinas Pekerjzaan Umum dan
Penataan Ruang

2. Dinas Perumahan dan
Permukiman

3. Dinas Lingkungan Hidup

4, Kecamatan Bogor Utara

5. Kecamatan Bogor Selatan

6. Kecamatan Bogor Timur
7. Kecamatan Bogor Barat
8. Kecamatan Bogor Tengah
9. Kecamatan Tanah Sareal

Pengadaan Jembatan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

2. Kecamatan Bogor Selatan

1.162.843.559,00
72.524.998,00
0,00

779.945,481,00

779.945.481,00

405.856.084,00

405.856.084,00

0,00

0,00

1.689.659.157,00
0,00
195.938.447,00

0,00

0,00

2.409.420.805,00

2.409.410.805,00

40,397.228,00

40.397.228,00

30.694.955.339,00

109.784.631.171,00

66.345.402.538,00

40.148.327.195,00
19.358.658.617,00

0,00
556.642.737,00
2.433.924.716,00
5372.659.576,00
1.195.642.162,00
492.676.737,00
1.626.870.798,00

1.072.471,500,00

1.012.956.200,00

59.515.700,00

144.703.165.317,00

235.965.307.071,00

138.168.757.985,00

98.697.425.849,00
33.909.354.787,00

227.438.700,00
814.110.673,00
2.791.844.067,00
201.159.570,00
819.361.500,00
671.780.484,00
536,282.355,00

4.067.298.180,00

3.768,242.863,00

152.704.352,00
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KOTA BEOGOR

Catatan atas Laporen Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020

(Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp)

3. Kecamatan Bogor Barat

Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2. TDinas

Permukiman

Perumahan dan

3. Kecamatan Bogor Selatan

4.  Kecamatan Bogor Timur

Pengadaan  Bangunan Pengaman
Sungai dan Penanggulangan BA

1. Dinas Pekerfaan Umum dan
Penataan Ruang

2. Dinas Perumahan dan

Permul{iman
3. Kecamatan Bogor Utara

4. Kecamatan Bogor Selatan
5. Kecamatan Bogor Timur
6. Kecamatan Bogor Barat
7. Kecamatan Bogor Tengah

8. Kecamatan Tanah Sareal

Pengadaan Bangunan Pengembangan
Sumber Air dan Air Tanah

1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Kecamatan Bogor Barat

3. HKecamatan Bogor Tengah

Pengadaan Bangunan Air Bersih/
Baku

1. Kecamatan Bogor Selatan

Pengadaan Bangunan Air Kotor

1. Dinas Kesehatan

2. Dinas Pekerfaan Umum dan
Penataan Ruang

3. Dinas Perumahan dan
Permukiman

4. Dinas Lingkungan Hidup

5. Kecamatan Bogor Utara

0,00

1.367.706.511,00

0,00
649.667.151,00

411.497.555,00
306.541.805,00

14,989.215,693,00

10.027.510.428,00

24.530.000,00

517.277.322,00
986.656.436,00
663.511,109,00
1.221.146.039,00
601.433.750,00
947.150.609,00

258.358.200,00

16.571.000,00
58.677.200,00
183.110.000,00

82.887.500,00

82.887.500,00

19.077.641.271,00

0,00
10.414.966.803,00

11.577.500,00

.00

977.640.916,00

146.350.965,00

2.621.566.664,00

1.774.367.151,00
847.199.513,00

0,00
0,60

44.544.554.624,00

39.349.085.881,00
287.182.635,00

37.943.750,00
839.309.544,00
514.719.254,00
1.334,304,396,00
590.855.916,00
1.591.153.248,00

771.060.060,00

416.132.700,00
0,00
354.927.360,00

98.128.900,00

$8.128.900,00

25.202.765.436,00

1.007.457.000,00
13.298.037.575,00

0,00

454.868.600,00

1.400.333.751,00
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Per 31 Desember 2020

(Rp)

Per 31 Desember 2019

{Rp}

6. Kecamatan Bogor Selatan
7. Kecamatan Bogor Timur
8. Kecamatan Bogor Barat
9. Kecamatan Bogor Tengah

10. Kecamatan Tanah Sareal

Pengadaan Instalasi Air Minum/Afr

Bersih

t. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

2. Dinas Lingkungan Hidup

Pengadaan Instalasi Air Kotor

1. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2. Dinas Lingkungan Hidup

3. Kecamatan Bogor Selatan
4, Ketamatan Bogor Timur
5. Kecamatan Bogor Barat

6. Kecamatan Tanah Sareal

Pengadaan Instalasi Pengolahan
Sampah

1. Dinas Lingkungan Hidup

Pengadaan Jaringan Afr Minum

1. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

2. Dinas Perumahan dan
Permukiman

Pengadaan Jaringan Listrik

1.814.958.457,00
336.626.426,00
2.974.679.471,00
1.680.828.805,00
B66,362.893,00

16.785.500,00

0,00

16.785.500,00

482.857.662,00

63.910.000,00

0,00
60.135.522,00
115.112.140,00
0,00
243.700.000,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

6.091,304.396,00

2,493.251.250,00

£89.624.865,00
2.732.631.553,00
1.779.162.069,00
1.347,398.773,00

1.378.336.908,00

1.152.852.908,00

215.484.000,00

1.213.868.522,00

1.014.962.782,00

114.290.300,00
0,00

- 0,00
84.615.440,00
0,00

731.090.800,00
731.090.800,00

721.690.791,00

668.843.365,00

52.847.426,00

16.4456,188.201,00

1. Dinas Perumahan dan 3.943.079.396,00 16.434.792.201,00
Permukiman
2. Badan Kepegawaian dan a,00 11.394.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
3. Sekretariat Daerah 148,225.000,00 0,00
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Per 31 Desember 2020

{Rp)

Per 31 Desember 2019

(Rp}

o Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Reatisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun
2020 adalah sebesar Rp1.789,184.630,00
atau 99,53% dari anggaran tahun 2020
sebesar Rp1.797.647.834,00, terdir dari :

*  Pengadaan Buku

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

*  Pengadaan Barang Bercorak
Kebudayaan

1, Sekretariat Daerah

® Pengadaan Alat Ofah Raga Lainnya

1. Kecamatan Bogor Timur

= Pengadaan Tanaman

1. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

®  Pengadaan Aset Tetap Renovasi

1. Dinas Kesehatan
2, Kecamatan Boger Timur

3. Badan Keuangan dan Aset
Daerah

® Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari
dana BOS

1. Dinas Pendidikan

» Belanja Modal Aset Lainnya
Realisast Belanja Aset Lainnya
Rp1.325.953.375,00 tahun 2020 atau
97,83% dari anggaran tahun 2020 sebesar
Rp 1.355.373.000,00

» Belanja Modal Aset Lainnya - Software

1.789.184.630,00

136.886.154,00

136,886.154,00
0,00

46.260.000,00

46,260.000,00

45.400.000,00

45.400.000,00

19.555.000,00

19.555.000,00

663.207.242,00

0,00
32.000.000,00
631.207.242,00

877.876.234,00

877.876.234,00

1,325.953.375,00

1,325.953.375,00

1.910.823.018,00

70.043.627,00

0,00
70.043.627,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

379.642.081,00

49.840.000,00
0,00
329.802.081,00

1.461.137.310,00

1.461.137.310,00

655,385,000,00

655.385.000,00

1. Dinas Kesehatan 0,00 118.480.000,00
2. Dinas Perumahan dan 195.425.000,00 0,00
Permukiman
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Per 31 Desember 2020

Per 31 Desember 2019

(Rp) (Rp)
3. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 83.840.000,00
Daerah
4, Dinas Sosial 95.000.000,00 0,00
5. Dinas  Kependudukan dan 0,00 98.180.000,00
Pencatatan Sipil
6. Dinas Perhubungan 94.333.900,00 43.950.000,00
7. Dinas Komunikasi dan 99.382.500,00 30.200.000,00
Informatika
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 0,00 48.950.000,00
Menengah
9. Dinas Perindustrian dan 250.528.225,00 0,00
Perdagangan
10.  Sekretariat Daerah 232.622.500,00 0,00
1. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 40.210.000,00
12.  Kecamatan Bogor Timur 99.340.000,00 49.610.000,00
13. Badan Perencanaan 0,00 50.000.000,00
Pembangunan Daerah
14, Badan Pendapatan Daerah 0,00 33.995.000,00
15. Badan Keuangan dan Aset 259.321.250,00 0,00
Daerah
16. Badan Kepegawaian dan 0,00 57.970.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
5.1.2.2. Belanja Tak Terduga 126.277,177.930,00 9.455,600,00

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2020
adalah sebesar Rp 126.277.177.930,00 atau
79,60% dari anggaran tahun 2020 sebesar
Rp158.643.578.040,00 yang merupakan
pengembatian ketebihan pembayaran BPHTB
atas nama Ine Wulansari sesuai Keputusan
Walikota Bogor Nomor: 973.2.45-149 sebesar
Rp37.300.000,00 dan Belanja Tak Terduga
penanganan CoviD-19 sebesar
Rp126.239.877.930,00

5.1.3  TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Realisast Belanja bagi hasil pendapatan lainnya pada tahun
2020 adalah sebesar Rp 1.134.531.000,00atau
100% dari anggaran sebesar fp1.134,531.000,00 yang
merupakan transfer bantuan Keuangan ke Kabupaten
sebesar Rp1.134.531.000,00.

SURPLUS / (DEFISIT)

5.1.4  PEMBIAYAAN

1.134.531.000,00

73.708.800.667,12

253,792.375.573,19%

1.995.851.019,00

31.356.404.855,67

246.306.520.997,52
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Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)

Pembiayaan adalah seluruh  transaksi keuangan
pemerintah  daerah, balk penerimaan  maupun
pengeluaran vang perlu dibayar atau akan diterima
kembali, yang dalam penganggarannya terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi pembiayaan
neto tahun 2020 adalah sebesar Rp253.792.375.573,19
atau 90,90% darl anggaran Rp279,203.761.253,19 dengan
rincian sebagat berikut:

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan 334.337.716.975,19 401.802.129.830,52
Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2020
adalah sebesar Rp334.337.716.975,19  atau
86,13% dari anggaran sebesar
Rp388.159.958.113,19.  Jumiah  tersebut
bersumber dari:

1, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Latuy (SiLPA) sebesar
Rp277.640.687.080,19 atau 99,99% dari
anggaran Rp277.662.925.853,19.
Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar
Rp256.564.582.703,52

2, Pinjaman Dalam Negeri dari Bank pada
Rumzh Sakit Umum Daerah (RSUD -
BLUD) sebesar Rp32.159.096.032,00
atau 42,88% dari anggaran sebesar
Rp75.000.000.000,00, Sedangkan
realisasi tahun 2019 sebesar
Rp129.752.780.949,00

3. Penerimaan Kembali Piutang Kepada
Perusahaan Daerah sebesar
Rp5.484.766.176,00 atau 99,78% dari
anggaran sebesar Rp5.497.032.260,00
yang merupakan pengembalian dari
PDAM atas Pinjaman MNomor  SLA-
1226/DSMI/2009. Realisasi tahun 2019
sebesar 5.484.766.178,00

4. Penerimaan Kembali Piutang Pajak
Daerah sebesar Rp19.053.167.687,00
atau 63,51% darl target sebesar
Rp30.000.000,00

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan 80.545.341.402,00 155.495.608.833,00
Realisast Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020
adalah sebesar Rp80.545,341.402,00 atau
73,92% dari anggaran Rp108.956.196.860,00
Jumlah tersebut terdiri dari
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Per 31 Desember 2020
(Rp)

Per 31 Desember 2019
{Rp)

Penyertaan Modal sebesar
Rp24.300.000.000,00 atau 85,39% dari
anggaran sebesar Rp28.459.164.600,00
yang merupakan penyertaan modal
pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri sebesar Rp56.245.341,402,00
atau 69,87% dari anggaran
Rp80.497.032.260,00. Realisasi tersebut
terdiri dari: )

1. penerusan Pinjaman PDAM Nomor
SLA-226/D5MI1/2009 di tahun 2020
sebesar Rp5.484.766.176,00. Pada
tahun 2019 sebesar
Rp5.484.766.178,00

2. pembayaran Pokok Utang BLUD di

tahun 2020 sebesar
Rp50.760.575.226,00. Pada tahun
2019 sebesar

Rp134.010.842.655,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)}

327.501.176.240,31

277.662.925.853,19
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5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIR (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pefaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari :

5.2.1 Salde anggaran lebih
Saldo anggaran lebih awal tahun 2019 sebesar Rp256.564.582.703,52 dan tahun 2020 sebesar
Rp277.662.925.853,19.

5.2.2 Pengunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Pengunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Tahun
2019 sebesar Rp256.564,582.703,52 dan tahun 2020 sebesar Rp277.662.925.853,19.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)

Sisa Lebth/Kurang Pembiayaan Anggaran  (Silpa/Sikpa) tahun 2019  sebesar
Rp277.662.925.853,19 dan tahun 2020 sebesar Rp327.523.415.013,31.

5.2,4  Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun $Sebelumnya
Pada Tahun anggaran 2019 terdapat koreksi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
sebesar Rp(,00 dan tahun 2020 sebesar Rp22.238.773,00.

Saldo anggaran lebih akhir tahun 2019 sebesar Rp277,662.925.853,19 dan tahun 2020 sebesar
Rp327.501.176.240,31.
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA
Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai Posisi Keuangan Pemerintah Kota
Bogor, bertkut ini kami sajikan Penjelasan Pos-pos Neraca Pemerintah Kota Bogor yang
menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
secara komparatif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut :
5.3.1. Kas di Kas Daerah Rp 305.390.350.678,00 256.115.222.198,00
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp305.3%0.350.678,00
dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp256.115.222,198,00, Mutasi Kas di Kas
Daerah selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:
- Saldo awal Kas di Kas Daerah Rp 256.115.222.198,00 241.211.999.533,00
- Penerimaan Kas Rp 1.266.514.761.367,77 2.412.104.380.752,00
- Pengeluaran Kas Rp 2.217.239.632.887,77 2,397.201.158.087,00
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Rp 305.390.350.678,00 256.115.222.198,00
Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp305.390.350.678,00 adalah Kas di Kas
Daerah pembentuk SILPA yang disimpan di Bank BJB Cabang Bogor dengan
nomor rekening sebagai berikut :
No Nama / Kode Rekening 2020 209
1 10130270203013 {Rutin) Rp 305.390.350.678,00 Rp 256.115.222.198,00
Jumizh di BKU Rp 305.390.350.678,00 Rp 256.115.222.198,00
(Rincian Kas di Kas Daerah/BUD disajikan pada Lampiran 1)
5.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00 0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar
Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00
Mutast Kas di Bendahara Penerimaan selama tahun 2020 adalah sebagai
berikut =
- 5aldo awal Kas di Bendahara Rp 0,00 0,00
Penerimaan
- Penerimaan Kas Rp 21.672.585.019,00 28.122.783.170,00
- Pengeluaran Kas Rp 21.672.585.019,00 28.122.783.170,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp 0,00 0,00
Penerimaan _
(Saldo Kas Bendahara Penerimaan Disajikan pada Lampiran 2)
5.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 2.200.525,00 Rp 153.905.685,00

Salde Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar
Rp2.200.525,00 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1 53.905.685,00;
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2020 adalah sebagai
berikut :

- Saldo awal Kas di

Pengeluaran

Bendahara Rp 153.905.685,00

549.961.149,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp} (Rp)
- Penambahan kas Rp 559.919.047.521,13 1.423.867.794.089,34
- Pengurangan kas Rp 560.070.752.681,13 1.424.263.849.553,34
- Saldo  Akhir Kas di Bendahara Rp 2.200.525,00

Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.200.525,00 terdapat pada :
- Dinas Pendidikan Rp 750.000,00

Saldo kas tersebut merupakan belanja barang jasa BOS APBD yang
terlambat penyetoran sts nya yaitu pada bulan Januari 2021.

- Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Rp 1.450.525,00
Cibuluh)

Saldo kas tersebut merupakan Jasa giro sebesar Rpi2.565,00 dan utang
pajak Rp1.437.960,00. Dan saldo kas Rp800,00 merupakan kelebihan bayar
TU. Sehingga nilai saldo kas di rekening Koran sevesar Rp1.451,325,00.

Sedangkan pada tahun 2019 saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar
Rp153.905.685,00 yang berada pada perangkat daerah sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan Rp 56.846.325,00

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rp 97.058.549,00
Ruang

- Dinas Pemuda dan Qahraga Rp 811,00

{Saldo Kas Bendahara Pengeluaran disajikan pada Lampiran 3)

5.3.4, Kas di BLUD Rp 8.109.372.432,31

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.109,372.432,31 dan
tahun 2019 sebesar Rp8.107.669.667,19 dengan mutasi pada tahun 2020
sebagai berikut :

- Saldo awal Rp 8.107.669.667,19
- Penerimaan Rp 262.017.206.663,12
- Pengeluaran Rp 262.015.503.898,00
- Salde akhir Rp 8.109.372.432,31

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp8.109.372.432,31 terdapat pada beberapa

153.905.685,00

8.107.669.667,19

1.854.238.461,52
316.732.170.963,86
310.478.739.758,19
8.107.669.667,19

8ank:
- Bank BJB Operasionat Rp 6.675.552.175,00 7.454.165.648,00
(0060187827001)
- Bank Mandiri Rp 26.582.790,31 26.588.144,19
{133-00-7080708-6)
- Bank BNI (0352582588} Rp 1.284.352.951,00 547.749.674,00
- Bank BJB-Escraw (035282588) Rp 0,00 1.429.093,00
- Kas Tunai Rp 122.884.516,00 71.737.108,00
{Disafikan pada lampiran 4)
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Per Per
31 Desemnber 2020 31 Desember 2019
{Rp) {Rp)

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp8.109.372.432,31 adalah kas pembentuk SILPA
Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp7.852.485.302,31 dan Rp256.887.130,00
adalah utang PFK yang akan disetor pada tahun 2021. Sedangkan saldo kas di
BLUD tahun 2019 sebesar Rp8.107.669.667,19 adalah kas pembentuk SILPA
Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp7.844.133.870,19 dan Rp263.535.797,00
adalah utang PFK yang telah disetor pada tahun 2020.

5.3.5. Kas di FKTP (Puskesmas) Rp 8.356.906.451,00 Rp 9.337.552.993,00

Saldo kas di FKTP (Puskesmas) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
sebesar RpB.356.906.451,00 dan Rp9.337.552.993,00 dengan perincian
sebagai berikut :

- Saldo awal (didalamnya sudah Rp 9.337.552.993,00 12.656.415.139,00
termasuk utang PFK tahun 2019
Rp5.221.325,00)

- Penerimaan Rp 40.454.298.600,00 44.170.810.975,00
- Pengeluaran Rp 41.434.945.142,00 47.489.673.121,00
- Saldo Akhir Rp 8.356.906.451,00 9.337.552.993,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP tahun 2020 sebesar RpS8.356.906.451,00.
Sedangkan saldo kas di Bendahara FKTP tahun 2019 sebesar
Rp9.337.552.993,000 didalamnya termasuk utang PFK sebesar Rp5.221.325,00

(Disajikan pada {ampiraen 5}

5.3.6. Kas Lainnnya Rp 25.000,00 Rp 0,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019
masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 dan Rp0,00.

Kas lainnya sebesar Rp25.000,00 merupakan dana donasi yang berasal dari
masyarakat pada Gugus Tugas Covid19 yang  dicatat sebagai kas lainnya pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

(Disajikan pada lampiran 6)

5.3.7. Kas di Bendahara BOS Pusat Rp 5.903.901.729,00 Rp 4.229.656.416,00

Saldo Dana Bos Pusat per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp5.903.901.729,00 dan Rp4.229.656.416,00 dengan mutasi pada tahun

2020 sebagai berikut :
- Saldo awal Rp 4.229.656.416,00 417.961.220,00
- Penerimaan Rp 94.073.890.000,00 88.366.826.562,00
- Pengeluaran Rp 92.399.644.687,00 84.555.131.366,00
- Saldo Akhir Rp 5.903.901.729,00 4.229.656.416,00

Saldo Kas di Bendahara BOS tahun 2020 sebesar Rp5.903.901.729,00
didalamnya termasuk uang Jasa Giro yang belum disetorkan sebesar
Rp720,00. Sedangkan saldo kas di Bendahara BOS tahun 2019 sebesar
Rp4.229.656.416,00 didalamnya termasuk uang Jasa Giro sebesar
Rp31.307.992,00.
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(Rp) {Rp)
{Disajikan pada lampiran 7}
5.3.8. Piutang Pendapatan Rp 520.862.986.236,00 454.435.483.328,82

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar
Rp520.862.986.236,00 dan Rp454.435.483.328,82. Piutang pendapatan
sebesar Rp520.862.986.236,00 terdiri dari :

5.3.8.1 Piutang Pajak Daerah Rp 376.927.011.504,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 Rp376.927.011.504,00
dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp322.300.079.314,00 adalah
pajak daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan
perincian mutasi sebagai berikut

- Saldo Awal Rp 322.300.079.314,00
- Penambahan pada tahun 2020; Rp 379.199.649.070,00
eKoreksi saldo awal Rp 290.910,00
eKetetapan tahun berjalan Rp 379.199.358.160,00
- Pengurangan pada tahun 2020: Rp 324,572.716.880,00
sKoreksi salde awal Rp 2.655.083.814,00
epenerimaan pemba-yaran Rp 321.917.633.066,00
- Saldo per 31 Desember 2020 Rp 376.927.011.504,00

Jumlah sebesar Rp376.927.011.504,00 terdiri dari;

- Pajak Hotel Rp 969.986.156,00
- Pajak Restoran Rp 2.616.461.627,00
- Pajak Hiburan Rp 42.978.980,00
- Pajak Parkir Rp 322.662.083,00
- Pajak Reklame Rp 2.065.489.433,00
- Pajak Air Tanah Rp 505.921,884,00
- PBB P2 Rp 370.403.511.341,00

Jumlah Piutang Pajak Rp 376,927.011,504,00

Pada Tahun 2020 terdapat koreksi saldo awal piutang pajak yaitu
dengan adanya pembatalan, koreksi, Klarifikasi Bukti Bayar,
Pemindah bukuan yang terdiri dari :

- Pajak Hotel Rp 290.910
- Pajak Restaurant Rp (1.272.745)
- Pajak Reklame Rp 0,00
- Pajak parkir Rp (26.378.800)
- Pajak Hiburan Rp 0,00
- PBB P2 Rp (2.627.432.269)

Jumlah Rp (2.654.792.904)

322.300.079.314,00

276.293.378.922,00
559.3%6.582.329,00

79.856.269,00
559.316.726.060,00

513.389.881.937,00

1.861.976.229,00
511.527.905.708,00
322.300.079.314,00

561.862.014,00
1.268.761.813,00
31.701,555,00
154.030.600,00
1.285.057.929,00
142.410.060,00
318.856.255.343,00
322.300.079.314,00

{25.660.000,00)
(401,232,210,00}
79.856.269,00
(3.222.701,00)
(16.443.960,00)
(1.415.417.358,00)
(1.782.119.960,00)
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Per
31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

5.3.8.2

5.3.8.3

{Disajikan pada lampiran 8)

Piutang Retribusi Daerah Rp

Saldo Plutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp
3.881.160.501,00 dan tahun 2019 sebesar Rp4.794.490.823,00
adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD} yang telah
diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Mutasi pada
tahun 2020 sebagai berikut :

- Saldo awal Rp 4.794.490.823,00
- Penambahan Rp 11.616.116.652,00
- Pengurangan Rp 12.529.446.974,00
- Saldo akhir Rp 3.881.160.501,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar
Rp3.881.160.501,00 adalah terdapat pada Perangkat Daerah
sebagai berikut :

" Piutang Retribusi pada Dinas ~ RP 2.886.101.844,00

Penanaman Modal Perizinan
Terpadu Satu Pintu
({Disajikan pada lempiran
10)

" Piutang Retribusi pada Dinas 83.075.000,00

Perumahan dan Permukiman
{Disajikan pada lampiran 9)

" Piutang Retribusi pada PPKD 911.983.657,00

(Disajikan pada lampiran

11)
" Piutang Retribusi pada Dinas 0,00
Kesehatan
JUMLAH Re 3.881.160.501,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 85,189.252.500,00

Piutang {ain-lain PAD vyang sah per 31 Desember 2020
Rp85.189.252.500,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp70.613.507.316,82 adalah lain-lain pendapatan daerah yang
belum diterima pembayarannya, dengan perincian mutasi sebagai
berikut :

- Saldo Awal Rp 70.613.507.316,82
~ Penambahan Rp 30.872.021.844,00
- Pengurangan Rp 16.296.276.660,82
- Saldo Akhir Rp 85.189.252.500,00

3.881.160.501,00 Rp

4.794.490.823,00

2.564.935.426,00
20.588.579.164,00
18.359.023.767,00
4.794.490.823,00

3.915.083.506,00

29.875.000,00

738.372.317,00

111.160.000,00

4.794.490.823,00

70.613.507.316,82

0,00
70.650.684.502,50
37.177.185,68
70.613.507.316,82
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
Saldo Piutang tain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 sebesar
Rp85.189.252.500,00 adalah terdapat pada Perangkat Daerah
sebagai berikut :
- Piutang hasil pemanfaatan Rp 185.100.000,00 92.575.000,00

kekayaan daerah pada Binas
Perumahan dan Permukiman
(Disajikan peda lampiran
i2)

Piutang denda pajak pada Rp
Badan Pendapatan Daerah
(Disajikan pada lampiran 13)
Piutang denda retribusi pada Rp
Dinas Penanaman Modal

Pelayan Terpadu Satu Pintu
{Disajikan pada lampiran

14}

Piutang Hasil Pemanfaatan Rp
kekayaan daerah yang

dipisahkan pada PPKD atas
kontribusi BGS PT Propindo

dari tahun 2010 s.d 2020
{Disgjikan pada lampiran

15)

JUMLAH Rp

5.3.8.4 Piutang Transfer Pemerintah Rp
Pusat - Dana Perimbangan

§3.948.248.063,00

1.055.904.437,00

0,00

85.189.252.500,00

41.821.815.583,00

Piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per
31 Desember 2020 Rp41.821.815.583,00 dan per 31 Desember 2019
sebesar Rp45.363.974.292,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 Rp41.821.815.583,00
adatah Saldo Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020
sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan alokasi
kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020. Adapun
perincian Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan sebagai berikut :

Salde per 31 Desember 2019  Rp
sesuai PMK 35 dan 20

Koreksi saldo awal sesuai PMK Rp
113/PMK. 07/2020

Penambahan Rp
Pengurangan Rp
Saido Akhir Rp

{Disajikan pada tampiran 16}

45,363.974.292,00

19.729.181.383,00

0,00
23.271.340.092,00
41.821.815.583,00

69.409.161.007,82

1.025.258.846,00

86.512.463,00

70.613.507.316,82

45.363.974.292,00

0,00

0,00

45.363.974.292,(0
0,00
45,363.974.292,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

{Rp)

5.3.8.5 Piutang Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya

Rp

13.043.746.148,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020

Rp13.043.746.148,00 dan per
Rp11.363.431.583,00.

- Saldo Awal
- Penambahan
- Pengurangan
- Saldo Akhir

(Disajikan pada lampiran 17}

5.3.9. Piutang Lainnya Rp

H

Rp
Rp
Rp
Rp

Desember 2019 sebesar

11.363.431.583,00
13.043.746.148,00
11.363.431.583,00
13.043.746.148,00

127.973.208.139,00

Piutang lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp127.973.208.139,00 dan
pada tahun 2019 sebesar Rp150.777.331,093, 38, Dengan perincian sebagai

berikut :

- Saldo Awal Rp
- Penambahan Rp
- Pengurangan Rp
- Saldo Akhir Rp

150.777.331.093,38
186.640.818.488,02

209.444.941.442 40
127.973.208.139,00

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 127.973.208.139,00 terdiri dari :

- Pemutusan Kontrak Komsultan PT. Rp

Indocitra intiperkasa pada Dinas
Perhubungan
(Disajikan pada lampiran 18)

- Piutang BLUD Rp

{Disajikan pada lampiran 19)
Piutang ke PDAM TP terkait setoran
bagian laba PDAM

{Disajikan pada lampiran 20)

- Piutang Hasil Pemeriksaan (Temuan) Rp

8PK-RI
{Disajikan pada lampiran 20)

63.100.000,00

46.437.220.159,00

88,00

10.140.927.595,00

Piutang hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp10.140.927.594,98 piutang
yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan
tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester ! Tahun Anggaran 2005 atas
Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004).

- Penggunaan langsung Kontribusi PT. Rp

Bina Citra atas Pengelolaan Plaza
Bogor kegiatan operasional Kantor
Pengelolaan Pasar

30.000.000,00

11.363.431,583,00

11.245.179.593,00
11.363.431.583,00
11.245.179.593,00
11.363.431.583,00

150.777.331.093,38

192.470.717.640,38
132.854.615.662,00

174,548.002.209,00
150.777.331.093,38

63.100.000,00

63.756.576.937,00

88,40

10.140.927.594,98

30.000.000,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
- Piutang ke PDAM TP terkait dana Rp 71.301.960.297,00 76.786.726.473,00
penerusan pinjaman
(pokok+bunga+biaya jasa bank)
Jumlah Rp 127.973.208.139,00 150,777.331.093,38

{Disajikan pada lampiran 20)

Piutang kepada PDAM Tirta Pakuan terkait penerusan dana pinjaman sesuai
Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman {NPPP} antara Pemerintah Republik
indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMi/ 2009 tanggal
2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari international Bank for
Reconstruction and Development No.7730-1D tanggal 1 September 2009 daiam
rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib
menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas
pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka
panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan
hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar
inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM
Tirta Pakuan Kota Bagor. Pada tahun 2015 pinjaman dari pemerintah pusat
secara keseluruhan sudah diterima yaitu sebesar Rp85.013.875.740,00

5.3.10. Penyisihan Piutang Rp 239,164.821.612,00 Rp 197.644.133.020,74

Penyisithan piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar
Rp239.164.821.612,00 dan Rp197.644.133.020,74 Jumiah Penyisihan piutang
sebesar Rp239.164.821.612,00 terdiri dari penyisihan:

- Piutang Pajak Rp 195.460.373.544,00 167.622.577.087,59
- Piutang Retribusi Rp 2.687.915.064,00 2.583.396.182,00
- Piutang Lain-lain PAD yang sah Rp 37.972.315.364,00 24.777.770.359,90
- Piutang lainnya Rp 3.044.217.640,00 2.660.389.391,25

Jumlah 239.164.821.612,00 197.644,133.020,74

(Disajikan pada lampiran 21}

5.3.11. Beban Dibayar Dimuka Rp 857.645.340,00 Rp 844,904.499,12

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar
Rp857.645.340,00 dan Rp Rp844.904.499,12

Jumlah Beban Dibayar dimuka sebesar Rp857.645.340,00 adalah Beban pada
Perangkat Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- Beban dibayar dimuka pada RSUD- Rp 4,346.038,00 5.023.057,53
BLUD

- Beban dibayar dimuka pada Rp 62.615.385,00 164.942.465,75
Disperumkim

- Beban dibayar dimuka pada Rp 140.286.428,00 146.547.259,25

Sekretariat DPRD
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B Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020
Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)
- Beban dibayar dimuka pada BKAD Rp 650.397.489,00 528.391.716,59
didapatkan dari nilai premi asurasi
dikurangi diskon
Jumiah Rp 857.645.340,00 844.904.499,12

(Disafikan pada Lampiran 22}

Beban di bayar dimuka pada BKAD didapatkan dari nilai premi asuransi yang
telah dikurangi discount dengan rincian:

- Nilai Premi sebelum discount Rp 828.735.820,20
- Nilai Discount Rp 89.187.273,84
= Nllat yang dibayarkan Rp 739.548.546,98
5.3.12, Persediaan Rp 44,188.378.065,00

Salde persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah
Rp44.188.378.065,00 dan Rp32.596.243.908,48. Jumlah persediaan
sebesar Rp44.188.378.065,00 terdiri dari :

- Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 3.366.770.427,00
- Persediaan Alat Listrik dan etektronik Rp 3,096.734.57%,00
{lampu pijar, battery kering) )
- Persediaan Perangko, materai dan Rp 662.000,00
benda pos
lainnya
- Persediaan Peralatan kebersihan dan Rp 1,202.511.996,00
bahan pembersih
- Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 340.324.160,00
- Persediaan Barang Cetakan Rp 4.,148.658.477,00
- Persediaan Habis Pakai Lainnya Rp 166.917.700,00
- Persedidan Perleérigkapan Rumah Rp B2.224.919,00
Tangga- BLUD
- Persediaan Bahan baky bangunan Rp 1.118.270.304,00
- Persediaan Bahan/bibit tanaman Rp 196.070.000,00
- Persediaan Bahan obat-obatan Rp 27.031.239.834,00
- Persediaan Bahan kimia Rp 3.206.400,00
- Persediaan Bahan Makanan Pokok Rp 66.659.956,00
- Persediaan Bahan Habis Pakai Medis 497.568.916,00
- Persediaan Peralatan dan Rp 908.853.497.,00

Periengkapan Kesehatan
- Persediaan Peralatan, 336.077.000,00

Perlengkapan, Pertanian/Tanaman

- Persediaan Barang Yang Akan Rp 1.625.627.,900,00
Diberikan Kepada Pihak Ketiga
{berupa pembangunan gedung

32,596.243.908,48

1.873.444.715,98
5.105.506.820,00

0,00

1.125.778.157,00

311.756.613,00
4.890.294.223,00
831.420.344,00
364.218.455,50

288.077.400,00
12.128.500,00
15.941.294.018,00
112.717.000,00
113.059.762,00
0,00

870.000,00

a,00

1.625.627.900,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)
Kejaksaan Negeri) yang belumn di
serah terimakan oleh Pemda.
Jumiah Rp 44.188.378.065,00 32.596.243.908,48
{Rincian Persediaan disajikan pada Lampiran 23)
5.3.13. Investasi Non-Permanen-Dana Bergulir Rp 63.742.100,00 Rp 63.742.100,00

Saldo Investasi Non-Permanen per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
adalah sebesar Rp63.742.100,00 dan Rp63.742.100,00 berbentuk dana
bergulir. Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2020 sebesar
Rp63.742.100,00 adatah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
value) yang terdiri dari saldo dana bergulir yang dapat tertagih.

Nitai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumiah
tersebut merupakan dana yang disalurkan melaiui Program Gerakan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah tersebut
merupakan akumulasi realisasi pencairan SPMU sejak tahun 2000 sampai
dengan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2000 Rp 300.000.000,00

- Tahun 2041 Rp 300.000.000,00

- Tahun 2002 Rp 550.000.000,00

- Tahun 2003 Rp 600.000.000,00

Jumiah Rp 1.750.000.000,00

- Jumlzah yang telah diselesaikan Rp 1.686.257.900,00
sebesar

- Saldo sampai akhir tahun 2020 Rp 63.742.100,00
sebesar

Program Bana Bergulir Garda Emas dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk
dengan SK Walikota Bogor dengan Pelaksana Teknis diketuai oleh Direktur
PINBUK (Pusat. Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), selain itu PINBUX ditunjuk sebagai
Konsultan Pelaksanaan Program Garda Emas.

Dana bergulir tahun 2006 sampai dengan 2007 yang masih dapat ditagih
sebesar Rp152.721.000,00 dan periode tahun 2008 sampai dengan 2009
terdapat pengembalian ke kas daerah sebesar Rp88.978.900,00. sehingga sisa
dana bergulir yang masih dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2011
sebesar Rp63.742.100,00. Atas saldo sebesar Rp63.742.100,00 pemerintah
Kota Bogor metalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor teiah
menyampaikan permohonan untuk dilsksanakan proses penhapusasn piutang
daerah program garda emas kota bogor ke KPKNL berdasarkan surat No.
588/1220-Ekon tanggal 11 Juni 2010 yang dilampiri dengan daftar debitur
piutang negara yang berasal dari program garda emas. Daftar debitur piutang
tersebut terdiri dari 100 nama debitur dengan total nilai sebesar
Rp55.012.950,00. Hasil proses pemeriksaan oleh KPKNL dari 100 berkas
tersbeut hanya 74 berkas yang dapat diproses lebih lanjut dengan
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) {Rp)

diterbitkannya surat pernyataan piutang negara sementara belum dapat
tertagih (PSBDT). Keputusan PSBDT tersebut dikeiuarkan oleh Panitia Urusan
Piutang Negara Cabang Jawa Barat tanggl 26 Agustus sampai dengan 31
Oktober 2011,

{Investasi Non-Permanen-Dana Bergulir disajikan pada Lampiran 24)

5.3.13.1 Penyisihan Dana Bergulir Rp 63.742.100,00 Rp 0,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020
Rp63.742.100,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0.

- Saldo Awal Rp 0,00 0,00
- Penambahan Rp 63.742.100,00 0,00
- Pengurangan Rp 0,60 0,00
- Saldo Akhir Rp 63.742.100,00 0,00
5.3.14. Investasi Jangka Panjang Permanen Rp 547.890.119.989,00 Rp 523.642.733.332,61

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang
disebut Metode Biaya atau Cost Method dan Metode Ekuitas atau Equity
Method.

Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar
sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR
Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan pada PD Pasar
Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas
berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada masing-masing
perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp547.890.119.989,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Modal yang telah disetor pada Bank Rp 11.684.452.323,00 11.684,452.323,00
BJB

- Modal yang tetah disetor pada PDAM Rp 325.561.547.567,00 301.614.529.217,49
Kota Bogor

- Modal yang telah disetor pada BPR Rp 63.449,985.464,00 63.273.818.526,85
Bank Kota Bogor

- Modal yang telah disetor pada PD Rp 5.604.105.981,00 5.611.872.158,71
Jasa Transportasi

- Modal yang disetor pada PD Pasar Rp 141.590.028.654,00 141.458.061.106,56

Pakuan Jaya
Jumilah Rp 547.850.119.989,00 523.642.733.332,61

{Rincian Penyertaan Modal Pemda disajikan pada Lampiran 25;

Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) {Rp)

Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor sebesar
Rp11.684.452.323,00 merupakan setoran modal tunai sejak tahun 2001 sampat
dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian :

- Saldo Awal Penyertaan Modal Per 31 Rp 11.684.452.323,00 11.684.452.323,00
Desernber 2019
Modat disetor tahun 2020 0,00 0,00
Penambah Ekuitas {55% x Laba Bersih 0,00 2,00
2019)

- Pembagian laba pengurang Modal Rp 0,00 0,00
Pemda

Jumlah 11.684,452.323,00 11.684.452.323,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak menambah penyertaan
modainya kepada PT Bank Jabar Banten Cabang Bogor dengan alasan
kepemilikan saham pada PT Bank Jabar Banten sudah Go Public.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4
tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minur (PDAM) Tirta Pakuan Kota
Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan  vaitu  sebesar
Rp100.000.000.000,00. Jumilah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan
Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada
Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi
Rp182.000.000.000,00.

Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor sampai dengan 31 Desember 2020
sebesar Rp325.561.547.567,00 yang terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Rp 301.614.529.217,00 288.343.093.386,49
Desember 2019 (setelah Pembulatan)

- Penyertaan Modal 2020 Rp 24.300.000.000,00 10,000.000.000,00

- Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih Rp 22.603.189.350,00 22.956.170.831,00
2020) (setelah pembulatan)

- Pembagian laba pengurang Modal Rp (22,956.171.000,00) {19.684.735.000,00)
Pemda

Jumlah Rp 325.561.547.567,00 301.614.529.217,49

Laporan Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor per 31 Desember 2020
disajikan berdasarkan laporan keuangan PDAM

Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kota Bogor

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor didasarkan pada Peraturan
Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang PD BPR Bank Pasar Keta Bogor dengan
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)

modal dasar yang ditetapkan sebesar  Rp5.000.000.000,00. Sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah
kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD BPR Bank Kota Bogor
ditetapkan menjadi Rp30.000.000.000,00.

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor per 31 Desember 2020
sebesar Rp63.449.985.464,00 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Rp 63.273.818.527,00 57.093.433.177,85
Desember 2019 (setelah pembutatan)
- Penyertaan Modal 0,00 6.000.000.000,00
- Penambah Ekuitas (50% x Laba Bersih Rp 4.577.164.923,00 4.400.997.986,00
2020)
- Pembagian laba pengurang Modal Rp {4.400,997.986,00) 4.220.612.637,00
Pemda
Jumlah Rp 63.449.985.464,00 63.273.818.526,85

Laporan Keuangan PD BPR Bank Kota per 31 Desember 2020

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi
dengan modal dasar yang tefah ditetapkan  yaitu  sebesar
Rp30.000.000.000,00. Jumiah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan
Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Medal Daerah kepada
Perusahaan Daerah,

Saldo Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2020
sebesar Rp 5.604.105.981,06 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Rp 5.611.872.159,00 5.531.182,412,1
Desember 2019
- Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih  Rp (7.766.178,00) 80.689,746,50
2019)
- Pembagian laba pengurang Modal Rp 0,00 0,00
Pernda
Jumlah Rp 5.604.105.981,00 5.611.872.158,71

Nilai penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2019
sebesar Rp 5.604.105.981,00 tersebut disajikan berdasarkan laporan keuvangan
PDJIT

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan
Daerah Kota Bogor Normor 4 Tahun 2009 tanggat 7 Juli 2009 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modat dasar yang ditetapkan
sebesar Rp241.792.583.600,00 vang terdiri dari modal disetor sebesar
Rp5.000.000.000,00 dan aset daerah vyang dipisahkan  sebesar
Rp236.792.583.600,00.
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Pesember 2019
(Rp) (Rp)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan
Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD Pasar
Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

- Uang sebesar Rp 5.000.000.000,00
- Tanah, bangunan, serta peralatan & Rp 233.279.924.240,00

mesin
Jumiah Rp 238.279.924.240,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan
Peraturan Daerah Kota Boger Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi
Rp145.488.132.240,00 terdiri dari;

- Uang sebesar Rp 5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Perlatan 7 Rp 100.361,083.000,00
mesin

Sisa penyertaan modal berupa uang sebesar Rp40.000.000.000,00 akan
dianggarkan dan dipenuhi secara bertahap sampai dengan tahun 2017 sesuai
kemampuan keuangan daerah, Penyertaan Madal berupa tanah, bangunan,
serta peralatan dan mesin telah diserahkan pengelolaannya pada PD Pasar
Pakuan Jaya tetapi secara formal belum disertai dengan Berita Acara Serah
Terima Aset.

Saldo Penyertaan modal PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2020 sebesar
Rp141.590.028.654,00 terdir dari:

- Saldo penyertaan modal per 3t Rp 141.458,061.107,00 141,440.362.252,81
Desember 2019

- Penyertaan Modal 2020 Rp 0,00 0,00

- Pengurang Ekuitas (55% x Rugi Bersih  Rp 307.803.551,00 175.836.003,75
2019)

- Pembagian laba pengurang Modal Rp (175.836.004,00) 158.137.150,00
Pemda

Jumlah Rp 141.590.028.654,00 141.458.061.106,56

Nitai penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2020
sebesar Rp141,590.028.654,00 tersebut disajikan berdasarkan laporan
keuangan yang belum diaudit oleh Auditor Independen.

5.3.15. Aset Tetap Rp 9.893.398.346.038,77 Rp 8.910.475,941.420,75

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah
Rp9.894.673.208.357,77 dan Rp8.910.475.941.420,75 Mutasi aset tetap
selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari

Saldo Aset Tetap per 31 Desember Rp 8.910.475.941.420,75 B.414,180.484.418,36
2019 (sebelum Penyusutan)

Penambahan Rp 1.017.463,112.165,17 579.786.518.528,66
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

Belanja Modat Tahun Berjalan Rp

Belanja Modal dari Beban Tidak Rp
Terduga

Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp

Rektasifikasi antar KIB (Inventarisasi} Rp

Droping antar SKPD (BM) Rp

Belanja Operasional yang dikapitalisasi Rp
Menjadi Aset tetap

Kewajiban kepada Pihak ketiga yang Rp
asetnya telah diakui Tahun Berjalan

Hibah Rp
Koreksi Nilai Perolehan {Inventarisasi) Rp
Koreksi belum tercatat (inventarisasiy Rp

Reklasififikasi dari Aset lain-lain Rp
{inventarisasi)

Rektasififikasi dari Aset tidak berwujud Rp
(inventarisasi)

(Disajikan di lampiran 26-27)

Pengurangan Rp

Belanja Modal yang dikapitatisasi Rp
menjadi Aset Extracomptable

Belanja Modal yang tidak menjadi aset

Reklasifikasi antar KIB (BM} Rp
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) Rp
Droping antar SKPD (BM) Rp

Kewajiban kepada pihak ketiga tahun
2019 PA 2019 yang asetnya telah diakui
tahun 2019

Rektasifikasi ke asset lainnya
(inventarisasi)

Koreksi nilai perolehan (inventarisasi)
Penghapusan BMD dan Double catat

Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel
{Inventarisasi)

(Disajikan di lampiran 28-29}

Saldo per 31 Desember 2020 (sebelum  Rp
Penyusutan)

274.831.329.654,00

8.,437.167.562,00

17.925.840.747,00

147.070.000,00

667.498.759,17

352.996.900,00

2.005.646.393,00

709.447.263.150,00
196.800.000,00
3.051.657.000,00
394.760.000,00

5.082.000,00

34.540,707.547,15
160.725.487,12

37.547.000,00
17.925.840.747,00
147.070.000,00
667.498.759,17
279.901.984,00

3.555.276.701,42

196.800.000,00
10.758.193.277,26
811.853.591,16

9.893.398.346.038,77

501.033.407.778,00

48.966.324.338,96
14.038.651.826,00
1.517.365.508,68

109.161.780,63

276.112.484,00

4.791.920.643,01

8.700.610.949,00
352.963.220,38

83.491.061.526,25

1.675.008.997,42
6.892.784.948,68
48.966.324.338,96
14.038.651.826,00
1.517.365.508,68

76.796.164,00

625,185.000,00
7.966.424.970,53
1.717.444.771,99

15.075.000,00

8.910.475.941.420,76
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
{Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

Akumulasi Penyusutan

Saldo per 31 Deserber 2020 (Nilai
Buku)

Aset Tetap tersebut terdiri dari:

5.3.16. Tanah

Rp
Rp

Rp

2.135.417.443.176,08
7.757.980,902.862,69

4.977.048.911.208,63 Rp

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah
Rp4.977.048.911.208,63 dan Rp4.767.414.421.962,63. Mutasi aset tetap
selama periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 terdiri dari :

Saldo Awal

Penambahan

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020
Hibah

Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi)
Reklasifikasi antar KIB (BM)

Koreksi belum tercatat (inventarisasi)

Pengurangan

Koreksi belum tercatat (inventarisasi)
Rektiasifikasi antar KIB (BM)

Saldo per 31 Desember 2020

5.3.17. Peralatan Mesin

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

4.767.414.421,962,63
209.831.289,246,00
2.772.077.406,00
206.862.411.840,00
196.800.000,00

0,00

0,00

196.800.000,00
196.800.000,00

Rp4.977.048,911.208,63

878.774.080.881,95 Rp

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019
berjumlah Rp878.774.080.881,95 dan Rp743.613.685.335,72. Mutasi aset
tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri

dari :

Saldo per 31 Desember 2019
Penambahan

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020

Belanja Operasional yang dikapitalisasi
Menjadi Aset tetap

Kewajiban kepada Pihak ketiga yang
asetnya Telah diakui

Dropping antar SKPD (BM)

Hibah

Reklasifikasi antar KIB (BM)
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)

Belanja Modal yang direklasifikasi ke
Aset Tidak Berwujud

Koreksi belum tercatat {inventarisasi)

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

743.613,685.335,72
143.278,871,844,00
129.790.481.108,00
352.996.900,00

1.598.321.590,00

511.289.000,00
1.249.334.750,00
550.938.934,00
0,00
5.082.000,00

388.500.000,00

1.817.462.723,225,42

7.093,013.218.195,33

4,767.414.421.962,63

4.749.339.012.961,63
18.160.329.001,00

18.044.620.000,00
0,00

0,00
116.309.000,00
1,00

84.920.000,00

84.920.000,00
4.767.414,421.962,63

743.613.685.335,72

627.792.307,268,29
132.718.508.257,96
99.754.707.372,00
109.161.780,63

226.848.484,00

1.184.605.667,00
972.528.000,00
18.504,426.908,95
3.087.085.900,00

8.700.610.948,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020

(Rp)

Per
31 Desember 2019

(Rp)

Reklas dari set Rusak Berat

Belanja Modal dari Beban Tidak
Terduga

Pengurarigin

Dropping antar SKPD (BM)
Reklasifikasf antar KIB (BM)
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisast)

Belanja Modal vyang dikapitalisasi
Menjadi aset ekstrakomtabel

Belanja Modal tidak menjadi aset

Kewajiban kepada pihak ketiga yang
asetnya telah diakui di tahun 2020

Reklasifikasi ke aset lainnya
(Inventarisasi}

- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat

- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain
(Penelusuran)

Penghapusan BMD dan Double Catat
Saldo per 31 Desember 2020

5.3,18. Gedung Bangunan

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

394.760.000,00
8.437.167.562,00

8.118.476.297,77
511.289.000,00
453.571.800,00
0,00
165.182.633,62

61.658.158,73
230.637.984,00

3.555.276.701,42

3.488.093.161,42
67.183.540,00

3.140.860.000,00
878.774.080.881,95

1.233.596.418.612,15

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019
berjumlah Rp1.233.596.418.612,15 dan Rp1.206.807.131.742,41 Mutasi aset
tetap selama periode 1 Januari 2020 sanipai déngan 31 Désemiber 2020 terdiri

dari :

Saldo per 31 Desember 2019
Penambahan

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020

Reklasifikasi antar Aset Tetap dari
Betanja Modal

Alih Status Penggunaan dari PD lain
(inventarisasi)

Reklasifikasi antar Aset Tetap
{inventarisasi}

Reklasifikasi dari Aset lain-lain
(inventarisasi)

Kurang catat saldo awal tahun
{inventarisasi}

Hibah

Rp

Rp

Rp

Rp

1.206.807.131.742,41
45.800,552.334,00
30.694.955.339,00
6.692.662.417,00

5.602.707.578,00

147.070.000,00

0,00

2.663.157.000,00

0,00

178.533.197,38

16.897.130.190,53
1.184.605.667,00
1.428.457.194,00
47.930.300,00
1.623.924.770,92

5.970.984.859,68
76.796.164,00

4.831.911.462,93

1.717.444.771,99
743.613.685.335,72

1.206.807.131.742,41

1.064.887.956.865,95
169.637.479.070,00
144.703.165.317,00
17.953.856.489,00

329.802.081,00

4.618.559.976,00

174.430.023,00

0,00

1.857.665.184,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp})

Per

31 Desember 2019

(Rp)

5.3.19.

5.3.20.

Pengurangan
Reklasifikasi antar KiB (B}
Reklasifikasi antar KIB (inventarisasi)

Reklasifikasi ke  asset
(Inventarisasi)

Belanja Modal tidak menjadi aset
Reklas ke Ekstrakomtabel

Alih Status Penggunaan ke PD lain
Penghapusan BMD dan Double Catat
Saldo per 31 Desember 2020

Jalan, Irigasi dan Jaringan

lainnya

Rp

Rp

19.011.265.464,26
7.552.223.596,00
0,00

0,00

0,00
625.950.404,43
5.602.707.578,00
5.230.383.885,83

1.233.596.428.612,15

2,734.857.301.296,41

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019
berjumlah Rp2.734.857.301.296,41 dan Rp2.124.872,812.527,00. Mutasi aset
tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri

dari :
Saldo per 31 Desember 2019
Penambahan

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020

Kewajiban kepada Pihak ketiga yang

asetnya Telah diakui
Dropping antar SKPD (BM}
Hibah

Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)

Pengurangan
Dropping antar SKPD {BM}
Reklasifikasi antar KIB (BM)

Reklasifikasi ke aset lainnya
(Inventarisasi)

Belanja Modal tidak menjadi aset
Reklasifikasi ke ekstrakomtabel

Kewajiban kepada pihak ketiga yg
asetnya telah diakui

Penghapusan BMD dan Double Catat
Saldo per 31 Desember 2020

Aset Tetap lainnya

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Ro

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

2.124.872.812.527,00

621.722.756.920,23
109.784.631.171,00
407.324.803,00

148.225.000,00
501.335.516.560,00
10.047.059.386,23

11.738.268.150,82
148.225.000,00
9.037.826.675,00
0,00

0,00
138.972.028,00
49,264.000,00

2.363.980.447,82

2.734.857.301.296,41

10.771.560.023,70

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah
Rp10.771.560,70 dan Rp9.905.925.846,82. Mutasi aset tetap selama periode
1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2019

Rp

9.905.925.846,82

Rp

Rp

27.718.304.193,54
21.057.180.868,95
2.742.597.878,00
3.110.195.457,59

808.329.989,00
0,00
0,00
0,00

1,206.807.131.742,41

2.124,872.812.527,00

1.904.629.267.613,01

246.238.466.290,01
235.965.307.071,00
49.264.000,00

1.916.127.459,01
6.285.075.650,00

25.994.921.376,01

25.952.738.876,01
3.770.000,00

38.412.500,00
0,00
0,00

0,00

2.124.872,812.527,01

9.905.925.846,82

9.114.028.408,32
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020

(Rp)

Per
31 Desember 2019

(Rp)

5.3.21.

5.3.22.

Penambahan

Belanja Madal Tahun Anggaran 2019
Dropping antar SKPD (BM}

Hibah

Reklasifikasi antar KIB (BM)
Reklasifikasi antar KiB {Inventarisasi)

Pengurangan
Dropping antar SKPD (BM}
Reklasifikasi antar KIB (BM)

Belanja Modal vang dikapitalisasi
Menjadi aset ekstrakomtabel

Belanja Modal tidak menjadi aset

Belanja Modal yang direklasifikasi ke
Aset Tidak Berwujud

Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)

Rekiasifikasi ke aset lainnya
(inventarisasi)

Saldo per 31 Desember 2020

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1.797.169.389,17
1.789.184.630,00
7.984.759,17

0,00

0,00

0,00

931.535.212,29
7.984.759,17
882.218.676,00
21.776.777 12

19.5535.000,00

10.771.560.023,70

58.350,074.015,93

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019

berjumlah Rp58.350.074.015,93 dan

Rp57.861.964.006,16. Mutasi aset

tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri

dari :

Saldo per 31 Desember 2019
Penambahan

Reklasifikasi antar KIB (BM}
Pengurangan

Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)

Sdldo per 31 Desember 2020

Akumuiasi Penyusutan

Rp

Rp

57.861.964.006,16
9.788.532.561,00
$.788.532.561,00
9.300.422,551,23
9.300.422.551,23
58.350.074.015,93

2.135,442.627.195,92

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah
Rp2.135.442.627.195,92 dan Rp1.817.462.723.225,42, Mutasi Akumulasi
Penyusutan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

terdiri dari :
Saldo per 31 Desember 2019
Penambahan

Beban Penyusutan aset tetap tahun
Anggaran 2020

Rp
Rp
Rp

1.817.462.723.225,42
332.697.940.263,59
325.785.893.896,26

2.684.047,578,68
2.566.208.018,00
2.957.760,68
45.600.000,00
21.351.500,00
47.930.300,00

1.892.150.140,18
332.759.841,68
443.027.400,00
51.084.226,50

75.057.600,00
625.185.000,00

344.488.022,00
2(.548.050,00

9.905.925.846,82

57.861.964.006,16

58.417.911.301,16
10.347.688,331,01
10.347.688.331,01
10.903.635.624,00
10.903.635.626,00
57.861,964.006,16

1.817.462.723,225,42

1.608.771.628.636,89
219.053.398.636,11
253.277.223.410,75
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) {Rp)

Atih status penggunaan ke OPD lain Rp 5.703.557.321,69

Reklasifikasi dari rusak berat Rp 281,971.428,59

Kurang catat {invetarisasi) Rp 920.399.880,00

Koreksi salde awal akibat perubahan Rp 6.117.737,05 (34.223.824.774,64)

masa manfaat barang dan reklasifikasi

kode barang

Pengurangan Rp 14,718.036.293,09 10.362.304.047,58

Alih status penggunaan ke OPD lain Rp 5.703.557.321,6%

Reklas ke aset lain-lain {inventarisasi} Rp 44,183.275,71

Reklasifikasi ke rusak berat Rp 3.365.435.343,35

Penghapusan atau double catat Rp 1.240.065.732,27

Rektasifikasi ke Barang habis pakaf Rp 22.968.943,62

Reklasifikasi ke ekstrakomtabel Rp 251.599,591,70

Koreksi saldo awal akibat perubahan Rp 4.090.226.084,75 10.362.304.047,58

masa manfaat barang dan reklasifikasi

kode barang

Saldo per 31 Desember 2020 Rp 2,135.442,627.195,92 1.817,462.723.225,42
5.3.23. Aset Lainnya Rp 115.538.265.849,67 Rp 115.192.414.364,37

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah
Rp115.538.265.849,67 dan Rp115.192,414.364,37. Jumlah tersebut
merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, aset
tetap dan investasi permanen yang telah sebelumnya yang dimiliki
Pemerintah Kota Bogor.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp115.538.265.849,67

terdiri dari :
1. Tagihan Jangka Panjang Rp 3.271,317.337,00
- Tagihan Penjualan Angsuran Rp 910.026.275,00
tanah ({ihat lampiran 32)
- Tuntutan  Ganti  Kerugian Rp 2.361.291.062,00
Daerah (lihat lampiran 33 dan
34)
Jumlah Rp 3.271.317.337,00

2. Kemitraan dengan Pihak ketiga Rp 52.526.184.310,00
(lihat lampiran 35)

3. Aset Tak berwujud Rp 14.765.690.156,80
Saldo per 31 Desember 2019 Rp 13.345.818.781,80
Penambahan Rp 1,.424.953.375,00
- Non BM di Kapitalisasi Rp 99.000.000,00
- Belanja Modal 2020 Rp 1.325.953.375,00

3.266.687.864,00
876.360.088,00

2.390.327.776,00

3.266.687.864,00

52.526.184.310,00

13.345.818.781,80
12.720.633.781,80

0,00
655.385.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)
Pengurangan Rp 5.082.000,00
- BM Reklas KIB Rp 5.082.000,00 30.200.000,00
- Akumulasi amortisasi aset tidak Rp {13.057.680.075,53) (12.013.269.674,60)
berwujud ‘

4. Aset Lain-lain Rp 176.686.747.836,78 175.679.958,444,04
Saldo per 31 Desember 2019 Rp 175.679.958.444,02 168.763.333.169,03
Penambahan Rp 7.638.157.494,19 7.552.065.744,79
Pengurangan Rp 6.631.368.101,43 635.440.469,78
Saldo Per 31 Desember 2020 Rp 176.686.747.836,78 175.679.958,444,04
Akumulasi penyusutan aset (ain- Rp (118.653.993.715,38) (117.612.965.360,87)
tain

5.3.24. Kewajiban Jangka Pendek Rp 40.345,376.740,00 47.905.717.439,53

Kewajiban Jangka Pendek per
Rp40.345.376.740,00 dan tahun 2019 sebesar Rp47.905.717.439,53 dengan

Mutasi pada tahun 2020 sebagai berikut :

- Saldo Kewajiban Jangka Pendek per
31 Desember 2019

- Penambahan tahun 2020
- Pengurangan tzhun 2020
Saldo per 31 Desember 2020

Saido per 31 Desember 2020 sebesar
Rp40.345,376.740,00 terdiri dari :

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
(disajikan pada lampiran 39}

- Utang bunga

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
(disajikan pada lampiran 40)

- Pendapatan diterima dimuka
(disajikan pada lampiran 41-43b)

- Utang Beban Pegawai (disafikan
pada lampiran 44)

- Utang Beban Barang Jasa (disajikan
pada lampiran 44}

- Utang Jangka Pendek Lainnya
(disajikan pada lampiren 45a)

- Utang Pengadaan Aset Tetap
(disafikan pada lampiran 45b)

Jumiah

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

A

Besember 2020

47.905.717.439,53

762.219.182.608,16
769.779.523.307,69
40.345.376,740,00

258.325.090,00

0,00
5.484,766.176,00

1.350.712.398,00

3.632,133.255,00

27.387.974.630,00

225.818.798,00

2.005.646.393,00

40.345.376.740,00

33.042.922,985,83

1.013.863.288.886,87
999.000.494.433,17
47.905.717,439,53

268.757.122,00

155.902,381,00
5.484.766.176,84

1,705.986.062, 69

1.732.517.166,00

6.444,154.165,00

31.833.732.382,00

279.901.984,00

47.905.717.439,53
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp} (Rp)
5.3.25. Kewajiban Jangka Panjang Rp 65.817.194,123,00 Rp 71.301.960.298,90

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar
Rp65.817.194,123,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp71.301.960.298,90
dengan mutasi tabun 2020 sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2019 Rp 71.301.960.298,90 82.271.492.651,00
- Penambahan tahun 2020 Rp 0,00 2,74
- Koreksi pembulatan Rp 0,10 0,00
- Pengurangan tahun 2020 Rp 5.484.766.176,00 10.969.532.354,84
- Saldo per 31 Desember 2020 Rp 65.817.194.123,00 71.301.960.298,90

(Disajikan pada lampiran 46)

Kewajiban jangka panjang tersebut adalah Utang kepada Pemerintah Pusat
berasal dari dana pinjaman sesuaf Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman
(NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor : SLA-
1226/DSMI/2009 tanggal 2 Wovember 2009 tentang Dana Pinjaman dari
Intermational Bank For Reconstruction and Development No, 7730-10 Tanggal
1 September 2009 dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and
Sanitation Project. Pemerintah - Kota Bogor sebagai pihak vang
menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan
cicilan pinjaman yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman,
dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun
sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut
berasal dari PDAM Tirta Pakuan.

Mekanisme penyetoran uang pinjaman langsung dari Pusat ke PDAM dan tidak
melalui rekening Kas Daerah,

Pembayaran utang pokok sesuai jadwal pembayaran dari bulan Nopember
2018 s.d Nopember 2033 /tahunnya, sebesar Rp2.748,51 6.129,03 dan untuk

bunganya baru dapat diketahui setelah Surat Tagihan Pembayaran Jatuh
tempo dari Dirjen Perbendaharaan/ Kanwil Perbendaharaan.

5.3.26. Ekuitas Rp 9.097.701.686.801,83 Rp 8.331.658,267.022,12

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.097.701.686.801,83 dan pada
tahun 2019 sebesar Rp8.331.658.267.022,12 dengan perincian dilaporkan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas {LPE).
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban
dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1. PENDAPATAN-LO Rp 3.212.221.992.311,81

Satdo Pendapatan - LO tahun 2020 sebesar
Rp3.212.221.992.311,81 terdiri dari:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO Rp 954,541,998.541,81

Saldo pendapatan asli daerah - LO sebesar
Rp954.541.998.541,81

terdiri dari:
¢ Pendapatan Pajak Daerah-LO Rp 585.374.361,527,00

Saldc Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar
Rp585.374,361.527,00

terdiri dari :
-+ Hotel - LO Rp 49.122.621.260,00
- Losmen - LO Rp 833.974.110,00
- Wisma Pariwisata - LO Rp 583.412.775,00
- Restoran - LO Rp 68.020.717.365,00
- Rumah Makan - LO Rp 22.803.527.513,00
- Kafetaria - LO Rp 7.566.125.138,00
- Jasa Boga/ Katering - LO Rp 935.054.599,00
- Tontonan Film/Bioskop - LO Rp 3.225.028.764,00
- Pagelaran Rp 29.463.7506,00
Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
- Pameran - LO Rp 0,00
- Diskotik, Karacke, Klab Malam dan Rp 1.062.644.341,00
Sejenisnya - LO
- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - L Rp 149.505.501,00
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Rp 5.134.683.608,00
Permainan Ketangkasan - LO
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa Rp 1.371.649.358,00
dan Pusat Kebugaran {fitnes center) -
LO
- Pertandingan Otahraga - LO Rp 0,00
- Pajak Reklame Rp §.774.958.907,00

2.727.229.093,257,38

1.103.749.943,939,38

737.331.826,392,00

93.660.497.712,00
992.954.279,00
1.064.782.239,00
99.182.699.306,00
41,820.611.562,00
11.503.693.993,00
701.448.157,00
12.210.944.715,00
6.034.000,00

1.000.000,00
3.821,021.317,00

228.710.082,00
14.111.410.468,00

2.631.342.340,00

1.600.000,00
9.768.587.551,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
Papan/Billboard/Videotron/Megatron
- Lo
- Pajak Reklame Kain - LO Rp 585.479.932,00 1.112.946.093,00
- Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO  Rp 0,00 4.862.500,00
- Pajak Reklame Berjalan - LO Rp 588.568.750,00 467.018.775,00
- Pajak Reklame Udara - LO Rp 17.900.000,00 26,125.000,00
- Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Rp 51.337.188.280,00 53.438.870.690,00
Sendiri - LO
- Pajak Parkir - LO Rp 7.800.323.912,00 15.400.849.046,00
- Pajak Air Tanah - LO Rp 3.418.818.936,00 4.200,530.906,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Rp 197.174.899.641,00 192.553.073.420,00
dan Perkotaan - LO
- BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO Rp 154.837.815.087,00 178.010.212.241,00
Jumlah Rp 585.374.361.527,00 Rp 737.331.826.392,00
* Pendapatan Retribusi Daerah - LO Rp 34.350,747.684,69 Rp 53.875.569.216,84
Pendapatan Retribusi Daerah-L0O
sebesarRp34.350,747.684 69 terdiri dari:
- Pelayanan kesehatan di Puskesmas - Rp 4.911.175.300,00 9.240,614.647,00
LO
- Pengambilan/Pengumpulan Sampah  Rp 10.474.921.500,00 10.314.145.250,00
dari Sumbernya ke |okasi
Pembuangan Sementara - LD
- Pelayanan Penguburan/ Pemakaman Rp 480.608.750,00 570.265.625,00
- Lo
- Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Rp 2.478.164.000,00 2.716.141.000,00
Jalan Umum - LO
- Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Rp 340.862.800,00 478.347.600,00
Minibus - LO
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - Rp 20.352.200,00 21.717.800,00
LO
- Retribusi PKB - Mohil Bys - Rus - L0 Rp 18.372.000,00 22.521.260,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban Rp 711.542.400,00 753.811.800,00
- Pick Up - LO
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban Rp 312.990.200,00 332.964.400,00
- Light Truck - LO
- Retribusf PKB - Mobil Barang/ Beban Rp 15.398.400,00 23.908.800,00
- Truck - LO
- Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Rp 58.312.000,00 91.794.530,00

Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{(Rp) (Rp)
- L0
- Penyediaan dan/atau Penyedotan Rp 190.250.000,00 182.050.000,00
Kakus - LO
- Pengolahan Limbah Cair Rumah Rp 34.253.119,00 30.696.720,00
Tangga - LO
- Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Rp 172.467.550,00 150.887.600,00
Timbang, dan Pemanfaatan Ruang
. Untuk Menara Telekomunikasi - LO Rp 492.075.000,00 0,00
- Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO Rp 2.467.766.112,00 6.289.035.067,00
- Kendaraan Bermotor - LO Rp 101.000.000,00 131.000.000,00
- Tempat Kegiatan Usaha - LO Rp 15.636.000,00 14.255.000,00
- Fasilitas Lainnya di Lingkungan Rp 130.175.000,00 732.533.000,00
Terminal - LO
- Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO Rp 42.400.000,00 150.281.000,00
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Rp 102.889.500,00 47.489.500,00
Hewan Sebelum Dipotong - LO
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Rp 506.467.500,00 517.868.640,00
Hewan Sesudah Dipotong - LO
- Pelayanan Tempat Olahraga - LO Rp 345.950.000,00 1.282.452,500,00
- Pemberian Izin Untuk Mendirikan Rp 9,257.393.222,00 19.052.487.244,00
Bangunan - LO
- Pemberian Izin Trayek kepada Badan Rp 260,087.500,00 318.437.500,00
-LO
- Pemberian Perpanjangan iMTA Rp 409.237.631,69 410.162.823,84
kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja
Asing - LO
Jumlah Rp 34.350.747.684,69 Rp 53.875.569.216,84
# Pendapatan Hasil Pengelolaan Rp 31.874.680.448,00 Rp 31.792.054.691,25

Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan - LO sebesar
Rp31.874.680.448,00 adalah :

- Bagian Laba atas Penyertaan Modal  Rp 31,874.680.448,00 31.792.054.691,25
pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD - LO

Jumlah Rp 31.874.680.448,00 Rp 31.792.054,691,25
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp}

¢ Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO  sebesar
Rp302.942.208.882,12

terdiri dari;

* Hasil Penjualan Tanah - LO

Jasa Giro Kas Daerah - LO

Jasa Giro Kas Bendahara - LO

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara - LO

Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO

Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umurm -
LO

Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Perhubungan - L0

- Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO

Pendapatan Denda Pajak Restoran -
LO

Pendapatan Denda Pajak Hiburan -
Lo

- Pendapatan Denda Pajak Reklame -

Lo
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO

- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah -

- Pendapatan Denda

LO

Pendapatan Denda Pajzk Bumi &
Bangunan Perdesaan & Perkotaan-
LO

Pendapatan Denda Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO

Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Pendapatan Denda Retribusi fzin Rp

Mendirikan Bangunan - LO

302.942,208.882,12

0,60
12.276.434.144,00
709.362.277,00

6.056.000,00

0,00

0,00

0,00

183.720.719,00

654.397.768,00

16.838.150,00

191.435.477,00

61.686.092,00
46.693.201,00

24.055.866.115,00

45.534.314,00

1.163.998,00

77.160.700,00

280.750,493.639,29

7.961.600,00
12.092.879.929,00

462.019.569,00
6,00

2.718.909,00

112.765.603,00

264.000,00
240.144.733,00
187.798.416,32

31.526.079,00
474,089,377,50

75.364,444,00
46.163.794,00

22.479.703.577,00

48.540.864,00
652.758,00

110.1756.998,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp} (Rp)
- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Rp 0,00 7.000.000,00
Perda - LO
- Pendapatan Dari  Pengembalian Rp 7.356.521.754,00 3.450.887,877,00
Lainnya - LO
- Hasil darf Pemanfaatan Kekayaan Rp 0,00 361.725.000,00
Paerah Sewa - LO
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Rp 170.340.000,00 586.485,863,00
Daerah Bangun Guna Serah - LO
- Pendapatan Jasa Layanan Umum Rp 198.931.148.775,07 185.565.647.289,61
BLUD - LO
- Pendapatan Hibah BLUD - LO Rp 1.239.006.490,00 0,00
- Pendapatan Lain-lain BLUD - LO Rp 1.510.219.987,05 2.526.385.074,86
- Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO  Rp 8.902.343.917,00 1.135.956.092,00
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO  Rp 40.454.298.600,00 44.165.589.650,00
- Kontribusi Kebun Raya Bogor - LO Rp 383.960.000,00 0,00
- Penerusan Pinjaman kepada PDAM Rp 5.119.005.404,00 6.578.046.142,00
Tirta Pakuan - LO
- Sewa Rusunawa - LO Rp 549.015.000,00 0,00
Jumlah Rp 302.942.208.882,12 Rp 280.750.493.639,29
5.4,1.2.Pendapatan Transfer Rp 1,393,681,822,071.00 Rp 1.518.694.889,156,00

Pendapatan Transfer -Dana Perimbangan -
LO sebesar Rp1,393,681,822,071.00 terdiri

dari :
e Pendapatan  Transfer Pemerintah Rp 1.059.900.624.807,00 Rp 1.169.426.692.106,00
Pusat - LO
Pendapatan Transfer- Pemerintah
Pusat - Lo sebesar
Rp1.059.900.624.807,00
terdiri dari:
- Bagi Hasil Pajak- LO sebesar Rp 70.884.856.821,00 Rp 73.935.800.682,00
Rp70.884.856.821,00 dengan
rincian :
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Rp 3.834.883.655,00 3.658.009.934,00

Bangunan Sektor Pertambangan - LO

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Rp 4,00 1.091.207.802,00

Bangunan Sektor Perkebunan - 1O

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal Rp 62.727.950.879,00

29 WP Qrang Pribadi Dalam Negeri

43.260.104.936,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

dan PPh Pasal 21 - LO

Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO Rp
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 Rp

Jumlah Rp

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Rp

Daya Alam - LO  sebesar
Rp30.858.524.788,00 dengan
rincian:

Bagi Hasil dari luran Hak Rp
Pengusahaan Hutan - LO

Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Rp
Hutan - LO

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Rp
Perikanan - LO

Bagi Hasil dari Pertam-bangan Rp

Minyak Bumi - LO
Bagi Hasil dari Pertam-bangan Gas Rp
Bumi - LO

Bagi Hasil dari Pertam-bangan Panas Rp
Bumi - LO
Bagi HMasil Sumber Daya Alam Rp

Mineral dan Batubara - LO

Jumlah Rp

Dana  Alokasi Umum (DAL}
sebesarRp762.556.115.000,00dengan
rincian :

Dana Alokasi Umum - LO Rp
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp

Rp195.601.128.198,00
rincian :

dengan

DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - Rp
LO

DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi - Rp
LO

DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO Rp

DAK Bidang Keluarga Berencana - Rp
LO

4.322.022.287,00
0,00

70.884.856,821,00

30.858.524.788,00

0,00

50.780.422,00

617.648.386,00

4.095.317.169,00

4.618.826.938,00

20.890.130.209,00

585.821.664,00

30.858.524.788,00

762.556.115.000,00

195.601.128.198,00

0,00

0,00

14.614.992.373,00

§74.721.980,00

Rp

Rp

Rp

Rp

4.712.209.492,00
19.214.268.518,00

73.935.800.682,00

49.082.597.889,00

50.933.774,00

9.223.446

764,460.992,00

13.618,334.718

340.322.620

33.792.348.697

506.973.642

49.082.597.889,00

856.516.761.000,00

189.891,532.535

1.164.852.909,00

1.717.500.000,00

0,00

6.065.751.720,00
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KOTA BEOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

DAK Bidang Kesehatan - LO

DAK Bidang Perdagangan - LO

DAK Non Fisik-LO

Jumlah

e Pendapatan
Pusat - Lainnya - LO

Transfer

Pemerintah

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- Lainnya -
Rp28.928.586.000,00

LO sebesar

- Dana Penyesuaian - LO

Jumlah

® Pendapatan Trans

Daerah Lajnnya - LO

Pendapatan  Trans

Daerah  Lainnya

fer

fer

Pemerin-tah

Pemerin-tah

- LO sebesar
Rp224.647.591.212,00 terdiri dari :

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Jumlah

¢ Bantuan Keuangan -

LO

Bantuan Keuangan - LO sebesar
Rp80.205.020.052,00 terdiri dari:

- Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Daerah Provinsi

-LO

Jumlah

5.4.1.3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -

Lo

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang S5ah-LO
sebesar Rp 863.998.171.699,00. Saldo lain-
lain pendapatan daerah yang sah-LO terdiri

dari:

« Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan  hibah

-LO

sebesar

RpB63.998.797.809,00 terdiri dari:

20.551.231.256,00
0,00

159.560.182.589,00

21.297.141.095,00
1.413.070.000,00

158.233.216.811,00

Rp

195.601,128.198,00

18.928.586.000,00

28.928.586.000,00

Rp

Rp

189.891.532.535

41.073.011.000,00

41.073.011.000,00

Rp

Rp

28.928.586.000,00

224.647.591.212,00

224.647.591.212,00

Rp

Rp

Rp

41.073.011.000,00

252,258.206.150,00

252.258.206.150

Rp

Rp

224.647.591.212,00

80.205,020.052,00

80.205.020.052,00

Rp

252.258.206.150

55.936.979.900,00

55.936.979.%00,00

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - Rp

Lo

80.205.020.052,00

863.998.171.699,00

14.343.576.%922,00

Rp

Rp

55.936.979.900,00

104.784.260.162,00

16.235.620.162,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
<. I 31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Rp 46.538.578.469,00 0,00
Daerah Lainnya - LO
- Pendapatan Hibah dari Rp 708.347.853.400,00 220.000.,000,00
Badan/Lembaga/Organisasi  Swasta
dalam Negeri - LO
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Rp 694.272.908,00 0,00
Masyarakat - LO
- Pendapatan Hibah Dana BOS - LO Rp 94,073.890.000,00 88.328.640.000,00
Jumlah Rp 863,998.171.699,00 Rp 104.784.260.162,00
5.4.2, BEBAN Rp 2.450,467.871.633,24 Rp 2.337.325.981.869,92
Beban LO tahun 2020 sebesar
Rp2.450.467.871.633,24 Saido Beban LO terdiri
dari:
5.4.2,1.Beban Pegawai-LO Rp 1.020,893.991.295,00 Rp

Beban

pegawai-LO

sebesar

Rp1.020.893.991.295,00 terdiri dari:

- Beban

Gaji Pokok PNS /

Uang

Representasi - LO

1.

2,
3.
4

10.

1.

12.
13.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan

Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkugan Hidup

Dinas  Kependudukan dan

343.161.852.901,00

172.159.157.249,00
33.461.396.476,00
2.830.849.460,00
5.498.206.080,00

5.139.045.740,00

12.101.075,100,00
908.162.200,00

1.380.796.400,00

2.224.358.740,00
1.636.720.800,00

4.202.961.300,00

12.825.448.840,00
2.645,994.200,00

1.181.752,537.782,00

357.505.742.394,00

181.967.733.554,00
33.986.832,728,00
2,315.898.388,00
5.331.209.647,00

5.679.268.771,00

12.396.302.005,00
952.009.267,00

706.231.080,00

2.208.846.273,00
1.636.702.996,00

5.252.101.061,00

13.346.414.184,00
2.774.366.031,00
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. \“_

M
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desernber 2019

Rp)

14,

16.
17.

18.

19.

20.
21,

22.

23.

24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.
H.
32.
33

34,

35.
36.

Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendatian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpusatakaan

Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Kecamatan Bogor Utara
Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal
Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Tunjangan Keluarga - LO

Rp

1.823.337.000,00

1.264.665.500,00

10.55%.160.456,00
2.308.893.960,00

1.835.155.400,00

2,341.381.000,00

2.498.448.200,00
1.801.286.600,00

1.902.793.600,00

2.897.568.000,00

8.894.582.900,00
2.602.096.100,00

4.230.354.300,00
6.887.961.180,00
2.935.658.580,00
7.467.531.500,00
4.808.175.900,00
5.204.645.100,00
2.629.724.400,00
2.417.082.840,00

2.201.812.400,00

4.039.051.800,00
2.596.313.600,00

32.090.457.140,00

1.852.583.762,00

1.289.701.860,0

10.997.293.488,00
2.380.616.155,00

1.820.178.185,00

2.438.951.106,00

2.533.206.179,00
2.045.269.376,00

1.850.721.038,00

2,845.193.021,00

9.403.989.469,00
2.819.824.604,00

4.404.878.625,00
7.057.314.349,00
2,896.579.791,00
7.544.510,988,00
4.750.654.771,00
5.149.042.887,00
2,639.014.616,00
2,656.762.078,00

2.577.064.362,00

4.357.498.745,00

2.640.946.954,00

33.233.608.896,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR

Per Per

31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) Rp)

f.  Dinas Pendidikan 14.266.232.082,00 14.929.038.835,00

2. Dinas Kesehatan 2.744.852.136,00 2.786.768.041,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 285,593.396,00 224,527.606,00

4. Dinas Pekerjaan Umum dan 637.384.400,00 585.537.000,00
Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan dan 594.461.670,00 679.118.224,00
Permukiman

6.  Satuan Polisi Pamong Praja 1.558.756.670,00 1.594.647.350,00

7. Badan Penanggulangan 102.465.378,00 102.211.314,00
Bencana Daerah

8. Badan Kesatuan Bangsa dan 141.324.458,00 66.850.280,00
Potitik

9.  Dinas Sosial 203.807.974,00 206.985.708,00

10. Dinas Tenaga Kerja dan 187.237.850,0G 193.152.618,00
Transmigrasi

11. Dinas Ketahanan Pangan dan 417.242.796,00 361.952.370,00
Pertanian

12. Dinas Lingkugan Hidup 1.555.555.806,00 1.631.077.664,00

13. Dinas Kependudukan dan 252.750.384,00 269.629.482,00
Pencatatan Sigil

14. Dinas Pemberdayaan 194.417.106,00 170.692.524,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

15. Dinas Pengendalian Penduduk 96.932.852,00 104.207.628,00
Dan Keluarga Berencana

16. Dinas Perhubungan 1.287.512.746,00 1.335.681.244,00

17. Dinas Komunikasi dan 219.135.120,00 232.197.762,00
Informatika

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 175.680.176,00 191.652.630,00
dan Menengah

19. Dinas Penanaman Modal dan 264.807.484,00 271.530.598,00
Pelayanzn Terpadu Satu Pintu

20. Dinas Pemuda dan Olahraga 174.283.706,00 261.520.394,00

21. Dinas Pariwisata dan 157.610.722,00 184.623.856,00
Kebudayaan

22. Dinas Kearsipan dan 171.583.394,00 169.810.732,00
Perpusatakaan

23. Dinas Perindustrian dan 266.946.338,00 256.673.712,00
Perdagangan

24. Sekretariat Daerah 914.452.894,00 970.058.974,00

Pemerintah Kota Bogor

244



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020
Per Per

31 Desember 2020 31 Desember 2019

(Rp) (Rp)

25. Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

283.282.738,00

293.717.132,00

26. Kecamatan Bogor Utara 415.895,250,00 442,332.782,00

27. Kecamatan Bogor Selatan 697.047.322,00 731.832.916,00

28. Kecamatan Bogor Timur 341.852.776,00 336.923.184,00

29. Kecamatan Bogor Barat 744.083.132,00 800.803.000,00

30. Kecamatan Bogor Tengah 521.084.232,00 507.360.482,00

31. Kecamatan Tanah Sareal 557.694,396,00 531.059.390,00

32. Inspektorat Daerah 272,969.268,00 259.767.216,00

33. Badan Perencanaan 245.966.664,00 243.922.372,00
Pembangunan Daerah

34, Badan Keuangan dan Aset 226.111.454,00 261.946.214,00
Daerah

35. Badan Perdapatan Daerah 514.503,086,00 552.488.970,00

36. Badan Kepegawaian dan 298.939.284,00 291.308.692,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Tunjangan Jabatan - LO Rp 8.745.905,976,00 8.405.465,388,00

1. Dinas Pendidikan 204.005.000,00 200.190.000,00

2. Dinas Kesehatan 363.530.000,00 369.880.000,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 208.380.000,00 146.805.000,00

4. Dinas Pekerjaan Umum dan 262.865.000,00 233.250.000,00
Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan dan 160.725.000,00 150.870.000,00
Permukiman

6.  Satuan Polisi Pamong Praja 192.800.000,00 201.470.000,00

7. Badan Penanggulangan 43.560.000,00 42.840.000,00
Bencana Daerah

8. Badan Kesatuan Bangsa dan 125.980.000,00 36.960.000,00
Politik

9. Dinas Sosial 180.090.975,00 180.250.000,00

10. Dinas Tenaga Kerja dan 149.245.000,00 140.570.000,00
Transmigrasi

11. Dinas Ketahanan Pangan dan 258.205.000,00 368.850.000,00
Pertanian

12. Dinas Lingkugan Hidup 216.000.000,00 217.710.000,00

13, Dinas Kependudukan dan 166.665.000,00 153.430.000,00
Pencatatan Sipil

14. Dinas Pemberdayaan 167.965.000,00 182.950.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desemnber 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
15. Dinas Pengendalian Penduduk 135,805.000,00 126,570.000,00
Dan Keluarga Berencana
t6. Dinas Perhubungan 181.725.000,00 182,570.000,00
17. Dinas Komunikasi dan 202.120.000,00 208.985,388,00
Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 167.205.000,00 156.470.000,00
dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan 208.325.000,00 209.230.600,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olahraga 197.125.000,00 190,330.000,00
21, Dinas Pariwisata dan 200.680.000,00 207.450.000,00
Kebudayaan
22. Dinas Kearsipan dan 144,925.000,00 131.150,000,00
Perpusatakaan
23. Dinas - Perindustrian  dan 216.505.000,00 208.910.000,00
Perdagangan
24. Sekretariat Daerah 596.145.000,00 558.185.000,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan 162.405.000,00 165.965.000,00
Rakyat Daerah
26. Kecamatan Bogor Utara 352.050.000,00 337.190.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan 622.930.000,00 578.910.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur 290.180.000,00 278.490,000,00
29. Kecamatan Bogor Barat 632.830.000,00 592.150.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah 45%.790.000,00 434.650.000,00
31. Kecamatan Tanah Sareal 457.240.000,00 441.400.000,00
32. Inspektorat Daerah 110.745.000,00 §7,705.000,00
33. Badan Perencanaan 207.205.000,00 211.570.000,00
Pembangunan Daerah
34. Badan Keuangan dan Aset 168.285.000,00 170.310.000,00
Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah 167.305.000,00 143.985.000,00
36. Badan Kepegawaian dan 164.265.000,00 153.325.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Tunjangan Fungsicnal - L.O

1.
2.

Dinas Pendidikan

Binas Kesehatan

Rp

20.967.902,000,00

14.288.917.000,00
4.455.500.000,00

21.897.052.000,00

15,384.972.000,00
4.405,705.000,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

{Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp}

10,

1.

12.

13.

14.
15.

16.

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkugan Hidup
[inas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan

informatika

Dinas Kearsipan dan
Perpusatakaan

Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO

1.
2.
3.

10.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Urnum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggutangan

Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Keria dan
Transmigrasi

Rp

342.095.000,00
7.350.000,00

892.800.000,00
9.600.000,00
39.720.000,00

176.260.000,00

9.275.000,00
31.370.000,00
56.000.000,00

109.040.000,00

31.080.000,00

351.000.000,00
72.175.000,00

95.720.000,00

5.824.756.680,00

855.730.000,00

369.350.000,00

34.575.000,00
236.865,000,00

260.610.000,00

258.040.000,00
39.270.000,00

37.045.000,00

65.885.000,00
36.725.000,00

264.500.000,00
6.300.000,00

898.020.000,00
7.200.000,00
39.640.000,0

187.6%0.000,00

3.%00.000,00
28.105.000,00
52.290.000,00

101.640.000,00

31.020.000,00

347.800.000,00
48.310.000,00

89.960.000,00

6.199.634.680,00

821.825.000,00

354.680.000,00

36,040.000,00
239.690.000,00

298.495.000,00

288.235.000,00
42.045.000,00

28.185.000,00

68.520.000,00
39.425.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BEOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) {Rp}

11.

12.

13.

14,

13.

16.
17.

18,

19.

20.
1.

22.

3.

24,
25.

26.
7.
28.
29.
30.
3.
32.
33.

34.

35.

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Dinas Lingkugan Hidup

Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpusatakaan

Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Kecamatan Bogor Utara
Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal
inspektorat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Badan Pendapatan Daerah

112.809.200,00

770.289.680,00
140.064,280,00

51.080.000,00

32.925.000,00

572.117.800,00
60.095.000,00

53.750.000,00

69.640.000,00

83.400.000,00
38.460.000,00

26.825.000,00

86.085.000,00

384.720.000,00
104.985.000,00

103.810.000,00
143.295.000,00
62.715.000,00
165.320.000,00
95.600.000,00
112.875.000,00
16.395,000,00
55.995.000,00

79.035.000,00

178.710.000,00

126.110.000,00

819.495.000,00
111.350.000,00

50.070.000,00

37.745.000,00

615.095.000,00
64.815.000,00

55.930.000,00

20.075.000,00

88.345.000,00
52.545.000,00

18.825.000,00

£8.400.000,00

425.045.0600,00
116.080.000,00

116.450.000,00
161.925.000,00
64.219.680,00
184.775.000,00
102.195.000,00
116.130.000,00
21.025.000,00
76.920.000,00

98.600.000,00

204.105.000,00

Pemerintah Kota Bogor

248



KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
. (i 31 Desember 2020 31 Desember 2019
| Rp) (Rp)
36, Badan Kepegawaian dan 70.250.000,00 76.225.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Tunjangan Beras - LO

1.

2
3.
4

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

18.
19.

20.
21

22.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan

Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Fenanggulangan

Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkugan Hidup

Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipit

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Kearsipan dan

Rp

17.009,927.098,00
7.056.713.430,00
1.314.591.878,00
145.202.100,00
353.554.440,00

340.518.840,00

918.068.340,00
57.501.480,00

72.202.740,00

113.554.560,00
92.697.600,00

212.253.600,00

985.781.040,00
140.060.280,00

102.546.720,00

56.487.600,00

759.758.220,00
122.896.740,00

95.159.880,00

135.787.500,00

143.174.340,00
83.862.360,00

89.221.440,00

17.737.838.450,00
7.404.220.800,00
1.550.874.280,00
115.654.740,00
337.911.720,00

388.678.140,00

952.902.360,00
39.891.340,00

36.282.420,00

115.292.640,00
94.073.580,00

285.841.740,00

1.051.610.820,00
149.6%92.140,00

94.725.360,00

61.122.480,00

805.817.340,00
128.400.660,00

96.825.540,00

148,026.480,00

141.798.360,00
95.956.500,00

88.786.920,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

HKOTA BOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

Perpusatakaan

23. Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

24. Sekretariat Daerah

23. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

26. Kecamatan Bogor Utara

27, Kecamatan Bogor Selatan

28. Kecamatan Bogor Timur

29. Kecamatan Bogor Barat

30. Kecamatan Bogor Tengah

31. Kecamatan Tanah Sareal

32. Inspektorat Daerah

33. Badan Perencanaan
Pernbangunan Daerah

34, Badan Keuangan dan Aset
Daerah

35. Badan Pendapatan Daerah

36. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Rp
Khusus - LO

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Rumah Sakit Umum Daerah

4. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan dan
Permukiman

6.  Satuan Polisi Pamong Praja

7. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

8. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

%.  Dinas Sosial

10. Dinas Tenaga Kerja dan

11.

Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan

143.174.340,00

517.151.220,00
153.820.080,00

225,371.040,00
385.564.080,00
190.030.080,00
405.407.160,00
181.279.280,00
293.228.580,00
134.411.520,00
130.790.520,00

126.300.480,00

270,199.020,00

161.604.570,00

731.790.116,00

548.926.112,00
48.179.179,00
§.647.063,00
2.715.424,00

2.662.219,00

1.756.638,00

908.483,00

4.548.720,00

6.000.505,00
4.044.440,00

7.244.226,00

140.856.900,00

357.706.420,00
162.872.580,00

234,713.220,00
396.137.400,00
186.336.660,00
424.236.360,00
277.803.120,00
281.279.280,00
133.325.220,00
135.642.660,00

146.722.920,00

295.546.020,00
160.273.330,00

1.270.736.541,00

947.441.632,00
77.379.910,00
11.226.148,00
4.490.909,00

3.289.489,00

3.549.458,00
1.140.819,00

2.008.172,00

8.926.583,00
6.456.678,00

19.214.562,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
. [ 31 Desernber 2020 31 Desember 2019
i Rp) (®p)

Pertanian

12. Dinas Lingkugan Hidup 2.708.180,00 5.601.606,00

13, Dinas Kependudukan dan 3.893,589,00 6.704.239,00
Pencatatan Sipil

14. Dinas Pemberdayaan 3.833.625,00 8.576.438,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Pertindungan Anak

15. Dinas Pengendalian Penduduk 3.744.621,00 6.191.871,00
Dan Keluarga Berencana

16. Dinas Perhubungan 1.910.768,00 5.224.539,00

17. Dinas Komunikasi dan 2.314.306,00 5.658.671,00
Informatika

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 3.171.277,00 6.722.874,00
dan Menengah

19, Dinas Penanaman Modal dan 2.995.032,00 2.978.455,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

20. Dinas Pemuda dan Olahraga 4.403.705,00 8.350.201,00

21. Dinas Pariwisata dan 4.119.803,00 9.466.083,00
Kebudayaan

22, Dinas Kearsipan dan 6.151.752,00 9.349.386,00
Perpusatakaan

23. Dinas  Perindustrian  dan 5.770.957,00 8.310,992,00
Perdagangan

24, Sekretariat Daerah 15.694.873,00 21.965.673,00

25. Sekretariat Dewan Perwakilan 3.444.268,00 7.394,988,00
Rakyat Daerah

26. Kecamatan Bogor Utara 1.561.924,00 5.643.96%,00

27. Kecamatan Bogor Selatan 1.651,092,00 9.069.823,00

28. Kecamatan Bogor Timur 1.043.538,00 2.810.985,00

29. Kecamatan Bogor Barat 4.518.172,00 13.777.986,00

30. Kecamatan Bogor Tengah 1.746.102,00 3.934.590,00

31. Kecamatan Tanah Sareal 3.058.625,00 8.585.189,00

3Z. Inspektorat Daerah 8.366.100,00 11.693.686,00

33. Badan Perencanaan 2.656.217,00 4.282.170,00
Pembangunan Daerah

34. Badan Keuangan dan Aset 1.674.129,00 4.435.123,00
Daerah

35. Badan Pendapatan Daerah 2.980.177,00 3.821.430,00

36, Badan Kepegawaian  dan 2.744.265,00 3.061.214,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Pembulatan Gaji - LO Rp 4,539.391,00 5.188.875,00

1.  Dinas Pendidikan 2.173.806,00 2,390.181,00

2. Dinas Kesehatan 477.231,00 513.770,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 38.649,00 37.612,00

4, Dinas Pekerjaan Umum dan 77.340,00 87.852,00
Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan dan 72.373,00 97.834,00
Permukiman

6. Satuan Polisi Pamong Praja 177.686,00 210.546,00

7. Badan Penanggulangan 13.592,00 15.918,00
Bencana Daerah

8. Badan Kesatuan Bangsa dan 16.970,00 10.363,00
Politik

9. Dinas Sosial 25.944,00 32.444,00

10. Dinas Tenaga Kerja dan 18.900,00 27.266,00
Transmigrasi

11. Dinas Ketahanan Pangan dan 51.963,00 84.748,00
Pertanian

12, Dinas Lingkugan Hidup 206.520,00 246.761,00

13. Dinas Kependudukan dan 27.949,00 39.378,00
Pencatatan Sipil

14. Dinas Pemberdayaan 21.713,00 27.153,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

15. Dinas Pengendalian Penduduk 15.624,00 19.714,00
Dan Keluarga Berencana

16. Dinas Perhubungan 156.589,00 190.560,00

17. Dinas Komunikasi dan 31.314,00 37.705,00
Informatika

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 22.940,00 28.068,00
dan Menengah

19. Dinas Penanaman Modal dan 33.510,00 38.771,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

20. Dinas Pemuda dan Olahraga 30.687,00 38.569,00

21. Dinas Pariwisata dan 23.364,00 29.123,00
Kebudayaan

22. Dinas Kearsipan dan 12.800,00 25.515,00
Perpusatakaan
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HOTA BECGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
F ®p) (Rp)
23. Dinas  Perindustrian  dan 34.266,00 38.444,00
Perdagangan
24, Sekretariat Daerah 133.106,00 156.603,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan 35.562,00 46.004,00
Rakyat Daerah
26. Kecamatan Bogor Utara 55.508,00 66,931,00
27. Kecamatan Bogor Selatan 90.447,00 104.249,00
28. Kecamatan Bogor Timur 42.803,00 50.137,00
29. Kecamatan Bogor Barat 97.775,00 107.057,00
30. Kecamatan Bogor Tengah 56.670,00 72.120,00
3t. Kecamatan Tanah Sareal 67.266,00 67.619,00
32. Inspektorat Daerah 31.147,00 36.264,00
33. Badan Perencanaan 35.513,00 42.451,00
Pembangunan Daerah
34, Badan Keuangan dan Aset 33.405,00 44.753,00
Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah 55.052,00 72.885,00
36. Badan  Kepegawaian dan 33.407,00 43.507,00

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

- Beban luran Jaminan Kesehatan - LO

1.

Badan Keuangan dan Aset

Daerah

- Beban Tunjangan Jaminan Kematian

ASN - L0
1.

- Beban Gaji Pckok Walikota dan

walikota -

Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Lo

- Tunjangan Keluarga Walikota/

Walikota

- Tunjangan jabatan Walikota /

walikota

- Tunjangan beras Walikota /

walikota

- Tunjangan
walikota

PPH Walikota /

wakil

Wakil

Wakil

Wakil

Wakil

- Beban Pembulatan Gaji Walikota /
Wakil Walikota

- Beban Gaji Pokok/Uang Representasi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

28.334.202.577,00
28.334.202.577,00

1.933.087.357,00

1.933.087.357,00

46.800.000,00

6.552.000,00

84.240.000,00

6.952.320,00

241.056,00

960,00

947.205.000,00

10.035,878.330,00
10.035.878.330,00

0,00

0,00

54.600.000,00

7.644.000,00

98.280.000,00

6.952.320,000

827.552,00

480,00

1.026.795.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

Rp)

Per

31 Desember 2019

{Rp)

DPRD - LO

- Beban Tunjangan Keluarga DPRD - LO
- Beban Tunjangan Jabatan DPRD -LQ
- Beban Tunjangan Beras DPRD -LO

- Beban Tunjangan PPH/ Khusus DPRD -
LO

- Beban luran Jaminan Kesehatan DPRD -
Lo

- Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja
DPRD -LO

- Beban luran Jaminan Kematian DPRD -
LO

- Beban Uang Paket DPRD - LO

- Beban Tunjangan Panitia Musyawarah
DPRD - LO

- Beban Tunjangan Komisi DPRD - LO

- Beban Tunjangan Panitia Anggaran
DPRD - LO

- Beban Tunjangan Badan Kehormatan
DPRD - LO

- Beban Tunjangan Alat Kelengkapan
Lainnya DPRD - LO

- Beban Tunjangan Perumahan DPRD - LO
- Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD - LO
- Beban Tunjangan Reses - LO

1. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

- Beban luran Jaminan Kematian - LO

1. Badan Keuangan dan Aset
Daerah

- Beban iuran jaminan kecelakaan kerja

1. Badan Keuangan dan Aset
Daerah

- Beban Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja - LO
1. Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Eal S

Dinas Pekerjaan Umum dan

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

118.685.700,00
1.373.447.250,00
148.461,000,00
270.348,00

268,320.000,00

2.273.292,00

6.819.876,00

94.720.500,00
32,703.300,00

60.930.450,00
32.703.300,00

7.856.100,00

18.087.300,00

11.163.500.000,00
0,00
2.190,300.000,00
2.190,300.000,00

179.830.151,00
179.830.151,00

704.306.312,00
704.306.312,00

275.129.677.157,00

22.802.811.391,00
18.561.138.064,00
1.724.600.000,00
8.090.031.469,00

133.177.800,00
1.488.852,750,00
142.594.980,00
247.819,00

68.287.941,00

2,120.076,00

6.360.228,00

88.336.500,00
26.933.025,00

52.343.550,00
26.933.025,00

7.201.425,00

14.265.825,00

10.410.500.000,00
406.665.000,00
1.381.800.000,00
1.381.800.000,00

2.199.728.849,00
1.199.728.849,00

733.243.888,00
733.243.888,00

301.431.506.586,00

26.273.803.665,00
21.798.657.911,00
1.537.500.000,00
9.540.575.798,00
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KGOTA BOGOR

. B

M

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

12.
13.

14.

15.

20.
21,

23.

24,
25,

26.
27.

Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerzh

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkugan Hidup

Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpusatakaan

Dinas Perindustrian  dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Kecamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan

6.738.211.565,00

16.976.596.377,00
1.382.801.174,00

2.519.932.091,00

3.655.638.936,00
2.979.623.478,00

6.895.536.487,00

14.165.922,136,00
4.066.506,557,00

3.283.902.546,00

2.411.215.926,00

13.173,325.015,00
4.332.860.637,00

3.211.376.692,00
5.567.495.378,00

4.060.224.729,00
3.465.288.377,00

3.443.295.700,00
4.639.398.189,00

22.447.417.102,00
4.050.579.075,00

7.197.271.451,00
12.331.594.500,00

8.358.326.954,00

19.922.736.216,00
1.645.775.529,00

1.200.107.558,00

4.320,246.621,00
3.172.870.302,00

10.012.699.238,00

16.993.077.497,00
4.473.442.723,00

3.688.399.858,00

2.667.426.879,00

15.6%4.870.831,00
4.879.942.705,00

3.532.228.444,00

4.813.189.660,00

4.689.526.329,00
4.142.520.814,00

3.761.846.162,00

5.291.456.533,00

20.844.346.666,00
4.785.520.099,00

8.136.330.420,00
13.385.373.266,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

28.
29.
30.
31
32.
33

34,

35.
36.

Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal
Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD -

Lo

- Beban Tunjangan Penghasilan Guru

PNSD

- Beban Penunjang Opersional Pimpinan
DPRD - LO

- Beban

Penunjang Operasional

KDH/WKDH - LO

- Tunjangan Transportasi DPRD

- Beban Penunjang Komunikasi

pimpinan dan Anggota DPRD - LO

Rp

.Rp

Rp

Rp

Rp

Insentif Rp

- Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rp

-L0
1.

Badan Pendapatan Daerah

- Beban Honorarium Panitia Pelaksana Rp

Kegiatan - L.O

1.
2.
3.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan

Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

5.301,360.359,00
12.393.706.407,00
8.539.527.531,00
8.595.121.001,00
9.570.099.355,00
6.726.393.297,00

10.878.937.149,00

2.080.500.000,00

6.869.427.016,00

111.661.721.240,00

443.050.000,00

0,00

1.505.120,000,00

6.996.000.000,00
8.746.500.000,00

21.940.471.029,00

21.940.471.029,00
9.004.293,203,00

0,00
4.085.150.003,00
0,00
0,00

0,00

0,00
3.112.300,000.00

5.787.526.689,00
13.659.185,061,00
9.338.642.652,00
9.645.736.177,00
8.799.962.458,00
5.422.981.223,00

10.306.950.267,00

2.511.000.000,00

6.396.723.281,00

128.459.066.940,00

172.575.000,06

360.360.000,00

1.416.000.000,00

6.132.000.000,00
8.158.500.000,00

25.425.320.280,00

25.425,320.280,00
10,674.444.500,00

360.650.000,00
670.700.000,00

20.550.000,00
398.010.000,00

305.250.000,00

806.640.00G,00
65.890.000,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp}
8. Badan Kesatuan Bangsa dan 0,00 48.050.000,00
Politik
9. Dinas Sosial 15.000.000.00% 189.025.000,00
10, Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 132.500.000,00
Transmigrasi
11. Dinas Ketahanan Pangan dan 2.218.300,00 453.400.000,00
Pertanian
12, Dinas Lingkugan Hidup 0,00 391.850.000,00
13. Dinas  Kependudukan dan 0,00 102.050.000,00
Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan 0,00 155,900.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
15. Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 84.400.060,00
Dan Keluarga Berencana
16. DPinas Perhubungan 1.362.600.000,00 569.150.000,00
17. Dinas komunikasi dan 0,00 203.250.000,00
Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 0,00 155.250.000,00
dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 91.600.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 109.700.000,00
21, Dinas Pariwisata dan 0,00 175.250.000,00
Kebudayaan
22. Dinas Kearsipan dan 0,00 99.550.000,00
Perpusatakaan
23. Dinas Perindustrian  dan 0,00 253.550.000,00
Perdagangan
24. Sekretariat Daerah 2.800.000,00 1.017.124.500,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 238.655.000,00
Rakyat Daerah
26. Kecamatan Bogor Utara 0,00 239.900.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 344.250.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur 0,00 222.450.000,00
2%. Kecamatan Bogor Barat 0,00 521.850.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 328.300.000,00
31, Kecamatan Tanah Sareal 0,00 352.175.000,00
32. Inspektorat Daerah 2.600.000,00 106.900.000,00

Pemerintah Kota Bogor

257



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
33. Badan Perencanaan 0,00 235.400.000,00
Pembangunan Daerah
34. Badan Keuangan dan Aset 289.550.000,00 308.675.000,00
Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah 0,00 303.450.000,00
36, Badan  Kepegawaian dan 132.075.000,00 413,150.000,00

- Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Dan Jasa - LO

1.

2
3
4

10.

11,
12.

14,

15.
16.

17.

18.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pambng Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkugan Hidup

Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

binas Pengendaiian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.018.332.500,00

9.500.000,00
101.080.000,00
2.000.000,00
133.900.000,00

91.400.000,00

5.500.000,00
2,700.000,00

8.800.000,00
6.500.000,00

19.500.000,00

54.900.000,00
24.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

18.750.000,00
44.955.000,00

6.500.000,00

18.000.000,00

1.225.415.000,00

27.1006.000,00
§3.700.000,00

0,00
97.560,000,00

124.050.000,00

16.600.000,00
6.000.000,00

6.500.000,00
8.000.000,00

18.550.000,00

100.400.000,00
13.175.000,00

5.350.000,00

0,00

56.600.,000,00
39.000.000,00

6.500.000,00

27.200.000,00

Pemerintah Kota Bogor

258



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
19. Dinas Pemuda dan Olahraga 9.500.000,00 12.000.000,00
20. Dinas Pariwisata dan 10.300.000,00 10.000.000,00
Kebudayaan
21, Dinas Kearsipan dan 5.500.000,00 5.150.000,00
Perpusatakaan
22. Dinas  Perindustrian  dan 4,500.000,00 20.500.000,00
Perdagangan
23. Sekretariat Daerah 198.462.500,00 297,200.000,00
24, Sekretariat Dewan Perwakilan 36.400.000,00 48.330.000,00
Rakyat Daerah
25. Kecamatan Bogor Utara 14.350.000,00 15.000.000,00
26. Kecamatan Bogor Selatan 20.000.000,00 9.000.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur 20,900.000,00 1.000.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat 34.100.000,00 45,900.000,00
29. Kecamatan Bogor Tengah 21.885.000,00 11.000.000,00
30. Kecamatan Tanah Sareal 6.000.000,00 1.000.000,00
31. Inspektorat Daerah 5.400,000,00 7.300.000,00
32. Badan Perencanaan 16.950.000,00 27.000.000,00
Pembangunan Daerah
33. Badan Keuangan dan Aset 17.100, 000,00 15.050.000,00
Daerah
34. Badan Pendapatan Daerah 8.000.000,00 60.500.000,00
35. Badan Kepegawaian dan 19.000.000,00 23.200,000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Honorarium Moderator / MC / 0,00 25.600,000,00
Pembaca Doa - LO
1. Dinas Kesehatan 0,00 7.000.000,00
2. Dinas Pemberdayaan 0,00 1.500.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
3. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 600.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Sekretariat Daerah 0,00 4.800.000,00
5. Sekretariat Dewan Perwakilan 8.300.000,00
Rakyat Daerah 0,00
6. Badan Kepegawaian  dan 0,00 3,400.000,00

Pengembangan Sumber Daya

Manusia
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R i111 1

M

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

Rp)

Per

31 Desember 2019

{Rp)

- Beban

Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap - LO

1.
2,
3.

10.

12,
13.

14,

15,

16.

17.

18.
19.

20.

FA N

22,
23.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Pelisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Badan HKesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ‘

Dinas Ketahanan Pangan dan
pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan

Dinas Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpusatakaan

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat UDewan Perwakilan

6,693,240,332.00

0,00
171.750.000,00
70.685.468,00

27.400.000,00

0,00
543,200,000.00

39.224.102,00

137.661.202,00
15.350.000,00

¢,00

3,010.400.000,00
777.196.736,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.200.000,00
0,60

0,00

3.600.000,00

1.489.106,966,00
42.285.238,00

92.450.591,441,00

133.900.000,00
13.513.694.600,00
6.505.912.904,00

10.503.725.000,00

1.554.369.990,00
315.600.000,00

134.080.000,00

811.171.387,00

192.,400.000,00

510.300.062,00

42.608.620.686,00
6.240.861.230,00
42.938.000,00

122.600.000,00

70.200.000,00

154.800.600,00

18.000.000,00

152.300.000,00
167.400.000,00

197.500.000,00

354.900.000,00

2.087.114.656,00
529.575.438,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp} (Rp)
Rakyat Daerah
24, Kecamatan Bogor Utara 37.026.262,00 38.124.016,00
25. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 614.250.000,00
26. Kecamatan Bogor Timur 0,00 367.896.000,00
27. Kecamatan Bogor Barat 37.564.912,00 2.211.968.248,00
28. Kecamatan Bogor Tengah 90.134.521,00 674.050.868,00
29, Kecamatan Tanah Sareal 72.956.429,00 1.078.238.108,00
30. [Inspektorat Daerah 0,00 107.900.000,00
31. Badan Perencanaan 14.300.000,00 30.700.000,00
Pembangunan Daerah
32. Badan Keuangan dan Aset 40.600.000,00 36.800.248,00
Daerah
33. Badan Pendapatan Daerah 38.598.496,00 75.700.000,00
34. Badan Kepegawaian dan 0,00 93.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Honorarium Panitia Pelaksana 0,00 29.212.203.604,00
Kegiatan - LO
1. Dinas Pendidikan 0,00 261.250.000,00
2. Dinas Kesehatan 4,00 776.888.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 690.800.000,00
Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan 0,00 309,150.000,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 123.300.000,00
6. Badan Penanggulangan 0,00 530.966.300,00
Bencana Caerah
7. Dinas Sosial 0,00 314.668.600,00
8 Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 114.530.000,00
Transmigrasi
9. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 439.800.000,00
Pertanian
10, Dinas Pemberdayaan 0,00 434,250.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
11. Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 173,361.400,00
Dan Keluarga Berencana
12. Dinas Perhubungan 0,00 874.685.000,00
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 0,00 26.700.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

HOTA BOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
dan Menengah
14. Dinas Pemuda dan Qlahraga 0,00 79.150.000,00
15. Dinas Pariwisata dan 0,00 437.950.000,00
Kebudayaan
16. Dinas  Perindustrian  dan 0,00 78.700.000,00
Perdagangan
17. Sekretariat Daerah 0,00 4.206.350.000,00
18, Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 3.200,000,00
Rakyat Daerah
19. Kecamatan Bogor Utara 0,00 3.250.046.000,00
20. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 4.339.428.000,00
21. Kecamatan Bogor Timur 0,00 1.787.712.000,00
22. Kecamatan Bogor Barat 0,00 3.274.521.000,00
23. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 2,043.313.000,00
24. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 2.814,126.000,00
25. Badan Perencanaan 0,00 109.350.000,00
Pembangunan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset 0,00 73.879.304,00
Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah 0,00 1.517.129.000,00
28. Badan Kepegawaian dan 0,00 7.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Honorarium Moderator / MC / 0,00 155.900.000,00
Pembaca Doa - LO
1. Dinas Pendidikan 0,00 ‘ 3.600.000,00
2. Dinas Kesehatan 0,00 3.550.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 9.600.000,00
Daerah
4. Dinas Tenaga Kerja dan G,00 4,700.000,00
Transmigrasi
5. Dinas Pernberdayaan 0,00 300.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
6. Dinas Perhubungan 0,00 7.300.000,00
7. Dinas Komunikasi dan 0,00 2.000.000,00
Informatika
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 0,00 5.000.000,00

dan Menengah
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
9. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 1.200.0060,00
Petayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 1.600.000,00
11. Dinas Pariwisata dan 0,00 13.600.000,00
Kebudayaan
12. Sekretariat Daerah 0,00 92.700.000,00
13, Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 3.000.000,00
Rakyat Daerah
14. Kecamatan Bogor Utara 0,00 3.300.060,00
15. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 1.750.000,00
16. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 200.000,00
17. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 1.500.000,00
18. Badan Pendapatan Daerah 0,00 1.000.000,00
- Honor Pejabat Negara - LO 0,00 33.000.000,00
1. Badan Perencanaan 0,00 3.000.000,00
Pembangunan Daerah
2. Badan Pendapatan Daerah 0,00 30.000.000,00
- Beban Uang Lembur PNS -LO 0,00 1.284,532.000,00
1. Dinas Perumahan dan 0,00 427.946.000,00
Permukiman
2. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 2.526.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 15.192.000,00
Daerah
4.  Dinas Lingkungan Hidup 0,00 720.611.000,00
5. Dinas Perhubungan 0,00 7.755.000,00
6. Badan Pendapatan Daerah 0,00 110.502.000,00

- Beban Uang Lembur Non PNS - LO

1.

8.

Oinas Perumahan dan

Permukiman

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah
Dinas Sosial

Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan

Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

Kecamatan Boger Utara

1.141.104.000,00
740.922.000,00

20.840.000,00

1.209.000,00
46.800.000,00

172.016.000,00
106.717.000,00

21.668.000,00

1.065.658.000,00
262.756.000,00

0,00

0,60
0,00

740.116.000,00
54.120.000,00
5.676.000,00

0,60
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp}
9. Kecamatan Bogor Barat 30.932.000,00 0,00
10. Badan Pendapatan Daerah 0,00 2.990,000,00

- Beban Honorarium Pengelola Dana BOS

-Lo
1.

Dinas Pendidikan

- Beban Pegawai BLUD - LO

2.

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD}

Jumilah

Beban Persediaan

Beban

Persediaan sebesar

Rp265,764,905,358,48 terdiri dari:

- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor

1.
s
3.

10.

1.

12.
13.

14.

13,

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polist Pamong Praja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Dinas Lingkugan Hidup

Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Magyarakat, Perempuan Dan

Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk

19.978.647.277,00

19.978.647.277,00
80.336.207.006,00
80.336.207.006,00

1.020.893.991.295,00

265,764,905,358.48

16,782,363,463.98
8.614.978.613,00
342,018,244.00
593.040.290,65

104.010.170,00

73.098.140,00

23.236.800,00
37,124,000.00

45.716.700,00

70,593.727,00
71.448.720,00

51.999.300,00

96.919.755,00
3.139.253.750,00

39.733.300,00

113.919.245,00

36.273.535.838,00

36.273.535.838,00
63.120.491.006,00
63.120.491.006,00

1.181,752.537,782,00

189,899.587.282,94

17.897.698.191,69
9.375.124.932,00
492,378.669,00
289.759.692,35

170.818.940,00

151.228.760,00

89.523.700,00
61.025.305,00

56.105.150,00

348.756.373,00
72.002.122,00

85.193.100,00

177.819.283,00
1.919.900.300,00

173.239.650,00

58.007,855,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

16.
17,

18,

20.
21.

22.

23.

24.
25,

26.
27.
28.
29.
30.
.
3z,
33.

34,

35.

36.

- Bebhan

Dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Kemunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpusatakaan

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Kecamatan Bogor Utara
Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecarnatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal
Inspekterat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan  Kepegawajan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Persediaan Alat Listrik dan

Elektronik {Lampu Pijar, Battery Kering)

1.
2.
3.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

(BLUD)

123.095.798,00
71.419.695,00

34.082.050,00

76.561.629,00

74.359.830,00
71.382.100,00

66.408.000,00

76.839.422,00

718.074.659,00
220.046.260,00

117.973.208,00
167.905.231,00
$35.730.110,00
217.647.959,00
164.843.400,00
149.595.700,00

41.123.500,00

68.953.050,00

164.448.715,00

406.016.067,00
198.766.226,33

11,189,001,108.00

754.238.079,00
42.752.970,00
258.021.628,00

140.565.359,00
68.831.571,00

42.416.500,00

46.980,924,00

33.936.500,00
36.041.000,00

67.419.900,00

198.417.100,00

706.931.122,00
305.351.300,00

91.917.000,00
241,604.900,00
125.077.400,00
508.123.647,00
203.421.003,00
143.081.895,00

50.716.500,00
196.702.455,00

470.501.875,00

435.070.361,00
243,706.048,24

12.125.904.007,00

643.117.882,00
30.953.430,00
0,00
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Catatan atas Laporan Keuvangan Tahun 2020

KOTA BOGOR

7 Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)

4. Dinas Pekerjaan Umum dan 19,069,050.00 25.608.540,00
Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan dan 9.205.418.150,00 10.366.520.035,00
Permukiman

6.  Satuan Polisi Pamong Praja 3.345.000,00 9.020.000,00

7. Badan Penanggulangan 2,490.000,00 12.948.000,00
Bencana Daerah

8. Dinas Sosial 15.830.000,00 4.000.000,00

9. Dinas Tenaga Kerja dan 7.375.000,00 61.168.348,00
Transmigrasi

10, Dinas Ketahanan Pangan dan 12.293.000,00 16.449.500,00
Pertanian

11. Dinas Lingkugan Hidup 12.643.000,00 158.064.900,00

12. Dinas Kependudukan dan 14.436.0600,00 17.773.200,00
Pencatatan Sipit

13. Dinas Pemberdayaan 4.000.000,00 1.350.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

14. Dinas Komunikasi dan 13.880.000,00 14.347.273,00
Informatika

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 3.352.500,00 4.858.000,00
dan Menengah

16. Dinas Penanaman Modal dan 25.101,000,00 8.800.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

17. Dinas Pemuda dan Olahraga 24.916.500,00 15,271.500,00

18, Dinas Pariwisata dan 13.199.000,00 2.252.,500,00
Kebudayaan

19. Dinas Kearsipan dan 9.120.000,00 5.960.000,00
Perpusatakaan

20. Dinas  Perindustrian  dan 13.437.700,00 26.937.000,00
Perdagangan

21, Sekretariat Daerah 139.932.500,00 189.654.000,00

22. Sekretariat Dewan Perwakilan 356.980.462,00 309.314.654,00
Rakyat Daerah

23. Kecamatan Bogor Utara 6.180.000,00 0,00

24, Kecamatan Bogor Selatan 57.688.669,00 22.336.000,00

25. Kecamatan Bogor Timur 9.696.000,00 13.693.000,00

26. Kecamatan Bogor Barat 32.202.000,00 29.561.500,00

27. Kecamatan Boger Tengah 49.614,500,00 30.771.500,00
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HOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
28. Kecamatan Tanah Sareal 13.884.400,00 2.939.745,00
29. Inspektorat Daerah 2,136.500,00 1.527.500,00
30. Badan Perencanaan 18.315.000,00 16.381.000,00
Pembangunan Daerah
31. Badan Keuangan dan Aset 7.543.500,00 7.825.000,00
Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah 33.000.000,00 25.350.000,00
33. Badan Kepegawaian dan 4,895.000,00 51.150.000,00

- Beban Persediaan Perangko, Materai dan

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Benda Pos Lainnya

1.
2.
3.

© ® N oo

10.
1.

- Beban Persediaan Peralatan Kebersihan

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Komunikasj dan
Informatika

Sekretariat Daerah
Kecamatan Bogor Selatan
Inspektorat Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

dan Bahan Pembersih

1.
Z.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)
Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan

Permukiman

95.057.500,00

31.677.500,00
2.163.000,00
26.997.000,00

1.320.000,00

1.260.000,00

300.000,00
300.000,00
600.000,00
9.600.000,00

840.000,00

0,00

5,477,385,836.86

2.579.783.598,00
93,571,684.00
426.476.874,86

27.753.550,00

15.978.000,00

13.098.000,00

0,00
2.508.000,00
0,00

1.650.000,00

1.440.000,00

0,00

0,00
240.000,00
4.680.000,00

510.000,00

2.070.000,00

3.856.218.925,75

1.514.763.976,00
12.858.403,00
1.600.081,75

73.358.640,00

26.105.500,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
6. Satuan Polisi Pamong Praja 6.530.500,00 11.912.500,00
7. Badan Penanggulangan 0,00 10.691.000,00
Bencana Daerah
8. Dinas Sosial 17.451.000,00 14,316.500,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan 8.296.000,00 3.649.000,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan dan 17.757.500,00 21.129,000,00
Pertanian
11. Dinas Lingkugan Hidup 1,018,497,190.00 1.449.092.100,00
12, Dinas Kependudukan dan 41.656.300,00 25.010.600,00
Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan 5.579.000,00 4,930.500,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
14. Dinas Pengendalian Penduduk 5.296.500,00 2,808.500,00
Dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan 18.996.000,00 32.462.000,00
16. Dinas Komunikasi dan 10.099.000,00 10.681.150,00
Informatika
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 2.179.000,00 5.147.000,00
dan Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan 19.978.000,00 22.037.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pemuda dan Olahraga 20.647.000,00 13.111.000,00
20. Dinas Pariwisata dan 4.096.000,00 156.700,00
Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan 14.195.000,00 7.644.500,00
Perpusatakaan
22. Dinas Perindustrian  dan 23.584.400,00 23.598.000,00
Perdagangan
23. Sekretariat Daerah 501.968.610,00 320.759.212,00
Z4. Kecamatan Bogor Utara 28.101.000,00 21.465.000,00
25. Kecamatan Bogor Selatan 138.687.450,00 35.531.450,00
26. Kecamatan Bogor Timur 103.124.600,00 18.666.500,00
27. Kecamatan Bogor Barat 150.648.380,00 80.781.000,00
28. Kecamatan Bogor Tengah 119.943.200,00 44,740.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal 3.974.250,00 4.718.527,00
30. Inspektorat Daerah §.601.500,00 11.763.700,00
31. Badan Keuangan dan Aset 14.026.750,00 14.433.386,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) (Rp}
Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah 15.000.000,00 0,00
33, Badan Kepegawaian dan 13.908.000,00 4.302.500,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Persediaan Bahan Bakar 12.386.634,175 10.036.085.304,00
Minyak/Gas
1. Dinas Pendidikan 22.886.242,00 24.245.000,00
2. Dinas Kesehatan 29.251.912,00 26.590.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 183.557.239,00 0,00
{BLUD)
4. Dinas Pekerjaan Umum dan 1.215.406.769,00 930.271.050,00
Penataan Ruang
5. Badan Penanggulangan 11,540,000.00 0,00
Bencana Daerah
6. Dinas Tenaga Kerja dan 55.200.000,00 0,00
Transmigrasi
7. Dinas Lingkugan Hidup 9,236,014,713.00 8.919.828.637,00
8. Dinas Perhubungan 1.413.648.656,00
9. Dinas Pemuda dan Olahraga 55.290.500,00 51.716.603,00
10. Dinas Kearsipan dan 144.,680,00 40.140,00
Perpusatakaan
11. Sekretariat Daerah 1.995.500,00 1.726.347,00
12. Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 25.946.323,00
Rakyat Daerah
13. Kecamatan Bogor Utara 82.120.379,00 0,00
14. Kecamatan Bogor Tengah 624.000,00 0,00
15. Inspektorat Daerah 1.549.281,00 1.672.000,00
16. Badan Perencanaan 49.995.707,00 54.049.204,00
Pembangunan Daerah
17. Badan  Kepegawalan dan 15.408.597,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Persediaan Pengisian Tabung 50.994.000,00 56.582.500,000

Pemadam Kebakaran

1.
2.
3.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Dinas Perumahan dan

Permukiman

9.536.000,00
2.480.000,00

5.150.000,00
660.000,00
28.573.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
- [ 31 Desember 2020 31 Desember 2019
P Rp) (Rp)
4, Sekretariat Dewan Perwakilan 23.940.000,00 12.721.500,00
Rakyat Daerah
5. Badan Keuangan dan Aset 4.400.000,00 0,00
Daerah
6. Badan Pendapatan Daerah 9.648.000,00 9.528.000,00
7. Badan Kepegawaian dan 990.000,00 0,00

- Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung

Gas

10.

1.

12.
13.

14.

15.
6.

17.

18.

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD}

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkugan Hidup

Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpusatakaan

Dinas Perindustrian dan

232.754.880,00

2.000.000,00
557.000,00
166.278.500,00

1.920.000,00

1.280.000,00
1.450.000,00

900.000,00

3.300.000,00
400.000,00

3.630.000,00

1.485.000,00

750.000,00
1.800.000,00

960.000,00

2.100.000,00
1.958.000,00

3.863.380,00

4.950.000,00

55.345.980,00

1.416.%80,00
2.405.000,00
0,00

1.600.000,00

2.400.000,00
0,00

0,00

3.300.000,00
1.925,000,00

1.200.000,00

1.980.000,00

760.000,00
1.650.000,00

960.000,00

1.500.000,00
1.920.000,00

4.080.000,00

3.600.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
Perdagangan
19. Sekretariat Dewan Perwakilan 4.973.000,00 0,00
Rakyat Daerah
20. Kecamatan Bogor Selatan 660.000,00 0,00
21, Kecamatan Bogor Timur 2.040.000,00 2.040.000,00
27. Kecamatan Bogor Barat 6.365.000,00 6.273.000,00
23. Kecamatan Bogor Tengah 6.810.000,00 7.236.000,00
24. Kecamatan Tanah Sareal 450¢.000,00 450.000,00
25. Badan Perencanaan 200.000,00 850.000,00
Pernbangunan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset 1.280.000,00 1.280.000,00
Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah $.520.000,00 4.420.000,00
28. Badan Kepegawaian dan 875.000,00 2.100.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Persediaan Kit Pelatihan

1.

2
3.
4

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Kecamatan Bogor Utara

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Persediaan Bahan Dekorasi dan

Desain Interior/Eksterior

1.

8

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan
Bencana daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan

4,350,000.00
0,00
4,350,000.00
0,00

0,00

3.255.116.650,00

484.177.390,00
471.193.650,00

113.578.000,00

108.408.050,00

28.075.000,00

0,00

40.500.000,00

15.287.924,00

6.027.300,00

101.440,000,00
32.180.000,00
35.500.000,00
3.000.000,00
30.760.000,00

5.600.697.998,00

446.077.100,00
626.430.150,00

104.514.260,00

489.607.000,00

13.424.000,00

38.700.000,00

5.600.000,00

9.892.712,00

11.900.000,00
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HOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
: AT 31 Desember 2020 31 Desember 2019
l 4 {Rp) (Rp)

Transmigrasi

10. Dinas Ketahanan Pangan dan 53.634.200,00 51.250.000,00
Pertanian

11, Dinas Lingkugan Hidup 7.650.000,00 4.175.000,00

12. Dinas Kependudukan dan 32.,684,400,00 €6.050.000,00
Pencatatan Sipil

13, Dinas Pernberdayaan 12.073.000,00 33.925.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

14. Dinas Pengendalian Penduduk 314.654.763,00 201.110.000,00
Dan Keluarga Berencana

15. Dinas Perhubungan 13.164.700,00 56.860.000,00

16. Dinas Komunikasi dan 3.520.000,00 70.529.600,00
Informatika

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 66.148.800,00 108.700.000,00
dan Menengah

18. Dinas Penaraman Modal dan 0,00 30.600.000,00
Pelayanan Satu Pintu

19. Dinas Pemuda dan Olahraga 9.616.400,00 12.290.000,00

20. Dinas Pariwisata dan 149.213.000,00 244,580.000,00
Kebudayaan

21. Dinas Kearsipan dan 15.331.600,00 17.300.000,00
Perpusatakaan

Z2. Dinas  Perindustrian  dan 264.070.613,00 156.297.100,00
Perdagangan

23. Sekretariat Daerah 325.367.000,00 960.831.280,00

24. Sekretariat Dewan Perwakilan 196.021.160,00 784.678.500,00
Rakyat Daerah

25. Kecamatan Boger Utara 15.122.000,00 14.400.000,00

26. Kecamatan Bogor Selatan 24.239.400,00 55.165.000,00

27. Kecamatan Bagor Timur 152.184.200,00 25.050.000,00

28. Kecamatan Bogor Barat 25.713.000,00 385.173.211,00

29. Kecamatan Bogor Tengah 79.405.000,00 137.800.875,00

30. Kecamatan Tanah Sareal 40.760.400,00 49.940.000,00

31. Inspektorat Daerah 2.225.000,00 4.465,385,00

32. Badan Perencanaan 6.812.000,00 5.900.000,00
Pembangunan Daerah
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
. [T 31 Desember 2020 31 Desember 2019
NS ®p) ®p)
33. Badan Keuangan dan Aset 107.555.000,00 1.900.000,00
Daerah
34. Badan Pendapatan Daerah 58.842,300,00 97.905.000,00
35. Badan Kepegawaian dan 10.800.000,00 177.616.825,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Persediaan Bahan Peralatan dan

Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran

1.
2.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkugan Hidup

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Pertindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Pertanian/ Perkebunan/ Kehutanan

73,233,061,432,00

2.081.539.644,00
22,186,311,294.00
3,208,253,142.00
23.427.188.757,00

21,810,684,970.00

4.852,000,00
5.540.000,00

172.414.000,00

8.772.500,00

144.837.000,00

15.000.000,00

29.845.200,00

22.000.000,00
81.010.200,00

23.683.000,00

1.230.000,00

9.899.725,00

1.212.481.984,00

2.796.084.752,00

321.722.910,00
2.261.541,142,00
0,00

0,00

4.500.000,00

2.500.000,00
8.143.000,00

197.677.700,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

760.942.396,00
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KOTA BOGOR

1111

M

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

Rp)

8.
9.

Dinas Pendidikan

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Dinas Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Dinas lingkungan Hidup

Dinas tenaga Kerfa dan

Transmigrasi

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Kecamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan

- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis

Peternakan/Perikanan

1.

- Beban

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Persediaan Plakat/Vandel

/Piala/Cinderamata/Karangan

Bunga/Souvenir

1.
2.
3

10.

11,

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Sosial

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkugan Hidup

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan

334.462,784,00
215.294.150,00

0,00

574.028.650,00

0,00
0,00

11.060.000,00

0,00

77.636.400,00
0,00

0,00

1.619.802.500,00

36.069.000,00

10.875.000,00
30.000.000,00

9.450.000,00

0,00
0,00

43.130.000,00

6.750.000,00

62.000.000,00

3.00¢.000,00

20.%00.000,00

230.406.294,00
147.378.000,00

2.975.000,00

101.820.500,00

190.575.000,00
59.287.602,00

0,00

28.500.000,00

0,00
99.254.800,00

99.254.800,00

2,658.341.251,00

137.504.000,00
92.530.000,00

9.793.900,00

14.000.000,00
3.000.000,00

78.993.000,00

13.750.000,00

34.500.000,00

6.800.000,00

15.420.000,00

Pemerintah Kota Bogor

174



KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

{Rp}

12.
13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22,
23,

24,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda dan olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpusatakaan

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis

Rumah Tangga

1.
2,

10.
1.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Dinas Pekerjzan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman
Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Dinas Lingkugan Hidup

Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

0,00
112.530.000,00

21.475,000,00

0,00

498.377.500,00
422.296.000,00

4.000.000,00
23.900.000,00
19.600.000,00
14,700.000,00
9.600.000,00
0,00

271.150.000,00
4,699,367,649.64

13.726.900,00
41,410,000.00
4.058.769.229,64

12.619.890,00

27.934.000,00

0,00

0,00
0,00

17,342,000.00

9.810.000,00
19.713.000,00

11.100.000,00
77.750.000,00

50.205.051,00

8.085.000,00

604.659.000,00
1.206.150.000,00

6.080.000,00
14.663.800,00
16.500.000,00
8.000.000,00
0,00
450.000,00

248.407.500,00
4.701.430.775,46

336.650.785,00
10.570.095,00
2.289.605.914,60

15.520.010,00

34.932.000,00

40,620.500,00

15.487.179,49
69.420.072,00

24.198.200,00

3.074.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
12. Dinas Pemberdayaan 0,00 74.900.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
13. Dinas Pengendalian Penduduk 5.145.800,00 2.269.000,00
Dan Keluarga Berencana
14, Dinas Koperasi, Usaha Kecit 2.140.000,00 2.945.000,00
dan Menengah
15. Dinas Penanaman Meodal dan 17.392.000,00 14.943,750,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 15.000.000,00
17. Dinas Kearsipan dan 2.820.000,00 0,00
Perpusatakaan
18. Dinas  Perindustrian  dan 103.753. 600,00 14.626.500,00
Perdagangan
19. Sekretariat Daerah 47.794.500,00 177.408.550,00
20. Sekretariat Dewan Perwakilan 70.460.000,00 935.442.500,00
Rakyat Daerah
21. Kecarnatan Bogor Utara 190.047.000,00 158.000.000,00
12. Kecamatan Bogor Selatan 9.274.800,00 8.050.000,00
23. Kecamatan Bogor Timur 0,00 294.656.000,00
24. Kecamatan Bogor Tengah 0,00
25. Kecamatan Tanah Sareal 7.050.000,00 3.900.000,00
26. Inspektorat Daerah 2.000.000,00 0,00
27. Badan Perencanaan 5.189.250,00 67.433.000,00
Pembangunan Daerah
28. Badan Keuangan dan Aset 6.345.680,00 6.015.000,00
Daerah
29. Badan Pendapatan Daerah 28.630.000,00 78.462.719,37
30. Badan Kepegawaian dan 000 7.300.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Dokumentasi

1.
2.

Dinas Pendidikan

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Palitik
Dinas Sosial

Dinas  Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

205,943,920.00
0,00
1.640.000,00

0,00

3.025.500,00
225,000,00

288.683.374,00
3.427.500,00
7.511.000,00

5.248.000,00

8.512.999,00
9.693.800,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
6. Dinas Ketahanan Pangan dan 2.466.000,00 4.070.000,00
Pertanian
7. Dinas Pemberdayaan 4,104.000,00 15.648.500,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
8. Dinas pengendalian penduduk 0,00 2.720.000,00
dan keluarga berencana
9. Dinas Perhubungan 2,056,000.00 7.299.600,00
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 1.800.600,00 3.014.000,00
dan Menengah
1. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 2.855.000,00
12, Dinas Pariwisata dan 77.859.520,00 51.630.000,00
Kebudayaan
13. Dinas Kearsipan dan 0,00 8.560.000,00
Perpustakaan
14, Dinas  Perindustrian  dan 450.000,00 5.760.000,00
Perdagangan
15, Sekretariat Daerah 15.750.000,00 31.900.000,00
16. Sekretariat Dewan Perwakilan 1.800.000,00 5.700.000,00
Rakyat Daerah
17. Kecamatan Bogor Utara 125.000,00 5.950.000,00
18. Kecamatan Bogor Selatan 29.797.000,00 19.365.000,00
19. Kecamatan Bogor Timur 25.4%6.000,00 13.061.000,00
20. Kecamatan Bogor Barat 15.318.900,00 23.807.000,00
21. Kecamatan Bogor Tengah 19.182.000,00 20,6%6.5G0,00
22. Kecamatan Tanah Sareal 4.,009.000,00 9,068.475,00
23. Badan Perencanaan 3,00 135.000,00
Pembangunan Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah 840,000.00 3.250.000,00
25. Badan Kepegawaian dan 0,00 1%.800.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Peralatan dan Perlengkapan 420.325.260,00 397.894.600,00

Kesetamatan Kerja /Perlengkapan SAR

1.
2.

Dinas Pendidikan

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan

Permukiman

10.406.000,00
19.839.600,00

80.169.300,00

0,00
19.899.000,00

294.245.600,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019

{Rp) (Rp)
4. Satuan Polisi Pamong Praja 3.000.000,00 9.000.000,00
5. Badan Penanggulangan 57.100.000,00 (,00

Bencana Daerah

6.  Dinas Lingkugan Hidup 43.851.500,00 49.320.000,00
7. Kecamatan Bogor Utara 26.250.000,00 6.150.000,00
8. Kecamatan Bogor Timur 70.149.860,00 ¢,00
9. Kecamatan Bogor Barat 60.000.000,00 19.280.000,00
10. Kecamatan Bogor Tengah 37.559.000,00 0,00
11. Kecamatan Tanah Sareal 12.000.000,00 0,00

- Beban Peralatan dan Perlengkapan

Tukang
1.
2z

7.

Dinas Pendidikan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Pemuda dan Olahraga

- Beban Peralatan dan Perlengkapan Lalu

Lintas
1.
2.
3.

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

- Beban Kompensasi Penghapusan Becak

1.

Dinas Perhubungan

- Beban Peralatan dan Perlengkapan

Ibadah
1.

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya

Manusia

- Beban Barang Aset Non Kapitalisasi

1.259.967.260,00

0,00
855.139.560,00

374.227.700,00

0,00
0,00

30.600.000,00

0,00
1.074.243.050,00

0,00
1.008.843.050,00
65.400.000,00

0,00
0,00
5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

236.596.800,00

1.083.097.698,00

800.000,00
636.751.720,00

239.690.000,00

30.224.000,00
3.175.000,00

16.669.978,00

155,787.000,00
1.532.584.102,00

126.500.000,00
1.406.084.102,00
0,00

182.000.000,00
182.000.000,00
9.450.000,00

9.450.000,00

0,00

0,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

{Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

1.

Dinas Perumahan dan
Permukiman

- Beban Peratatan dan Bahan Pakai Habis

Sekolah
1.

Dinas Pendidikan

- Beban Peratatan dan Bahan Pakai Habis

Olah raga

1.
2.
3.

Dinas Pendidikan
Dinas Pemuda dan Olahraga

Kecamatan Bogor Tengah

- Beban Persediaan Habis Pakai

1.
2.

6.

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kecamatan Bogor Tengah

- Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan

1.
2.
3.

10.

11.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Perhubungan

Sekretariat Dewan Perwakilan

236.596.800,00

12.140.255,775,00

12.140.255.775,00
897.989.069,00

848.089.069,00
49.900.000,00
¢,00
1.117.487.858,00
458.296.210,00
22.584.240,00

629.347.,408,00

0,00
7.260.000,00

0,00
19.033.163.572,50
3.943.045.449,00
0,00
139.779.227,50

14.422.638.733,00

179.082.750,00

18.654.000,00
94.609.463,00

0,00

0,00

123.135.650,00

71.621.300,00

0,00

12.342,602.439,00

12.342.602.439,00
940.347.592,00

886.607.592,00
38.740.000,00
15.000.000,00

369.418,002,00
(364.824.533,00)
0,60

0,00

435.082.535,00
298.716.000,00

444.000,60

15.829.450,585,00
1.635.447.096,00
408.800, 000,00
0,00

13.401.296.889,00

99.095.700,00

8.160.000,00
82.000.000,00

4.410.000,00

127.110.000,00

61.760.900,00

0,00
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HKOTA BEOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) (Rp)
Rakyat Daerah
12. Kecamatan Bogor Selatan 40.597.000,00 0,00
13. Badan Pendapatan Daerah 0,00 1.370.000,00

- Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman

1.

2

9.

10.

Dinas Pendidikan
Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Perumahan dan

Permukiman

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkugan Hidup

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Kecamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan

- Beban Persediaan 8ibit Temak

1.

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

- Beban Persediaan Bahan Obat-obatan

1.

2.

7.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daersh

(BLUD}

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Pemuda dan Clahraga

- Beban Persediaan Bahan Kimia

1.

Dinas Pendidikan

1.364.588.141,00
231.785.116,00

54.077.100,00

701.243.425,00

0,00

2.000.000,00

243.351,500,00

108.336.000,00

2.510.000,00

0,00
21.285.000,00
267.636.250,00

267.636,250,00

31,159,083,047.00
48.256.479,00
7,682,215,807.00

0,00

I

3.075.222.250,00

1.492.600,00

350.895.%01,00

1.000.000,00
4.016.509.271,00
63.455.500,00

1.529.254.100,00
241,753.750,00

0,00

974.760.000,00

5.000.000,00

0,00

98,359.750,00

146.847.700,00

0,00

102.532.900,00
0,00
14.500.000,00

14.500.000,00

42,100.697.677,00
2.169.000,00
5.170.259.885,00
30.772.740,00

42.130.174.274,00

65.424.400,00

674.072.078,00

7.825.300,00
4.706.035.432,00

55.101.750,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

®p)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penata Ruang

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

DBinas Lingkungan Hidup
Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Perindustrian  dan

Perdagangan

- Beban Persediaan Makanan Pokok

1,
2.
3.

10.

11.
12.
13.
14.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Sosial
Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian

Dinas Permnberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Tengah

Kecamatan Tanah Sareal

- Beban Bahan Percontohan/ Praktek

1,
2.
3.
4.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial

Dinas  Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

3.272.449.821,00
13.500.000,00

- 0,00

85.274.400,00

119.773.500,00
4219.056.050,00
33.000.000,00

1.133.153.136,00
0,00
217.991.440,00
12.591.222,00

24,909.400,00
97.507.184,00

0,00

13.609.000,00

0,00

353.739.375,00
382.345.515,00

15.000.000,00
5.460.000,00
0,00

0,00
393.972.250,00
97.379.300,00
10.750.000,00
0,00
96.190.000,00

4.196,459.467,00
6.00

44.242.000,00

25.985.200,0

58.864.080,00
303.433.435,00
21,949.500,00

4,553.953.669,17
15.997.200,00
1.108.836.200,00
2.137.534.915,17

114.548.690,00
116.716.576,00

42.525.000,00

29.170.000,00

13.877.000,00

396.020.928,00
453.122.600,00

44,000.000,00
30.385.000,00
32.469.000,00
18.750.500,00
562.812.600,00
269.326.600,00
50,440.000,00
16.004.000,00
122.430.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tabun 2020

KOTA BEOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
5. Dinas Ketahanan Pangan dan 66.739.500,00 50.092.000,00
Pertanian
6. Dinas Pemberdayaan 34.700.000,00 26.400.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
7. Dinas Perindustrian dan 88.213.450,00 6.000.000,00

Perdagangan
8. Sekretariat Daerah
9. Kecamatan Bogor Selatan
- Beban Pakan Ternak/Hewan

1. Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian
- Beban Bahan Pupuk
1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Perumahan dan

Permukiman

3. Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian
4. Dinas Lingkungan Hidup

- Beban  Bahan  Pengemasan/Packing
Barang

1. Dinas Kesehatan

2. Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian

3. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

- Beban Bahan Plat Uji/Registrasi
1. Dinas Perhubungan

2. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

- Beban Peralatan dan Perlengkapan
Kebersihan

1.  Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD}

- Beban Peralatan dan Perlengkapan
Kantar
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan

- Beban Peralatan dan Perlengkapan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

0,00

0,00
14,200.000,00
14.200.000,00

8.926.000,00
8.926.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

334,553.500,00
325.000.000,00
9.553.500,00

0,00

0,00

88,225,210.00

11.764.000,00
76,461,210.00
(139,771,758.00)

14.950.000,00
7.170.000,00
112.980.000,00
112.980.000,00

124.802.000,00
0,00
107.550.000,00

13.372.000,00

3.880.000,00
35.090.000,00

16.090.000,00
3.000.000,00

16.000.000,00

243.852.400,00
243.852.400,00
0,00

104.207.636,00

104.207.636,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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KOTA BOGOR

<. [

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

{Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

Kesehatan

1.
r
3.

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

(BLUD)

- Beban Peralatan dan Perlengkapan

Keselamatan Kerja/Perlengkapan SAR

1.

Dinas Kesehatan

- Beban Cetak

1.
2.
3.

10.

11.

12.
13.

14.

16.
17.

18.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rurnah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Potitik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan $ipit

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Binas Koperasi, Usaha Kecil

Rp

Rp

344,027,200.00
(683,750,393.00)
199.951,435,00

4,950,000.00

4,950,000.00
13,120,981,974.50
2.846.101.074,00
880,929,733.00
758.498.299,50

154.453.750,00

113.481.500,00

44,647,000.00
191,969,450.00

27.907.000,00

466,629,891.00
45.217.600,00

42.178.000,00

265,258.198,00
2.857.232.319,00

126.506.000,00

184.015.398,00

324,574,100.00
16.705.000,00

117.367.360,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

15.462.332.859,00
3.039.346.519,00
1.930.566.177,00
822.284.536,00

106.636.800,00

188.342.750,00

79.066.500,00
18.115.000,00

50.280.000,00

40,528.000,00
41.821.500,00

114,702.821,00

580.149.176,00
2.291.653.960,00

199.667.250,00

256.299.700,00

521.763.975,00
53.860.000,00

30.531.875,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR

Per Per
31 Desernber 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

19,

20.
21,

22.

13,

24,
25.

26.
27.
28.
29.
30,
3.
3z,
33.

34.

35.
36.

dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Kecamatan Bogor Utara
Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal
Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Keuangan Dan Aset
Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian Sumber
Daya Manusia

- Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH

- Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)

1.
2.

Sekretariat Daerah
Sebretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

- Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR}

1.

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

- Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

1.
2.

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

Rp
Rp

Rp

Rp

63.117.750,00

22.087.000,00
118.198.800,00

21.685.636,00

269.967.020,00

5%1.925.200,00
460.279.863,00

41,085.000,00
68.124.000,00
-138.034.000,00
66.245.000,00
80.943.500,00
36.885.899,00
18.419.990,00
89.975,500,00

299,171.665,00

1,030,819,815.00
138.344.662,00

0,00
401.995.000,00
218.295.000,00
183.700.600,00

107.449.980,00
107.449.980,00

141.000.000,00
141.000.000,00
0,00

93.222.032,00

40.476.500,00
93.552.000,00

42,460.950,00

381.670.650,00

856.572.812,0¢
914,421.800,00

44.058.500,00
100.165.000,00
134.643.000,00

121.238.000,00

9.004.000,00
60.246.000,00
31.970.410,00
158.938.500,00

513.042.893,00

1.105.290.531,00

395.742.742,00

361.821.240,00
174.267.500,00

0,00
174.267.500,00

210.276.000,00

210.276.000,00

351.476.400,00

198.851.400,00
152.625.000,00
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HKOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 695.421.400,00 210.045.000,00

1.

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

- Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU}

1.
2.
3.
4.

Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Perhublngan
Dinas Pemuda dan Olahraga

Sekretariat Daerah

- Beban Pakaian kerja lapangan

1.
2.
3.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Daerah (BLUD)

Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah
Kecamatan Bogor Utara
Kecamatan Begor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Tengah

Badan Pendapatan Daerah

- Beban Pakaian Kerja Staf

1.
2.

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Perumahan dan

Permukiman

588.721.400,00

106.700.000,00

Rp 101.247.000,00
89.997.000,00

1,650.000,00

9.600.000,00

0,00

Rp 2,435,304,550.00
22.815.000,00

39.224.000,00

0,00

596.507.450,00

273.323.%00,00

449,964,350.00
153.540.500,00

633.908.000,00
48.676.400,00
51.772,500,00

12.410.000,00

0,00

0,00

%.000.000,00

10.708.500,00

123.453.950,00

Rp 24.850.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

210.045.000,00

34%.209.375,00
4.000.000,00
6.600.000,00
60.800.000,00
277.809.375,00
2,947.366.095,00
32.892.750,00
0,00

4.600.060,00

359.607.380,00

36.513.700,00

302.170.000,00
260.876.000,00

1.515.971.900,00
416.942,365,00
13.892.000,00

0,00
1.500.000,00
1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

244.557.150,00
105.930.000,00
15.977.150,00

122.650.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desernber 2019
(Rp) (Rp}
4. Dinas Tenaga Kerja dan 2.850.000,00 0,00
Transmigrasi
5. Kecamatan Bogor Utara 20.000.000,00 0,00
6. Inspektorat Daerah 2.000.000,00 0,00
- Beban Pakaian.-Adat Daerah Rp 151.800.000,00 110.365.,000,00
1. . Dinas Pariwisata dan 0,00 7.900.000,00
Kebudayaan
2. Sekretariat Daerah . 0,00 19.305.000,00
3. Sekretariat Dewan Perwakilan 151.800.000,00 83.160.000,00
Rakyat Daerah
- Beban Pakaian Batik Tradisional Rp 0,00 98.805.000,00
1. Dinas Pendidikan 0,00 27.375.000,00
2. Dinas Kesehatan 0,00 56,430.000,00
3. Dinas Pemberdayaan 0,00 15,000.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
_ Perlindungan Anak
- Beban Pakaian Otahraga Rp 271.568.000,00 400.388.800,00
1.  Dinas Kesehatan 0,00 6.750.000,00
2. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 1.800.000,00
Transmigrasi
3. Dinas Pemberdayaan 0,00 7.900.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
4. Dinas Pemuda dan Olahraga 162.698.000,00 359.188.800,00
5. Dinas Pariwisata dan 58.800.000,00 0,00
Kebudayaan
6. Sekretariat Daerah 0,00 14.750.000,00
7. Kecamatan Bogor Tengah 29.370.000,00 0,00
8. Badan Kepegawaian dan 20.700.000,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Belanja Pakajan Event Rp 270.754.000,00 542.461.000,00
1. Dinas Pendidikan 68.129.000,00 220.450.000,00
2. Dinas Kesehatan 0,00 2%.700.000,00
3. Badan Penanggulangan 33.200.000,00 54.450.000,00
Bencana Daerah
4. Dinas Sosial 0,00 43.671.000,00
5. Dinas Tenaga Kerija dan 7.200.000,00 30.120.000,00

Transmigrasi
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
6. Dinas Pemberdayaan 0,00 99.670.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
7. Dinas Pengendalian Penduduk 6.250.000,00 13.500.000,00
dan Keluarga Berencana
8. Dinas Pariwisata dan 97.895.000,00 2.250.000,00
Kebudayaan
9.  Sekretariat Daerah 58.080.000,00 48.650.000,00
- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah  Rp 0,00 996.956.840,00
Pusat
1, Dinas Kesehatan 0,00 55.000.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 0,00
Penata Ruang
3. Sekretariat Daerah 0,00 720.656.840,00
4. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 221.300.000,00
- Beban Barang Yang Akan Diserahkan Rp (59,170,537.00) 0,00
Kebada Masyarakat
1. binas Kesehatan 423,402,163.00 0,00
2. S5atuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00
Dinas Sosial 146,487,500.00 0,00
4. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00
5. Dinas Pemberdayaan 0,00 0,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
6. Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 0,00
dan Keluarga Berencana
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 0,00 0,00
dan Menengah
8. Dinas Pariwisata dan 0,00 0,00
Kebudayaan
9. Dinas Perindustrian dan 0,00 0,00
Perdagangan
10. Sekretariat Daerah (729,060,200.00) 0,00
11. Kecamatan Bogor Utara 0,00 0,00
12. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 0,00
13. Kecamatan Bogor Timur 0,00 0,00
14. Kecamatan Bogor Barat 0,00 0,00
15. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 0,00
16. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
- Beban Barang Yang Akan Diserahkan Rp 729.060.200,00 0,00
Kepada Pihak Ketiga
1. Sekretariat Daerah 729.060.200,00 0,00

- Beban Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (

Bantuan Sosial

1.
Z,

4,
5.

Dinas Pendidikan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Sosial

Kecamatan Bogor Barat

- Beban Uang untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga

1.

2
3
4.
5
&

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan
Sekretariat Daerah
Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur

Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

- Beban Uang untuk diberikan kepada
Pihak Masyarakat

1.
2

9.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Rp 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
Rp 36.944.640.000,00

350.000.000,00
63.000.000,00
10.000.000,00
76.500.000,00
840.000,00
36.444,300.000,00

Rp 5.152.635.000,00

3.453.600.000,00
16.500.000,00
36.444.300.000,00

25.000.000,00

139.500.000,00

65.000.000,00

179.785.000,00

44.060.000,00

7.000.000,00

842.198.250,00

37.500.000,00

710.000.000,00

60.103.250,00

34.595.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
<. Y 31 Desember 2020 31 Desember 2019
= (Rp) (Rp)
dan Menengah
10. Dinas Pemuda dan Olahraga 169.500.000,00 0,00
1. Dinas Pariwisata dan 53.750.000,00 0,00
Kebudayaan
12, Sekretariat Daerah 379.500.000,00 0,00
13. Kecamatan Bogor Utara 67.500.000,00 0,00
14. Kecamatan Bogor Selatan 38.740.000,00 0,00
15. Kecamatan Bogor Timur 142.500.000,00 4,00
16, Kecamatan Bogor Barat 75.000.000,00 0,00
#7. Kecamatan Bogor Tengah 75.000.000,00 0,00
18. Kecamatan Tanah Sareal 88.200.000,00 0,00
19. Badan Perencanaan 32.500.000,00 0,00
Pembangunan Daerah
20. Pejabat Pengelola Keuangan (36.444,300.000,00) 0,00

Daerah

- Beban Barang Dana BQS Daerah

1.
- Beban Bar.

1.

Beban Jasa

Beban Jasa

Rp 540,786

Dinas Pendidikan

ang dan Jasa Dana BLUD

Rurnah Sakit Umum Daerah

{BLUD)

sebesar

.952.578,12 terdiri dari:

- Beban Jasa telepon

=y

Eal S o

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUDY

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perurnahan dan

Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan

Rp 0,00
0,00

Rp 0,00
0,00

Rp 540.786,952,578,12
Rp 844,254.425,00
295.279.588,00

25.431.615,00

19.973.266,00
107.223.582,00

2.951.857,00

10.607.263,00

1.339.598,00
2.640.819,00

1.875.718,00

9.571.040.843,00
9.571.040.843,00
3.203.181.143,87
3.203.181.143,87

384.402.052.090,90

1.032.151.926,00
360.813.346,00
11.248.775,00
0,00
128.292.628,00

3.541.643,00

8.297.815,00

1.346.557,00
2.901.173,00

2.490,785,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020
Per Per

31 Desember 2020 31 Desember 2019

(Rp} (Rp)

Politik

10. Dinas Sosial 9.907.419,00 10,504, 149,00

11. Dinas Tenaga Kerja dan 23.039.512,00 28.324,950,00
Transmigrasi

12. Dinas Ketahanan Pangan dan 17.885.186,00 21.901.994,00
Pertanian

13. Dinas Lingkungan Hidup 7.596.933,00 8.153.4032,00

14. Dinas Kependudukan dan 1.093.760,00 11.693.240,00
Pencatatan Sipil

15. Dinas Pemberdayaan 4.466.901,00 4.785.216,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak A

16. Dinas Pengendalian Penduduk 1.297.535,00 1.185.706,00
dan Keluarga Berencana

17. Dinas Perhubungan 776.183,00 794.845,00

18. Dinas Komunikasi dan 3.089.192,00 3.432.504,00
Informatika

19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 6.723.201,00 3.772.025,00
dan Menengah

20. Dinas Penanaman Modal dan 1.521.576,00 4.712.671,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

21. Dinas Pemuda dan Olahraga 1.312.892,00 2.117.509,00

22, Dinas Pariwisata dan 3.879.975,00 2.716.310,00
Kebudayaan

23. Dinas Kearsipan dan 8.916.004,00 5.709.705,00
Perpustakaan

24, Dinas Perindustrian dan 1.825.630,00 1.815.135,00
Perdagangan

25. Sekretariat Daerah 27.011.581,00 34.877.135,00

26. Sekretariat Dewan Perwakilan 5.316.620,00 55.401.317,00
Rakyat Daerah

27. Kecamatan Bogor Utara 16.051.695,00 7.745.748,00

28. Kecamatan Bogor Selatan 39.025.526,00 34.896.717,00

29. Kecamatan Bogar Timur 40.116.916,00 8.065.375,00

30. Kecamatan Bogor Barat 14.731.043,00 19.102.317,00

31. Kecamatan Bogor Tengah 10.210.452,00 10.274.633,00

32. Kecamatan Tanah Sareal 5.917.127,00 7.969.825,00

33. Inspektorat Daerah 18.236.275,00 10.634.070,00

34. EBadan Perencanaan 495.413,00 932.612,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) {Rp)
Pembangunan Daerah
35. Badan Keuangan Dan Aset 1.856.345,00 3.203.874,00
Daerah
36. Badan Pendapatan Daerah 99.833.437,00 202.035.813,00
37. Badan Kepegawaian Sumber 4.796.790,00 6.460.406,00

Daya Manusia

- Beban Jasa air

1.

10.
11.

2.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

20.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan

Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggutangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pernuda dan Olahraga

Rp

3.745.745.604,00

649.884.183,00
360.165.107,00

37.083.800,00
343.563.550,00

110.750.795,00

70.993,300,00

116.752.400,00
4,325.050,00

4.832.716,00

10.292.000,00
7.968.600,00

13.293,300,00

112.957.374,00
13.252.500,00

16.099.100,00

3.492.050,00

46.912.360,00
6.045.900,00

13.666.580,00

336.814.600,00

4.213.619.236,00
660.073.785,00
344.383.275,00
0,00
553.654.100,00

170.059.095,00

83.154.940,00

67.959.800,00
9.325.400,00

5.622.500,00

22.609.629,00
22.289.700,00

9.462.900,00

123.890.287,00
95.943.000,00

17.204.900,00

3.549.180,00

27.773.814,00
7.922.200,00

14.168.900,00

463.762.100,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
. B 31 Desember 2020 31 Desember 2019
4 - ®p) (Rp)
21. Dinas Pariwisata dan 4.559.700,00 6.201.100,00
Kebudayaan
22, Dinas Kearsipan dan 47.931.400,00 19.696.700,00
Perpustakaan
23. Dinas Pertanian 0,00 12.794.400,00
24, Dinas Perindustrian dan 27.604,900,00 12.373.900,00
Perdagangan
25. Sekretariat Daerah 559.796.400,00 661.319.200,00
26, Sekretariat Dewan Perwakilan 318.249,287,00 316.233.935,00
Rakyat Daerah
27. Kecamatan Bogor Utara 60.015.400,00 35.953.100,00
28, Kecamatan Bogor Selatan 90.072.500,00 53.630.110,00
29. Kecamatan Bogor Timur 25.004.800,00 9.590.300,00
30. Kecamatan Bogor Barat 72.567.452,00 73.128.186,00
31. Kecamatan Bogor Tengah 48.504.700,00 38.793.000,00
32. Kecamatan Tanah Sareal 32.485.000,00 30.710.200,00
33. Inspektorat Daerah 11.283.400,00 10.239.700,00
34, Badan Perencanaan 7.318.300,00 11.225,000,00
Pembangunan Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah 111.034.000,00 160.940.700,00
36. Badan Kepegawaian Sumber 50.173.100,00 57.980.200,00

Daya Manusia

- Beban Jasa listrik

Ll S

10.

11.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Palitik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan

Rp

45,124.549.060,00
1.458.477.615,00
1.013.537.490,00
603.293.740,00
1.997.030.104,00

244.060.237,00

32.871.806.871,00

59.140.167,00
93.061.784,00

11.183.312,00

93.346.117,00
53.559.790,00

44.455,840.612,00
1.572.750.470,00
1.211.009.702,00
0,00
2.955.223.681,00

433.550.483,00

30.911.034.878,00

96.104.914,00
103.621.033,00

11.317.015,00

62.883.760,00
59.512.622,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

_KDTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)

237.067.958,00 V

12. Dinas Ketahanan Pangan dan 254.675.040,00
Pertanian
13. Dinas Lingkungan Hidup 164.344.473,00 160.928.118,00
14. Dinas Kependudukan dan 189.033.575,00 190.159.546,00
Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan 79.171.067,00 87.238.938,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
16. Dinas Pengendalian Penduduk 56.965.875,00 44.531.757,00
dan Keluarga Berencana
17. Dinas Perhubungan 413.769.904,00 549.933.124,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecit 62.731.585,00 80.875.201,00
dan Menengah
19. Dinas Pemuda dan Olahraga 293.313.514,00 318.739.942,00
20. Dinas Pariwisata dan 72.703.169,00 82.355.084,00
Kebudayaan 7
21. Dinas Kearsipan dan 184,332.556,00 121.352.411,00
Perpustakaan
22, Dinas Perindustrian dan 96.305.073,00 105.047.703,00
Perdagangan
23. Sekretariat Daerah 1.167.620.063,00 1.289.464.222,00
24, Sekretariat Dewan Perwakilan 904.743.904,00 1.914.419.238,00
Rakyat Daerah
5. Kecamatan Bogor Utara 160.597.252,00 275.782.043,00
26. Kecamatan Bogor Selatan 127.046.291,00 135.040.292,00
27. Kecamatan Bogor Timur 107.654.491,00 65.227.703,00
28. Kecamatan Bogor Barat 165.115.065,00 160.282,725,00
29. Kecamatan Bogor Tengah 80.188.132,00 93.443.220,00
30. Kecamatan Tanah Sareal 159.069.520,00 166.845.704,00
31. Inspektorat Daerah 56.451.210,00 63.861.853,00
32. Badan Perencanaan 100.,657.850,00 121.125.523,00
Pembangunan Daerah
33. Badan Keuangan dan Aset 0,00 2.648.500,00
Daerah
34. Badan Pendapatan Daerah 627.790.991,00 662.247 448,00
35. Badan Kepegawaian Sumber 101.771.233,00 110.213.801,00
Daya Manusia
- Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Rp 11.500.000,00 5.000.000,00
Pemenang Lelang
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
IR 1111 31 Desember 2020 31 Desember 2019
4 3 ) (Rp)
1. Badan Keuangan Aset dan 11.500.000,00 5.000.000,00
Daerah
- Beban Jasa Surat Kabar/Majatah 1.525.580.550,00 1.844.803,850,00
1. Dinas Pendidikan 786.716.000,00 854.873.300,00
2. Dinas Kesehatan 7.770.000,00 7.780.000,00
3.  Rumah Sakit Umum Daerah 24.875.000,00 24.930.000,00
(BLUD}
4,  Dinas Pekerjaan Umum dan 11.630.000,00 13.555.000,00
Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan 9.000.000,00 7.760.000,00
Permukiman
6. Satua Polisi Pamong Praja 11.760.000,00 11.100.000,00
7. Badan Penanggulangan 2.895.000,00 2.800.000,00
Bencana Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan 6.900.000,00 5.905.000,00
Politik
9. Dinas Sosial 7.200.000,00 | 7.056.000,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan 2.340.000,00 3.169.000,00
Transmigrasi
11. Dinas Ketahanan Pangan dan 5.550.000,00 9.650,000,00
Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup 11.947.250,00 92.356.250,00
13. Dinas Kependudukan dan 7.425.000,00 9.845.000,00
Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan 4.148.000,00 4.200.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
15. Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 1.690.000,00
dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan 7.350.000,00 7.860.000,00
17. Dinas Komunikasi dan 5.000.000,00 9.000.000,00
Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 11.375.200,00 11.350.800,00
dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan 11.940.000,00 10.200.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olahraga 10.585.000,00 17.770.000,00
21. Dinas Pariwisata dan 6.840.000,00 7.340.000,00
Kebudayaan
22, Dinas Kearsipan dan 20.208.000,00 16.029.000,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)
Kebudayaan
23. Dinas Perindustrian dan 7.482.500,00 8.820.000,00
Perdagangan
24, Sekretariat Daerah 113.958.200,00 167.913.900,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan 236.570.000,00 297.300.000,00
Rakyat Daerah
26. Kecamatan Bogor Utara 12.860.000,00 13.320.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan 6.860.000,00 39.518.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur 4.130.000,00 21.480.000,00
29. Kecamatan Bogor Barat 5.545.000,00 26.312.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah 53.080.000,00 23.952.,000,00
31. Kecamatan Tanah Sareal 64.378.000,00 43.320.000,00
32. Inspektorat Daerah 13.044.400,00 12.561,600,00
33. Badan Perencanaan 9.900.000,00 9.900.000,00
Pembangunan Daerah
34. Badan Keuangan dan Ase : 6.480.000,00 6.336.000,00
Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah 12.000.000,00 32.160.000,00
36. Badan Kepegawaian dan 5.838.000,00 5.691.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa Kawat/Faksimili/ internet Rp 7.890.464.870,00 4.442.778.201,00
1.  Dinas Pendidikan 1.896.543.039,00 1.005.143.366,00
2. Dinas Kesehatan 81.573.193,00 44.864.415,00
3. Rumah Sakit Umuim Daerah 60.382.828,00 3.329.000,00
(BLUD)
4. Dinas Pekerjaan Umum dan 41.132.059,00 38.133.649,00
Penataan Ruang
5. Satua Potisi Pamong Praja 9.963.000,00 9.966.000,00
6. Badan Penanggulangan 9.139.250,00 9.933.368,00
Bencana Daerah
7. Dinas Tenaga Kerja dan 9.614.737,00 8.519.021,00
Transmigrasi
8. Dinas Lingkungan Hidup 2.116.000,00 219.750,00
9. Dinas Pemberdayaan 1.904.000,00 0.00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
10. Dinas Pengendalian Penduduk 2.459.836,00 1.995.750,00

dan Keluarga Berencana
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KOTA BOGOR Per Per
ekl 11 31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)
11. Dinas Perhubungan 42.027.400,00 41.407.510,00
12, Dinas Komunikasi dan 3.067.435.000,00 2.470.680.000,00
Informatika
13. Dinas Penanaman Modal dan 194.040.000,00 195.000.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Pemuda dan Olahraga 7.366.664,00 6.915.000,00
15. Dinas Perindustrian dan 34,791.895,00 0,00
Perdagangan
16. Sekretariat Daerah 82.292.488,00 68.198.761,00
17. Sekretariat Dewan Perwakilan 11.071.937,00 211.98%.296,00
Rakyat Daerah
18. Kecamatan Bogor Utara 237.168.000,00 0,00
19. Kecamatan Bogor Selatan 289.889.173,00 0,00
20. Kecamatan Bogor Timur 120.944.558,00 0,00
21. Kecamatan Bogor Barat 350,211.572,00 0,00
22. Kecamatan Bogor Tengah. 179.908.462,00 0,00
23. Kecamatan Tanah Sareal 246.281.179,00 0,00
24, Badan Keuangan dan Aset 2.798.500,00 3.383.200,00
Daerah
25. Badan Pendapatan Daerah 368.299.600,00 245.009.066,00
26. Badan Kepegawaian dan 541,110.500,00 77.097.049,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa Paket/Pengiriman 9.464,000,00 58.457.000,00
1. Dinas Pendidikan 6.600.000,00 0,00
2. Rumgzh Sakit Umum Daerah 0,00 34.498.000,00
(BLUD)
3. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 9.494,500,00
Transmigrast
4. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 6.308.000,00
Pelayanan Satu Pintu
5. Inspektorat Daerah 0,00 195.000,00
6. Badan Pendapatan Daerah 2.864.000,00 7.961,500,00
- Beban Jasa Sertifikasi 867.760.711,00 1.402.722.842,00
1.  Dinas Pendidikan 0,00 60.000.000,00
2. Dinas Kesehatan 42.498.000,00 38.952.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 141.709.011,00 33.870.432,00
{BLUD)
4, Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 298.750.000,00
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KOTA BOGGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp}
Penata Ruang
5. Dinas Ketahanan Pangan dan 78.173.000,00 78.581.000,00
Pertanian
6. Dinas Lingkungan Hidup 453.337.500,00 623.723.750,00
7. Dinas Kependudukan dan 49.555.000,00 0,00
Pencatatan Sipil
8. Dinas Perhubungan 61.455.000,00 50.820.000,00
9. Dinas Perindustrian dan 0,00 61.000.000,00
Perdagangan
10. Sekretariat Daerah 0,00 $8.298.100,00
11. Badan Keuangan dan Aset 41.033.200,00 21.317.560,00
Daerah
12. Badan Pendapatan Daerah 0.00 47.410.000,00
- Beban Jasa Transaksi Keuangan Rp 295.059.000,00 32.600.000,00
1. Dinas Pendidikan 9.784.000,00 450.000,00
2. Dinas Kesehatan 915.000,00 1.790.000,00
3. Dinas Lingkungan Hidup 252.000.000,00 0,00
4. Sekretariat Dewan Perwakilan 32.000.000,00 30.000.000,00
Rakyat Daerah
5. Badan Pendapatan Daerah 360.000,00 360.000,00
- Beban Jasa Penerangan/Iklan/ Rp 5,717,986,650.00 5.509.127.500,00
Rekiame/Fotografi/Film
1. Dinas Pendidikan 0,00 1.000.000,00
2. Dinas Kesehatan 385,018,000.00 451.599.500,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 231.960.000,00 90.900.000,60
(BLUD)
4. Dinas Perumahan dan 49,725.000,00 1.600.000,00
Permukiman
3.  Satua Polisi Pamong Praja 74.630.000,00 6.980.000,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 9.500.000,00
Transmigrasi
7. Dinas Ketahanan Pangan dan 48.697.000,00
Pertanfan
8. Dinas Lingkungan Hidup 29.920.000,00 81.170.000,00
9. Dinas Kependudukan dan 30.000.000,00 50.000.000,00
Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan 700.000,00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
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_KDTA BOGOR Per PEI'
- 31 Desember 2020 31 Desember 2019
™ (Rp) (Rp)
11. Dinas Pengendalian Penduduk 43.716.000,00 0,00
dan Keluarga Berencana
12. Dinas Perhubungan 217.424.000,00
13. Dinas Komunikasi dan 264,952.000,00 278.453.500,00
Informatika
14, Dinas Koperasi, Usaha Kecit 51.105.000,00 10.000.000,00
dan Menengah
15. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 152.450.000,00
Pelayanan Satu Pintu
16. Dinas Pariwisata dan 471.438.750,00 127.140.000,00
Kebudayaan
17. Dinas Kearsipan dan 23.150.000,00 0,00
Kebudayaan
18. Dinas Perindustrian dan 281.490.000,00 135.300.000,00
Perdagangan
19. Sekretariat Daerah 3.019.972.700,00 3.128.470.000,00
20. Sekretariat Dewan Perwakilan 485.450.000,00 396.500.000,00
Rakyat Daerah
21. Kecamatan Bogor Tengah 6.150.000,00 0,00
22. Kecamatan Tanah Sareal 2.000.000,00 0,00
23. Badan Perencanaan 114.885.500,00 221.140.500,00
Pembangunan Daerah
24. Badan Keuangan dan Ase 500.000,00 0,00
Daerah
25. Badan Pendapatan Daerah 63.586.700,00 149.500.000,00
26. Badan Kepegawaian dan 38.940.000,00 0.00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Jasa Penyelenggaraan Acara/

Event Organize

3.749.884.082,00

3.055.940.758,00

1. Dinas Pendidikan 1.586.408.502,00 964.982.658,00

2. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 3.000.000,00
Pertanian

3. Dinas Lingkungan Hidup 186.363.100,00 382.240.000,00

4. Dinas Perhubungan 78.762.000,00 0,00

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 149.700.000,00 129.618.100,00
dan Menengah

4. Dinas Penanaman Modal dan 500.000,00 99.440.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. Dinas Pariwisata dan 1.069.985.130,00 284.550.000,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp} (Rp)
Kebudayaan
8. Dinas Perindustrian dan 0,00 18.000.000,00
Perdagangan
9. Sekretariat Daerah 40.600.000,00 142.000.000,00
10. Sekretariat Dewan Perwakilan 241.605,250,00 90.000.000,00
Rakyat Daerah
11. Kecamatan Bogor Utara 2.650.000,00 0,00
12. Kecamatan Bogor Barat 0,00 134.035.000,00
13. Kecamatan Bogor Tengah 3.000.000,00 0,00
14. Kecamatan Tanah Sareal 81.000.000,00 0,00
15. Badan Perencanaan 119.466.600,00 548.000.000,00
Pemnbangunan Daerah
16. Badan Kepegawaian dan 189.843.500,00 260.075.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa Pencucian Pakaian/Laundry 57,433,355.00 102.287.000,00
1.  Dinas Pendidikan 2.772.000,00 700.000,00
2. Dinas Kesehatan 6,255,855.00 0,00
3. Sekretariat Daerah 48.405.500,00 101.587.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Rp 0,00 2.707.452.440,00
Instruktur/ Pengajar -PN$S
1. Dinas Pendidikan 0,00 319.220.000,00
2. Dinas Kesehatan 0,00 1.118.977.440,00
3. Satuan Polisf Pamong Praja 0,00 9.700.060,00
4, Badan Penanggulangan 0,00 2.250.000,00
Bencana Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan 0,00 33.750.000,00
Politik
6.  Dinas Sosial 0,00 34.480.000,00
7. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 32.350.000,00
Transmigrasi
8. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 114.525.000,00
Pertanian
9.  Dinas Lingkungan Hidup 0,00 22,500.000,00
10. Dinas  Kependudukan dan 0,00 9.500.000,00
Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan 0,00 67.200.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
12. Dinas Pengen Keluarga 0,00 3.500.000,00
Berencana dalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan 0,00 5.000.000,00
14, Dinas Komunikasi dan 0,00 16.650.000,00
Informatika
15. Dinas Koperasi dan Menengah, 0,00 24.,000.000,00
Usaha Kecil
16. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 28.950.000,00
Pelayanan Satu Pintu
17. Dinas Peruda dan Olahraga 0,00 5.000.000,00
18. Dinas Pariwisata dan 0,00 23.250.000,00
Kebudayaan
19. Dinas Kearsipan dan 0,00 6.000.000,00
Perpustakaan
20. Dinas Perindustrian dan 0,00 28.250.000,00
Perdagangan
21. Sekretariat Daerah 0,00 180.400.000.00
22, Kecamatan Bogor Barat 0,00 44.500.000,00
23. Inspektorat Daerah 0,00 16.000.000,00
24. Badan Perencanaan 0,00 33.300.000.00
Pembangunan Daerah
25. Badan Keuangan dan Aset Daera 0,00 209.600.000.00
26. Badan Pendapatan Daerah 0,00 16.250.000,00
17. Badan Kepegawalan dan 0,00 302.350.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa Tenaga Ahli/ Rp 0,00 20.165.494.328,00
Narasumber/instruktur/  Pengajar-Non
PNS
1. Dinas Pendidikan 0,00 15,212.026.328 00
2. Dinas Kesehatan 0,00 747.075.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 188.250.000.00
Penata Ruang
4, Dinas Perumahan dan 0,00 59.757.500,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 3.300.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 46.250.000.00
Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan 0,00 44.500.000,00
Politik
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HOTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desernber 2019
Rp) (Rp)
8. Dinas Sosial 0,00 34.925.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 241.750.000,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 15.025,000,00
Pertanian
11. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 382.500.000,00
12. Dinas Kependudukan dan 0,00 585.430.500,00
Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 0,00 781.000.000,00
Perempuan dan Perlindungan
Anak
14. Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 41.250.000,00
dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan 0,00 191.000.000,00
16. Dinas Komunikasi dan Informatik 0,00 116.250.000,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 0,00 111.,750.000,00
Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 2.500.000,00
Pelayanan Satu Pintu
19. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 126.750.000,00
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaai 0,00 105.750.000,00
21. Dinas Kearsipan dan 0,00 10.250.002,00
Perpustakaan
22, Dinas Perindustrian dan 0,00 97.450.000,00
Perdagangan
23. Sekretariat Daerah 0,00 344.930.000,00
24, Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 558.800.000,00
Rakyat Daerah
25. Kecamatan Bogor Utara 0,00 17.075.000,00
26. Kecamatan Bogor Setatan 0,00 31.700.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur 0,00 26.000.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat 0,00 14.000.000,00
29. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 3.500.000,00
30. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 13.750.000,00
31. Badan Perencanaan 0,00 9.000.000,00
Pembangunan Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah 0,00 2.000.000,00
- Beban Jasa Penulisan/Penterjemahan Rp 12.000.000,00 0,00
1. Sekretariat Dewan Perwakilan 12.000.000,00 0,00
Rakyat Daerah
- Beban Pajak Bumi dan Bangunan Rp 256.137.236,00 144,880,494,00
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Per Per
~ (I 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Py ®p) Rp)
1. Dinas Perumahan dan 251.801.361,00 139.811.400,00
Permukiman
2. Dinas Lingkungan Hidup 4.335.875,00 5.069.094,00
- Beban Jasa Pengurusan Jenazah Rp 443,062,500.00 32.800.000,00
1. Badan Penanggulangan 392,962,500.00 0,00
Bencana Daerah
2. Kecamatan Bogor Utara 10.500.000,00 2.000.000,00
3. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 8.600.000,00
4.  Kecamatan Bogor Timur 4.800.000,00 8.400.000,00
5. Kecamatan Bogor Barat 4.800.000,00 1.600.000,00
6. Kecamatan Bogor Tengah 25.600.000,00 12.800.000,00
7.  Kecamatan Tanah Sareal 4,400.000,00 0,00
- Beban luran Keanggotaan Pemerintah Rp 194.932.445,00 191.205,725,00
1. Sekretariat Daerah 194.932.445,00 190.205.725,00
2. Sekretariat Dewan Perwakilan 4,00 1.000.000,00
Rakyat Daerah
- Beban Jasa Bantuan Hukum Rp 344.100.000,00 246.085.000,00
1.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil 22.500.000,00 22.500.000,00
dan Menengah
2. Sekretariat Daerah 271.600.000,00 223.585.000,00
3. Badan Pendapatan Daerah 50.000.000,00 0,00
- Beban Jasa Tenaga Pendidik dan Rp 26.943.040,530,00 0,00
Kependidikan
1. Dinas Pendidikan 26.943.040.530,00 0,00

- Beban Jasa Tenaga Kesehatan/ Rp 126,661,738,910.00 94.306,248.739,00
Kedokteran
1. Dinas Pendidikan 0,00 663.200,00
2. Dinas Kesehatan 69,871,891,121.00 52.902.150.202,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 265,250,000.00 0,06
4, Rumabh Sakit Umum Daerah 55.955.194.387,00 40.698.451.137,00
(BLUD)
5. Satua Polisi Pamong Praja 84.600.000,00 0,00
6. Dinas Ketahanan Pangan dan 64.940.000,00 0,00
Pertanian
7. Dinas Lingkungan Hidup 181.841.200,00 229.053.000,00
8. Dinas Pengendalian Penduduk 105.575.000,00 162.384.200,60
dan Keluarga Berencana
9. Seketariat Dewan Perwakilan 20.150.000,60 37.560.0500,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)
Rakyat Daerah
10. Badan Kepegawaian dan 112.297.202,00 256.047.000,00

Pengendalian Sumber Daya
Manusia

- Beban Jasa Teknologi Informasi (IT) Rp 3.854.172.899,00 2.553,885.125,00
1. Dinas Pendidikan 485.334.800,00 0,00
2. Dinas tenaga Kerja dan 150.942.500,00 0,00
Transmigrasi
3. Dinas Kependudukan dan 984.453.500,00 0,00
Pencatatan Sipil
4. Dinas Perhubungan 98.725.000,00 0,00
5. Dinas Komunikasi dan 1.695.353.300,00 2.314.220.000,00
Informatika
é. [Dinas Penanaman Modal dan 288.163.799,00 0,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.  Dinas Kearsipan dan 36.400.000,00 0,00
Perpustakaan
8. Sekretariat Daerah 114.800.000,00 0,00
9. Badan Pendapatan Daerah 0,00 98.245.125,00
10. Badan Kepegawaian dan 0,00 141.420.000,00
Pengendalian Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa Tenaga Pendukungan Rp 9,444,426,027.00 0,00
Keamanan Ketentraman dan Ketertiban
1. Dinas Pendidikan 60.000.000,00 0,00
2. Dinas Perumahan dan 199.177.000,00 0,00
Permukiman
3. Satuan Polisi Pamong Praja 6,376,096,627.00 0,00
4. Badan Penanggulangan 495.649.400,00 0,00
Bencana Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa dan 546.000.000,00 0,00
Patitik
6. Dinas Sosial 228.365.000,00 0,00
7. Dinas Lingkungan Hidup 588.420.000,00 0,00
8. Dinas Perhubungan 509.800.000,00 0,00
9. Sekretariat Daerah 85.850.000,00 0,00
10. Kecamatan Bogor Timur 90.427.0060,00 0,00
11. Kecamatan Bogor Tengah 52.800.000,00 0,00
12. Kecamatan Tanah Sareal 15.759.000,00 0,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
13. Badan Kepegawaian dan 196.082.000,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa Tenaga Operasional Lalu Rp 6.100.802.270,00 C,00
Lintas
1. Dinas Perhubungan 6.057.602.270,00 0,00
2. Dinas Koperasi, Uszha Kecil 19.500.000,00 0,00
dan Menengah
3. Dinas Perindustrian dan 18.000.000,00 0,00
Perdagangan
4. Sekretarfat Daerah 5.700.000,00 0,00
- Beban Jasa Tenaga Pemeliharaan Rp 12.000.000,00 0,00
Taman dan Tempat Pemakaman Umum
1. Kecamatan Tanah Sareal 12.000.000,00 0,00
- Beban Jasa Tenaga Pemerilharaan Rp 467.200.000,00 0,00
Penerangan Jalan Umum
1. Dinas Perumahan dan 467.200.000,00 0,00
Permukiman
- Beban Jasa Tenaga Perpustakaan Rp 501.896.000,00 0,00
1. Dinas Pendidikan 461.686.000,00 0,00
2, Dinas Kearsipan dan 40.210.000,00 0,00
Perpustakaan
- Beban Jasa Tenaga Kehumasan dan Rp 9,918,435,000.00 0,00
Publikasi
1. Dinas Kesehatan 5,000,000.00 0,00
2. Badan Penanggutangan 9,096,085,000.00 0,00
Bencana Daerah
3. Dinas Tenaga Kerja Dan 6.300.000,00 0,00
Transmigrasi
4.  Dinas Perhubungan 51.500.000,00 0,00
5. Sekretariat Daerah 748.750.000,00 0,00
6. Kecamatan Bogor Timur 10.800.000,00 0,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi Rp 22.081.983.812,00 ‘ 13.156,171.952,00
Perkantoran
1. Dinas Pendidikan 1.311.011.900,00 117.793.000,00
i. Dinas Kesehatan 1.222.497.120,00 0,00
3. Rumab Sakit Umum Daerah 0,00 11.544.256.980,00
(BLUD}
4,  Dinas Pekerjaan Umum dan 94.187.000,00 1.070.608,00
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KOTA BOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2012
(Rp) (Rp)

Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan dan 11.027.295.000,00 0,00
Permukiman

6. Satua Polisi Famong Praja 37.500.000,00 0,00

7. Badan Penanggulangan 228.000.000,00 0,00
Bencana Daerah

8. Badan Kesatuan Bangsa dan 39.000.000,00 0,00
Politik

9. Dinas Sosial 229.216.000,00 0,00

10. Dinas Tenaga Kerja dan 141.200.000,00 148.057.800,00
Transmigrasi

11. Dinas Ketahanan Pangan dan 437.200.000,00 0,00
Pertanian

12, Dinas Kependudukan dan 69.940.000,00 0,00
Pencatatan Sipil

13. Dinas Pemberdayaan 192.705.000,00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

14. Dinas Pengendalian Penduduk 170.400.000,00 0,00
dan Keluarga Berencana

15. Dinas Perhubungan 563.250.000,00 0,00

16. Dinas Komunikasi dan 39.000.000,00 0,00
Informatika

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 102.700.000,00 0,00
dan Menengah

18. Dinas Penanaman Modal dan 578.194.840,00 594.535.000,00
Petayanan Terpadu Satu Pintu

19. Dinas Pemuda dan Olahraga 75.075.000,00 0,00

20. Dinas Pariwisata dan 64.400.000,00 0,00
Kebudayaan

21, Dinas Kearsipan dan 79.300.000,00 0,00
Perpustakaan

22. Dinas Perindustrian dan 158.600.000,00 0,00
Perdagangan

23. Sekretariat Daerah 578.500.000,00 125.280.000,00

24. Sekretariat Dewan Perwakilan 923.574.000,00 0,00
Rakyat Daerah

25. Kecamatan Bogor Utara 388.200.000,00 0,00

26. Kecamatan Bogor Selatan 633.078.000,00 0,00

27. Kecamatan Bogor Timur 467.772.000,00 0,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
18. Kecarnatan Bogor Barat 607.638.000,00 0,00
29. Kecamatan Bogor Tengah 369.500.000,00 0,00
30. Kecamatan Tanah Sareal 448.648.560,00 0,00
31. Inspektorat Daerah 101.320.360,00 0,00
32. Badan Keuangan dan Ase 127.970.032,00 0,00
Daerah
33. Badan Pendapatan Daerah 339.020.000,00 428.178.572,00
34, Badan Kepegawaian dan 236.091.000,00 197.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa Kebersihan dan Tenaga 52,795,702,963.00 3.682.022,315,00

Kebersihan

1.
Z

10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satua Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Dan
Pertindungan Anak

Dinas Pengendatian Penduduk

dan Ketuarga Berencana

Dinas Perhubungan

1.770.720.049,00
348,094,585,00
3.898.373.742,00

1.966.508.760,00

199.325.500,00

15.600.000,00
28.800.000,00

15.600.000,00

60.000.000,00
46.800.000,00

93.600.000,00

39.810.540.000,00
198.650.000,00

108.086.000,00

30.000.000,00

197.706.880,00

511.266.768,00
4.200.000,00
20.380.000,00

47.520.000,00

388.796.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

243.900.600,00
194,700.000,00

133,394.800,00

0,00

193.796.909,00
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HKOTA BOGOR Per Per
g 1L 31 Desember 2020 31 Desember 2019
a 5 (Rp) (Rp)
17. Dinas Komunikasi dan 31.200.000,00 0,00
Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 28.800.000,00 0,00
dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan 265.093.180,00 154.590.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olahraga 46.800.000,00 0,00
21, Dinas Pariwisata dan 313.527.908,00 178.539.600,00
Kebudayaan
22. Dinas Kearsipan dan 143.,400.000,00 18.597.348,00
Perpustakaan
23. Dinas Perindustrian dan 70.400.000,00 300.000,00
Perdagangan
24. Sekretariat Daerah 31.200.000,00 0,00
25. Sekretariat Dewan Perwakiian 1.005.466,900,00 840.995.399,00
Rakyat Daerah
26. Kecamatan Bogor Utara 198.000.000,00 98.763.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan 345.200.000,00 5.100.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur 198.984.800,00 0,00
29, Kecamatan Bogor Barat 280.800.000,00 1.500.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah 198.350.000,00 0,00
31. Kecamatan Tanah Sareal 262.800.001,00 140.100.000,00
32. Inspektorat Daerah 26.040.720,00 0,00
33. Badan Perencanaan dan 174.000.000,00 174.000.000,00
Pembangunan Daerah
34. Badan Keuangan dan Ase 28.829.968,00 0,00
Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah 311.564.000,00 331.582.500,00
36. Badan Kepegawaian dan 46.800.000,00 0,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Jasa Keamanan dan Tenaga

Keamanan

1.
2.
3.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan Dan

Permukiman

Rp

6.426,199.212,00

1.650.531.015,00
176.036.275,00
221.100.000,00

397.224.652,00

3.726.241,500,00

169.777.500,00
0,00
182.611.000,00

578.346.000,00
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KOTA EOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
®p) (Rp)

5. Badan Penanggulangan 40.800.000,00 0,00
Bencana Daerah

6. Badan Kesatuan Bangsa Dan 44.200.000,00 0,00
Politik

7. Dinas Sosial 44,200.000,00 0,00

8. Dinas Tenaga Kerja Dan 71.040.000,00 0,00
Transmigrasi

9. Dinas Ketahanan Pangan Dan 132.600.000,00 0,00
Pertanian

10. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 586.370.000,00

11. Dinas Kependudukan Dan 199.423.105,00 149.380.000,00
Pencatatan Sipil

12. Dinas Pemberdayaan 133.265.000,00 98.120.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

13. Dinas Pengendatian Penduduk 52.700.000,00 0,00
Dan Keluarga Berencana

14. Dinas Perhubungan 194,5%7.326,00 217.500.000,00

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 44,200.000,00 0,00
Dan Menengah

16. Dinas Penanaman Modal dan 238.395.793,00 167.435.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

17. Dinas Pemuda Dan Olah Raga 44.200.000,00 0,00

18. Dinas Pariwisata Dan 194.415.826,00 192.700.000,00
Kebudayaan

19. Dinas Kearsipan Dan 145.190.000,00 0,00
Perpustakaan

20. Dinas Perindustrian Dan 115.200.000,00 0,00
Perdagangan

21. Sekretariat Daerah 40.800.000,00 0,00

22. Sekretariat Dewan Perwakilan 764.706.000,00 625.535.000,00
Rakyat Daerah

23. Kecamatan Bogor Utara 173.428.000,00 0,00

24. Kecamatan Bogor Selatan 80.941.000,00 0,00

25. Kecamatan Bogor Timur 155.104.800,00 0,00

26. Kecamatan Bogor Barat 179.672.500,00 0,00

27. Kecamatan Bogor Tengah 81.496.000,00 4,00

28. Kecamatan Tanah Sareal 279.275.000,00 0,00

29. Inspektorat Daerah 38.975.920,00 0,00
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KOTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
30. Badan Perencanaan 194.480.000,00 194.000.000,00
Pembangunan Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah 298.001.000,00 367.967.000,00
32. Badan Kepegawaian dan 0,00 196.500.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa Operasional Lembaga Rp 28,372,215,700.00 0,00
Kemasyarakatan
1. Dinas Kesehatan 5,144,400,000.00 6,00
2, Dinas Sosial 130.200.000,00 0,00
3. Dinas Tenaga Kerja dan 110.240.000,00 0,00
Transmigrasi
4.  Dinas Ketahanan Pangan dan 113.400.000,00 0,00
Pertanian
5. Dinas Pemberdayaan 103.100.000,00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Pertindungan Anak
6. Dinas Pengendalian Penduduk 90.850.000,00 0,00
dan Keluarga Berencana
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 17.700.000,00 0,00
dan Menengah
8. Sekretariat Daerah 3.156.125.000,00 0,00
9. Kecamatan Bogor Utara 2.645.934,800,00 0,00
10. Kecamatan Bogor Selatan 3.970.400.000,00 0,00
11. Kecamatan Bogor Timur 1.815.815.000,00 0,00
12. Kecamatan Bogor Barat 4.388.800.000,00 0,00
13. Kecamatan Boger Tengah 2.262.685.000,00 0,00
14. Kecamatan Tanah Sareal 3.191.200.400,00 0,00
15. Badan Perencanaan 37.800.000,00 0,00
pembangunan Daerah
16. Badan Pendapatan Daerah 1.193.565.500,00 0,00
- Beban Jasa Tenaga Pembangunan Rp 8.662.325.000,00 0,00
Infrastruktur
1. Dinas Pekerjaan Umum dan 8.651.375.000,00 6,00
Penhataan Ruang
2. Kecamatan Bogor Barat 10.950.000,00 0,00
- Beban Jasa Tenaga Angkut Rp 264,136,200.00 196.310,000,00
1. Binas Pendidikan 150.000,00 0,00
Z. Badan Penanggulangan 200,978,200.00 0,00
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31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
Bencana Daerah
3. Dinas Ketahanan Pangan dan 13.200.000,00 0,00
Pertanian
4, Dinas Pemuda dan Olahraga 1.400.000,00 0,00
5. Dinas Perhubungan 0,00 13.600.000,00
6. Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 182.710.000,00
Rakyat Daerah
7. Badan Perencanaan 19.500.000,00 0,00
Pembangunan Daerah
8, Badan keuangan dan Aset 28.908.000,00 0,00
Daerah
- Beban Jasa Profesi Rp 93,194,000.00 0,00
1. Dinas Kesehatan 1,968,000.00 0,00
2. Dinas koperasi, usaha Kecil 46.000.000,00 0,00
dan menengah
3. Kecamatan Tanah Sareal 45,226.000,00 0,00
- Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Rp 74,446,632,164.00 63.876.947.593,00
1. Dinas Kesehatan 74,325,489,050.00 63.426.725.649,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah 15,091.00 0,00
(BLUD)
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 32.357.648,00 5.524.218,00
Penataan Ruang
4, Dinas Perumahan Dan 406,593.00 27.843.883,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 10.007.520,00 86.987.865,00
6. Badan Kesatuan Bangsa dan 2.001.504,00 2.115.540,00
Politik
7. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 1.036.064,00
Pertanian
8. Dinas Sosial 5.109.226,00 8.158.994,00
9.  Dinas Lingkungan Hidup 0,00 214.659.346,00
10. Dinas Perhubungan 41.698.000,00 57.962.248,00
11. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 1.383.408,00
12. Dinas Pariwisata dan ¢,00 2.400.000,00
Kebudayaan
13. Sekretariat Daerah 16.012.032,00 20.674.015,00
14. Kecamatan Bogor Utara 1.860.060,00 2.305.680,00
15. Kecamnatan Bogor Barat 0,00 2.305.680,00
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Per Per
. I 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Py ®e) %)
16. Kecamatan Bogor Tengah 4.670.176,00 6.917.040,00
17. Kecamatan Tanah Sareal 5.003.760,00 4.954.544,00
18. Inspektorat Daerah 0,00 214.917,00
19. Badan Keuangan dan Aset 0,00 2.472.822,00
Daerah
20. Badan Pendapatan Daerah 2,001.504,00 2.305.680,00
- Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik 1.109,387.112,12 963.284,145,90
Daerah
1. Rumah Sakit Umum Daerah 620 705.001,66
(BLUD)
2. Dinas Perumahan dan 176.327.080,75 173.052.054,80
Permukiman
3. Dinas Kearsipan dan 0,00 10.361.293,15
Perpustakaan
4.  Sekretariat Daerah 118.359.653,00 108.005.507,00
3. Sekretariat Dewan Perwakilan 187.907.631,25

6.

Rakyat Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

620.545.727,59

165.184.197,52

505.976.091,77

- Beban Premi Asuransi Ketenaga-kerjaan 370.306.659,00 419.259.525,00
1.  Dinas Pekerjaan Umum Dan 370.306.659,00 0,00
Penataan Ruang
1. Dinas Perumahan dan 0,00 816.728,00
Permukiman
2. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 24.,009.942,00
3. Badan Kesatuan Bangsa dan 0,00 2.801.850,00
Politik
4. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 948.680,00
Pertanian
5. Dinas Sosial 0,00 8.620.056,00
6. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 238.111.298,00
7. Dinas Perhubungan 0,00 30.637.830,00
8. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00
9. Dinas Pariwisata dan 0,00 2.400.000,00
Kebudayaan
10. Sekretariat Daerah 0,00 22.979.820,00
11. Kecamatan Bogor Utara 0,00 2.877.466,00
12. Kecamatan Bogor Barat 0,00 2.877.479,00
13. Kecamatan Bogor Tengah ¢,00 8.632.430,00
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Per

31 Desernber 2020

Per

31 Desember 2019

{Rp) (Rp)
14. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 2.794.380,00
15. Badan Keuangan dan Aset 0,00 1.243.132,00
Daerah
16. Badan Pendapatan Daerah 6,00 2.158.110,00
- Beban Jasa Service Rp 3.062.066.085,00 3.376.479.244,00
1. Dinas Pendidikan 7.227.545,00 24.863.500,00
2. Dinas Kesehatan 12.518.293,00 12.247.891,00
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan 22.500.500,00 26.023.100,00
Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Dan 37.795.450,00 88.255.000,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 376.744.003,00 474.488.616,00
6. Badan Penanggulangan 30.864.071,00 50.712.548,00
Bencana Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan 1.649.750,00 10.117.750,00
Politik
8. Dinas Sosial 53.500.000,00 40.500.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja Dan 22.341.500,00 17.051.084,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan 53.832.428,00 69.931.000,00
Pertanian
11. Dinas Lingkungan Hidup 1.249.429.700,00 1.449.150.800,00
12. Dinas Kependudukan Dan 4,800.000,00 10.800.000,00
Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan 5.095.000,00 10.500.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
14. Dinas Pengendalian Penduduk 19.607.500,00 19.684.391,00
Dan Keluarga Berencana
13. Dinas Komunikasi Dan 27.000.000,00 16.305.851,00
Informatika
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 14.011.423,00 11.830.000,00
Dan Menengah
17. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 360.000,00
Pelayanan Satu Pintu
18. Dinas Pemuda Dan Olah Raga 26.524.904,00 17.056.490,00
19. Dinas Pariwisata Dan 2.400.000,00 2.800.000,00
Kebudayaan
20. Dinas Kearsipan Dan 45.000.000,00 41.000.000,00
Perpustakaan
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KOTA BDGOR Por Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) (Rp)
21. Dinas Perindustrian Dan 4.200.000,00 3.600.000,00
Perdagangan
22. Sekretariat Daerah 45.045.000,00 47.707.500,00
23. Sekretariat Dewan Perwakilan 590.001.598,00 507.493.223,00
Rakyat Daerah
24. Kecamatan Bogor Utara 35.157.200,00 17.971.481,00
25. Kecamatan Bogar Selatan 33.500.000,00 22.180.000,00
26. Kecamatan Bogor Timur 12.245.000,00 6.900.000,00
27. Kecamatan Bogor Barat 38.937.700,00 38.729.496,00
28. Kecamatan Bogor Tengah 47.800.000,00 37.000.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal 44.732.778,00 48.960.140,00
30. Inspektorat Daerah 19,951.642,00 39.129.383,00
31. Badan Perencanaan 114.675.000,00 158.200.000,00
Pembangunan Daerah
32. Badan Keuangan Dan Aset 14.108.100,00 12.950.000,00
Daerah
33. Badan Pendapatan Daerah 24.000.008,00 13.000.000,00
34. Badan Kepegawaian Dan 23.870.000,00 26.980.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Penggantian Suku Cadang

10.906.977.820,00

9.765.756.362,00

1.  Dinas Pendidikan 13.928.500,00 44,138.000,00

2. Dinas Kesehatan 58.268.185,00 88.847.180,00

3. Dinas Pekerjaan Umum Dan 1.150.474.600,00 875.806.310,00
Penataan Ruang

4. Dinas Perumahan Dan 436.035.000,00 377.506.424,00
Permukiman

5. Satuan Polisi Pamong Praja 320.305,450,00 454.650.417,00

6. Badan Penanggulangan 37.106.000,00 19.955.000,00
Bencana Daerah

7. Badan Kesatuan Bangsa Dan 32.575.000,00 32.575.000,00
Politik

8. Dinas Sosial 27.150.000,00 47.950.000,00

9. Dinas Tenaga Kerja Dan 24.,859.500,00 16.912.000,00
Transmigrasi

10. Dinas Ketahanan Pangan Dan 48.667.000,00 89.391.594,00
Pertanian

11. Dinas Lingkungan Hidup 5.706.062.920,00 5.351.750.130,00

12. Dinas Kependudukan Dan 25.795.000,00 5(.363.000,00
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HOTA BOGOR Per Per
m 31 Desember 2020 31 Desember 2019
&p) (Rp)
Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan 17.192.000,00 43.257.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
14. Dinas Pengendalian Penduduk 70.020.000,00 37.902.627,00
Dan Keluarga Berencana
15. Dinas perhubungan 405.213.000,00 388.495.000,00
16. Dinas Komunikasi Dan 27.945.196,00 10.125.300,00
Informatika
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 24.241.000,00 72.896.500,00
Dan Menengah
i8. Dinas Penanaman Modal dan 39.351.051,00 69.881.056,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pariwisata Dan 19.900.000,00 9.290.000,00
Kebudayaan
20. Dinas Kearsipan Dan 79.000.000,00 48.601.000,00
Perpustakaan
21, Dinas Perindustrian Dan 33.290.000,00 17.440.000,00
Perdagangan
22. Sekretariat Daerah 910.695.775,00 396.052.080,00
23. Sekretariat Dewan Perwakilan 953.525.908,00 779.831.530,0
Rakyat Daerah
24. Kecamatan Bogor Utara 15.709.100,00 5.227.204,00
25. Kecamatan Bogor Selatan 28.300.000,00
26. Kecamatan Bogor Timur 27.700.000,00 53.822.510,00
27. Kecamatan Bogor Barat 65.335.000,00 79.408.750,00
28. Kecamatan Bogor Tengah 33.000.000,00 24,800.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal 29.439.418,00 33.761.000,00
30. Inspektorat Daerah 29.984.000,00 48.133,750,00
31. Badan Keuangan Dan Aset 73.100.807,00 66.655.000,00
Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah 76.879.400,00 72.831.000,00
33. Badan Kepegawaian Dan 65.929.000,00 57.500.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Rp 10.682.602,540,00 13.284.154.621,00
Pelumas
1. Dinas Pendidikan 5.900.000,00 7.375.000,00
2. Dinas Kesehatan 75.702.363,00 101.347.290,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

3. Dinas Pekerjaan Umum Dan 24.736.668,00 162.201.400,00
Penataan Ruang

4. [Dinas Perumahan Dan 1.363.635.692,00 1.430.117.284,00
Permukiman

5. Satuan Polisi Pamong Praja 1.060.314.070,00 1.025.889.377,00

6. Badan Penanggulangan 93.971.408,00 94.155.667,00
Bencana Daerah

7. Badan Kesatuan Bangsa Dan 42.436.500,00 42.436.500,00
Politik

8. Dinas Sosial 83.479.467,00 32.100.000,00

9. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 44.350.000,00
Transrmigrasi

10. Dinas Ketahanan Pangan dan 106.799.288,00 172.808.480,00
Pertanian

11. Dinas Lingkungan Hidup 5.884.787,309,00 6.468.402.730,00

12. Dinas Kependudukan Dan 55.692.269,00 24.118.983,00
Pencatatan Sipil

13. Dinas Pemberdayaan 47.923.466,00 81.486.142,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

14, Dinas Pengendalian Penduduk 62.634.601,00 69.507.674,00
Dan Keluarga Berencana

15. Dinas Perhubungan 137.201.905,00 1.835.362.513,00

16, Dinas Komunikasi Dan 73.200.000,00 61.200.000,00
Informatika

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecit 66.800.000,00 67.200.000,00
Dan Menengah

18. Dinas Penanaman Modal dan 80.693.590,00 44.370.183,00
Pelayanan Terpadu $atu Pintu

19. Dinas Pariwisata Dan 33.231.250,00 63.214,089,00
Kebudayaan

20. Dinas Kearsipan Dan 84.450.000,00 76.050.000,00
Perpustakaan

21. Dinas Perindustrian Dan 78.979.613,00 63.593.998,00
Perdagangan

22. Sekretariat Daerah 473.217.650,00 448.778.747,00

23. Sekretariat Dewan Perwakilan 132.810.679,00 202.764,101,00
Rakyat Daerah

24. Kecamatan Bogor Utara 0,00 66.509.241,00

25. Kecamatan Bogor Selatan 62.000.000,00 47.906.500,00
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KOTA BOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Ep) Rp}
26. Kecamatan Bogor Timur 103.220.000,00 98.100.000,00
27, Kecamatan Bogor Barat 78.868.500,00 93.681.000,00
28. Kecamatan Bogor Tengah 103.546.941,060 46.200.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal 20.757.910,00 27.819.191,00
30. Inspektorat Daerah 66.705.230,00 53.765.790,00
31. Badan Keuangan Dan Aset 55.069.044,00 64.765.942.00
Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah 111.312.127,00 132.537.656,00
33. Badan Kepegawaian Dan 12.525.000,00 34.039.143,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa KIR Rp 450.000,00 240,000,00
1. Dinas Perhubungan 450.000,00 240.000,00
- Beban Pajak Kendaraan Bermotor Rp 314.447.100,00 : 270.572.600,00
1. Dinas Pendidikan 3.807.500,00 4.265.700,00
2. Dinas Kesehatan. 3.378.200,00 769.500,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 8.198.100,00 0,00
{BLUD)
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan 38.836.900,00 43.724.200,00
Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Dan 40.160.700,00 26.189.800,0
Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja 33.560.300,00 30.544.500,00
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan 3.827.900,00 2.520.000,00
Politik
8. Dinas Sosial 12.296.400,00 0,00
9. Dinas Tenaga Kerja Dan 2.485.000,00 6.962.100,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan 25.417.200,00 19.836.500,00
Pertanian
11. Dinas Kependudukan Dan 6.519.300,00 5.991.100,00
Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan 7.465.600,00 6.210.100,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
13. Dinas Pengendalian Penduduk 6.343.400,00 $.293.600,00
Dan Keluarga Berencana
14. Dinas Komunikasi Dan 7.514.600,00 8.448.600,00

informatika
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31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 6.100.600,00 0,00
Dan Menengah
16. Dinas Penanaman Modal Dan 10.721.400,00 12.827.100,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda Dan Olah Raga 2.423.900,00 5.292.400,00
18. Dinas Pariwisata Dan 4.557.900,00 4.841.800,00
Kebudayaan
19. Dinas Kearsipan Dan 13.511.400,00 9.053.300,00
Perpustakaan
20. Dinas Perindustrian Dan 8.490.800,00 7.279.800,00
Perdagangan
21. Kecamatan Bogor Utara 0,00 7.690.400,00
22. Kecamatan Bogor Selatan 11.348.300,00 8.723.700,00
23. Kecamatan Bogor Timur 7.056.200,00 6.630.000,00
24, Kecamatan Bogor Barat 5.935.000,00 5.744.400,00
25. Kecamatan Bogor Tengah 5.533.700,00 8.611.600,00
26. Kecamatan Tanah Sareal 10.819.000,00 6.517.200,00
27. Inspektorat Daerah 0,00 8.189.600,00
28. Badan Keuangan dan Aset 20.582.100,00 7.616.200,00
Daerah
- 29. Badan Kepegawaian dan 7.555.300,00 6.799.400,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Bea Batik Nama Kendaraan 8.367.400,00 0,00
Bermotor
1.  Dinas Sosial 8.367.400,00 0,00
- Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan 580.047.199,00 502.229.763,00
1. Dinas Kesehatan 4.130.300,00 8.988.300,00
2. Badan Penanggutangan 12.293.300,00 14.912.663,00
Bencana Daerah
3. Dinas Sosfal 6,00 8.037.400,00
4. Dinas Lingkungan Hidup 311.677.500,00 256.419.100,00
5. Dinas Perhubungan 120.691.900,00 65.833.500,00
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 0,00 5.600.600,00
dan Menengah
7. Sekretariat Daerah 52.403.800,00 50.048.700,00
8. Sekretariat Dewan Perwakilan 31.151.100,00 61.464.500,00
Rakyat Daerah
9. Kecamatan Boger Utara 4.754.400,00 0,00
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10. Inspektorat Daerah 11.302.000,00 0,00
11. Badan Perencanaan 13.127.599,00 8.607.100,00
Pembangunan Daerah
12. Badan Keuangan dan Aset 0,00 2.069.200,00
Daerah
13. Badan Pendapatan Daerah 18.515.300,00 16.248.700,00
- Belanja Perlengkapan Kendaraan Rp 19.920.000,00 30.490.000,00
Operasional
1. Badan Ketahanan Pangan dan 19.920.000,00 30.490.000,00
Pertanian
- Beban Penggandaan Rp 5,263,169,657.00 12.458.094.194,00

1.

Dinas Pendidikan

3.560.285.832,00

10.132.146.414,00

2. Dinas Kesehatan 162.334.900,00 394.474.050,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 1.225.000,00 6.840.000,00

4. Rumah Sakit Umurn Daerah 7.174.700,00 0,00
(Blud)

5. Dinas Pekerjaan Umum Dan 7.460.800,00 6.396.050,00
Penataan Ruang

6. Dinas Perumahan Dan 97.868.000,00 118.232.200,00
Permukiman

7. Satuan Polisi Pamang Praja 19.524.000,00 29.901.500,00

8. Badan Penanggulangan 9.240.000,00 17.745.000,00
Bencana Daerah

9. Badan Kesatuan Bangsa Dan 32.481.400,00 40.927.440,00
Politik

10. Dinas Sosial 34.044.600,00 26.059.800,00

11. Dinas Tenaga Kerja Dan 49.446.000,00 58.647.400,00
Transmigrasi

12. Dinas Ketahanan Pangan Dan 20.811.200,00 45.598.300,00
Pertanian

13. Dinas Lingkungan Hidup 49.807.200,00 117.580.100,00

14. Dinas Kependudukan Dan 47.852.400,00 56.377.000,00
Pencatatan Sipil

15. Dinas Pemberdayaan 33.574.600,00 63.424.100,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

16. Dinas Pengendalian Penduduk 30.429,600,00 18.696.100,00
Dan Keluarga Berencana

17. Dinas Perhubungan 30,864,800.00 47.472.750,00

18. Dinas Komunikasi Dan 31.073.2800,00 36.259.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
=% e 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Py @) @)
Informatika
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 29.513.000,00 37.613.600,00
Dan Menengah
20. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 5.600.000,00
Pelayanan Satu Pintu
21. Dinas Pemuda dan Olahraga 21.979.600,00 14.776.700,00
22. Dinas Pariwisata Dan 7.037.600,00 16.932.000,00
Kebudayaan
23. Dinas Kearsipan Dan 940.000,00 11.105.000,00
Perpustakaan
24, Dinas Perindustrian dan 71.507.600,00 46.105.400,00
Perdagangan
25. Sekretariat Daerah 97.650.400,00 120.592.500,00
26. Secretariat Dewan Perwakilan 280.040.100,00 228.302.050,00
Rakyat Daerah
27. Kecamatan Bogor Utara 47.897.200,00 34.915.800,00
28. Kecamatan Bogor Selatan 72.573.300,00 61.069.000,00
29. Kecamatan Bogor Timur 53.164.600,00 35.769,400,00
30. Kecamatan Bogor Barat 73.603.200,00 86.569.200,00
31. Kecamatan Bogr Tengah 80.603.800,00 5‘_&.109.200,00
32, Kecamatan Tanah Sareat 11.806.800,00 21.584.550,00
33. Inspektorat Daerah 2.996.900,00 1.522.700,00
34. Badan Perencanaan 94.020.500,00 292.457.600,00
Pembangunan Daerah
35. Badan Keuangan Dan Aset 23.769.125,00 68.071.490,00
Daerah
36. Badan Pendapatan Daerah 14.976.200,00 55.479.800,00
37. Badan Kepegawaian Dan 43.590.900,00 48.741.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Penjilidan 337,896,463.00 462.974.133,00
1.  Dinas Pendidikan 49.823.663,00 85.316.923,00
2. Dinas Kesehatan 12.608.300,00 21.655.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 450.000,00 1.260.000,00
4, Rumah Sakit Umum Daerah 195.000,00 0,00
(Blud)
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan 8.330.000,00 13.400.000,00
Penataan Ruang
6. Dinas Perumahan Dan 8.160.000,00 §.100.000,00
Permukiman
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Catatan ates Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
7. Satuan Polisi Pamong Praja 3.980.000,00 6.577.500,00
8. Badan Penanggulangan 4,712,500.00 7.875.000,00
Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa Dan 875.000,00 0,00
Palitik
10. Dinas Sosial 9.230.000,00 3.520.000,00
11. Dinas Tenaga Kerja Dan 600.004,00 2.330.000,00
Transmigrast
12. Dinas Ketahanan Pangan Dan 3.115.000,00 6.570.000,00
Pertanian
13. Dinas Lingkungan Hidup 3.900.000,00 1.564.000,00
14. Dinas Kependudukan Dan 10.950.000,00 48.540.000,00
Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan 3.517.000,00 4.030.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
16, Dinas Pengendalian Penduduk 4.000.000,00 4.450.000,00
Dan Keluarga Berencana
17. Dinas Perhubungan 1.750.000,00 4.880.000,00
18. Dinas Komunikasi Dan 9.800.000,00 3.935.000,00
informatika
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 1.500.000,00 1.600.000,00
Dan Menengah
20. Dinas Pariwisata Dan 75.000,00 4.220.00C,00
Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan Dan 6.310.000,00 1.830.000,00
Perpustakaan
22. Sekretariat Daerah 32.360.000,00 67.926.750,00
23, Secretariat Dewan Perwakilan 11.577.000,00 11.965.000,60
Rakyat Daerzh
24. Kecamatan Bogor Utara 870.000,00 2.760.000,00
25. Kecamatan Bogor Selatan 15.196.000,00 20.656.000,00
26. Kecamatan Bogor Timur 7.300.000,00 4.574.000,00
27. XKecamatan Bogor Barat 27.141.000,00 36.195.500,00
28. Kecamatan Bogr Tengah 31.299.000,00 13.610.000,00
29, Kecamatan Tanah Sareal 8.929.000,00 9.380.500,00
30. iInspektorat Daerah 1.185.000,00 24.000,00
31. Badan Perencanaan 200.000,00 0,00
Pembangunan Daerah
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

32. Badan Keuangan Dan Aset 8.736.000,00 12.451.360,00
Daerah

33. Badan Pendapatan Daerzh 48.782.000,00 51.777.600,00

34. Badan Kepegawaian Dan 500,000,600 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Rp 1.551.774.000,00 1.673.197.612,00

1. Dinas Pendidikan 56.000.000,00 432.100.000,00

2. Dinas Kesehatan 3.500.000,00 32.250.000,00

3. Rumah Sakit Umum Daersh 11.020.000,00 17.000.000,00
(BLUD)

4, [Dinas Perumahan dan 65.000.000,00 55.000.000,00
Permukiman

5. Satwan Polisi Pamong Praja 0,00 1.100.000,00

6. Badan Penanggulangan 25.000.000,00 54.750.000,00
Bencana Daerah

7. Dinas Pengendalian Penduduk 25.704.000,00 0,00
Dan Keluarga Berencana

8. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 8.000.000,00
Transmigrasi

9. Dinas Perhubungan 93.500.000,00 145.650.000,00

10. Dinas Komunikasi dan 130.550.000,00 14.000.060,00
Informatika

11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 50.000.000,00 3.500.000,00
dan Menengah

12. Dinas Penanaman Modat Dan 1.000.000.000,00 0,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Dinas Pemuda dan Olahraga 10.500.000,00 19.500.000,00

14. Dinas Pariwisata dan 0,00 7.000.000,00
Kebudayaan

15. Dinas Perindustrian dan 10.000.000,00 620.847.612,00
Perdagangan

16. Kecamatan Bogor Utara 0,00 190.000.000,00

17. Kecamatan Bogor Selatan 51.000.000,00 0,00

18. Kecamatan Bogor Barat 20.000.000,00

19. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 57.500.000,00

20. Badan Kepegawaian dan 0,00 15.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Rp 12%.,200.000,00 234.250.000,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
1. Dinas Pendidikan 17.500.000,00 58.500.000,00
2. Dinas Kesehatan 0,00 £.500.000,00
3. Badan Kesatuan Bangsa dan 0,00 52.500.000,00
Politik
4. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 3.500.000,00
Transmigrasi
5. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 750.000,00
Pertanian
6.  Dinas Lingkungan Hidup 0,00 15.000.000,00
7. Sekretariat Daerah 45.500.000,00 87.500.000,00
8. Kecamatan Bogor Utara 15.000.000,00 8.000.000,00
9. Kecamatan Bogor Timur 20.000.000,00 0,00
t0. Kecamatan Tanah Sareal 21.000.000,00 0,00
11. inspektorat Daerah 2.200.000,00 0,00
- Beban Sewa Tempat Parkir/ Uang Rp 0,00 12.110.000,00
Tambat/Hanggar Sarana Mabilitas ‘
1.  Dinas Pendidikan 0,00 12.110.000,00
- Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp 146.408.704,00 689.673.346,00
1. Dinas Pendidikan 46.648.704,00 238.241.346,00
2. Dinas Kesehatan 200.000,00 10.000.000,00
3. Dinas Pemberdayaan 0,00 1.400.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
4. Dinas Ketahanan Pangan dan 5.600.000,00 c,00
Pertanian
5. Dinas Perhubungan 0,00 31.300.000,00
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 0,00 5.600.000,00
dan Menengah
7.  Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 6.000.000,00
8. Dinas Pariwisata dan 21.700.000,00 30.580.000,00
Kebudayaan
9. Dinas Perindustrian dan 0,00 5.952.000,00
Perdagangan
10. Sekretariat Daerah 25.260.000,00 334.900.000,00
11. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 2.000.000,00
12. ¥ecamatan Bogor Timur 1.500.000,00
13. Kecamatan Bogor Barat 500.000,00 500.000,00
14. Kecamatan Bogor Tengah 8.000.000,00 23.200.000,00
15. Kecamatan Tanah Sareal 2.000.000,00 0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) (Rp)

16.

Inspektorat Daerah

- Beban Sewa Alat Pengangkat/Forklift

1.

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

- Beban Sewa Meja Kursi

pury

10.
1.

12,

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Pertindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan
Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Sewa Komputer dan Printer

1.

3.

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah

Badan Keuangan Dan Aset

35.000.000,00
Rp 1.500.000,00
1.500.000,00

Rp 183,749,400.00
0,00

375.000,00

2.735.000,00

75,000,000.00
0,00

0,00
0,00

8.107.000,00

0,00
330.000,00
2.440.000,00

0,00

33.520.400,00
0.00

3.200.000,00
2.500.000,00
2.566.000,00
52.976.000,00

Rp 275.375.000,00
0,00

8.625.000,00

77.700.000,00

0,00
0,00
0,00

468.777.500,00
19.325.000,00
5.200.000,00
0,00

4.113.000,00
1.500.000,00

13.358.500,00

45.956.800,00

2.800.000,00

1.428.000,00
2.170.000,00
14.100.000,00

4.800.000,00

215.980.200,00
124.671.000,00

600.000,00
2.325.000,00
2.450.000,00
8.000.000,00

145.581.000,00
26.411.000,00

8.190.000,00

85.500.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)
Daerah
4, Badan Kepegawaian Dan 189.050.000,00 25.480.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Sewa Proyektor Rp 0,00 7.200.000,00
1. Dinas Pendidikan 0,00 7.200.000,00
- Beban Sewa Generator Rp 80.525.200,00 322.538.400,00
1. Dbinas Pariwisata dan 40.000.000,00 76.410.000,00
Kebudayaan
2. Sekretariat Daerah 36.525.200,00 178.608.400,00
3. Sekretariat Dewan Perwakilan 4.000.000,00 15.400.000,00
Rakyat Daerah
4. Badan Kepegawaian dan 0,00 13.445.000,00
pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Sewa Tenda/Stand/Panggung Rp 3,020,814,380.00 2,267.114.375,00

1.
2.
3.

0.

1.
12,

13,
14.

15,

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

(BLUDY

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan

Perlindungan Anak

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan

14.682,480,00
0,00
25,840.500,00

1,358,130,000.00
0,00

0,00

0,00

0,00

678,475,000.00

25.092.000,00

393,600,000.00
0,00

20.664.000,00
6.000.000,00

0,00

156.357.500,00
66.250.000,00
0,00

6.720.000,00
37.900.000,00

4.500.000,00

18.150.000,00

31.479.000,00

0,00

10.000.000,00

69.800.000,00
158.000.000,00

14.,000.000,00
161.000.000,00

0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
Perpustakaan
16. Dinas Perindustrian dan 0,00 260.805.000,00
Perdagangan
17. Sekretariat Daerah 401.978.400,00 976.911.875,00
18. Sekretariat Dewan Perwalilan 0,00 101.275.000,00
Rakyat Daerah
19. Kecamatan Bogor Selasa 0,00 2.550.000,00
20. Kecamatan Bogor Timur 10.000.000,00 2.500.000,00
21. Kecamatan Bogor Barat 22.080.000,00 5.000.000,00
22. Kecamatan Tanah Sareal 7.380.000,00
23. Badan Pendapatan Daerah 18.876.000,00
24, Badan Kepegawaian dan 56.892.000,00 7.950,000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional Rp 107.700,000,00 95.000.000,00
1. Dinas Pendidikan 7.100.000,00 8.900.000,00
2. Dinas Pengendalian Penduduk 1 .500.00d,00 0,00
Dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pariwisata Dan 99.100.000,00 78.100.000,00
Kebudayaan
4. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 8.000.000,00
- Beban Sewa Sound System/Atat Rp 444.181.250,00 1.042.917.600,00

Musilc/Alat Studio

1.

2
3.
4

10.
11.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Kefuarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata Dan

Kebudayaan

7.231.250,00
0,00
0,00
0,60

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00
0,00

0,00
127.500.000,00

86.047.600,00
26.000.000,00
17.210.000,00

0,00

12.700.000,00

50.430.000,00

6.000.000,00

15.600.000,00
48.000.000,00

4.000.000,00
188.600.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp}
12. Dinas Perindustrian dan 0,00 22.800.000,00
Perdagangan
13. Sekretariat Daerah 243.150.000,00 530.180.000,00
14. Sekretariat Dewan Perwakilan 20.460.000,00 9.700.000,00
Rakyat Daerah
15. Kecamatan Bogor Sefatan 7.920.000,00 0,00
16. Kecamatan Bogor Timur 5.000.000,00 1.200.000,00
17. Kecamatan Bogor Barat 16.000.000,00 2.500.000,00
18. Kecamatan Tanah Sareal 4.920.000,00 10.000.000,00
19. Badan Kepegawaian dan 0,00 9.950.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Sewa Alat Penerangan Rp 82.600.000,00 17.000.000,00
1.  Dinas Pariwisata Dan 82.600.000,00 12.000.000,00
Kebudayaan
2. Kecamatan Bogor Barat ) 0,00 5.000.000,00
- Beban Sewa Alat Pendingin Ruangan/Air Rp 14.280.000,00 144.431,132,00
Conditioner
1. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 3.607.292,60
2. Dinas Pemberdayaan 0,00 24.479.840,00
Masyarakat, Pererpuan dan
Perlindungan Anak
3. Dinas Pariwisata dan 0,00 3.200.000,00
Kebudayaan
4, Sekretariat Daerah 0,00 15.000.000,00
5. Sekretariat Dewan Perwakilan 2.000.000,00 87.250.000,00
Rakyat Daerah
6. Kecamatan Bogor Barat 3.000.000,00 1.500.000,00
7. Badan Kepegawaian Dan 9.280.000,00 9.394.000
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Sewa Alat Komunikasi Rp 0,00 96.195.000,00
1. Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 96.195.000,00
Rakyat Daerah
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Rp 1.350.000,00 6,00
Olah Raga
1. Dinas Pendidikan 1.350.000,00 0,60
- Beban Sewa Alat Rp 3.500.000,06 12.500.000,00
Peraga/Praktek/Pelatihan
1. Dinas Pendidikan 3.500.000,00 7.500.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
2. Dinas Perindustrian dan 5.000.000,00
Perdagangan
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Rp 6.000.000,00 0,00
Pengamanan
1. Badan Kepegawaian dan 6.000.000,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Rp 182.619.700,00 190.968.000,00
Dekorast Interior/ Eksterior
1. Dinas Kesehatan 1.980.000,00 2.000.000,00
2. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 11.500.000,00
Pertanian
3. Dinas Pemberdayaan 0,00 36.250.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
4, Sekretariat Daerah 9.880.000,00 9.880.000,00
5. Sekretariat Dewan Perwakilan 144.071.200,00 15.000.000,00
Rakyat Daerah
6. Kecamatan Bogor Selatan 5.000.000,00 0,00
7. Kecamatan Bogor Barat 3.000.000,00 2.000.000,00
8. Kecamatan Tanah Sareal 3.690.000,00
9. Badan Pendapatan Daerah 14,998.500,00 108.339.000,00
10. Badan Kepegawaian dan 0,00 5.999.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Rp 0,00 3.200.000,00
Perbengketan
1. Badan Pendapatan Daerah 0,00 3.200.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat Rp 8.322.938.075,00 10.702.646.605,00
1.  Dinas Pendidikan 394.230.000,00 348.075.900,00
2. Dinas Kesehatan 297.945.000,00 126.055.000,00
3. Rumah Sakit Umut Daerah 1.080.000,00 7.560.000,00
4. Rumah Sakit Umut Daerah 22.688.200,00 29.275.959,00
(BLUD)
5. Dinas Pekerjaan Umum dan 50.250.000,00 171.622.000,00
Penataan Ruang
6. Dinas Perrumahan dan 26.460.000,00 85.995.000,00
Permukiman
7. Satuan Polisi Pamong Praja £26.500,00 12,308.000,00
8. Badan Penanggulangan Bencana 5.875.000,00 97.462.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

Daerah

9. Badan Kesatuan Bangsa dan 2.025.000,00 12.570.000,00
Palitik

10. Dinas Sosial 44.670.000,00 37.517.000,00

11. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 350.000,00
Transmigrasi

12. Dinas Ketahanan Pangan dan 8.010.000,00 42.535.000,00
Pertanian

13. Dinas Lingkungan Hidup 112.499.100,00 510.525.000,00

14. Dinas Kependudukan dan 35.990.000,00
Pencatatan Sipil

15. Dinas Pemberdayaan 19.965.000,00 85.855.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

16. Dinas Pengendalian Penduduk 264,598.500,00 14.980.000,00
Dan Keluarga Berencana

17. Dinas Perhubungan 71.105.000,00 36.295.000,00

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 27.890.600,00 17.445,000,00
Menengah

19. Dinas Penanaman Modal Dan 7.290.000,00 15.500.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

20. Dinas Pemuda dan Olahraga 8.040.,000,00 9.090.000,00

21. Dinas Pariwisata dan 9.075.000,00 13.050.000,00
Kebudayaan

22. Dinas Perindustrian dan 16.8735.000,00 77.295.000,00
Perdagangan

23. Sekretariat Daerah 316.970.000,00 2.240.667.500,00

24. Sekretariat Dewan Perwakilan 3.449.213.725,00 3.958.978.055,00
Rakyat Daerah

25. Kecamatan bogor Utara 45.000.000,00 20.250.000,00

26. Kecamatan Bogor Sefatan 380.050.000,00 288.520.000,00

27. Kecamatan Bogor Timur 669.915.000,00 273.365.000,00

28. Kecamatan Bogor Barat 1.003.799.500,00 998.174.291,00

29, Kecamatan Bogor Tengah 667.665.000,00 644.730.000,00

30. Kecamatan Tanah Sareal 32.325.000,00 83.904.000,00

31. Inspektorat Daerah 36.846.300,00 8.488.700,00

32. Badan Perencanaan 170.896.250,00 242.734.450,00
Pembangunan Daerah

33. Badan Keuangan dan Aset 83.920.000,00 65.913.750,00
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KOTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{kp} {Rp}
Daerah
34. Badan Pendapatan Daerah 65.025.000,00 76.720.000,00
35. Badan Kepegawaian dan 9.915.000,00 12.850.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Makanan dan Minuman Tamu 4.542.568.964,00 4.420.403,722,00
1. Dinas Pendidikan 26.725.000,00 30.800.000,00
2. Dinas Kesehatan 56.200.000,00 46.400.000,60
3. Rumah Sakit Umut Daerah 43.898.004,00 28.104.024,00
{BLUD)
4. Dinas Pekerjaan Umum dan 32.625.000,00 0,00
Penataan Ruang
5. Satuan Polisi Pamong Praja 2.523.000,00 8.466.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana 1.935.000,00 9.772.000,00
Daerah
7. Dinas Sosfal 4.275.000,00 2.500.000,00
8. Dinas Tenaga Kerja dan 18.615.000,00 12.600.000,00
Transemigrasi
9. Dinas Ketahanan Pangan dan 11.250.000,00 5.800.000,00
Pertanian
10. Dinas Lingkungan Hidup 31.840.000,00 48.804.000,00
11. Dinas Kependudukan dan 4.305.000,00 1.100.000,00
Pencatatan Sipit
12. Dinas Pemberdayaan 1.215.000,00 13.350.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
13. Dinas Pengendalian Penduduk 310.570.650,00 79.865.000,00
Dan Keluarga Berencana
14. Dinas Perhubungan 44,050.000,00 39.300.000,00
15. Dinas Komunikasi dan 41.495.000,00 81.160.000,00
informatika
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 17.710.000,00 5.990.000,00
Menengah
17. Dinas Penanaman Modal Dan 38.720.000,00 51.045.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Pemuda dan Olahraga 5.100.000,00 3.680.000,00
19. Dinas Pariwisata dan 17.850.000,00 2.930.000,00
Kebudayaan
20. Dinas Kearsipan Dan 7.500.000,00 12.250.000,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)

Perpustakaan
21. Dinas Perindustrian dan 3.690.000,00 2.350.000,00

Perdagangan |
22. Sekretariat Daerah 2.396.988.800,00 2.182.749.600,00
23. Sekretariat Dewan Perwakilan 1.163.027.010,00 1.576.414.998,00

Rakyat Daerah
24, Kecamatan Bogor Selatan 76.275.000,00 4.800.000,00
75. Kecamatan Bogor Timur 52.650.000,00 4.200.000,00
26. Kecamatan Bogor Barat 46.725.000,00 0,00
27. Kecamatan Bogor Tengah 6.750.000,00 0,00
28. Kecamatan Tanah Sareal 12.000.000,00 0,00
29. Inspektorat Daerah 946.500,00 4.548.100,00
30. Badan Perencanaan 3.750.000,00 42.455.000,00

Pembangunan Daerah
31. Badan Keuangan dan Aset 4.740.000,00 3.381.000,00

Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah 35.900.000,00 87.179.000,00
33. Badan Kepegawaian dan 20.725.000,00 28.410.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban makanan dan minuman

pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya

Dinas Pendidikan

Rp

6.572.914,937,00

1.385.952.403,00

12.183.630.091,00

3.114.386.267,00

2. Dinas Kesehatan 490.858.000,00 2.000.749.300,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 101.049.000,00 0,00
{BLUD)

4. Dinas Pekerjaan Umum dan 13.800.000,00 2.475.000,00
Penataan Ruang

5. Satuan Polisi Pamong Praja 163.624.250,00 492.557.000,00

6. Badan Penanggulangan Bencana 72.000.000,00 183.775.000,00
Daerzh

7. Badan Kesatuan Bangsa dan 0,00 118.297.182,00
Politik

8. Dinas Sosial 59.315.000,00 144,531.500,00

9. Dinas Tenaga Kerja dan 36.842.500,00 170.201.500,00
Transmigrasi

10. Dinas Ketahanan Pangan dan 62.805.000,00 178.430.600,00
Pertanian

11. Dinas Lingkungan Hidup 104.225.600,00 0,00

t2. Dinas Pemberdayaan 171.940.000,G0 1.619.733.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) (Rp}
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
13. Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 215.705.000,00
dan Keluarga Berencana
14. Dinas Perhubungan 15.900.000,00 24.240.000,00
15. Dinas Komunikasi dan 3.600.000,00 14.700.000,00
Informatika
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 19.425.000,00 71.900.000,00
Menengah
17. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 31.550.000,00
Pelayanan $atu Pintu
18. Dinas Pemuda dan Qlahraga 37.210.000,00 242.444.000,00
19. BDinas Pariwisata dan 40.465.000,00 135.195.000,00
Kebudayaan
20. Dinas Kearsipan dan 7.755.000,00 25.375.000,00
Perpustakaan
21. Dinas Perindustrian dan 53.460.000,00 0,00
Perdagangan
22, Sekretariat Daerah 486.229.375,00 894.593.500,00
23. Kecamatan Bogor Utara 770.852.000,00 371.287.000,00
24. Kecamatan Bogor Selatan 818.206.109,00 1.065.400.000,00
25. Kecamatan Bogor Timur 427.205.000,00 275.128.182,00
26. Kecamatan Bogor Barat 35.700.000,00 86.155.000,00
27. Kecamatan Bogor Tengah 935.492.500,00 197.180.000,00
28. Kecamatan Tanah Sareal 93.613.200,00 199.664.000,00
29. Inspektorat Daerah 0,00 11.701.200,00
30. Badan Keuangan dan Aset 31.125.000,00 0,00
Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah 41.445_000,00 184.766.460,00
32. Badan Kepegawaian dan 92.820.000,00 111.510.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Makanan dan Minuman
Pasien/Atlit/Panti

1.

Dinas Pemuda dan Olahraga

- Beban Makanan dan Minuman Harian

Pegawai
1.
2.

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
(Blud)

Rp 694,205,000.00
694,205,000.00

Rp 1.405.408.728,00
21.930.000,00

25.217.100,00

16.200.000,00

165.200.000,00
2.113.860.437,00

87.043.000,00
350.759.137,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
3. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 6.480.000,00
Pertanian
4. Dinas Kependudukan dan 0,00 128.846.000,00
Pencatatan Sipil
5. Dinas Pengendalian Penduduk 5.388.000,00 6.156.000,00
Dan Keiuarga Berencana
6. Dinas Perhubungan 1.425.000,00 23.500.000,00
7. Dinas Pariwisata dan 0,00 4,320.000,00
Kebudayaan
8. Sekretariat Daerah 862.904.300,00 987.598.800,00
9. Sekretariat Dewan Perwakilan 307.834.328,00 501.480.000,00
Rakyat Daerah
10. Kecamatan Bogor Selatan 82.290.000,00 0,00
11. Kecamatan Bogor Barat 47.835.000,00 0,00
12. Kecamatan Bogor Tengah 2.360.0060,00 2.100.000,00
13. Kecamatan Tanah Sareal 48.225.000,00 8.845.000,00
14. Badan Kepegawaian dan 0,00 5.960.000,00

- Beban Makanan dan Minuman Piket/Jaga Rp

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

5,127,922,573.00

1.043.016.600,00

1. Dinas Kesehatan 196.785.000,00 0,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja 1,271,001,500.00 0,00
3. Badan Penanggulangan Bencana 1,432,692,000.00 0,00
Daerah
4.  Dinas Perhubungan 1,178,993,500.00 110.325.000,00
5. Dinas Pemuda dan Olahraga 3.060.000,00 0,00
6. Sekretariat Daerah 900.198.400,00 821.434.800,00
7. Sekretariat Dewan Perwakilan 80.662.173,00 111.256.800,00
Rakyat Daerah
8. Kecamatan Bogor Selatan 19.080.000,00 0,00
9. Kecamatan Bogor Timur 22.500.000,00 0,00
10. Kecamatan Bogor Barat 19.350.000,00 0,00
11. Kecamatan Tanah Sareat 3.600.000,00 0,00
- Beban Makanan dan Minuman Lernbur Rp 118.304.500,00 29.164.000,00
1. Satuan Polisi Pamong Praja 1.392.000,00 0,00
2. Dinas Lingkungan Hidup 111.107.500,00 0,00
3. Dinas Kependudukan dan 0,00 3.500.000,00
Pencatatan Sipil
4. Kecamatan Bogor Selatan 2.160.000,00 0,00
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#KOTA BOGOR Per Per
. M 31 Desember 2020 31 Desember 2019
\ ®p) ®ep)
5. Badan Pendapatan Daerah 3.645.000,00 25.664.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Penelitian Rp 3.241.827.048,00 7.309.926.750,00
1.  Dinas Pendidikan 97.306.000,00 87.763.500,00
2. Dinas Kesehatan 149.116.000,00 377.064.200,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 415.574.500,00 947_826.000,00
Penataan Ruang
4, Dinas Perumahan dan 327.605.300,00 254.705.000,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 49.170.000,00 39.765.000,00
6. Badan Penanggulangan 0,00 90.953.500,00
Bencana Daerah
7. Dinas Ketahanan Pangan dan 33.540.000,00 226.378.900,00
Pertanian
8. Dinas Lingkungan Hidup 334.856.500,00 1.219.002.500,00
9. Dinas Pemberdayaan 0,00 179.811.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Pertindungan Anak
10. Dinas Pengendalian Pendudulk 97.020.000,00 0,00
dan Keluarga Berencana
11. Dinas Perhubungan 89.320.000,00 379.964.000,00
12, Dinas Komunikasi dan 126.200.000,00 4,00
Informatika
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 67.020.548,00 69.547.500,00
dan Menengah
14. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 187.880.000,00
Pelayanan Satu Pintu
15. Dinas Pariwisata dan 0,00 71.423.000,00
Kebudayaan
16. Dinas Perindustrian dan 118.195.000,00 177.402.500,00
Perdagangan
17. Sekretariat Daerah 552.065.000,00 884.195.000,00
18. Kecamatan Bogor Utara 0,00 47.650.000,00
19. Badan Perencanaan dan 355.043.200,00 785.683.650,00
Pembangunan Daerah
20. Badan Keuangan dan Aset 253.550.000,00 239.662.500,00
Daerah
21. Badan Pendapatan Daerah ¢,00 726.869.000,00
22. Badan Kepegawaian Dan 176.245.000,00 116.380.000,00

Pengembangan Sumber Daya

Manusia
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Catatan atas Laporan Keuvangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
®p) {®p)

- Beban Jasa Teknologi Informast Rp 2.226.866.700,00 3.222.427.500,00
1. Dinas Pendidikan 229.372.000,00 193.105.000,00
2. Dinas Kesehatan 3.000.000,00 21.400.000,00
3. Dinas Pekerjaan Urnum dan 19.668.000,00 3,00

Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Dan 68.421.000,00 97.465.500,0
Permukiman
5. Badan Penanggulangan 0,00 86.405.000,00
Bencana Daerah
6. Dinas Lingkungan Hidup 72.000.500,00 0,00
7.  Dinas Kependudukan Dan 148.885.700,00 68.695.000,00
Pencatatan Sipil
8. Dinas Pemberdayaan 49.610.000,00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
9.  Dinas Perhubungan ' 187.137.500,00 99.660.000,00
10. Dinas Komunikasi Dan 589.637.000,00 380.845.000,00
informatika
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecit 139.040.000,00 0,00
Dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal Dan 376.300.000,00 324.667.000,00
Petayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Pariwisata dan 0,00 39.710.000,00
Kebudayaan
14. Dinas Perindustrian Dan 60.032.500,00 104.225.000,00
Perdagangan
15. Sekretariat Daerah 97.387.500,00 255.707.500,00
16. Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 94.105.000,00
Rakyat Daerah
17. Kecamatan Bogor Timur 48.565.000,00 0,00
18. Badan Perencanaan 48.620,000,00 568.507.500,00
Pembangunan Daerah
19. Badan Keuangan Dan Aset 29.480.000,00 0,00
Daerah
20. Badan Pendapatan Daerah 0,00 589.935.000,00
21. Badan Kepegawaian Dan 59.700.000,00 $7.995.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Jasa Konsultansi Rp 163.330.000,00 328.429.919,00
Manajemen/Keuangan
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HOTA BOGOR PEI' PEI'
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
1. Dinas Kesehatan 8.500.000,00 49.417.500,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 56.202.333,00
{BLUD)
3. Dinas Perumahan dan 57.480.000,00 145.920.086,00
Permukiman
4, Dinas Penanaman Modal dan 0,00 76.890.000,00
Pelayanan Satu Pintu
5. Badan Perencanaan 97.350.000,00 0,00

Pembangunan Daerah

- Beban Jasa Konsultansi

Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/Seni dan

Budaya
1.

Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Inspektorat Daerah

Badan Keuangan Dan Aset
Daerah

- Beban Jasa Konsultansi

Penilaian/Appraisal
1.  Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Perumahan Dan
Permukiman
4. Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

- Beban Jasa Konsultansi

Perancangan/Design

1.

» oW

5.

Dinas Pendidikan
Binas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerak

Dinas Pekeriaan Umum Dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan Dan

Rp

Rp

545.615.000,00

260.975.000,00

0,00

3,00

109.280.000,00
118.360.000,00

36.000.000,00
21.000.000,00

193.598.500,00

23.820.000,00
0,00
74,678.500,00

95.100.000,00

4.436.310.570,00

38.900.000,00
30.167.000,00
358.050.000,00
583.329.550,00

979.497.220,00

363.171.500,00

0,00

46.310.000,00

-5.000.000,00

128.661.500,00
178.200.000,00

0,00
5.000.000,00

15.500.000,00

0,00
15.500.000,00
0,00

0,00

5.990.742.533,00

24.949.000,00
409.376.000,00
0,00
1.477.040.000,00

1.320.441.800,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rpj {Rp)
Permukiman
6.  Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 7.469.000,00
7. Badan Penanggulangan 0,00 11.631.840,00
Bencana Daerah
8. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 3.337.750,00
Pertanian
9. Dinas Sosiat 11.396.000,00 9.058.000,00
10. Dinas Tenaga Kerja Dan 15.829.000,00 11.770.000,00
Transmigrasi
11. Dinas Ketahanan Pangan Dan 204.009.000,00 6,00
Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup 164.282.250,00 517.753.000,00
13. Dinas Kepemdudukan Dan 23.270.500,00 0,00
Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan 9.295.000,00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
15. Dinas Perhubungan 116.275.500,00 134.141.000,00
16. Dinas Komunikasi Dan 113.245.000,00 0,00
Informatika
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 31.900.000,00 73.425.000,00
Dan Menengah
18. Dinas Penanaman Madal Dan 4.764.400,00 80.704.250,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pemuda Dan Olahraga 26.498.000,00 98.120.000,00
20. Dinas Pariwisata Dan 179.734.500,00 0,00
Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan Dan 13.585.000,00 370.144.500,00
Perpustakaan
22. Dinas Perindustrian Dan 52.370.000,00 117.943.650,00
Perdagangan
23. Sekretariat Daerah 348.533.900,00 275.023.743,00
24. Sekretariat Dewan Perwakitan 159.737.600,00 94,066.500,00
Rakyat Daerah
25. Kecamatan Bogor Utara 0,00 2.300.000,00
26. Kecamatan Bogor Selatan 49.000.600,00 54.505.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur 248,983.000,00 15.200.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat 0,00 17.760.000,00
29. Kecamatan Bogor Tengah 173.097.650,00 44,800.000,00
30. Kecamatan Tanah Sareat 28.623.000.00 0.00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR Per Per
g 31 Desember 2020 31 Desember 2019
\ ®p) ®p)
31. Inspektorat Daerah 20.075.000,00 219.780.000,00
32. Badan Perencanaan 269.582.500,00 562.577.000,00
Pembangunan Dasrah
33. Badan Keuangan Dan Aset 154,641.500,00 24.350.000,00
Daerah
34, Badan Pendapatan Daerah 27.637.500,00 4,075.500,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rp 976.224.543,00 1.300.811.425,00
1. Dinas Pendidikan 2.629.000,00 16.400.000,00
2. Dinas Kesehatan 68.838.000,00 97.542.500,00
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan 67.248.390,00 97.162.500,00
Penataan Ruang
4, Dinas Perumahan Dan 108.893.800,00 283.273.500,00
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 4,620.000,00
6. Badan Penanggulangan 0,00 7.342.500,00
Bencana Daerah
7. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 24.808.450,00
Pertanian
8. Dinas Sosial 7.370.000,00 5.800.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja Dan 10.048.500,00 7.315.000,00
Transmigrasi
16, Dinas Ketahanan Pangan Dan 4.752,000,00 0,00
Pertanian
11. Dinas Lingkungan Hidup 86.300.500,00 132.935.000,00
12. Dinas Kependudukan Dan 15.169.000,00 0,00
Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan 6.059.900,00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Pertindungan Anak
14. Dinas Perhubungan 16.010,000,00 61.684.000,00
15. Dinas Komunikasi Dan 8.910.000,00 0,00
Informatika
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 19.404.000,00 0,00
Dan Menengah
17. Dinas Penanaman Modal Dan 2.959.000,00 53.713.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Pemuda Dan Olahraga 18.128.000,00 0,00
19. Dinas Pariwisata Dan 16.170.000,00 0,00
Kebudayaan
20. Dinas Kearsipan Dan 9.240.000,00 0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
% iy 31 Desember 2020 31 Desember 2019
™ § ' (Rp) (Rp)
Perpustakaan
21. Dinas Perindustrian Dan 34.850.477,00 13.822.875,00
Perdagangan
22. Sekretariat Daerah 128.061.874,00 317.755.700,00
23, Sekretariat Dewan Perwakilan 125.600.702,00 54.465.400,00
Rakyat Daerah
24. Kecamatan Bogor Utara 0,00 6.000.500,00
25. Kecamatan Bogor Selatan 10.318.000,00 35.805.000,00
26. Kecamatan Bogor Timur 26.908.000,00 9.700.000,00
27. Kecamatan Bogor Barat 0,00 14,905.000,00
28. Kecamatan Bogor Tengah 81.952.000,00 29.898.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal 22.465.000,00 0,00
30. inspektorat Daerah 13.090.000,00 0,00
31. Badan Perencanaan 9.900.000,00 9.872.500,00
Pembangunan Daerah
32. Badan Keuangan Dan Aset 36.655.400,00 16.050.000,00
Daerah
33. Badan Pendapatan Daerah 18.293.000,00 0,00
- Beban Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp 27.000.000,00 10.000.000,00
1. Badan Kepegawaian Dan 27.000.000,00 10.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Beasiswa Tugas Belajar 52 Rp 50.000.000,00 38.000.000,00
1. Badan Kepegawaian Dan 50.000.000,00 38.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Beasiswa Tugas Belajar 53 Rp 108.000.000,00 21.000.000,00
1. Badan Kepegawafan Dan 108.000.000,00 21.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan Rp 4.009.437.000,00 8.742.520.720,00
1. Dinas Pendidikan 13.603.000,00 114.730,420,00
2. Dinas Kesehatan 795.550.000,00 1.216.565,900,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 172.508.000,00 0,00
{BLUD)
4. Dinas Pemberdayaan 41.310.000,00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Pertindungan Anak
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 292,700.000,00 39.800.000.00
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Per

31 Desember 2020

Per

31 Desember 2019

Rp) (Rp)
Pan Menengah
6. Dinas Pariwisata dan 308.385.000,00 0,00
Kebudayaan
7. Sekretariat Dewan Perwakilan 1.268.040.000,00 2.672.000.000,00
Rakyat Daerah
8. Kecamatan Bogor Barat 24,900.000,00 242.260.400,00
9. Badan Kepegawaian Dan 1.092.441.000,00 4.457,164.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Scsialisasi Rp 34.440,000,00 232,047.700,00
1. Dinas Pendidikan 27.440.000,00 22.136.200,00
2. Dinas kesehatan 0,00 209.911.500,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 7.000.000,00 0,00

(BLUD)
- Beban Bimbingan Teknis Rp 167.452.200,00 1.727.659.000,00
1. Dinas Pendidikan 13.685.000,00 1.209.859.000,00
2. Dinas Kesehatan 0,00 49.500.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 89.900.000,00 0,00
Penataan Ruang

4. Sekretariat Daerah 0,00 183.750.000,00

5. Badan Kepegawaian Dan 63.867.200,00 284.550.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Pemberian Hadiah/ Uang Rp 0,00 4.493.630.900,00
Pembinaan

1.  Dinas Pendidikan 0,00 1.183.850.000,00

1. Dinas Kesehatan 0,00 274.037.500,00

3. Badan Penanggulangan Bencana 0,00 67.500.000,00
Daerah

4. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 27.000.000,00
Transmigrasi

5. Dinas Ketahanan Pangan dan 0,00 42.500.000,00
Pertanian

6. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 358.000.000,00

7. Dinas Pemberdayaan 0,00 220.766.500,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

8. Dinas Pengendatian Penduduk 0,00 83.000.000,00
dan Keluarga Berencana

9. Dinas Perhubungan 0,00 111.880.500,00
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KOTA BOGOR Per Por
11 31 Desember 2020 31 Desember 2019
5 ®p) ®p)
10. Dinas Komunikasi dan 0,00 12.750.000,00
Informatika
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecit dan 0,00 49.750.000,00
Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 10.500.000,00
Pelayanan Satu Pintu
13. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 84.400.000,00
14. Dinas Pariwisata dan 0,00 301.400.000,00
Kebudayaan
15. Dinas Kearsipan dan 0,00 21.000.000,00
Perpustakaan
16. Dinas Perindustrian dan 4,00 33.500.000,00
Perdagangan
17. Sekretariat Daerah 0,00 447.000.000,00
18. Kecamatan Bogor Utara 0,00
19. Kecamatan Bogor Timur 0,00 75.000.000,00
20. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 149.200.000,00
21. Kecamatan Bogor Barat 0,00 462.200.200,00
22. Kecamatan Boger Tengah 0,00 75.000.000,00
23. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 174.446.200,00
24. Badan Pendapatan Daerah 0,00 151.000.000,00
25. Badan Kepegawaian dan 0,00 10.450.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Tenaga Ahli Rp 4,302.719,550,00 0,00
1. Dinas Pendidikan 1.635.433.030,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 2.500.000,00 0,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 273.500.000,00 0,00
Penataan Ruang
4. Satuan Polisi Pamong Praja 4.875.000,00 0,00
5. Dinas Pernberdayaan Manusia, 363.150.000,00 0,00
Perempuan dan Perlindungan
Anak
6. [Dinas Perhubungan 270.000.000,00 0,00
7. Dinas Komunikasi dan 360.000.000,00 0,00
Informatika
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 16.500.000,00 0,00
Menengah
2. Dinas Pariwisata dan 39.600.000,00 0,09
Kebudayaan

Pemerintah Kota Bogor 340
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
10. Dinas Perindustrian dan 18.000.000,00 0,00
Perdagangan
11, Sekretariat Daerah 373.930.000,00 0,00
12. Sekretariat Dewan Perwakilan 536.000.000,00 0,00
Rakyat Daerah
13. Inspektorat Daerah 77.781.520,00 0,00
14. Badan Keuangan dan Aset 104.350.000,00 0,00
Daerah
15. Badan Kepegawaian dan 227.100.000,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Tenaga Narasumber Rp 1.934.844.930,00 0,00
1. Dinas Pendidikan 195.407.430,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 498,825.000,00 0,00
3. Satvan Polisi Pamong Praja 5.250.000,00 0,00
4. Badan Kesatuan Bangsa dan 31.750.000,00 0,00
Politik
5. Dinas Sosial 2.800.000,00 0,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan 32.000.000,00 0,00
Transmigrasi
7.  Dinas Ketahanan Pangan dan 29.900.000,00 0,00
Pertanian
8. Dinas Lingkungan Hidup 13.000.000,00 0,00
9. Dinas Pemberdayaan Manusia, 146.500.000,00 0,00
Perempuan dan Periindungan
Anak
10. Dinas Pengendalian Penduduk 47.400.000,00 0,00
dan Keluarga Berencana
11. Dinas Perhubungan 20.000,000,00 0,00
12. Dinas Komunikasi dan 11,500.000,00 0,00
Informatika
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dani 86.000.000,00 0,00
Menengah
14. Dinas Pemuda dan Otahraga 2.000.000,00 0,00
15. Dinas Pariwisata dan 278.275.000,00 0,00
Kebudayaan
16. Dinas Kearsipan dan 13.250.000,00 0,00
Perpustakaan
17. Dinas Perindustrian dan 90.000.000,00 0,00
Perdagangan
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020
Per Per

31 Desember 2020 31 Desember 2019

(Rp) {Ep)
18. Sekretariat Daerah 91.650.000,00 0,00
19. Sekretariat Dewan Perwakilan 63.000.000,00 0,00
Rakyat Daerah
20. Kecamatan Bogor Utara 10.025.000,00 0,00
21. Kecamatan Bogor Selatan 18.237.500,00 0,00
22. Kecamatan Bogor Timur 6.500.000,00 0,00
23. Kecamatan Bogor Tengah 11.450.000,00 0,00
24, Kecamatan Bogor Barat 4.500.000,00 0,00
25. Kecamatan Tanah Sareal 7.000.000,00 0,00
26. Inspektorat Daerah 54.250.000,00 0,00
27. Badan Perencanaan 47.600.000,00 0,00
Pembangunan Daerah
28. Badan Keuangan dan Aset 41.750.000,00 0,00
Daerah
29. Badan Kepegawaian dan 75.025.000,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Tenaga instruktur 194,525.000,00 0,00
1. Dinas Pendidikan 111.325.000,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 5.000.000,00 0,00
3. Dinas Tenaga Kerja dan 12.150.000,00 0,00
Transmigrasi
4. Dinas Ketahanan Pangan dan 2.350.000,00 0,00
Pertanian
5. Dinas Lingkungan Hidup 36.000.000,00 0,00
6. Dinas Pemuda dan Olahraga 10,100.000,00 0,00
7. Kecamatan Bogor Timur 8.000.000,00 0,00
8. Kecamatan Bogor Barat 2.400.000,00 0,00
9. Badan Keuangan dan Aset 7.200.000,00 0,00
Daerah
- Beban Tenaga Moderator/ MC/ Pembaca Rp £8.015.000,00 0,00
Do'a
1. Dinas Kesehatan 6.000.000,00 0,00
2. Dinas Kesatuan Bangsa dan 200.000,00 0,00
Politik
3. Dinas Pemberdayaan Manusia, 500.000,00 0,00
Perempuan dan Pertindungan
Anak
4,  Dinas Perhubungan 900.000,00 0,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)
5. Dinas Kormunikasi dan 650.000,00 0,00
Informatika
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 5.500.000,00 0,00
Menengah
7. Dinas Pariwisata dan 43.400.000,00 0,00
Kebudayaan
8. Sekretariat Daerah 2.000.000,00 0,00
9. Sekretariat Dewan Perwakilan 4.930.000,00 0,00
Rakyat Daerah
10. Kecamatan Bogor Utara 1.750.000,00 0,00
11. Kecamatan Bogor Selatan 2.085.000,00 0,00
12. Kecamatan Bogor Timur 700.000,00 0,00
13. Kecamatan Tanah Sareal 500.000,00 0,00
14. inspektorat Daerah 4.400.000,00 0,00
15. Badan Kepegawaian Dan 14.500.000,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Tenaga Juri Perlombaan / Wasit Rp 958.750.000,00 0,00
1. Dinas Pendidikan 1.500.000,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 8.250.000,00 0,00
3. Dinas Lingkungan Hidup 182.250.000,00 0,00
4. Dinas Pemberdayaan 21.000.000,00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
5. Dinas Pengendalian Penduduk 48.000.000,00 0,00
dan Keluarga Berencana
6. Dinas Komunikasi dan 11.250.000,00 0,00
Informatika
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 3.750.000,00 0,60
Menengah
8. Dinas Pemuda dan Olahraga 45.000.000,00 8,00
9. Dinas Pariwisata dan 21.750.000,00 0,00
Kebudayaan
10. Sekretariat Daerah 432.000.000,00 0,00
11. Kecamatan Bogor Timur 36.000.000,00 0,00
12. Kecarmatan Bogor Barat 42.500.000,00 0,00
13. Kecamatan Bogor Tengah 18.000.000,00 0,00
14, Kecamatan Tanah Sareal 37.500.000,00 0,00
- Beban Honorarium Tenaga Rp 3,328,924,600.00 0,00
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Catatan atas Laporan Kevangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
Ahli/instruktur/Narasumber - LO
1.  Dinas Pendidikan 3.119.174.600,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 10.100.000,00 0,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 199.650.000,00 D 0,00

(BLUD)

Beban Perjalanan Dinas

Beban

perjalanan dinas sebesar

Rp57.033.552,003,00 terdiri dari:

- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.
2.
3.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamang Praja

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas perhubungan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Pemuda dan Olahraga

Rp

Rp

57.033.552.003,00

3.222.479.760,00
584.833.760,00
450,783,000.00
0,00

0,00

7.350.000,00
11.560.000,00

197.718.000,00

15.368.000,00
1.632.000,00

9.384.000,00

0,00
0,00

159.757.000,00

717.504.000,00

99.750.000,00

0,00
0,00

10.290.000,00

100.314,121.209,00

20.077.485.714,00
4.104,364.474,00
5.565.263.500,00
56.500.000,00

132.464.000,00

43.050,000,00
77.486.000,00

300.105.500,00

623.833.400,00
306.668.000,00

#3.580.000,00

242,390.000,00
340.830.000,00

1.587.988.500,00

569.940.000,00

0,00

110.460.000,00
1.074.871.250,00

133.240.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

HOTA ROGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
19. Dinas Pariwisata dan 340.700.000,00 0,00
Kebudayaan
20. Dinas Kearsipan dan 0,00 27.130.000,00
Perpustakaan
21. Dinas Pertanian 0,00 173.197.000,00
22. Dnas Perindustrian dan 43.890.000,00 69.270.000,00
Perdagangan
23. Sekretariat Daerah 391.840.000,00 1.675.600.000,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan 43.050.000,00 55.550.000,00
Rakyat Daerah
25. Kecamatan Bogor Utara 0,00 145.680.000,00
26. Kecamatan Bogor Selatan ¢,00 138.388.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur 0,00 15.960.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat 0,00 239.917.6%0,00
29, Kecamatan Bogor Tengah 42.350.000,00 19.320.000,00
30. Inspektorat Daerah 52.355.000,00 115.050.000,00
31. Badan keuangan dan Aset 0,00 742.550.000,00
Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah 0,00 334.075.000,00
33. Badan Perencanaan dan 42.365.000,00 117.728.000,00
Pembangunan Daerah
34. Badan Kepegawaian dan 0,60 855.035.400,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.

2
3.
4

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satua Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan

44,908,029,531.00
77.836.027,00
496,600,626.00

0,00

134.275.413,00

199.924.304,00

168.823.813,00

215.429.268,00
62,486,292.00

177.751.595,00

61.779.345.213,00
2.544.417.934,00
3.099.039.577,00
48.613.000,00

0,00

861.414.494,00

375.159.988,00

532.899.224,00
314.481.353,00

121,248.366,00

Pemerintah Kota Bogor

345



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTa BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

Politik

10. Dinas Sosial 234.111.161,00 486.680.846,00

11. Dinas Tenaga Kerja dan 188.309.974,00 763.829.799,00
Transmigrasi

12. Dinas Ketahanan Pangan dan 158.455.306,00 270.991.929,00
Pertanian

13. Dinas Lingkungan Hidup 185.823.488,00 830.133.309,00

14. Dinas Kependudukan dan 150.746.702,00 390.313.783,00
Pencatatan Sipil

15. Dinas Pemberdayaan 68.841.904,00 641.644.314,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

16. Dinas Pengendatian Penduduk 199.616.417,00 293.409.154,00
dan Keluarga Berencana

17. Dinas Perhubungan 112.351.141,00 419.096.540,00

18. Dinas Komunikasi dan 72.953.822,00 376.248.364,00
Informatika )

19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 137.767.6438,00 1.104.827.775,00
dan Menengah

20. Dinas Penanaman Modal dan 117.014.409,00 835.051.970,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

21. Dinas Pemuda dan Olahraga 43.764.266,00 797.883.572,00

22. Dinas Pariwisata dan 175.353.738,00 512.827.933,00
Kebudayaan

23. Dinas Kearsipan dan 86.199.076,00 217.182.720,00
Perpustakaan

24, Dinas Pertanian 0,00 210.955.025,00

25. Dinas Perindustrian dan 242.674.313,00 980.109.688,00
Perdagangan

26, Sekretariat Daerah 1.879.982.355,00 4.909.239.024,00

27. Sekretariat Dewan Perwakilan 37.208.753.725,00 30.070.966.126,00
Rakyat Daerah

28. Kecamatan Bogor {tara 31.544.869,00 112.201.1%0,00

29, Kecamatan Bogor Selatan 14.601.300,00 220.767.363,00

30. Kecamatan Bogor Timur 142.908.700,00 241.125.136,00

31. Kecamatan Bogor Barat 14.099.679,00 319.221.148,00

32. Kecamatan Bogor Tengah 95.86%9.100,00 337.566.579,00

33. Kecamatan Tanah Sareal 7.652.000,00 348.831.861,00

34. Inspektorat Daerah 330.550.111,00 462.044.852,00

35, Badan Perencanaan dan 329.244.637,00 1.374,.266.121,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
Pembangunan Daerah
36. Badan Keuangan dan Ase 279.333.754,00 1.475.465.065,00
Daerah
37. Badan Pendapatan Daerah 85.439.621,00 566.518.807,00
38. Badan Kepegawaian dan 770.938.977,00 4.112.670.884,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp 485.431.569,00 18.457.290.282,00
1. Sekretariat Daerah 465.636.568,00 2.394.029.034,00
2. Sekretariat Dewan Perwakilan 0,00 15.995.428.167,00
Rakyat Daerah
3. Badan Kepegawaian dan 19.795.001,00 67.833.081,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Penyetenggaraan Rp 6.333.212.700,00 0,00
Rapat/5Sosialisasi/Pelatihan/Pertem
uan Dalam Daerah
1. Dinas Pendidikan 1.186.735.000,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 56.526.000,00 0,00
3. Badan Kesatuan Bangsa dan 436.715.000,00 0,00
Politik
4.  Dinas Sosial 3.045.000,00 0,00
5. Dinas Ketahan Pangan dan 66.780.000,00 0,00
Pertanian
6. Dinas Lingkungan Hidup 93.870.000,00 0,00
7. Dinas Perhubungan 160.730.000,00 0,00
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 600.675.000,00 0,00
dan Menengah
9. Dinas Pemuda dan Olahraga 24.860.000,00 0,00
10. Dinas Pariwisata dan Olahraga 2.75%.391.000,00 0,00
11. Dinas Perindustrian dan 5.250.000,00 0,00
Perdagangan
12. Sekretariat Daerah 122.125.000,00 0,00
13. Kecamatan Bogor Utara 41.685.000,00 0,00
14. Kecamatan Bogor Selatan 24.570.000,00 0,00
15. Kecamatan Bogor Timur 96.255.000,00 0,00
16. Kecamatan Bogor Barat 180.895.700,00 6,00
17. Kecamatan Bogor Tengah 50.925.000,00 (4,00
18. Kecamatan Tanah Sareal 8.400.000,00 0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
. (D 31 Desember 2020 31 Desember 2019
o ) ®p)
19. Badan Perencanaan 26.000.000,00 0,00
Pembangunan Daerah
20. Badan Keuangan dan Aset 257.600.000,00 0,00
Daerah
21. Badan Pendapatan Daerah 51.980.000,00 0,00
22. Badan Kepegawaian dan 578.200.000,00 0,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Penyelenggaraan 2.084.398,443,00 0,00
Rapat/Sosialisasi/Pelatihan/Pertem
uan Luar Daerah
1.  Dinas Pendidikan 1.139.540,500,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 20.550.000,00 0,00
3. Satuan Polisi Pamong Praja 133.575.000,00 0,00
4, Dinas Pengendalian Penduduk 122.250.000,00 0,00
dan Keluarga Berencana
5. Sekretariat Daerah '82,000.000,00 6,00
6.  Sekretariat Dewan Perwakilan 225.000.000,00 0,00
Rakyat Daerah
7. Kecamatan Bogor Utara 93.800.000,00 0,00
8. Kecamatan Bogor Selatan 99.640.000,00 0,00
9. Kecamatan Tanah Sareal 58.425.000,00 0,00
10. Badan Keuangan dan Aset 96.700.000,00 0,00
Daerah
11. Badan Kepegawaian dan 12.917.943,00 000

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Beban Pemeliharaan Rp

Beban Pemeliharaan sebesar
Rp49.259.904.265,00 terdiri dari:

- Beban Pemeliharan Tanah Rp

1, Dinas Kesehatan
2. Dinas Sosial

3. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

4.  Dinas Lingkungan Hidup
5. Sekretariat Daerah

6. Badan Pendapatan Daerah

- Beban Pemeliharan Peralatan dan Rp

49.259.904.265,00 55.103.861.265,79

1.615.110.500,00 1.678.969.490,00

1.120.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
198.423.500,00 0,00

892.544.800,00 1.339.742.100,00
269.297.050,00
69.930.340,00

8.937.935.827,79

364.212.200,00
148.810.000,00
8.742.578.204,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

Mesin

i. Dinas Pendidikan 1.716.940.956,00 1.292.088.124,00

2. Dinas Kesehatan 610.232.551,00 492.602.343,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 128.246.374,00 61.334.050,00
(BLUD)

4. Dinas Pekerjaan dan 359.680.507,00 725.003.140,00
Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan dan 202.048.000,00 124.312,500,00
Permukiman

6.  Satuan Polisi Pamong Praja 13.985.000,00

7. Badan Penanggulangan 62.845.000,00 36.971.000,00
Bencana Daerah

8. Badan Kesatuan Bangsa dan 17.213.750,00 21.813.750,00
Politik

9. Dinas Sosial 75.754.500,00 41.885.000,00

10. Dinas Tenaga Kerja dan 35.225.000,00 41.322.000,00
Transmigrasi

11. Dinas Ketahanan Pangan dan 177.846.450,00 31.452.500,00
Pertanian

12. Dinas Lingkungan Hidup 321.401,300,00 598.965.600,00

13. Dinas Kependudukan dan 185.075.000,00 188.705.000,00
Pencatatan Sipil

14. Dinas Pemberdayaan 7.000.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

15. Dinas Pengendalian Penduduk 47.105.000,00 16.550.000,00
dan Keluarga Berencana

16. Dinas Perhubungan 897.753.000,00 990.974.400,00

17. Dinas Komunikasi dan 384.354.500,00 245.390.000,00
informatika

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 43.363.000,00 60.500.000,00
dan Menengah

19. Dinas Penanaman Modal dan 49.000.000,00 135.473.576,00
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

20. Dinas Pemuda dan Olahraga 85.449 618,00 47.451.265,00

21. Dinas Pariwisata dan 176.600.794,00 184.898.600,00
Kebudayaan

22. Dinas Kearsipan dan 23.450.000,00 44.950.000,00
Perpustakaan
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Catatan atas Laporan Keuvangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (&p}
23. Dinas Pertanian 94.756.125,00
24. Dinas  Perindustrian  dan 41.351.500,00 60.17%.500,00
Perdagangan
25. Sekretariat Daerah 1.246.318.370,00 921.551.844,79
26. Sekretariat Dewan 473.924.000,00 1.015.296.040,600
Perwakilan Rakyat Daerah
27. Kecamatan Bogor Utara 78.195.100,00 8.076.100,00
28. Kecamatan Bogor Selatan 45.300.000,00 35.680.000,00
29. Kecamatan Bogor Timur 21.725.000,00 28.400.000,00
30. Kecamatan Bogor Barat 96.170.000,00 146.805.000,00
31. Kecamatan Bogor Tengah 30.450.000,00 14.200.000,060
32. Kecamatan Tanah Sareal 310.616.455,00 201.038.750,00
33. Inspektorat Daerah 30.979.500,00 44.833.700,00
34. Badan perencanaan 149.385.000,00 185.015.000,00
Pembangunan Daerah
35. Badan Keuangan dan Aset 146.961.000,00 99.143,6060,00
Daerah
36. Badan Pendapatan Daerah 308.631.979,00 539.561.820,00
37. Badan Kepegawaian dan 149.000.000,00 143.755.500,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Pemeliharan Gedung dan Rp 28.867.763.801,00 25.179.431,743,00
Bangunan
1.  Dinas Pendidikan 8.537.566.791,00 6.398.451.003,00
2. Dinas Kesehatan 2.225.172.897,00 2.659.981.778,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 2.121.823.266,00 197.658.672,00
(BLUD)
4, Dinas Pekerjaan dan 1.062.238.489,00 640.173.538,00
Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan 1.542.557.801,00 1.116.646.647,00
Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 317.664.928,00
7. Badan Penanggulangan 0,00 142.455.739,00
Bencana Daerzh
8. Dinas Sosial 173.272.420,00 109.700.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan 212.324.122,00 134,788.000,00
Transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan dan 93,504,950,00 29.695.000,00

Pertanian
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
11. Dinas Lingkungan Hidup 895.246.044,00 607.636.290,00
12. Dinas Kependudukan dan 199,175.398,00 153.325.865,00
Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan 100.574.793,00 0,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
14. Dinas Pengendalian Penduduk 190.475.856,00 40.555.752,00
dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan 111.441.079,00 1.115.199.982,00
16. Dinas Komunikasi dan 183.439.932,00 19.742.000,00
Informatika
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 333.194.700,00 154.186.600,00
dan Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan 62.512.246,00 1.736.232.846,00
Pelayanan Terpadu  Satu
Pintu
19. Dinas Pemuda dan Olahraga 542.121.948,00 131.000.000,00
20. Dinas pertanian 0,00 487.529.925,00
21. Dinas Pariwisata dan 309.933.174,00 0,00
Kebudayaan
22, Dinas Kearsipan dan 178.750.000,00 53.000.000,00
Perpustakaan
23. Dinas  Perindustrian  dan 467.018.181,00 237.047.607,00
Perdagangan
24, Sekretariat Daerah 1.922.705.865,00 3.398.377.938,00
25. Sekretariat Dewan 3.831.757.467,00 2.692.637.043,00
Perwakilan Rakyat Daerah
26. Kecamatan Bogor Utara 207.321.249,00 280.892.200,00
27. Kecamatan Bogor Selatan 218.648.931,00 633.274.368,00
28. Kecamatan Bogor Timur 293.287.846,00 188.300.000,00
29. Kecamatan Bogor Barat 59.737.500,00 110.341.997,00
30. Kecamatan Bogor Tengah 1.137.406.600,00 542.052.385,00
31. Kecamatan Tanah Sareal 145,138.500,00 90.555.050,00
32. Inspektorat Daerah 279.853.482,00 75.272.440,00
33. Badan perencanaan 199.333.000,00 394.644.017,00
Pembangunan Daerah
34. Badan Keuangan dan Aset 660.066.799,00 290.412.133,00
Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah 199.133.475,00 0,00
36. Badan Kepegawaian dan 170.929.000,00 0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp}

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Pemeltharan Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

5.247.712.006,00

9.493.509.251,00

1. Dinas Pendidikan 1.309.931.134,00 282.003.894,00

2. Dinas Kesehatan 51.724.500,00 115.108.300,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 80.193.400,00 0,00
(BLUD)

4. Dinas Pekerjaan Umum daan . 302.565.000,00 95.851.712,00
Penataan Ruang

5. Dinas Perumahan dan 1.039.788.951,00 3.668.771.793,00
Permukiman

6. Dinas Tenaga Kerja dan 0,00 13.250.250,00
Transmigrasi

7. Dinas Ketahanan Pangan dan 19.978.550,00 49.343.250,00
Pertanian

8. Dinas Lingkungan Hidup 144.884.798,00 382,751.870,00

9. Dinas Kependudukan dan 84.047.775,00 72.930.000,00
Pencatatan Sipil '

10. Dinas Pemberdayaan 0,00 30.900.000,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

11. Dinas Perhubungan 382.415.968,00 1.226.305.342,00

12. Dinas Koemunikasi dan 769.807.500,00 490.996.000,00
Informatika

13. Dinas koperasi, Usaha Kecil 0,00 14.250.000,00
dan Menengah

14. Dinas Penanaman Modal dan 0,00 322.480.000,00
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

15. Dinas Pariwisata dan 0,00 43.225.000,00
Kebudayaan

16. Dinas Kearsipan dan 13.410.000,00 10.000.000,00
Perpustakaan

17. Dinas Pertanian 0,00 15.661.900,00

18. Sekretariat Daerah 567.786.330,00 243.305.940,00

19. Kecamatan bogor Utara 0,00 38.874.000,00

20. Kecamatan Bogor Tengah 446.772.600,00 0,00

21. Badar Pendapatan Daerah 0,00 177.500.000,00

22. Inspektorat Daerah 34.405.500,00 0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) {Rp)

- Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya Rp 1.809.967.436,00 1.660.811.300,00
1.  Dinas Pendidikan 784.773.306,00 125.046.900,00
2. Dinas Kesehatan 31.187.200,00 271,546.000,00
3. Dinas Perumahan dan 663,525.030,00 286.447.100,00

Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 43.400.000,00
5. Dinas Ketahan Pangan dan 9.000.000,00 0,00
Pertanian
6. Dinas Pemberdayaan 53.973.000,00 0,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
7. Dinas Koperasi, usaha Kecil 17.000.000,00 0,0
dan Menengah
8. Dinas Pemuda dan Olahraga 10.000.000,00 0,00
9. Dinas Kearsipan dan 49.058.900,00 0,00
Perpustakaan
10. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 795.212.700,00
11. Dinas Komunikasi, 0,00 30.200.000,00
Informatika, Statistik dan
Persandian
12. Dinas Pertanian 0,00 19.445.000,00
13. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 89.513.600,00
14, Badan Pendapatan Daerah 191.450.000,00 0,00
- Beban Pemeliharaan Bukan Gedung dan Rp 0,00 6.678.326.854,00
Bangunan
1. Dinas pendidikan 0,00 1.728.250.178,00
2. Dinas Kesehatan 0,00 94.236.000,00
3. Dinas Perumahan dan 0,00 4,391.676.114,00
Permukiman
4, Dinas Sosial 0,00 78.181.200,00
5. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 198.091.200,00
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 0,00 21.257.000,00
dan Menengah
7. Dinas perindustrian  dan 0,00 19.085.000,00
perdagangan
8. Sekretariat Dewan 0,00 30.832.000,00
Perwakilan Rakyat Daerah
9. HKecamatan Bogor Selatan 0,00 71.647.162,00
18. Kecamatan tanah Sareal 0,00 11.400.0043,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
®Rp) (Rp)
11. Badan Pendapatan Daerah 0,00 33.671.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel Rp 0,00 1.446,402.500,00
1. Dinas Kesehatan 0,00 167.309.000,00
2. Dinas Tenaga Kerja dan 0,60 35.887.500,00
Transmigrasi
3. Dinas Lingkungan Hidup 0,00 48.235.000,600
4, Dinas Pemberdayaan 0,00 97.383.500,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak
5., Dinas Komunikasi, 0,00 80.790.000,00
informatika, Statistik Dan
Persandian
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 0,00 73.525.000,00
dan Menengah
7. Sekretariat daerah 0,00 54.500.000,00
8. Badan Pengelolaan Keuangan 0,00 74.305.000,00
dan Aset Daerah
9. Badan Pendapatan Daerah 0,00 814.467.500,00
- Beban  Pemeliharaan Periengkapan Rp 0,00 24.775.300,60
Kantor
1. Badan Pengelolaan Keuangan 0,00 24,775.300,00
dan Aset Daerah
- Beban Pemeliharaan Aset Lainnya / Rp 2.188,409.701,00 0,00
Aset Tidak Berwujud
1. Dinas Pendidikan 69.054.601,00 0,00
2. Dinas Kesehatan 575.388.500,00 0,00
3. Dinas Perumahan dan 29,117.000,00 0,00
Permukiman
4, Dinas Pemberdayaan 48.967.600,00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak
5. Dinas Komunikasi Dan 87.120.000,00 0,00
Informatika
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 22.250.000,00 0,00
Dan Menengah
7. Dinas Penanaman Mecdal Dan 915.051.000,00 0,00
Pelayanan  Terpadu Satu
Pintu
8. Sekretariat Daerah 48.300.000,00 0,00
9. Badan Pendapatan Daerah 393.161.000,00 0,00
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
- Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor Rp 434.927.108,00 0,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah 434,927.108,00 0,00
(BLUD)
- Beban Pemeliharaan Alat-Alat Rp 70.510.160,00 0,00
Komunikasi
1. Rumah Sakit Umum Daerah 70.510.160,00 0,00
{BLUD)
- Beban Pemeliharaan Alat-Alat Rp 278.694.34%,00 3.699.000,00
Kedokteran
1. Rumah Sakit Umum Daerah 278.694.349,00 3.699.000,00
(BLUD}
- Beban Pemetiharaan Jaringan Air Rp 4.231.000,00 0,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah 4.231.000,00 0,00
(BLUD)
5.4.2.3. Beban Bunga - LO Rp 5.287.801,863,00 Rp 8.123,548.025,63
Beban Bunga - LO sebesar
Rp5.287.801.863,00 terdiri dari:
- Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Rp 5.119.005.404,00 6.578.046,142,00
Pemerintah
1. Pejabat Pengelola Keuangan 5.119.005.404,00 6.578.046,142,00
Daerah
- Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Rp 168.796.4%9,00 1.545.501.883,63
Lembaga Keuangan Bank
1. Rumah Sakit Umum Daerah 168.796.459,00 1.545,501.883,63
(BLUD}
Jumlah Rp 5.287.801.863,00 Rp 8.123.548.025,63
5.4.2.4. Beban Hibah - LO Rp 98,058,151,516.00 Rp 79.149.334.000,00
Beban Hibah - Lo sebesar
Rp98,058,151,516.00 terdiri dari:
- Beban Hibah Barang kepada Rp 9.998.745.866,00 14.834,084,000,00

Pemerintah

1. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

- Beban Hibah Kepada Kelompok
Masyarakat

1. Dinas Kesehatan
2. Satuan Polisi Pamong Praja

3. Dinas Lingkungan Hidup

9.998.745.866,00

3,960,778,729.00

29,499,800.00
35,500,000.00
102,960,000.00

14.834.084.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

4. Dinas Pemberdayaan 33,000,000.00 0,00
Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak

5. Dinas Pengendalian Penduduk 48,620,000.00 0,00
Dan Keluarga Berencana

6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 953,064,200.00 0,00
Dan Menengah

7. Dinas Pariwisata Dan 196,482,000.00 0,00
Kebudayaan

8. Dinas Perindustrian Dan 637,481,325.00 0,00
Perdagangan

9. Kecamatan Bogor Utara 102,900,000.00 0,00

10. Kecamatan Bogor Selatan 564,897,700.00 0,00

11. Kecamatan Bogor Barat 1,170,029,704.00 0,00

12. Kecamatan Bogor Tengah 50,404,000.00 0,00

13. Kecamatan Tanah Sareal 35,944,000.00 0,00

- Beban Hibah kepada Organisasi Rp
Kemasyarakatan
1. Sekretariat Daerah
2. Kecamatan Bogor Timur
3. Pejabat Pengeiola Keuangan
Daerah
- Beban Hibah kepada Organisasi Bidang Rp
Kesbangpol
1. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
- Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Rp
Pendidikan Dasar di kabupaten/kota
1. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
- Beban Hibah Satuan Pendidikan Rp
Menengah

1. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

- Beban Hibah Bidang BOP PAUD Rp

1. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

- Beban Hibah BOP Penyelenggaraan Rp
Pendidikan Kesetaraan

57,261,259,246.00

729,060,200.00
134,475,000.00
56.397.724.046,00

1.162.173.399,00

1.162.173.399,00

3.860.500,000,00

3.860.500.000,00

6.214.200.000,00

6.214.200.000,00

15.600.494.276,00
15.600.494,276,00

0,00

32.264.300.000,00

0,00
0,00
32.264.300.000,00

0,00

0,00

5.635.000.000,00

5.635.000.000,00

9.875.550.000,00

9.875.550.000,00

7.738.800.000,00
7.738.800.000,00

8.801.600,000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) (Rp)
1. Pejabat Pengelola Keuangan 0,00 8.801.600.000,00
Daerah
Jumiah Rp 98,058,151,516.00 Rp 79.149.334.000,00
5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial-LO Rp 43,767,112,506,.00 Rp 46.743.921,755,00
Beban Bantuan Sosial-LO sebesar
Rp43.767.112.506,00 adalah:
Beban Bantuan Sosial kepada
Anggota/Kelompok Masyarakat sebesar
Rp43.767.112.506,00.
5.4,2.5, Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 326,830,304,297.21 Rp 254.507.759.244,57
Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar
Rp 326,830,304,297.21
terdiri dari:
- Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat  Rp 5.527.509.692,44 5.427.272.152,45
1. Dinas Kesehatan 8.239.000,00 8.239.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan 499.431.620,00 1.026.551.620,00
Penataan Ruang
3. Dinas Perumahan dan 460.621.415,80 460.621,415,80
Permukiman
4, Satuan Polisi Pamong Praja 27.928.855,00 27.928.855,00
5. Badan Penanggulangan 72.955.610,00 0,00
Bencana Daerah
6. Dinas Tenaga Kerja dan 800.000,00 800.000,00
Transmigrasi
7. Dinas Pertanian 6,00 3.861.326.905,00
8. Dinas Ketahanan Pangan dan 40.092.500,00 40.092.500,00
Pertanian
9.  Dinas Lingkungan Hidup 4.397.443.085,00 1.711.856,64
10. Dinas  Perindustrian  dan 18.285.750,00 800.000,00
Perdagangan
11. Inspektorat Daerah 1.711.856,64 3.861.326.905,00
- Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Rp 150.141.160,12 126.354.360,12
Apung
1. Dinas Pekerjaan Umum dan 93.576.296,12 93.576.296,12

Penata Ruang
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desemnber 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
2. Satuan Polisi Pamong Praja 50.769.375,00 32.391.250,00
3. Badan Penanggulangan 5.408.675,00 0,00
Bencana Daerah
4. Kecamatan Bogor Timur 386.814,00 386.814,00

- Beban Penyusutan Alat-alat Bantu

1.

Dinas Pendidikan

846.450.365,17
9.984.301,29

794.198.297,13
23.827.435,14

2. Dinas Kesehatan 25,970.292,29 378.476.871,69

3. Rumah Sakit Umum Daerah 378.476.871,69 35.070.297,65

4. Rumah Sakit Umum Daerah 10.701.269,08 61.025.000,00
{BLUD)

5. Dinas Pekerjaan Umum dan 81.016.428,57 14.775.357 14
Penata Ruang

6. Dinas Perumahan dan 11.703.214,29 9.848.813,22
Permukiman

7.  Satuan Polisi Pamong Praja 9.721.894,22 2.184.457,14

8. Badan Penanggulangan 51.967.878,57 2.815.000,00
Bencana Daerah

9. Dinas Tenaga Kerja dan 2.8159.000,00 23.827.435,14
Transmigrasi

10. Dinas Ketahanan Pangan dan 36.906.428,57 0,00
Pertanian

11. Dinas Lingkungan Hidup 42.403.464,29 42.770.464,29

12. Dinas Perhubungan 132.753.711,57 132.753.711,57

13. Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 464.285,71
dan Keluarga Berencana

14, Dinas Pemuda dan Olahraga 1.252.253,71 1.252.253,71

15. Dinas Pariwisata dan 27.335.714,29 27.335,714,29
Kebudayaan

16. Dinas Kearsipan dan 6.988.571,43 6.988.571,43
Perpustakaan

17. Dinas  Perindustrian  dan 1.585.714,29 29.820.285,71
Perdagangan

18. Walikota dan Wakil Walikota 2.623.950,71 1.585.714,79
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HOTA BEQGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) (Rp)
19. Sekretariat Daerah 2.571.292,00 2,623.950,71
20. Kecamatan Bogor Utara 3.236.828,57 2.571.292,00
2t. Kecamatan Bogor Barat 992.857 14 3.236.828,57
22. Kecamatan Bogor Tengah 5.350.000,00 992.857,14
23. Badan Kepegawaian dan 86.428,57 5.350.000,00
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Rp 15.556.265.081,64 15.876.850.724,85

Bermotor

1.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
BLUD)

Diras Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan
Bencana Daerah

Penanggulangan

Badan Kesatuan Bangsa dan
Potitik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipit

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan

Perlindungan Anak

40.564.285,71

916.599.757,30

275.221.714,29

56.909.999,99

635.285.706,43

606.398.185,08

2.186.540.509,53

535.099.535,72

37.406.607,14

176.818.678,57

62.823.142,86

299.853.609,36

1.067,217.042,85

241.700.571,29

155.326.666,71

70.771.428,57
981.578.328,57
275.221.714,29

56.909.999,99
635.285.706,43
641,582.470,79

2.466.288.723,82

475.142.778,57
60.905.178,57

155.400.821,43

58.623.142,86
138.826.428,57

1.156.545.750,71

241.700.571,29

192.660.952,43
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
16. Dinas Pengendalian Penduduk 213.413.125,71 188.893.400,00
dan Keluarga Berencana
17. Dinas Perhubungan 1.613.900.631,28 1.645.650.631,28
18. Dinas Komunikasi dan 138.122.433,43 137.039.992,86
Informatika
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 173.405.485,43 168.920.142,86
dan Menengah
20. Dinas Penanaman Madal dan 170.818.877,57 184.392.877,57
Pelayanan Satu Pintu
21. Dinas Pemuda dan Qlahraga 95.890.000,00 95.890.000,00
22. Dinas Pariwisata dan 73.632.857,14 50.490.000,00
Kebudayaan
23. Dinas Kearsipan dan 306.177.657,14 265,383.371,43
Perpustakaan
24. Dinas Pertanian 0,00 158.642.285,71
25, Dinas  Perindustrian  dan 355.239.619,14 175.514.047,71
Perdagangan
26. Walikota dan Wakil Walikota 158.287.623,18 158.287.623,18
27. Sekretariat Daerah 1.845.700.860,75 1.703.067.057,47
28. Sekretariat Dewan 791.770.266,00 1.108.639.551,71
Perwakitan Rakyat Daerah
29. Kecamatan Bogor Utara 150.254.228,57 156.999.039,29
30. Kecamatan Bogor Sefatan 157.456.485,71 165.302.914,29
31. Kecamatan Bogor Timur 140.620.271,43 145.419.271,43
32. Kecamatan Bogor Barat 146.673.485,71 146.673.485,71
33. Kecamatan Bogor Tengah 251.522.927,27 194.997.427,27
34, Kecamatan Tanah Sareal 161.080.985,71 161.080.985,71
35. Inspektorat Daerah 143.751.428,57 200.091.428,57
36. Badan Perencanaan 244.692.571,14 122.346.285,57
Pembangunan Daerah
37. Badan Keuangan dan Aset 142.125.196,71 94.295.000,00
Daerah
38. Pejabat Pengelola Keuangan 456.254.819,05 456.254.819,05
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Catatan alas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

{Rp)

Per

31 Desember 2019

{Rp)

Daerah

39. Badan Pendapatan Daerah

40. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Rp
Tak Bermotor

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Lingkungan Hidup

4. Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

3. Dinas Perhubungan

6. ODinas Perindustrian  dan
Perdagangan

7. Kecamatan Baogor titara
8. Kecamatan Bogor Sefatan
9. Kecamatan Bogor Timur
10. Kecamatan Bogor Barat
11. Kecamatan Bogor Tengah
12. Kecamatan Tanazh Sareal

- Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Rp
Bermotor

1. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

- Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Rp
Tak Bermotor

1. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

2. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

- Beban  Penyusutan  Alat Bengkel Rp

204.251.517,86

127.055.714,29

1.043,389.600,00

1.070.000,00

1.430.000,00

262.735.000,00

325.000,00

110.000.000,00

57.199.250,00

167.955.750,00

51.207.500,00

126.979.250,00

23.218.000,00

115.270.000,00

125.999.850,00

2,039.488,00

2.039.488,00

74.881.333,33

65.648.000,00

9.233.333,33

258.861.831,67

232.812.232,14

152.322.857,14

899.990.350,00

2.170.000,00

0,00

266.590.000,00

325.000,00

110.000.000,00

0,00

167.955.750,00

26.897.500,00

119.979.250,00

23.218.000,00

56.855.000,00

125.999.850,00

0,00

0,00

74.548.059,93

65.648.000,00

6.798.293,33

209.499.153,27
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
m 31 Desember 2020 31 Desember 2019
¥ ®p) Re)
Bermesin

1.  Dinas Pendidikan 1.023.000,00 788.000,00

2. Dinas Kesehatan 95.431,150,00 94.941,150,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 38.877.160,45 38.877.160,45

4. Rumah Sakit Umum Daerah 14.073.159,91 6.067.980,00
(BLUD)

5. Dinas Pekerjaan Umum dan 5.917.980,00 22.437.500,00
Penata Ruang

6. Dinas Perumahan dan 30.471.200,00 2.339.623,19
Permukiman

7. Satuan Polisi Pamong Praja 2.339.623,19 6.067.980,00

8. Badan Penanggulangan 11.156.105,00 0,00
Bencana Daerah

9. Dinas Sosial 1,4%90.500,00 0,00

10. Dinas Tenaga Kerja dan 5.749.064,73 5.749.064,73
Transmigrasi

11. Dinas Ketahanan Pangan dan 730.000,00 0,00
Pertanian

12. Dinas Lingkungan Hidup 100.000,00 100.000,00

13. Dinas Perhubungan 8.638.298,40 8.880.341,50

14. Dinas Komunikasi dan 880.000,00 0,00
Informatika

15. Dinas Pertanian 0,00 730.000,00

16. Dinas  Perindustrian  dan 993.499,99 993.499,99
Perdagangan

17. Walikota dan Wakil Walikota 948.200,00 948.200,00

18. Sekretariat Dewan 25.304.970,00 0,00
Perwakilan Rakyat Daerah

19. Kecamatan Bogor Utara 2.309.420,00 0,00

20. Kecamatan Bogor Timur 650.000,00 0,00

21. Kecamatan Bogor 765.000,00 765.000,00
Barat

22. Kecamatan Bogor Tengah 2.445.000,00 2.445.000,00
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HOTA BECOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
- Y 31 Desember 2020 31 Desember 2019
®Rp) {Rp)
23. Kecamatan Tanah Sareat 995.000,00 995.000,00
24. Badan Perencanaan 385.000,00 0,00
Pembangunan Daerah
25. Badan Pendapatan Daerah 7.188.500,00 7.188.500,00

- Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak
Bermesin

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

4, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

5. Dinas Perumahan dan

Permukiman

6. Satuan Polisi Pamong Praja

7. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

8. Dinas Lingkungan Hidup

9. Dinas Perhubungan

10. Dinas Perindustrian  dan
Perdagangan

11. Dinas Pertanian

12. Walikota dan Wakil Walikota

13. Sekretariat daerah

14. Kecamatan Bogor Utara

15. Kecamatan Begor Timur

16. Badan Pendapatan Daerah

- Beban Penyusutan Alat Ukur

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Rp 555,967.265,51

100.000,00

1.511.400,00

5.149.993,00

4.567.788,72

0,00

0,00

25.605.622,59

169.796.666,00

117.453.195,20

219.890.000,00

0,00

9.582.600,00
0,00

0,00

0,00

1.910.000,00

Rp 1.570.645.351,28
625.000,00

44,149.420,00

634.480,00

492.112.946,06

100.000,00

0,00

814.000,00

6.347.788,72

1.751.345,60

1.474.000,00

27.999.395,74

206.765.796,00

0,00

0,00

1.647.000,00
9.582.600,00

11.400.000,00

1.781.020,00

650.000,00

1.910.000,00

1.377.667.947,03
625.000,00

32.010.860,00

36.672.654,16
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Catetan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan

Dinas Pertamnian

Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

Selretariat Daerah

Kecamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan

Kecamatan Bogor Barat

inspektorat Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Pendapatan Daerah

- Beban Penyusutan Alat Pengolahan

1.

Dinas Pendidikan

Rp

18.713.953,80

115.057.844,19

30.642.400,00

4.752.000,00

1.594.000,00

303.540.160,00

989.361.479,68

0,00

47.708.313,61

995.000,00

900.000,00

1.282.000,00

1.748.800,00

5.062.000,00

0,00

3.878.500,00

586.725.491,14
8.038.850,00

0,00

211.829.726,19

16.577.668,40

4.752.000,00

0,00

305.850.160,00
710.164.336,88
2.305.600,00

39.594.001,00

995.000,00
900.000,00
1.282.000,00
1.748.800,00
3.062.000,00

1.825.640,40

3.878.500,00

595.604.550,31
11.888.920,00

2. Dinas Kesehatan 20.370.912,40 45.201.987,40

3. Rumah Sakit Umum Daerah 173.791.108,33 0,00

4. PRumah Sakit Umum Daerah 24.647.600,00 0,00
(BLUD)

5. Dinas Pekerjaan Umum dan 590.354,81 590.354,81
Penata Ruang

6. Dinas Perumahan dan 26.649.062,50 24,609.062,50
Permukiman
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR Per Per
UHTE 31 Desember 2020 31 Desember 2019
®p) Rp)
7. Badan Penanggutangan 1.487.500,00 1.487.500,00
Bencana Daerah
8. Dinas Ketahanan Pangan dan 22.383.375,00 0,00
Pertanian
9. Dinas Lingkungan Hidup 210.487.880,37 314.653.457 87
10. Dinas Perhubungan 7.007.956,60 7.007.956,60
11. Dinas Kearsipan dan 9.281.886,13 9.281.886,14
Perpustakaan
12. Dinas Pertanian 0,00 175.899.675,00
13. Dinas  Perindustrian  dan 14.924.005,00 0,00
Perdagangan
14, Sekretariat Daerah 3.251.250,00 3.251.250,00
15. Kecamatan Bogor Utara 1.732.500,00 1.732.500,00
16. Pejabatan Pengelola 62.081.250,00 0,00
Keuangan Daerah
- Beban Penyusutan Alat Kantor Rp 9,180,657,518.91 8.609.436,784,63

10.
1.

12.

13.

14,

13.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Pinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan

3,977,335,257.03
470,048,549.32
98.749.227,78
249.400.718,25

260.885.599,80

158.716.701,54

32.788.935,48
93.655.416,67

9.222.000,00

40.158.850,21

27.000.726,68

84.858.915,43

62.464.958,27

136.535.663,31

18.093.188,15

3.732.349.180,98
379.108.669,74
82.563.427,78
175.665.676,00

210.710.210,40

168.285.431,14

33.102.935,48
59.107.350,00

11.122.000,00

42.210.650,21
39.781.326,68

16.194.256,00

66.056.625,68

145.724.663,31

23.940.388,20
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HOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

Per

31 Desember 2019

(Rp) (Rp)

Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

16. Dinas Pengendalian Penduduk 33.060.860,00 31.%900.900,00
dan Keluarga Berencana

17. Dinas Perhubungan 120.698.174,96 136.257.019,95

18. Dinas Komunikasi dan 340.512.030,43 281.977.612,36
Informatika

19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 28.578.454,80 43.327.354,80
dan Menengah

20. Dinas Penanaman Modal dan 103.150.438,25 110.150.438,25
Pelayanan 5atu Pintu

21. Dinas Pemuda dan Olahraga 79.300.777,20 82.499.470,88

22. Dinas Pariwisata dan 62.486.744,75 74.746.744,75
Kebudayaan

23. Dinas Kearsipan dan 19.033.921,80 65.928.221,80
Perpustakaan

24. Dinas Pertanian - 0,00 68.697.659,43

25. Dinas  Perindustrian  dan 227.258.318,41 51.795.735,51
Perdagangan

26. Walikota dan Wakil Walikota 112.321.635,59 47.934.635,59

27. Sekretariat Daerah 380.528.521,84 290.740.121,84

28. Sekretariat Dewan 558.021.511,20 512.366.860,00
Perwakilan Rakyat Daerah

29. Kecamatan Bogor Utara 100.388.409,20 120.256.624,58

30. Kecamatan Bogor Selatan 190.577.087,10 195.975.564,10

31. Kecarnatan Bogor Timur 71.524.000,00 56.994.415,36

32. Kecamatan Bogor Barat 141.127.846,80 159.719.027,94

33. Kecamatan Bogor Tengah 131.834.575,00 144.291,390,36

34. Kecamatan Tanah Sareat 176.779.260,20 197.869.090,96

35. Inspektorat Daerah 30.316.136,88 35.336.536,88

36. Badan Perencanaan 144.872.631,20 68.386.315,09
Pembangunan Daerah

37. Badan Keuangan dan Aset 107.251.454,80 61.397.272,00
Daerah

38. Pejabat Pengelola Keuangan 130.331.258,40 73.331.258,40
Daerah

39. Badan Pendapatan Daerah 138.725.790,75 479.064,550,75

Pemerintah Kota Bogor

366



KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp}

Per
31 Desember 2019

{Rp)

40.

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya

Manusia

- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga

1.

10.

11.

i2.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang
Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan
Bencana Daerah

Penanggulangan

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan 5ipil

Dinas
Masyarakat, Perempuan dan

Pemberdayaan

Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

32.062.871,43

Rp 16.700.288.587,30
3.808.461.294,57

1.316.203.568,46

1.708.064,365,52

1.026.102.939,55

119.979.340,00

307.401.746,21

445,715.562,25

182.669.243,87

34.101.900,00

101.403.925,16

66.680.445,02

126.066.443,81

339.011.375,25

253.976.400,00

51.723.230,03

29.509.420,00

147.896.495,49

325.514.040,47

89.696.690,40

32.569.071,43

15.046.164.668,75
3.052.831.688,20

1.258.193.161,36

1.318.746.715,92

931,155.961,40

196.214.562,00

221.250.200,40

438.515.982,25

165.813.596,54

18.697.800,00

107.738.918,30

93.433.589,78

94.577.576,4Q

192.340.875,25

298.070.286,67

79.883.430,03

13.938.223,56

180.931.679,51

305.312.813,44

88.912.290,40
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

{Bp}

Per

31 Desember 2019

(Rp)

20.

21.

2.

23.

24,

25,

26,
27.

28.

29,
30.
31.
32,

33.

35.

36.

37.

38.

39.

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olalhraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Pertanian

Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

Walikota dan Wakil Walikota
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daersh

Kecamatan Bogor Utara
Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal
Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya

Manusia

- Beban Penyusutan Komputer

1.

Dinas Pendidikan

Rp

299.993.987,55

143.185.393,35

75.044.000,00
72.871.248,76

0,00

0,00

111.385.852,16
624.789.754,41

1.839.781.326,40

266.353.661,40
402.309. 146,88
404.087.717,91
195.973.347,72
236.608.890,44
176.092.520,00

62.489.942,34

475.623.473,30
178.136.113,84
201.356.380,00

243.948.601,92

110.078.802,86

18.566.715.841,14
7.482.965.467,97

283.119.987,55

162,256.832,71

§3.244.000,00

79.434.488,76

109.655.867,41

73.039.923,24

203.364.173,48

892.821.534,96

-y

722.932.798,90

213.245.661,40

417.926.994,82

280.044.086,11

227.778.093,72

251.319.290,44

164.036.500,00

52.179.942,34

219.683.149,27

64.115.009,43

282.368.494,92

107.038.487,86

109.655.867,41

18.510.602.164,27
6.691.725.230,86
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Catatan atas Laporan Kevangan Tahun 2020

HOTA BOGOR PEI Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) (Rp)

2. Dinas Kesehatan 1.013.600.263,50 1.138.433.844,48

3. Rumah Sakit Umum Daerah 2.088.676,18 141,322.541,93

4. Rumgzh Sakit Umum Daerah 509.009.329,34 317.443.768,80
(BLUD)

5. Dinas Pegkerjaan Umum dan 220.509.025,00 365,884,949 98
Penata Ruang

6. Dinas Perumahan dan 137.879.375,00 161.516.093,95
Permukiman

7. Satuan Polisi Pamong Praja 97.442,167,94 143.478.570,44

8. Badan Penanggulangan 87.101.647,75 101.219.147,75
Bencana Daerah

9. Badan Kesatuan Bangsa dan 27.951.929,50 30.810.679,50
Politik

10. Dinas Sosial 153.862.100,00 159.625.187,63

11. Dinas Tenaga Kerja dan 58.227.125,00 57.933.054,57
Transmigrasi

12. Dinas Ketahanan Pangan dan 76.938.545,00 48.010.221,00
Pertanian

13. Dinas Lingkungan Hidup 127.803.473,00 180.486.711,60

14. Dinas Kependudukan dan 442.614.044,63 1.279.131.764,63
Pencatatan Sipil

15, Dinas Pemberdayaan 50.294.750,00 95.844.068,25
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

16. Dinas Pengendalian Penduduk 82.549.475,00 94.011.250,95
dan Keluarga Berencana

17. Dinas Perhubungan 439.336.716,86 473.658.215,72

18. Dinas Komunikasi dan 2.235.562.119,32 2.082.765.803,57
Informatika

19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 38.589.585,24 47.683.760,00
dan Menengah

20. Dinas Penanaman Modal dan 718.857.670,37 851.606.479,82
Pelayanan Satu Pintu

21. Dinas Pernuda dan Olahraga 116.887.639,00 124.224.846,75

22. Dinas Pariwisata dan 63.744.625,00 102.888.375,00

Kebudayaan
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HOTA BECGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

23.

24,

25.

6.

27.

8.

29,

30.

31

32.

i1

35,

36.

37.

38.

39.

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Pertanian

Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

Walikota dan Wakil Walikota
Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Ketamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan

Kecamatan Bogor Timur

Kecamatan Bogor Barat

Kecamatan Bogor Tengah

Kecamatan Tanah Sareat

Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Xeuangan dan Aset
Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Penyusutan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat

1.

2.

3.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD}

152.830.380,00

356.286.578,35

74.678.500,00

643.017.703,88

387.591.900,00

118.527.675,25

273.883.030,25

70.961.500,00

177.192.480,00

102,350.381,50

96.131.812,50

130.510.750,00

699.645.525,81

485.311.794,99

6.283.750,01

92.329.133,00

495.366.895,00

2,300.578.919,12

154.672.572,48

109.090.149,20

17.903.200,04

187.318.630,00

71.032.674,50

138.203.297,99

56.022.606,88

666.826.506,41

272.690.750,00

139.386.425,25
279.938.030,25
104.041,300,00
184.336.780,00
113.456.144,00
193.213.062,50
158.609.250,00

326.703.872,17

250.671.010,01

236.336.612,12

492.110.645,00

138.203.297,99

2.216.901.766,08

136.717.466,48

103.686.640,00

17.903.200,04
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Catalan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)

4. Dinas Pekerjaan Umum dan 73.104,200,20 45.827.200,00
Penata Ruang

5. Dinas Perumahan dan 12.236.000,00 26.096.008,00
Permukiman

6. Badan Penanggulangan 11.445.700,00 15.295.700,00
Bencana Daerah

7. Badan Kesatuan Bangsa dan 6.347.400,00 6.347.400,00
Politik

8. Dinas Sosial 12.948.472,88 12.948.472,88

9. Dinas Tenaga Kerja dan 19.209.612,02 21.989.612,02
Transmigrasi

10. Dinas Ketahanan Pangan dan 15.631.765,00 3.250.000,00
Pertanian

11. Dinas Lingkungan Hidup 18.775.166,88 23.825.166,88

12. Dinas Kependudukan dan 4.780.000,00 4.780.000,00
Pencatatan Sipil

13. Dinas Perhubungan 10.717.542,86 10.717.542 86

14. Dinas Komunikasi dan 31.000.154,98 15.258.972,00
Informatika

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 21.585.999,80 16.698.249,80
dan Mehengah

16. Dinas Penanaman Modal dan 57.403.000,00 57.803.000,00
Pelayanan Satu Pintu

17. Dinas Pemuda dan Olahraga 3.419.970,40 3.419.970,40

18. Dinas Pariwisata dan 62.052.768,25 62.052.768,25
Kebudayaan

19. Dinas Kearsipan dan 57.290.130,93 96.735.130,93
Perpustakaan

20. Dinas Pertanian 0,00 4.048.765,00

21. Dinas Perindustrian  dan 43.192.032,00 40.284.720,00
Perdagangan

22. wWalikota dan Wakil Walikota 10.853.931,91 12.824.941,83

23. Sekretariat Daerah 326.228.004,28 361.486.632,25

24. Sekretariat Bewan 779.360.560,00 769.768.560,00
Perwakilan Rakyat Daerah

25. Kecamatan Bogor Timur 19.699,000,00 1.660.600,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tabun 2020

KOTA BOGOR PEI Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) {Rp)
26. Kecamatan Bogor Barat 28.204.746,00 21.044.802,00
27. Kecamatan Bogor Tengah 74.684.800,00 54.692.746,00
28. Kecamatan Tanah Sareal 760.000,00 33.612.800,00
29. Inspektorat Daerah 18.368.140,78 15.859.140,78
30. Badan Perencanaan 185.360.690,03 91.058.984,71
Pembangunan Daerah
31. Badan Keuangan dan Aset 8.696.388,20 16.385.860,97
Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah 92.721.320,00 92.721.320,00
33. Badan Kepegawaian dan 12.835.500,00 4.048.765,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Penyusutan Afat Studio

1.

10.

1.

12.

i3.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Rp

1.745,827.689,69

67.461.269,08

65.644.130,00

9.703.320,00

66.710.900,00

34.147.600,04

2.080.000,00

6.438.418,50

14.474.340,00

5.694.800,00

43.556.100,00

4.003.655,96

7.500.828,71

70.39%.479,62

1.015.116,191,65

70.739.351,08
64.133.730,00
21.539,120,00

57.116.700,00

34.147.600,04

4.995.000,00

6.438.418,50

19.674.340,00

5.694.800,00

43.556.100,00

4.198.655,96

27.410.168,71

70.399.479,62
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
m 31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

14. Dinas Pemberdayaan 5.140.000,00 6.427.000,00
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

15. Dinas Pengendalian Penduduk 2.160.000,00 2,160.000,00
dan Keluarga Berencana

16. Dinas Perhubungan 90.133.535,56 93.090.335,56

17. Dinas Komunikasi dan 387.057.300,00 50.262.000,00
Informatika

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 32.590.000,00 32.590.000,00
dan Menengah

19. Dinas Penanaman Modal dan 11.830.084,50 11.310,084,50
Pelayanan Satu Pintu

20. Dinas Pemuda dan Olahraga 11.138.096,20 11.138.096,20

21. Dinas Pariwisata dan 6.393.200,00 14,233.200,00
Kebudayaan

22. Dinas Kearsipan dan 400.000,00 400.000,00
Perpustakaan

23. Dinas Pertanian 0,00 391.600,00

24, Dinas  Perindustrian  dan 114.975.688,22 39.416.872,5¢
Perdagangan '

25. Walikota dan Wakil Walikota 15.444.800,00 21.489.285,82

26. Sekretariat Daerah 162.046.864,07 143.444.071,33

27. Sekretariat Dewan 109.379.200,00 78.224.200,00
Perwakilan Rakyat Daerah

28. Kecamatan Bogor Utara 17.265.000,00 3.040.000,00

29. Kecamatan Bogor Selatan 1.535.004,00 1.535.000,00

30. Kecamatan Bogor Barat 2.020.400,00 1.630.513,00

31. Kecamatan Bogor Tengah 3.285.200,00 2.020.400,00

32. Inspektorat Daerah 15.475.840,00 3.285.200,00

33. Badan Perencanaan 31.851.370,00 29.463.000,00
Pembangunan Daerah

34. Badan Keuangan dan Aset 25.058.000,00 9.398.440,00
Daerah

35. Pejabat Pengelola Keuangan 290.000.000,00 8.356.600,00
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

_ Per Per
I 31 Desember 2020 31 Desember 2019
J % Rp) (Rp)

Daerah

36. Badan Pendapatan Daerah 3.970.949,22 7.631,159,60

37. Badan Kepegawaian dan 8.862.320,00 5.273.349,22
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Penyusutan Alat Komunikasi Rp 712.712.929,50 1.249.473.182,65

1. Dinas Pendidikan 5.995.000,00 1.880.000,00

2. Dinas Kesehatan 7.239.260,00 7.202.160,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 93.632.782,76 93.632.782,76

4. Rumah Sakit Umum Daerah 39.905.320,00 10.199.860,00
{BLUD)

5. Dinas Pekerjaan Umum dan 25.633.327,40 33.333.327,40
Penata Ruang

6. Dinas Perurmahan dan 5.397.300,00 5.397.300,00
Permukiman '

7. Satuan Polisi Pamong Praja 59.246.600,00 66.067.680,00

8. Badan Penanggulangan 76.629.000,00 26.592.600,00
Bencana Daerah

9. Badan Kesatuan Bangsa dan 2.500.000,00 2.500.000,00
Potitik

10. Dinas Sosiat 2.080.000,60 2.080.000,00

11. Dinas Tenaga Kerja dan 2.224.500,00 2.774,500,00
Transmigrasi

12. Dinas Ketahanan Pangan dan 790.000,00 1,380.000,00
Pertanian

13. Dinas Lingkungan Hidup 17.817.793,14 17.817.793,14

14, Dinas Pemberdayaan 2.350.000,00 2.426.153,80
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

15. Dinas Pengendalian Penduduk 65.962.380,00 2.713.000,05
dan Keluarga Berencana

16. Dinas Perhubungan 61.812.710,00 363.000,00

17. Dinas Komunikasi dan 39.444 531,80 91.939.475,84
Informatika

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 7.058.317,80 22.758.560,00

dan Menengah
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) (Rp)
19. Dinas Penanaman Modal dan 1.040.000,00 7.058.317,80
Pelayanan Satu Pintu
20. Dinas Pariwisata dan 6.530.000,00 3.840.000,00
Kebudayaan
21. Dinas Pertanian 0,00 2.384.000,00
22. Dinas  Perindustrian  dan 360.000,00 360.000,00
Perdagangan
23. Walikota dan Wakil Walikota 2.195.333,40 2.195.333,40
24. Sekretariat Daerah 23.687.012,40 43.071.343,70
25. Selretariat Dewan 45.150.400,00 54.245.442,83
Perwakilan Rakyat Daerah
26. Kecarnatan Bogor Utara 12.079.466,60 14.479.466,60
27. Kecamatan Bogor Selatan 3.155.000,00 11.915.000,00
18. Kecamatan Bogor Timur 11.915.000,00 13.803.091,13
29. Kecamatan Bogor Barat 9.569.000,00 6.040.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah 6.040.000,00 38.025.000,00
31. Kecamatan Tanah Sareal 50.302.000,00 2.151.200,00
32. Inspektorat Daerah 0,00 6.748.400,00
33. Badan Perencanaan 4,302.400,00 628.172.000,00
Pembangunan Daerah
34. Badan Keuangan dan Aset 8.036.400,00 8.082.094,20
Daerah
35. Badan Pendapatan Daerah 6.971,094,20 5.661.000,00
36. Badan Kepegawaian dan 5.661.000,00 2.384.000,00

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Penyusutan Peratatan Pemancar

1.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Urmum Daerah
{(BLUD)

306.212.442,20
429.000,00

43.585.210,10

510.510,00

12.129.000,00

280.,079.576,19
429.000,00

44.821.518,40
510.510,00

0,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

HOTA BEOGOR Per Pﬂ'
- m 31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

5. Dinas Perumahan dan 25.816.410,00 25.816,410,00
Permukiman

6. Satuan Polisi Pamong Praja 4.190.150,00 4.190.150,00

7. Badan Penanggulangan 7.178.800,00 0,00
Bencana Daerah

8. Dinas Sosial 1.474.000,00 0,00

9. Dinas Ketahanan Pangan dan 1.168.506,40 508.506,40
Pertanian

10. Dinas Pengendalian Penduduk 19.007.500,00 19.007.500,00
dan Keluarga Berencana

11. Dinas Perhubungan 1.366.250,00 2.103.714,20

12. Dinas Kamunikasi dan 0,00 59.267.340,00
Informatika

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 66.592.178,51 0,00
dan Menengah .

14. Dinas Penanaman Modal dan 221.100,00 121.100,00
Petayanan Satu Pintu

15. Dinas  Perindustrian  dan 1.375.000,00 660.000,00
Perdagangan

16. Walikota dan Wakil Walikota 2.057.902,25 1.375.000,00

17. Sekretariat Daerah 17.545.271,30 2.057.902,25

18. Sekretariat Dewan 83.329.178,59 17.545.271,30
Perwakilan Rakyat Daerah

19. Kecamatan Bogor Utara 2.355.124,00 83.329.178,59

20. Kecamatan Tanah Sareal 231.150,00 2,355.124,00

21. Badan Keuangan dan Aset 15.371.703,40 231.150,00
Daerah

22. Badan Pendapatan Daerah 278.497,65 15.371.703.40

- Beban Penyusutan Alat Kedokteran

1.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umurn Daerah

Rumah Sakit Umum Daerzh
(BLUD)

Rp

26.528.498,365,06
250.000,00

1.859.017.897,32

22.035.392.268,53

1.517.908.303,86

14.767.502.641,90
1.266.030,00

1.764.704.969,29
9.198.018.526,70

2.723.059.996,57
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Catatan atas Laporan Keuangan Tabun 2020

KOTA EQGCOR Per PEI’
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp} (Rp)

5. Badan Penanggulangan 19.717.280,00 0,00
Bencana Daerah

6. Badan Kesatuan Bangsa dan 136.000,00 136.000,00
Politik

7. Dinas Tenaga Kerja dan 162.130,20 162.130,20
Transrmigrasi

8. Dinas Kependudukan dan 962.613,00 962.613,00
Pencatatan Sipil

9. Dinas Perhubungan 2.585.948,00 2.125.948,00

10. Dinas Perindustrian dan 43.560.000,00 43.560.000,00
Perdagangan

11. Sekretariat Daerah 3.796.671,23 1.796.671,23

12. Kecamatan Bogor Utara 2.600.000,00 2.600.000,00

13. Kecamatan Bogor Selatan 11.754.800,00 1.274.800,00

14. Kecamatan Bogor Timur 4.061.156,M 4.061.156,91

15. Kecamatan Bogor Barat 21.773.800,00 21.773.800,00

16. Kecamatan Bogor Tengah 3.01%.500,00 0,00

17. Pejabatan Pengelola 1.799.996,00 0,00

Keuangan Daerah

- Beban Penyusutan Alat Kesehatan

1.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rurnah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

(BLUD)

Dinas Perumahan dan

Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Perhubungan

Dinas Pemuda dan Olahraga

345,352.200,16
1.210.023,30

10.201.857,00

284.111.200,00

4.125.000,00

20.194.504,80

3.3%0.000,00

3.221.966,00

6.358.799,66

1.033.503,80

62.983.041,14
1.210.023,30

7.898.310,00
4.125.000,00

20.194.504,80

3.390.000,00

3.221.966,00

6.358.800,00

1.033.903,80

14.857.437,64
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
10. Walikota dan Wakil Walikota 8.071.850,0 693.095,60
11. Kecamatan Bogor Selatan 693.095,60 4,125.000,00
12. Kecamatan Bogor Tengah 2.746.000,00 20.194.504,80

- Beban Penyusutan Unit-Unit Rp 4.981.901.548,6% 4.861.058.761,12

Laboratorium

1.

10.

".

12.

13.

14,

15.

16.

17,

18.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Perhubungan

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Pertanian

Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

21.665.341,25

1.345.702.904,17

2.254.253.690,77

417.164.141,89

66.710.000,00

18.358.615,63

900.625,00

9.353.124,88

74.032.937,50

19.476.375,13

28.838.750,00

3.750.000,00

65.511.457,13

54.707.612,50

46.345.875,00

1.151.750,00

0,00

89.845,167,73

21.194.841,25

1.668.136.684,14

2.178.131.022,62

364.873.766,90

43.547.500,00

7.464.875,00

900.625,00

3.062.500,00

9.353.124,88

24.375,00

20.956.125,12

28.838.750,00

3.750.000,00

80.279.358,62

64.256.987,50

46.345.875,00

75.958.223,79

52.487.195,70
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
19. Walikota dan Wakil Walikota 24.879.040,25 24.879.040,25
20. Sekretariat Daerah 59.126.535,04 65.578.377,51
21. Kecamatan Bogor Utara 730.062,50 730.062,50
22. Kecamatan Bogor Setatan 565.625,00 7.534,572,50
23. Kecamatan Bogor Timur 2.008.096,75 2.445.596,75
24, Kecamatan Bogor Barat 13.955.260,38 15.176.945,07
25. Kecamatan Bogor Tengah 1.344.516,7% 2.147.954,25
26. Kecamatan Tanah Sareal 3.991.003,68 794.673,38
27. Inspektorat Daerah 3.786.371,22 3.786.371,22
28. Pejabat Pengelola Keuangan 352.529.772,75 0,00
Daerah
29. Badan Perencanaan 0,00 650.268,25
Pembangunan Daerak
30. Badan Pendapatan Daerah 1.016.895,78 26.586.318,91

- Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek  Rp

Sekolah

-

Dinas Pendidikan

1.482.150,520,91

1.343.039.294,26

1.421.254,166,42

1.286.553.526,85

2. Dinas Kesehatan 46.785.764,00 46.485.764,60

3. Rumah Sakit Umum Daerah 14.512.663,87 14.512.663,87

4, Rumah Sakit Umum Daerah 2.310.750,00 2.310.750,00
(BLUD)

5. Dinas Perumahan dan 9.434.677,30 9.434.677,30
Permukiman

6. Badan Penanggulangan 390.500,00 390.500,00
Bencana Daerah

7. Dinas Sosial 3.080.000,00 3.080.000,00

8. Dinas Ketahanan Pangan dan 14.060.000,00 0,60
Pertanian

9. Dinas Pariwisata dan 1.530.000,00 1.530.000,00
Kebudayaan
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019

{Rp) {Rp)
10. Dinas Pertanian 0,00 14.060.000,00
11. Dinas  Perindustrian  dan 814.000,00 814.000,00

Perdagangan

12. Walikota dan Wakil Walikota 24.727.350,00 29.696.762,32
13. Sekretariat Daerah 1.527.188,68 1.527.188,68
14. Kecamatan Bogor Utara 6.237.856,80 6.237.856,80
15. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 2.079.285,60
16. Kecamatan Bogor Timur 11.159.285,60 220.000,00
17. Kecamatan Bogor Barat 0,00 1.386.190,40
18. Kecamatan Bogor Tengah 220.000,00 143.000,00
19. Kecamatan Tanah Sareal 1.386.190,40 792.000,00
20. Inspektorat Dacrah 143.000,00 814.000,00
21. Badan Pendapatan Daerah 792.000,00 29.696.762,32

- Beban Penyusutan Unit Alat
Laboratorium Kimia Nuklir

286.203.827,56

238.544.005,35

1. Dinas Kesehatan 6.141.875,00 3.426.875,00

2.  Rumah Sakit Umum Daerah 171.175.255,35 171.175.255,35

3. Rumzh Sakit Umum Daerah 47.662.500,00 0,00
(BLUD)

4, Dinas Perumahan dan 19.662.500,00 19.662.500,00
Permukimnan

5. Satuan Polisi Pamong Praja 312.500,00 312.500,00

6, Dinas Pertanian 0,00 5.316.250,00

7. Dinas Ketahanan Pangan dan 2.503.750,00 0,00
Pertanian

8. Dinas Perindustrian  dan 714.285,M1 0,00
Perdagangan

9. Sekretariat Daerah 27.714.375,00 0,00

10. Kecamatan Bogor Selatan 3.287.500,00 3.287.500,00

11. Kecamatan Tanah Sareal 5.648.750,00 5.648.750,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

_KOTA BOGOR Fer Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
12. Badan Perencanaan 1.380.536,50 0,00

Pembangunan Daerah

- Beban Penyusutan Alat Laboratoripm Rp
Fisika Nuklir / Etektronika

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD}

4, Satuan Polisi Pamong Praja

5. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

6. Sekretariat Daerah
7. Kecamatan Bogor Utara
8. Kecamatan Tanah Sareal

9. Pejabatan Pengelola
Keuangan Daerah

- Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Rp
Proteksi Lingkungan

1. Dinas Kesehatan
2. Rumah Sakit Umum Daerah

3. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

4. Dinas Perhubungan

- Beban Penyusutan Radiation Aplication  Rp
and Non Destructive Testing Laboratory
{BATAM)

1. Dinas Kesehatan

2. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Rp
Lingkungan Hidup

1. Dinas Kesehatan

5. Rumah Sakit Umum Daerah

6. Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

2. Dinas Pekerjaan Umum dan

239.487.802,88

10.413.894,33

32.652.600,00

211.926,67

4.358.548,55

291.666,67

15.303.333,33

180.000,00

3.230.000,00

172.845.833,33

333.202.867,56

323.254.075,96
680.000,00
1.485.000,00

7.783.791,60

62.090.289,90

53.774.289,90

8.316.000,00

435.905.826,80

220.408.192,86
107.366.102,86

631.400,00

2.192.857,14

33.639.109,54

10.413.894,33

0,00

0,00

4,358.548,55

333.333,13

15.303.333,33
0,00
3.230.000,00

0,00

333.202.867,56

323.254.075,56
680.000,00
1.485.000,00

7.783.791,60

18,284.640,00

110.000,00

18.284.640,00

479,200.281,43

219.198.135,71
107.366.102,86

631.400,00

0,60
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

HOTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
{Rp) (Rp)
Penata Ruang
3. Dinas Lingkungan Hidup 97.051.071,43 124.677.500,00
4. Dinas Perhubungan 2.658.163,29 0,00
5. Dinas Pertanian 0,00 27.327.142,860
6. Sekretariat Daerah 5.598.039,22 0,00
- Beban Penyusutan Peralatan Rp 20,545,720,58 13.858.073,67
Laboratorium Hidrodinamika
1. Dinas Kesehatan 9.249.210,67 613.404,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 2.662.064,52
3. Dinas Pekerjaan Umum dan 93.333,33 0,00
Penata Ruang
4, Dinas Ketahanan Pangan dan 5.766.666,67 0,00
Pertanian
5. Dinas Tenaga Kerja dan 8,00 708.000,00
Transmigrasi
6. Dinas Lingkungan Hidup 4.062.857,14 2.734.285,71
7. Dinas pertanian 0,00 5.766.666,67
8. Inspektorat Daerah 733.652,77 733.652,77
9. Badan Pendapatan Daerah 640.000,00 640.000,00
- Beban Penyusutan Senjata Api Rp 34.695.770,01% 4.572.730,01
1. Dinas Kesehatan 2,774.456,20 2.624.456,20
2. Dinas Perhubungan 990.000,00 990.000,00
3. Dinas Perindustrian dan 29.973.040,00 0,00
Perdagangan
4, Watikota dan Wakil Walikota 958.273,81 958.273,81
- Beban Penyusutan Persenjataan Non Rp 54.876.000,00 37.577.575,50
Senjata Api
1. Dinas Kesehatan 561.000,00 2.497.000,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja 22.805.000,00 10.660.575,50
3. Dinas Pemuda dan Qlahraga 7.090.000,00 2,00
4. Dinas Perindustrian dan 24.420.000,00 24.420.000,00
Perdagangan
- Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Rp 1.774.604,296,94 1.907.396.308,56
Perlindungan
1. Dinas Pendidikan Rp 6,00 65.223.500,00
1. Dinas Kesehatan 7.394.600,00 339.139,20
2. Rumah Sakit Umum Daerah 980.060,40 7.071.351,020
3. Satuan Polisi Pamong Praja 27.316.920,80 0,00

Pemerintah Kota Bogor 382



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

Per

31 Desember 2019

®p) (Rp)

4, Badan Penanggulangan 3.010.000,00 0,00
Bencana Daerah

5. Badan Kesatuan Bangsa dan 136.000,00 136.000,00
Potitik

6. Dinas Tenaga Kerja dan 7.180.000,00 0,00
Transmigrasi

7. Dinas Ketahanan Pangan dan 1.800.000,00 1.800.000,00
Pertanian

8. Dinas Perhubungan 1.692.919.767,00 1.798.386.369,60

9. Dinas Perindustrian  dan 3.700.000,00 0,00
Perdagangan

10. Watikota dan Wakil Walikota 3.076.000,00 10.341.000,00

11. Sekretariat Daerah 1.218.948,74 1.218.,948,74

12. Sekretariat Dewan 2.992.000,00 0,00
Perwakilan Rakyat Daerah

13. Badan Pendapatan Daerah 22.880.000,00 22.800.000,00

- Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

1.
2.

10.

1.

12.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah
{BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Lingkungan Hidup

Rp

22,711,955,787.54

6,426,460,796.57
1.191.265.829,24

2.838.181.351,78

211.704.586,88

129.367.903,86

3.865.892.638,31

106.067.054,96

5.270.440,00

49.492.213,70

16.144.316,00

420.297.762,10

267.662.901,40

22.176.054.684,48

6.348.315.134,07
1.191.265.829,23

2.838.181.351,78

230.064.586,88

36.855.459,92

3.735.347.961,27

106.067.054,96

5.270.440,00

49.492.213,70

16.144.316,00

28.751.451,72

171.885.479,11
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HOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

Ep)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

13. Dinas Kependudukan dan 66.368.245,45 62.280.918,92
Pencatatan Sipil

14, Dinas Pemberdayaan 76.390.806,58 76,390.806,58
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

15. Dinas Pengendalian Penduduk 2.340.258,00 0,00
dan Keluarga Berencana

16. DBinas Perhubungan 307.883.157,58 307.883.157,58

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 130.453.551,15 125.469.262,34
dan Menengah

18. Dinas Pemuda dan Olahraga 594.799.828,35 561.534.663,69

19. Dinas Pariwisata dan 3.495.793,50 3.495.793,50
Kebudayaan

20. Dinas Kearsipan dan 152.164.450,62 152.164.450,62
Perpustakaan

21. Dinas Pertanian 0,00 401.440.017,94

22, Dinas  Perindustrian  dan 107.977.417,89 107.977.417,89
Perdagangan

23. Watikota dan Wakil Walikota 38.157.705,52 38.157.705,52

24, Sekretariat Daerah 524.175.142,75 530.007.902,32

25. Sekretariat Dewan 1.560.735.470,62 1.542.487.774,62
Perwakitan Rakyat Daerah

26. Kecamatan Bogor Utara 355.854,375,31 332.989.900,43

27. Kecamatan Bogor Setatan 446.691.041,17 409.999.855,83

28. Kecamatan Bogor Timur 301.775.280,32 304,775.510,10

29. Kecamatan Bogor Barat 522.000.853,10 498.440.729,56

30. Kecamatan Bogor Tengah 311.483.203,97 294.436.124,95

31. Kecamatan Tanah Sareal 337.661.959,80 314.695.657,28

3Z. inspektorat Daerah 112.809.803,08 49.652.955,52

33. Badan Perencanaan 161.174.772,00 80.587.386,00
Pembangunan Daerah

34. Badan Keuangan dan Aset 27.004.545,24 0,00
Daerah
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR Per Pel'
I 31 Desember 2020 31 Desember 2019
3 (Rp) (Rp)
35. Pejabat Pengelola Keuangan 178.797.356,74 289.736.912,76
Daerah
36. Badan Pendapatan Daerah 854.443.734,40 824.299.262,30
37. Badan Kepegawaian dan 9.509.239,60 9.509.239,60

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

- Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Tempat Tinggat

10.
1.
12.

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas pertanian

Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

Walikota dan Wakil Walikota
Kecamatan Bogor Utara

Pejabatan Pengelola
Keuangan Daerah

- Beban Penyusutan Bangunan Menara

1.

Satuan Polisi Pamong Praja

2. Dinas Perhubungan
- Beban Penyusutan Bangunan Tugu
Peringatan

1. Dinas Kesehatan

2. FRumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

3. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

4. Dinas Perumahan dan
Permukiman

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Rp

Rp

1.030.703.244,92

51.906.764,89
131.989.909,14
751.969.515,85

1.833.958,60

12.532.285,00

23.662.173,32
30.306.831,22

0,00
654.000,00

22.456.782,90
2.481.024,00
910.000,00

2.560.155,97
1.225.000,00
1.335.155,97
37.010.437,19

0,00
57.000,00

4.810.717,00

25.280.679,13

4.533.860,00

1.022.597.481,47

47.583.894,76
131.989.909,14
751.969.515,85

0,00

12,532.285,00

19.879.280,00
30.306.831,22

1.833.958,60
654.000,00

27,456.7812,90
2.481.024,00
910.000,00

2.560.155,97
1.225.000,00
1,335.155,97
74.904.964,73

7.864.760,00
57.000,00

4.810.717,00

9.681.769,51

4.533.860,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

{(Rp}

6.
7.

Kecamatan Bogor Utara

Pejabatan Pengelola

Keuangan Daerah

- Beban Penyusutan Bangunan Candi

1.
2.

3.

Dinas Kesehatan

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Pertanian

- Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Rp

Kontrol/Pasti

2.328.181,06
0,00

8.185.395,36
7.864.760,00
320.635,36

0,00
315.596.150,74

0,00
47.956.858,22

320.635,36
0,00
0,00

320.635,36
243,843.956,85

1. Dinas Pendidikan 95.509.517,09 95.899.222,18

2. Dinas Kesehatan 25.887.930,00 25.887.930,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 8.282.000,00 8.282.000,00
(BLUD)

4. Dinas Pekerjaan Umum dan 10.760.309,20 5.296.526,40
Penata Ruang

5. Dinas Perumahan dan 7.621.304,82 7.621.304,82
Permukiman

6. Badan Kesatuan Bangsa dan 1.377.293,78 1.377.293,78
Politik

7. Dinas Sosial 1.413.758,36 1.413.758,36

8. Dinas Ketahanan Pangan dan 4.276.539,68 0,00
Pertanian

9.  Dinas Lingkungan Hidup 33.853.500,24 33.853.500,24

10. Dinas Perhubungan 14.596.811,36 10.169.039,68

11. Dinas Pemuda dan Olahraga 3.768.061,58 2.211.460,00

12. Dinas Pariwisata dan 2.211.460,00 0,00
Kebudayaan

13. Sekretariat Daerah 3.970.300,00 33.853.500,24

14, Kecamatan Bogor Selatan 17.483.588,00 11.885.040,42

15. Kecamatan Bogor Timur 15.058.119,88 15.058.119,88

16. Kecamatan Bogor Barat 10.975.872,M1 8.833.200,39

17. Kecamatan Tanah Sareal 7.808.721,02 7.808.721,02
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KOTA EOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

18. Inspektorat Daerah

19. Badan Keuangan dan Aset
Daerah

20. Pejabatan Pengelola
Keuangan Daerah

- Beban Penyusutan Jalan Rp

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

3. Dinas Perumahan dan
Permukiman

4. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

5. Dinas Lingkungan Hidup

6. Dinas Perhubungan

7. Dinas Pemuda dan Olahraga

8. Dinas Pertanian

9. Kecamatan Bogor Utara

10. Kecamatan Bogor Selatan

11. Kecamatan Bogor Timur

12. Kecamatan Bogor Barat

13. Kecamatan Bogor Tengah

14. Kecamatan Tanah Sareal

13, Pejabatan Pengelola
Keuangan Daerah

- Beban Penyusutan Jembatan Rp

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

3. Dinas Perumahan dan
Permukiman

4. Dinas Perhubungan

1.450.499,96

9.026.944,84

40.263.618,22

126,134,438,915.25
260.477.931,21

61.610.333.001,54

58.745.825.720,94

20.702.403,50

472.110.098,80

88.066.306,42

12.239.645,20

0,00

342.270.523,30

982,448,045.60

240.819.879,60

519.392.628,00

284.106.555,10

501.739.492,80

2.053.906.683,24

992.445,146,71

40.000,00
934.350.515,57

8.057.827,42

42.585.383,38

0,00

0,00

0,00

73.727.208.631,72
260.477.931,21

59.389.209.783,91

9.083.930.182,14

0,00

471.110.098,80
105.087.072,62
12.239.645,20
25,201.033,70
292.932.426,80

764.667.953,10

187.553.922,00
376.117.871,00
225.001.131,40
322.103.496,60
2.210.576.083,24
978.155.543,37

40.000,00
921.221.226,23

8.057.827,42

42.585.383,38
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR Per Pe,r
o 31 Desember 2020 31 Desember 2019
P (Rp) ®p)
5. Kecamatan Bogor Selatan 4.244.401,04 3.084.087,04
6. Kecamatan Bogor Barat 3.167.019,30 3.167.019,30

- Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi  Rp

1.

a oW

N oo

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Kecamatan Bogor Utara
Kecamatan Bogor Selatan
Kecamatan Bogor Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kecamatan Bogor Tengah

Kecamatan Tanah Sareal

- Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Rp

Surut

1.

2.

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Kecamatan Bogor Tengah

- Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa Rp

1.

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

- Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Rp

Sungai dan Penanggulangan Bencana

Alam
1.

10.

Dinas Pendidikan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pertanian

Kecamatan Bogor Utara

Kecamatan Bogor Selatan

Kecamatan Bogor Timur

Kecamatan Bogor Barat

584.192.940,88
474.193.000,04

71.704.348,96
15.748.968,18
3.624.056,00

12.502.798,00
6.419.769,70
55.455.031,94

41.750.698,74

13.704.333,20

596.683.293,44
596.683.293,44

55.885.951.679,97

33.664.248,02

43.383,344.566,60

2.722.275.243,35

132.752.874,10

7.334.900,00

0,00

53.183.078,70

1.092.513.872,90

385.846.027,90

608.315.644,90

560.126.557,44
474,193.000,04

50.237.255,20
13.149.678,50
0,00
3.624.056,00
12.502.798,00
6.419.769,70
55.455.031,94

41.750.698,74

13.704.333,20

596.683.293,44
596.683.293,44

52.154.461.219,49

33.664.248,02

42.826.960.346,72

374.214.549,35

0,00

7.334.900,00
132.752.874,10
0,00
795.586.628,70
285.316.436,50

502.488.989,60
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuvangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per

31 Desember 2019

{Rp)

11.

12.

13.

- Beban

Kecamatan Bogor Tengah
Kecamatan Tanah Sareal

Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

Penyusutan Bangunan Rp

Pengembangan Sumber Air dan Air

Tanah

1. Dinas Pendidikan

2. Rumah Sakit Umum Daerah

3. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

4.  Dinas Lingkungan Hidup

5. Kecamatan Bogor Utara

- Beban Penyusutan Bangunan Air Rp
Bersih/Baku

1.  Dinas Pendidikan

2. Rumah 5akit Umum Daerah

3. Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

4. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

5. Dinas Lingkungan Hidup

6. Dinas Pemuda dan Olahraga

7. Dinas Pertanian

8. Kecamatan Bogor Utara

9. Kecamatan Bogor Selatan

10. Kecamatan Bogor Timur

11. Kecamatan Bogor Barat

12. Kecamatan Bogor Tengah

13. Kecamatan Tanah Sareal

398.556.795,60

648.016.025,80

6.420.148.402,10

616,942.508,30

16.639.286,55

2,100.000,00

472.301.198,95

124.271.28%,47

1.630.733,33

1.531.747.204,47

46.266,67

30.585.501,29

11.339.295,00

1.431.957.494,25

61.325,00

6.856.394,13

0,00

1.683.158,75

10.133.911,63

1.159.975,00

11.448.912,50

15.403.908,90

5,458.500,00

305.039.164,60

470.954.679,80

6.420.148.402,10

556.137.982,51

133.333,33

2.100.000,00

428.002.626,38

124.271.289,47

1.630.733,33

1.528.675.087,77

16.505.953,22

30.585.501,29

714,117,54

1.433.418.088,45

61.325,00

6.856.394,12

6.539.228,00

1.683.158,75

11.448.912,50

15.403.908,90

5.458.500,00

16.505.953,22

30.585.501,29
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Catatan atas Laporan Keuanhgan Tahun 2020

KOTA BEOGOR

Per Per
- m 31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) {Rp)
14, Pejabatan Pengelola 5.612.561,35 0,00
Keuangan Daerah
- Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Rp 638,897.994,56 511.840,416,11
1. Dinas Pekerjaan Umum dan 327.486.101,11 0,00
Penata Ruang
2. Dinas Ketahanan Pangan dan 5.871.637,50 327.486.101,11
Pertanian
3. Dinas Lingkungan Hidup 8.539.512,50 0,00
4. Dinas Pertanian 0,00 8.539.512,50
5. Kecamatan Bogor Utara 36.551.431,28 5.871.637,50
6. Kecamatan Bogor Selatan 784.952,50 34.273.778,77
7. Kecamatan Bogor Timur 12.650.839,15 0,00
8. Kecamatan Bogor Barat 158.307.261,05 1.357.375,00
9. Kecamatan Bogor Tengah 64.870.611,45 84.328.992 33
10. Kecamatan Tanah Sareal 23.835.648,02 29.075.142,82
- Beban Penyusutan Bangunan Air Rp 0,00 20.907.876,07
1. Kecamatan Bogor Selatan 0,00 20.907 876,07
- Beban  Penyusutan Instalasi Air Rp 1.365.239.153,56 1.331.759.965,22
Minum/Air Bersih
1. Dinas Pendidikan 0,00 46.266,67
2. Dinas Pekerjaan Umum dan 1.322.539.843,08 1.322,539.843,08
Penata Ruang
3. Satuan Polisi Pamong Praja 1.690.333,33 0,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan 926.666,67 0,00
Pertanian
5.  Dinas Lingkungan 9.173.855,47 9.173.855,47
Hidup
6. Pejabatan Pengelola 30.908.455,00 0,00
Keuangan Daerah
- Beban Penyusutan instalasi Air Kotor Rp 162.129.001,67 155.188.102,37
1. Dinas Pekerfaan Umum dan 92.871.516,44 64.642.450,47

Penata Ruang
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KOTA BOGOR

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2020

(Rp)

Per
31 Desember 2019

(Rp)

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Dinas Pertanian

Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

- Beban Penyusutan instalasi Pengolahan Rp

Sampah
1.

5.

Dinas Pendidikan

Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Bogor Utara
Kecamatan Bogor Timur

Kecamatan Bogor Tengah

- Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Rp

Listrik
1.

- Beban
Listrik

=y
.

Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Penyusutan Instalasi Gardu Rp

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pertanian

Dinas  Perindustrian  dan
Perdagangan

- Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Rp

1.

3.

Dinas Perumahan dan
Permukiman

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Sekretariat Daerah

- Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Rp

1.
2.

Dinas Pendidikan

Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penata Ruang

69.257.485,23

0,00
0.00

227.156.204,27

300.000,00

200.741.236,77

10.212.565,00

11.089.274,40

4.813.128,10

6.018.123,75

6.018.123,75

1.434.722,50

330.525,00

240,462,50

0,00

863.735,00

16.072,977,25
7.031.200,00

1.691.500,00

7.350.277,25
549.856.096,17
285.900,00
219.966.566,67

325.728.873,30

0,00

69.257.485,23

21.288.166,6721.288.166,6
7

232.131.328,90

300.000,00

213.748.911,40

2.180.015,00

11.089.274,40

4.813.128,10

0,00

0,00

7.452.846,25

330.525,00

240.462,50

6.018.123,75

863.735,00

16.072.977,25
7.031.200,00

1.691.500,00

7.350.277,25
362.488.317,84
285.900,00
0,00

325.728.873,30
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

KOTA BOGOR Per Per
= mrm 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Py ®p) ®p)
4, Dinas  Perumahan dan 3.667.922,87 3.667.922,87
Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.690.333,33
6. Dinas Tenaga Kerja dan 206.833,33 206.833,33
Transmigrasi
7. Pejabat Pengelola Keuangan 0,00 30.908.455,00
Daerah
- Beban Penyusutan Jaringan Listrik Rp 45.111.973,65 41,406.348,66
1.  Dinas Pendidikan 157.975,00 157.975,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan 1.241.965,00 1.241.965,00
Penata Ruang
3. Dinas Perumahan dan 12.722.189,38 12.722.189,38
Permukiman
4. Dinas Tenaga Kerja dan 591.132,82 591.132,82
Transmigrasi
5. Dinas Lingkungan Hidup 739.000,00 739.000,00
6. Dinas Komunikasi dan 274.594,55 274.594,55
Informatika
7. Dinas Pemuda dan Olahraga 4.960.577,65 4.960.577,65
8. Dinas Kearsipan dan 611.415,00 611.415,00
Perpustakaan
9. Walikota dan Wakil Walikota 3.705.625,00 0,00
10. Sekretariat Daerah 12.423.264,25 12.423.264,25
11. Kecamatan Bogor Timur 4,837.812,50 4.837.812,50
12. Pejabatan Pengelola 2.846.422,50 2.846.422,50
Keuangan Daerah
- Beban Penyusutan Jaringan Telepon Rp 4.724.131,00 4.724,131,00
1. Dinas Pendidikan 2.062.950,00 2.062.950,00
2. Dinas Tenaga Kerja dan 722.500,00 722.500,00
Transmigrasi
3. Dinas Komunikasi dan 44.931,00 44.931,00
Informatika
4, Dinas Kearsipan dan 1.893.750,00 1.893.750,00
Perpustakaan
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp 1.044,410.400,%4 1.182.129.332,20
Lainnya
1. Dinas Kesehatan 52.969.500,00 87.146.250,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

2, PRumzh Sakit Umum Daersh 1.250.000,00 13.625.000,00
{BLUD)

3, Dinas Perumahan dan 48.856.250,00 0,00
Permukiman

4, Badan Penanggulangan 45.613.750,00 45.613.750,00
Bencana Daerah

5. Dinas Sosial 28.525.000,00 17.012.500,00

6. Dinas Tenaga Kerja dan 11.055.000,00 11.055.000,00
Transmigrasi

7. Dinas Lingkungan Hiduo 0,00 12.264.625,00

8. Dinas Kependudukan dan 29.227.713,46 103.885.463,46
Pencatatan Sipil

9. Dinas Pengendalian Penduduk 0,00 34.381.750,00
dan Keluarga Berencana

10. Dinas Perhubungan 80.438.268,73 56.854.793,73

11. Dinas Komunikasi dan 155.272.375,00 154.818.000,00
Informatika

12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil 32.038.300,00 32.038.300,00
dan Merengah

13. Dinas Penanaman Modal dan 24.549.250,00 49.258.000,00
Pelayanan Satu Pintu

14. Dinas Pemuda dan Olahraga 11.263.750,00 11.263.750,00

15. Dinas Kearsipan dan 11.593.750,00 54.356.250,00
Perpustakaan

16. Dinas  Perindustrian dan 62.632.055,75 16.671.875,00
Perdagangan

17. Sekretariat Daerah 69.205.625,00 28.860.375,00

18. Kecamatan Bogor Selatan 10.052.500,00 10.052.500,00

19. Kecamatan Bogor Timur 37.237.500,00 12.402.500,00

20. Inspektorat Daerah 24.750.000,00 0,00

21. Badan Perencanaan 12.500.000,00 24,946.250,00
Pembangunan

22. Badan Keuangan dan Aset 223.004.812,99 159.445.000,00
Daerzh

23. Badan Pendapatan Daerah 21.630.000,00 21.630,000,00

24. Badan Kepegawaian dan 50.745.000,00 109.045.000,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp) {Rp)

Pengembangan Sumber Daya

Manusia
Jumlah Rp 326,830,304,297.21 Rp 254.507.759.244,57
5.4.2.7, Beban Penyisihan Piutang Rp 41.520.688.591,26 Rp 28.865.157.244,54
Beban  Penyisihan Piutang  sebesar
Rp41.520.688.591,26 terdiri dari:
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Rp 27.837.796.456,41 18.398.677.525,59
1. Badan Pendapatan Daerah 27.837.796,456,41 18.398.677.525,5%
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Rp 104.518.882,00 214.947.062,41
1. Dinas Perumahan dan 7.448.000,00 2.255.500,00
Permukiman
2, Dinas Penanaman Modal Dan 96.762.293,03 132.419.742,38
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
3. Badan Pendapatan Daerah ‘ 0,00 80.271.820,03
4. Pejabat Pengelola Keuangan 308.588,97 0,00
Daerah
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Rp 13.194.545.004,10 9.857.495.809,30
yang Sah
1. Dinas Perumahan Dan 35.040.875,00 75.277.500,00
Permukiman
2. Dinas Penanaman Modal Dan 46.469.819,10 43.977.865,30
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
3. Badan Pendapatan Daerah 13.113.034.310,00 9.738.240.444,00
- Beban Penyisihan Piutang Lainnya Rp 383.828.248,75 394.036.847,24
1. Rumah Sakit Umum Daerah 436.847.107,13 485.202.778,12
(BLUD)
2. Pejabat Pengelola Keuangan (53.018.858,38) {91.165.930,88)
Daerah
Jumlah Rp 41.520.688.591,26 Rp 28.865.157.244,54
5.4.2.8. Beban lain-lain Rp 129,976,360.18 Rp 6.468.248,950,55

Beban Lain-lain pada tahun anggaran 2020
sebesar Rp 129,976,360.18 terdiri dari :

. Beban lain-tain ini berasal dari Aset

Tetap yang nilainya dibawah nilai
kapitalisasi atau yang tidak diakui
sebagai aset.
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) Rp)
1. Dinas Pendidikan 22,375,000.00

908.274,553,00

2. Dinas Kesehatan 0,00 5,281.780.221,01

3. Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 13.514.000,00
(BLUD)

4. Satuan Polisi Pamong Praja 20,868,095.35 0,00

S. Dinas Penanaman Modal dan 4,479,387.71 154.615.000,00
Petayan Terpadu Satu Pintu

6. Dinas Kearsipan dan 16.648.961,29 35.940.773,08
Perpustakaan

7. Sekretariat Daerah 0,00 26.564.524,42

8. Kecamatan Bogor Utara 0,00 1.101.003,88

9. Kecamatan Bogor Selatan 325.840,88 3.425,000,00

10. Kecamatan Bogor Timur 725.686,46 7.064.275,88

11. Kecamatan Bogor Barat 811.288,49 22.368.896,54

12. Kecamatan Bogor Tengah 0,00 10,000.000,00

13. Kecamatan Tanah Sareal 0,00 3.600.700,00

14. Pejabat Pengelola Keuangan 0,00 274
Daerah

Beban Penyisihan Dana Bergulir 63,742, 100.00 0,00
1. Pejabat Pengelola Keuangan 63,742,100.00 0.00

Daerah

5.4.2.9  Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Rp
Kabupaten/Kota

1.134,531.000,00 Rp 1.023.845,129,00

Beban Transfer Bantuan KXeuangan ke
Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2020
sebesar Rp1.134.531.000,00 merupakan
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa Cijujung, Pemerintah Desa Galuga
dan Pemerintah Desa Dukuh, Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Begor sesuai
Keputusan  Walikota Bogor  Nomor:
658.1.45-348 Tahun 2019 tansgal 6
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KOTA BOGOR Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)
Desember 2019 tentang Penetapan Dana
Kompensasi Dampak Lingkungan Terhadap
Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan
Akhir Sampai Galuga pada Tahun Keempat
(1 Januari 2020 sampai dengan 31
Desember 2020),
Cibungbuiang Kab. Bogor
- Pemerintah Desa Cijujung Kec, Rp 340.359.300,00 563.114.821,00
Cibungbutang Kab. Bogor
- Pemerintah Desa Dukuh Kec. Rp 170.179.650,00 153.576.769,00
Cibungbulang Kab. Bogar
Jumlah Rp 1.134.531.000,00 Rp 1.023.845.129,00
5.4.2.11. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp 0,00 Rp 972.007.8%0,00
Beban Transfer pada tahun anggaran 2019 Rp 0,00 972.007.890,00
sebesar Rp 0,00 terdiri dar Beban Transfer
Bantuan Kepada Partai Politik sebagai berikut :
DPC PKB Rp 0,00 48.529,544,00
DPC PPP Rp 0,00 90.517.200
DPC Gerindra Rp 0,00 129.007.022,00
DPC Hanura Rp 0,60 65.274.919,00
DPC Demokrat Rp 0,00 107.152.342,00
DPD PKS Rp 0,00 129.111.710,00
DPC PDI Perjuangan Rp 0,00 210.906.887,00
DPC Partai Bulan Bintang Rp 0,00 39.792.679,00
DPC Partai Golkar Rp 0,00 151.715.587,00
Jumlah Rp 0,00 Rp 972.007.890,00
5.4.3. POS LUAR BIASA Rp 37.300,000,00 Rp 9.455.600,00
5.4.3.1. Pos Luar Biasa LO tahun 2020 dan 2019
adalah  sebesar Rp 37.300.000,00 dan
Rp%9.455.600,00. Saido Pos Luar Biasa LO
terdiri dari:
eBeban tak terduga terdiri dari :
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Rp 37.300.000,00 9.455.600,00

BPHTB atas nama lne Wulansari sesuai
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
®Rp) (Rp)
Keputusan Walikota Bogor Nomor
973.2.45- 149
Jumlah Rp (37.300.000,00) Rp 9.455.600,00
Surplus / Defisit - LO Rp 761.716.820.678,57 Rp 389.912.566.987,46
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Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp} (Rp)

5.5. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

5.5.1. Tujuan Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
informasi inf disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.2. Definisi Arus Kas
1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintah,
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta
bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan,

5.5.3,  Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode terteritu yang

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non

anggaran.

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan
operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain
berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian
laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi
antara lain berupa belanja pegawal, belanja barang,

2. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya, Arus masuk kas
dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset
lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.

3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atay
pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan
kompesisi investasi jangka panjang, pivtang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan
dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas
pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara,
penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan
arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan
pembentukan dana cadangan.

4. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi
anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas
nonanggaran metliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK} dan kiriman uang masuk. Arus
kelvar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. PFK
menggambarkan kas yang berasat dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan
Dana {SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.
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Per
31 Desember 2020
{Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

Posisi Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp327.762.756.095,31

dan Rp277.909.444.202,19. Kas per 31

Desember 2020 terdiri dari Kas di

BUD sebesar

Rp305.390.350.678,00; Kas di FKTP (Puskesmas) sebesar Rp8.356.906.451,00; Kas di Bendahara BOS
Rp5.903.901.009,00 tidak termasuk didalamnya jasa giro sebesar Rp720,00; Kas di BLUD (Rumah Sakit
Umum Daerah) sebesar Rp8.109.372.432,31 termasuk didalamnya utang PFK tahun 2020 sebesar
Rp256.887.130,00; dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.200.525,00 termasuk di dalamnya
utang PFK sebesar Rp1.438.760,00. Posisi Kas di BUD mengalami kenaikan sebesar Rp49.853.311.893,12

dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari:

Aktivitas Operasi

Aktivitas Investasi

Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas Transitoris

Jumlah

Arus Kas Keluar dari:

Aktivitas Operasi

Aktivitas Investasi

Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas Transitoris

Jumlah

Sehingga Kenaikan Kas adalah:

Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar

Jumlah

5.5.4. Posisi Kas
1.
2.
3.
4,
1.
2.
3.
4,
1.
2.

/)
5.5.5.

Arus

Kas bersih

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

dari

Aktivitas

2.428.564.243.849,12
15.259.800,00
56.697.029.895,00
127.322.651.519,76
2,612,599.185.063,88

2.078.713.419.953,00
276.157.283.029,00
80.545.341.402,00
127.329.828.786,76
2.562.745.873.170,76

2.612.599.185.063,88
2.562.745.873.170,76

49.853.311.893,12

QOperasi tahun

2020

2.559.814.450.908,86
42.756.585,00
145,237.547.127,00
152.311.626.278,34
2.857.406,381.199,20

2.027.467.395.160,19
501.033.407.778,00
155.495.608.83.3,00
152.160.928.735,34
2.836.157,340,506,53

2.857.406.381.199,20
2.836.157.340.506,53
21.249.040.692,67

adalah  sebesar

Rp349.850.823.896,12 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp532.347.055.748,67 yang diperoleh dari
selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

1.
2.

Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar

Jumlah

1.428.564.243.849,12
2.078.713.419.953,00
349.850.823.896,12

2.559.814.450,908,86
2.027.467.395,160,19
532,347.055.748,67
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Per

31 Desember 2020

{Rp)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per -

31 Desember 2019

(Rp)

5.5.5.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi tahun 2020 sebesar Rp2.428.564.243,849,12 sedangkan
tahun 2019 sebesar Rp2.559.814.450.908,86 terdini dari:

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan  Hasil  Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasit Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Penyesuaian
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
- Pendapatan Hibah
- Penerimaan Dana Darurat

- Penerimaan Lainnya

- Penerimaan dari Pendapatan Luar

Biasa

Jumnlah

Arus  masuk  kas dari  Pendapatan
Rp509.039.468.746,00 sedangkan 2019 sebesar Rp689.543.006.040,00 terdiri dari:

- Pajak Hotel Bintang Empat
- Pajak Hotel Bintang Tiga

- Pajak Hotel Bintang Dua

- Pajak Hotel Bintang Satu

- Pajak Hotel Melati Tiga

Pajak Hotel Melati Dua

Pajak Hotel Melati Satu

Pajak Losmen/penginapan /Kost
Pajak Wisma Pariwisata

Pajak Restoran

Pajak Rumah Makan

509.039.468.746,00
35.010,375.259,00
31.927.293.792,00

296.024.844.,555,12

86.344.563.026,00
38.670.158.675,00
762.556,115.000,00
195.601,128.198,00
0,00
28.928.586.000,00
222.967.276.647,00
0,00
141.063.595.101,00
0,00
80.430.838.850,00
0,00

2,428,564,243,849,12

Pajak  Daerah

21.252.748.249,00
20.125.613.625,00
3.803.141.790,00
1.480.555.117,00
117.169.410,00

922.868.387,00
534.153.702,00
833.974.110,00
583.412.775,00
65.943.611.022,00
22.803.527.513,00

689.543.006,040,00
51.362.153.192,00
28.241.844.911,00

246.694.455.891,86

53.495.246,384,00
24.159,177.895,00
838.948.449.000,00
189.891.532.535,00
0,00
41.073.011.000,00
252.139.954.160,00
0,00
88.328.640.000,00
0,00
55.936.979.900,00
0,00

2,559.814.450.908,86

2020  sebesar

39.225.061.307,00

40.193.666.879,00
7.831.426.323,00

2,764.506.510,00
302.255.641,00

1.823.678.750,00
1.048.850.807,00
992.954.279,00
1.064.782.239,00
99.041.422.009,00

41.820.611.562,00
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Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per

31 Desember 2019
{Rp)

Pajak Kafetaria

Pajak Katering

Pajak Tontonan Film/Bicskop
Pajak Kesenian /Musik /Tari/Busana
Pajak Pameran

Pajak Diskotik

Pajak Karaoke

Pajak Permainan Bilyar

Pajak Permainan Bowling
Pajak Permainan Ketangkasan
Pajak Panti Pijat / Refleksi
Pajak Mandi Uap/Spa

Pajak Pusat Kebugaran

Pajak Pertandingan Olahraga

Pajak Reklame
Papan/Bilboard/Yideotron/Megatron

Pajak Reklame Kain
Pajak Reklame Melekat//Stiker

Pajak Reklame Berjatan (termasuk
pada kendaraan)

Pajak Reklame Udara
Pajak Penerangan Jalan
Pajalk Parkir

Pajak Air Tanah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTS)

PBB Perdesaan dan Perkotaan

7.566.125.138,00
935.054.599,00
3.208.358.339,00
29.463.750,00
0,00

0,00
1.062.644.341,00
149.505.501,00
0,00
5.134.683.608,00
103.255.246,00
112.907.375,00
1.155.486.737,00
0,00
7.650.791.823,00

569.890.167,00
6.312.500,00
569.468.750,00

23.375.000,00
51.337.188.280,00
7.595.718.579,00
3.001.590.202,00
154,837.815.087,00

125.549.058.024,00

11.903.693.993,00
701.448.157,00
12,206.815.465,00
6.034.000,00
1.000.000,00

3.821.021.317,00

227.657.690,00
11.052,392,00
14.111.410.468,00
302.601,380,00
312.259.651,00
2.016.481.309,00
1.600.000,00
10.083.995.108,00

1.088.853.973,00
4,862.500,00
490.468.750,00

39875000
53.438.870.690,00
15.424.581,199,00

4.665.857.092,00
178.010.212.241,00

144.563.137.359,00

Jumlah 509.039,468,746,00 689.543.006.040,00

Arus  masuk  kas dari  Pendapatan  Retribusi  Daerah  tshun 2020

Rp33.010.375.259,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp51 .362.153.192,00 terdiri dari:

sebesar

5.022,335.300,00
10.474.921.500,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.129.454.647,00

- Retribusi Pelayanan Persampahan / 10.314.145.250,00

Kebersihan

- Retribusi Petayanan Pemakaman dan 480.608.750,00 570.265.625,00

pengabuan Mayat
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Per
31 Desember 2020
(Rp}

Per

31 Desember 2019

(Rp)

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan
Umum

Retribusi PKB - Mobil Penumpang -
Minibus

Retribusi PKB - Mobil Bus -Microbus
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban -
Pick up

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban -
Light Truck

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban -
Truck

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran

Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pengendalian  Menara

Telekomunikasi

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Penyewa Tanah dan Bangunan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Kendaraan Bermotor

Retribusi Terminal Tempat Kegiatan
Usaha

Retribusi Terminal- Fasilitas (ainnya
di Lingkungan Terminal

Retribusi Tempat Khusus parkir

Retribusi Penyediaan dan / atau
Penyedotan Kakus

Retribusi  Pemeriksaan  kesehatan
Hewan Sebelum di Potong

Retribusi  Pemeriksaan kesehatan
Hewan Sesudah di Potong

Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga
Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Rumah Tangga

Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
Retribusi Izin Trayek

Pemberian Perpanjangan IMTA kepada
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Jumlah

2.478.164.000,00

340.862.800,00

20.352.200,00
18.372.000,00
711.542.400,00

312.990.200,00

15.398.400,00

58.312.000,00

172.467.550,00
332.788.500,00

1.917.019.656,00

101.000.000,00

15.636.000,00

130.175.000,00

42.400.000,00
190.250.000,00

102.889,500,00

506.467.500,00

345.950.000,00
34.253.119,00

10.445,661.384,00
260.087.500,00
479.470.000,00

35.010.375.259,00

2.716.141,000,00

478.347.600,00

21.717.800,00
22.521.200,00
753.811.800,00

332.964.400,00

23.908.800,00

91.794.500,00

150.887.600,00

5.458.829.990,00

131.000.000,00

14.255.000,00

732.533.000,00

150.281.000,00
182.050,000,00

47.489,500,00

517.868.640,00

1.282.452.500,00
30.696.720,00

17.517.398.120,00
318.137.500,00
373.201.000,00

51.362.153.192,00
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Per

31 Desember 2020

{Rp)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per

31 Desember 2019

(Rp)

Arus masuk kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2020
sebesar Rp 31.927.293.792,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp28.241,844.911,00 terdiri dari:

Bagian Laba PDAM Kota Bogor
Bagian Laba Bank Jabar Banten
Bagian Laba PT Bank Kota Bogor
Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya

Jumlah

22.956.171.000,00
4.394.288.802,00
4.400.997.986,00
175.836.004,00
31.927.293.792,00

19.684.735.000,00
4.220,612.637,00
4,178,360.124,00
158.137.150,00
28.241.844.911,00

Arus masuk kas dari Lain-lain PAD yang Sah tahun 2020 sebesar Rp296.024.844.555,12 sedangkan
tahun 2019 Rp246.694.455.891,86. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Jasa Giro Daerah

Jasa Giro Pemegang Kas

Kerugian Barang

Bidang Pendidikan

Bidang Perhubungan

Bidang Pekerjaan Umum
Pendapatan Denda Pajak Hotel
Pendapatan Denda Pajak Restoran
Pendapatan Denda Pajak Hiburan
Pendapatan Denda Pajak Reklame
Pendapatan Denda Pajak Parkir

Pendapatan Denda Pajak Air Bawah
Tanah

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan
Pendapatan Denda Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah
Pendapatan Denda Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
Pendapatan dari Pengembalian
Lainnya

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

12.276.434.144,00
709.362.277,00
35.700.714,00
0,00

0,00

0,00
115,236.227,00
228.309.424,00
16,572.647,00
98.657.694,00
54.738.712,00

8.075.964,00

1.737.732.673,00

45,534.314,00

1.163.998,00

46.515.109,00

7.356.521.754,00

256.852.463,00

216.299.345.809,93

12.092.879.929,00
437.716.676,00
49.303.200,00
2.718.909,00
264,000,00
112.765.603,00
221.012.084,00
270.871.354,00
30.875.228,00
385.889.496,00
78.288.131,00

46.979.637,00

5.171.698.804,00

48.540,864,00

703.026,00

38.570.337,00

3.450.887.877,00

499.973.400,00

169.046.816.470,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp} (Rpj

- Pendapatan lain-lain BLUD
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Pendapatan Dana Kapitasi JKN

- Kontribusi Kebun Raya Bogor

- Penerusan Bunga Pinjaman kepada
PDAM Tirta Pakuan
Sewa Rusunawa

Jumlah

1.421.992.710,19
8.902.343.917,00

2,526.385.074,86

40.454.298.600,00 44.165.589.650,00

383.960.000,00
5.119.005.404,00

1.134.955.000,00
6.578.046.142,00

456.4%0.000,00
296.024.844.555,12

295.725.000,00
246.694.455.891,86

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar tahun 2020 Rp26.344.563.026,00 sedangkan
tahun 2019 sebesar Rp53.495.246.384,00 terdini dari:

- Bagi Hasil PBB
- Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan PPh 29
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Jumlah

4.293.911,579,00
77.728.62%.160,00

4.322.022.287,00
86.344.563.026,00

5.658,009.934,00
43,260.104.936,00

4.577.131.514,00
53.495.246.384,00

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2020 sebesar Rp38.670.158.675,00
sedangkan tahun 2019 sebesar Rp24.159.177.895,00 merupakan Bagi Hasil dari;

- Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya
Hutan - LRA

- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil
Perikanan - LRA
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
Bumi - LRA

- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi - LRA

- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas
Bumi - LRA

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral
dan Batubara - LRA

Jumlah

63.513.996,00 38.200.200,00

788.276.289,00 590.155.800,00

5.198.363.984,00 10.913.811,410,00

4.779.508.956,00

27.216.795.079,00 12.309.504.498,00

623.700.371,00 307.505.987,00

38.670.158.675,00 24.159,177.895,00

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Umum {DAU) tahun 2020 sebesar Rp762.556.115.000,00 sedangkan

tahun 2019 sebesar Rp838.948.449.000,00.

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp195.601.128.198,00 terdiri dari dari:

DAK 8Bidang Infrastruktur Jalan
DAK Bidang Keluarga Berencana

- DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB -
Pelayanan Kesehatan Dasar

- DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB -

14.614.992.373,00 0,00
874.721.980,00 0,00
1.835.123.832,00 5.283.426.700,00

14.373.983.183,00 12.607.233.170,00
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
{Rp)

Per

31 Desember 2019

(Rp)

Kesehatan Rujukan

- DAK réguler Bidang Kesehatan dan KB -
Pelaydnan Kesehatan Kefarmasian dan
Perbelalan Kesehatan

DAK Non Fisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD
DAK Non Fisik Bantuan Operasional
Kesehatan :
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB
- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru
- Pelayanan Administrasi Kependudukan

- DAK Nonfisik - Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

- DAK Non Fisik Dana Pelayanan

Kepariwisataan

- DAK Penugasan - Bidang Kesehatan dan
KB

DAK Penugasan - Bidang Air Minum
DAK Penugasan - Bidang Sanitasi

DAK Penugasan - Bidang Pasar

Jumlah

2.488.574.561,00

6.443.400.000,00

24.883.932.715,00

903.584.000,00
116.543.523.000,00
3.048.792.874,00
7.392.900.000,00

344.050.000,00

1.853.549.680,00

0,00

0,00
0,00

195.601.128.198,00

3.406.481.225,00

7.187,400.000,00

14.400.557.716,00

469.538.600,00
124.293.718.425,00
1.458.,402.070,00
10.423.600.000,00

0,00

6.065.751.720,00

1.164.852.909,00

1.717.500,000,00
1.413.070.000,00

189.891.532,.535,00

Arus masuk Kas dari Dana Penyesuvaian tahun 2020 sebesar Rp28.928.586.000,00, sedangkan tahun

2019 sebesar Rp0,00.

Arus  masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2020 sebesar

sedangkan tahun 2019 sebesar Rp252.139.954.160,00 yang terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKS)

- Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan

Bagi Hasil Pajak Rokok

Jumlah

85.421,443.230,00
41,269.330.320,00

46.941.448,144,00

118.193.400,00

49.216.861.553,00
222.967.276.647,00

Rp222.967.276.647,00

91.942.876.980,00
64.890.127.350,00
53.945.198.130,00

199.011,200,00

41.162.740.500,00
252.139.954.160,00

Arus Masuk dari pendapatan hibah tahun 2020 sebesar Rp141.063.595.101,00 sedangkan tahun 2019

sebesar Rp88.328.640.000,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Lainnya sebesar Rp80.430.838.850,00 diperoleh dari Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Barat Rp80.430,838,850,00.
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Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per Per
31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp) (Rp)

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi tahun 2020 adalah sebesar Rp2.078.084.822.545,00 sedangkan
tahun 2019 sebesar Rp2.027.467.395.160,19. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-pengeluaran

dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Hibah

- Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan Keuangan

- Belanja Tidak Terduga

Jumlah

5.5.6. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

1.010.111,841.189,00
798.841.580.650,00

5.427.749.091,00
93.233.837.587,00
43.686.702.506,00

1.181.889.361.829,00
711.101.422.815,19

6.578.046.142,00
79.149.334.000,00
46.743.921.755,00

1.134.531.000,00 1.995.853.019,00

126.277.177.930,00 9.455.600,00

2.078.713.419.953,00 2.027.467.395,160,19

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2020 adalah sebesar (Rp275.142.023.229,00)
sedangkan tahun 2019 sebesar (Rp500.990.650.893,00) yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan

arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas

Penurunan Arus Kas Bersih

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

276.157.283.029,00
(276.142.023.229,00)

15.259.800,00 42.756.885,00

501.033.407.778,00
{500.990.650.893,00)

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp15.259.800,00 sedangkan tahun 2019
sebesar Rp42.756.885,00. Arus masuk tersebut diperoleh dari:

- Penjualan atas tanah

Jumlah

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

15.259.800,00
15.259.800,00

42.756.885,00
42.756.885,00

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp276.157.283.029,00 sedangkan tahun
2019 sebesar Rp501.033.407.778,00 yang merupakan belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan
pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor, yang terdiri dari:

- Belanja Tanah

- Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- Belanja Aset Tetap Lainnya

- Belanja Aset Lainnya

Jumlah

2.772.077.406,00
129.790.481.108,00
30.694.955.339,00
109.784.631.171,00
1.789.184.630,00
1.325.953.375,00
276.157,283.029,00

18.044.020.000,00
99.754.707.372,00
144.703.165.317,00
235.965.307.071,00
1.910.823.018,00
655.385.000,00
501.033.407.778,00
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Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019

(Rp}

5.5.7. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2020 sebesar (Rp23.848.311.507,00)
sedangkan tahun 2019 sebesar Rp10,258.061.706,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas

dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Kas masuk

Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih

5.5.7.1 Arus Masuk Kas

56.697.029.895,00
80.545.341.402,00

{23.848.311.507,00)

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2020 adalah sebesar
sedangkan tahun 2019 sebesar Rp145.237.547.127,00 terdiri dari:

- Pinjaman Dalam Negri - Lainnya
yang merupakan penerimaan Dana
Talangan pada RSUD (BLUD)

- Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah yang merupakan
pinjaman World Bank pada PDAM

- Penerimaan Kembali Piutang
Daerah

Jumlah

5.5.7.2 Arus Keluar Kas
Arus keluar kas  dari

aktivitas

32.159.096.032,00

5.484.766.176,00

19.053.167.687,00

56.697.029.895,00

pembiayaan  tahun

145.237.547.127,00
155.495.608.833,00

10.258,061.,706,00

Rp56.697.029.895,00

139.752.780.949,00

3,484.766.178,00

0,00

145,237.547.127,00

2020  adalah  sebesar

Rp155.495.608.833,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp155.495.608.833,00 yang terdiri dari
penyertaan modal pemda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Modal pada PDAM Kota
Bogor
Pembayaran Pokok Utang vyang
Jatuh Tempo kepada Pemerintah
Pembayaran Pokok Utang kepada
lembaga keuangan Bank
Jumlah

5.5.8.  Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

24.300.000.000,00

5.484.766.176,00

50.760.575.226,00

80.545.341.402,00

16.000.000.000,00

5.484,766.178,00

134.010.842.655,00

155.495.608.833,00

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 adalah sebesar (Rp10.432.032,00) sedangkan
tahun 2019 sebesar Rp150.697.543,00. Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

Arus Kas masuk
Arus Kas Keluar

Arus  Kas Bersih  dari

Transitoris

Aktivitas

127.322.651.519,76
127.329.828.786,76

(7.177.267,00)

152.311.626.278,34
152.160.928.735,34

150.697,543,00
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Per
31 Desember 2020

Per
31 Desember 2019

(Rp)

{Rp)

5.5.8.1 Arus Masuk Kas

Arus  masuk  kas  dari

Aktivitas

Transitoris  tahun

adalah  sebesar

Rp127.322.651.519,76 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp152.311.626.278,34 dengan rincian

sebagai berikut:
Utang Taspen

Utang luran Jaminan Kesehatan
Utang PPh Pusat

Utang PPN Pusat

Utang Taperum

Utang luran Wajib Pegawai

Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Lainnya

Kareksi Silpa atas kesalahan catat
jasa giro BOS tahun 2019

Jumlah

5.5.8.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari

41.969.936,00
2.107.123.050,00

50.422.238.800,86

41.985.749.895,90
453.037.812,00

30.636.336.588,00

1.672.8%0.672,00

3.254,765,00

127.322.651.519,76

Transitoris tahun

22.134.929,00
297.707.990,00

58.353.421.258,47

57.755.649.730,87
632.203.000,00

34.110.679.765,00

1.139.829.595,00

0,00

152.311.626.278,34

adalah  sebesar

Rp127.329.828.786,76 sedangkan tahun 2019 sebesar RP152.160.928.735,34 dengan rincian sebagai

berikut:
Utang Taspen

Utang luran Jaminan Kesehatan

Utang PPh Pusat

Utang PPN Pusat
Utang Taperum

Utang luran Wajib Pegawai

Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Lainnya

Jumlah

41.969.936,00

2.095,375.590,00

50.423.391.456,86

41.988.380.604,90

453.037.812,00

30,729.979.966,00

1.597.693.421,00

127,329.828.786,76

72.134.939,00
298.528.630,00

58.370.277.194,47

57.751.074.230,87
632.203.000,00

34.017.086.387,00

1.069.624,354,00

152,160.928,735,34
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5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya

yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan Surplus (Defisit) dari operasional

tahun berjalan serta Dampak Akurmulatif karena koreksi, perubahan kebfjakan dan adanya kesalahan

mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung
antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas
operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bogor pada kondisi
waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota
Bogor. Pada Tahun 2020 terdapat saldo awal Ekuitas sebesar Rp8.331.658.267.022,12
merupakan satdo akhir Ekuitas 2019,

Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2020 adatah sebesar
Rp%9.097.701.686.801,83 mengalami peningkatan sebesar
Rp766.043.419.779,71 dari Ekuitas Awal per 31 Desember 2019 sebesar
Rp8.331.658.267.022,12.

5.6,2 Surplus/defisit - LO
Surplus/defisit - LO Tahun 2020 Pemerintah Kota Bogor  sebesar
Rp761.716.820.678,57 merupakan selisih antar Pendapatan-LO sebesar
Rp3.212.221.992.311,81 dengan Beban-LO sebesar

Rp2.450.467.871.633,24 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp37.300,000,00

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar

Rp4,326.599.101,14

merupakan Perubahan yang disebabkan oleh koreksi ekuitas yang terdiri atas:

2020

2019

0,00

1,00

(6.184.569.303,77)

(5.677.129.797,55)

(6.008.401.790,26)

(406.561.683,00)

(2.502.952.475,83)

72.439,250,00

(3.265.000,00)

(270.066.342,00}

1.071.233.361,49

4,989.735.435,56

7.796,989.925,75

43.956.012.161,71

Uraian
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap R
(Tanah) P
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap Rp
{Peralatan dan Mesin)
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap R
(Gedung dan Bangunan) P
~ Hasil Inventarisasi - Aset Tetap ’p
(Jalan Irigasi dan Jaringan)}
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset R
Tetap Lainnya) P
Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya Rp
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Rp
Penyusutan Aset Tetap
- Hasil Inventarisasi - Akumulasi Rp

(1.081.854.840,17)

(117.612.965.360,87)
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Uraian 2020 2019

Penyusutan Aset Lainnya

- Koreksi ekuitas lainnyé Rp 11.239.419.223,94 (1.976.671,353,00)

Jumlah Rp 4.326.599.101,14 | (76.925.207.688,15)

Salah satu faktor terjadinya perubahan ekuitas melalui inventarisasi karena adanya perubahan
kodefikasi barang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Walikota Bogor Nomor 130 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota
Bogor sehingga dilakukan inventarisasi ulang dengan Sensus Barang Milik Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Bogor.,

5.6.4 Ekuitas
Ekuitas Akhir pada tahun 2020 sebesar Rp9.097.701.686.801,83. Ekuitas Akhir merupakan
jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas.
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Geografis Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48’ BT dan &° 26’ LS, kedudukan geografis Kota
Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara,
rmerupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan
nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata Kota Bogor mempunyai rata-rata
ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut,

tuas Wilayah Kota Bogor sebesar 11,850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah
masing-masing kecamatan, yaitu;
Kecamatan Bogor Selatan (30,81 km2)
Kecamatan Bogor Timur (10,15 km2)
Kecamatan Bogor Utara (17,72 km2)
Kecamatan Bogor Tengah (8,13 km2)
Kecamatan Bogor Barat (32.85 km2)
Kecamatan Tanah Sareal (18,84 km2).

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai

berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.

oM AW

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
¢. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kentur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian
bervariasi antara 190 s/d 330 meter di atas permukaan laut. Seluas 1.763,94 hektar yang tersebar di enam
kecamatan merupakan lahan datar dengan kemiringan berkisar 0 - 2 persen, seluas 8.091,19 hektar
merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2 - 15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan tahan
agak curam dengan kemiringan 15 - 25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan
kemiringan 25 - 40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40
persen.

Gambar 6.1
Peta Kota Bogor

. :cnwt-m_
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1.2

Visi dan Misi Kota Bogor

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi
Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun
2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5
{lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi,
permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun
2019- 2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"”

Sedangka Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan ekstemal, maka ditetapkan 3 (tiga} Misi
untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024,

Adapun 3 (t'igai Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat, Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih,
nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan
beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota
yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kuatitas lingkungan baik fisik,
sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang
bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas, Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber

dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK} sangat diperlukan untuk membanty
pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya {sensing), memahami
kondisi permasalahannya {understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber
daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota” ditambah “teknologi” namun penggunaan solusi cerdas untuk
mengatasi permasalahan kota, Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna
mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera, Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana

kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera
dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan
masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari
keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi
perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana
dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi
daerah. Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah
yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli,
kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi
para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya
{produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang
dihasitkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.
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1.3 Pegawai Negeri 5ipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor .
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di tingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2019 adalah sejumlah
6.987 orang dengan rincian jumltah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah 3.406 Pria dan 3.581 Perempuan,
sedangkan berdasarkan golongan ruang untuk golongan IV sejumiah 1.991 Orang, Golongan Il sejumlah 3,354
Orang, Golengan II Sejumlah 1.453 Orang dan Golongan | Sejumlah 189 Crang, adapun rincian jumlah pegawai
setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan Total

it

| DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKINAN KOTA BOGOR -

24| DINAS SOSIAL KOTA BOGOR _ | R 7 B ERD e
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Laki-{ aki Ferempuan Totat

1.4, Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Masyarakat Pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Desease 2019

Dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19, telag dibentuk Gugus Tugas
berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-220 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Deasease 2019 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-400
tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-220
Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Desease 2019 di Kota Bogor. ‘ .

Sehubungan dengan pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas
penanganan Covid 19 sesuai dengan pasal 13 dapat dibebankan pada APBD dan/atau sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah
dapat menerima hibah . termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis
berupa barang, uang dan/atau jasa vyang berasal dari apemerintah pusat, pemerintah
daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sebagai mana dimaksud dalam pas'al 47 PP 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta
kebijakan akuntansinya.

Dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas
kelebihan maupun kekurangan pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam melayani dan mensejahterakan
masyarakat Kota Bogor. Selain itu, dapat dijadikan pijakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan baru guna
memperbaiki kekurangan pada tahun 2020.

Harapan kedepan Catatan atas Laporan Keuangan ataupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara
umum benar-benar dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai visi dan
misi Kota Bogor.

Za) Bogor, Mei 2021
/_,/ G e ~
' WALIKOTA P
NN Dr. BIMA ARYA

Pemerintah Kota Bogor



